
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR 

NOMOR { TAHUN 2024 

TENTANG 

RENCANA AKSI DAERAH PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN 
HAK PENY ANDANG DISABILITAS PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

TAHUN 2024-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

Menimbang : 

Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 1  ayat (6) 
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 
Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak 
Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Penghormatan, 
Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026; 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­ 

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5871) ;  

3. Undang-Undang Nomor 2 1  Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa 

Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6810) ;  

4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap 

Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6399); 



5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 

2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 

Tahun 2019 Ten tang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan 

Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 704; 

6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 

Nomor 006, Tambahan Lembaran Provinsi Nusa Tenggara 

Timur Nomor 0126) ;  

MEMU'TUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH 

PENGHORMATAN, PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK 

PENY AND ANG DISABILITAS PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

TAHUN 2024-2026 . 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

3 . Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur. 

4. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut RAD­ 

PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan terkait 

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 
untuk periode 3 (tiga) tahun. 

5. Penghormatan adalah sikap menghargai dan menerima keberadaan 

Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang. 

6 .  Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, 

mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas. 

7. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, 

dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas. 

8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan 

fisik, intelektual mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang 
dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan 

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara 
lainnya berdasarkan kesamaan hak. 

9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

10 .  Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah 

lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

1 1 .  Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

12 .  Bupati/Walikota adalah Bupati/ Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

13. Menteri adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 
BAPPENAS. 



" » - .  

14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan 

melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

15 .  Tim Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Pelindungan 
dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur 

yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi RAD-PD adalah tim yang ditugaskan 
untuk melakukan koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Provinsi 

terkait Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas. 
16. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang 

selanjutnya disebut Badan adalah perangkat daerah yang membidangi urusan 

perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah tingkat 
Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

17.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara 

Timur. 

Pasal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur adalah sebagai pedoman bagi 

Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota serta seluruh unsur pelaku pembangunan 
di Daerah dalam rangka penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian 
dan evaluasi pelaksanaan rencana Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan 

Hak Penyandang Disabilitas. 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah: 

a. mewujudkan integrasi perencanaan dan penganggaran Penghormatan, 

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas nasional/Daerah. 
b. memastikan bahwa upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas dilaksanakan secara terencana, terpadu dan 
terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan 

di Daerah. 
c. mewujudkan keterpaduan dalam perencanaan dan penganggaran, 

pengendalian, evaluasi serta pelaporan. 

BAB II 

RAD-PD DAERAH 

TAHUN 2024-2026 

Pasal 4 

(1 )  Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan RAD-PD Daerah Tahun 2024-2026 . 
(2) Dokumen RAD-PD Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 ) ,  merupakan dokumen perencanaan yang berisi acuan dalam 

perumusan kebijakan, strategi dan program serta kegiatan di Daerah dalam 
upaya pencapaian target Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas. 



(3) Dokumen RAD-PD Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) terdiri dari 7 (tujuh) bab dan matriks yang meliputi: 

a. B AB I  Pendahuluan; 

b. BAB II Situasi Penyandang Disabilitas; 

C. BAB III Analisis Kesenjangan Inklusi Disabilitas; 

d. BAB IV Strategi Implementasi RAD-PD; 

e. B AB V  Penganggaran; 

f. BAB VI Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan 

g. BAB VII Penutup. 

h. Matriks. 

(4) Dokumen RAD-PD Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan meupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 5 

( 1 )  Penyusunan RAD-PD Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 4 dilaksanakan oleh Badan. 

(2) RAD-PD Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  

meliputi pengaturan terhadap hak: 

a. hidup; 

b. bebas dari stigma; 

c. prvas1; 

d. keadilan dan perlindungan hukum; 

e. pendidikan; 

f. pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi; 

g. kesehatan; 

h. politik; 

1. keagamaan; 

j .  keolahragaan; 

k. kebudayaan dan pariwisata; 

1. kesejahteraan sosial; 

m. aksesibilitas; 

n. pelayanan publik; 

o. perlindungan dari bencana; 

p. habilitasi dan rehabilitasi; 

q. pendataan; 

r. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat 

s. berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi 

t. kewarganegaraan; dan 

u. bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi. 

(3) Pelaksanaan penyusunan RAD-PD Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) melibatkan PD terkait dan organisasi penyandang disabilitas di Daerah. 

BAB III 

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

Pasal 6 

( 1 )  Badan memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan terkait Penghormatan, 

Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas termuat dalam 

dokumen perencanaan pembangunan daerah. 



(2) PD yang memiliki tugas dan fungsi terkait Penghormatan, Pelindungan Dan 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas memastikan bahwa program dan 

kegiatan Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas termuat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pada 

masing-masing PD. 

(3) PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kerjasama dan 

memfasilitasi perumusan kebijakan teknis perencanaan dan penganggaran 

dengan melibatkan pemangku kepentingan yang terkait dengan Penghormatan, 

Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 

(4) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran program, kegiatan 

dan sub kegiatan terkait penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak 

penyandang disabilitas ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah 

setiap tahunnya. 

BAB IV 

RAD-PD KABUPATEN/KOTA 

Pasal 7 

Bupati/Walikota menyusun RAD-PD di Kabupaten/Kota dengan mengacu pada 

Peraturan Gubernur ini. 

BABV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 8 

( 1 )  Badan dan PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melakukan 
pemantauan dan pengendalian pelaksanaan RAD-PD Tahun 2024-2026. 

(2) Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan RAD­ 
PD di Kabupaten/Kota. 

Pasal 9 

( 1 )  Terhadap hasil pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 8, dilakukan evaluasi secara berkala. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  dilaksanakan oleh PD dan 
organisasi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(3) dan Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan terhadap: 
a. kebijakan; 
b. pelaksanaan rencana; dan 
c. pelaksanaan akhir tahun rencana. 

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh: 
a. Badan; dan 
b. Bupati/Walikota, 

sesuai kewenangan masing-masing. 
(5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan masukan dalam 

proses penyusunan rencana periode berikutnya. 



BAB VI 

PELAPORAN 

Pasal 10 

( 1 )  Badan menyusun laporan hasil pelaksanaan RAD-PD Daerah Tahun 2024­ 
2026. 

(2) Laporan hasil pelaksanaan RAD-PD Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), disampaikan oleh kepala Badan kepada Gubernur 
paling lambat bulan januari pada tahun berikutnya. 

(3) Bupati/Walikota menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan RAD PD 
Kabupaten/Kota kepada Gubernur paling lambat bulan januari pada tahun 
berikutnya. 

BAB VII 

KOORDINASI DAN FASILITASI 

Pasal 11  

(1)  Badan mengoordinasikan dan memfasilitasi proses penyusunan rencana, 
penetapan rencana, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan 
penganggaran Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 
Disabilitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah. 

(2) Dalam rangka membantu Badan melakukan koordinasi dan fasilitasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  Gubernur membentuk Tim Koordinasi 
Pelaksanaan RAD-PD. 

(3) Tim Koordinasi Pelaksanaan RAD-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. 

(4) Tim Koordinasi Pelaksanaan RAD-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
juga bertugas membantu PD dan organisasi penyandang disabilitas melakukan 
evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). 

Pasal 12 

( 1) Dalam rangka melakukan koordinasi dan fasilitasi proses penyusunan 
rencana, penetapan rencana, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan 
dan penganggaran Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak 
Penyandang Disabilitas dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di 
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota membentuk Tim Koordinasi. 

(2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati/W alikota. 

BAB VIII 

PEMBINAAN 

Pasal 13 

( 1 )  Gubernur melakukan pembinaan terhadap keseluruhan penyelenggaraan 
Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di 
Daerah. 

(2) Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap keseluruhan 
penyelenggaraan Penghormatan, Pelindungan Dan Pemenuhan Hak 
Penyandang Disabilitas di tingkat Kabupaten/ Kota. 

(3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  disampaikan kepada 
Menteri dan/ atau Kementerian terkait lainnya. 

(4) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada 
Gubernur. 
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BAB IX 

PENDANAAN 

Pasal 14 

Pendanaan bagi perencanaan dan penyelenggaraan RAD-PD Daerah Tahun 2024­ 
2026 bersumber dari: 
a. APBD; dan 
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

B AB X  

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Peraturan Gubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara 
Timur. 

Ditetapkan di Kupang 

pada tanggal 3o Seemer 2024 

Diundangkan di Kupang 

pada tanggal 0 (@wort 2024 

SEKRET RIS DAERAH 

PROVINS! NU A Ty TIMUR, 

PJ. GUBERNUR A TENGGARA TIMUR, 

- 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR '44?­ 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Indonesia telah melembagakan pembangunan inklusi disabilitas 

kedalam agenda Pembangunan Nasional, yang ditandai dengan 

diterbitkannya Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas. Hal ini berarti Indonesia berupaya menciptakan 

Pembangunan yang inklusi Penyandang disabilitas untuk memastikan 

tidak ada satu orangpun yang tertinggal dalam proses pembangunan. 

Sebagai tindak lanjut dari UU nomor 8 tahun 2016, diterbitkan Peraturan 

Pemerintah No. 70 tahun 2019 ten tang perencanaan, penyelenggaraan, 

dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas yang dimaksudkan mendorong proses 

perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pembangunan yang inklusif 

serta meningkatkan partisipasi difabel dalam keseluruhan proses 

pembangunan. 

Sejalan dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3 tahun 2021 

ten tang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap 

Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas yang memuat rencana aksi Nasional Penyandang Disabilitas 

(RAN PD) menjadi acuan pemerintah Provinsi NTT untuk melanjutkan 

komitmen kedepan untuk semakin inklusi dalam pembanguan. 

Peraturan Menteri tersebut juga mengamanatkan pembentukkan 

Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) oleh Pemerintah 

Provinsi melalui Peraturan Gubemur. RAN PD dan RAD PD menjadi 

pedoman bagi seluruh K/L dan Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten / Kota dalam penyelenggaraan Pembangunan 

inklusif Disabilitas. Oleh karena itu, pada tahun 2022 ini, Pemerintah 

f' Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan komitmen yang besar 
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Penyandang Disabilitas yang dimaksudkan mendorong proses Perencanaan, 

Penyelenggaraan dan Evaluasi Pembangunan yang inklusif serta meningkatkan 

partisipasi Difabel dalam keseluruhan proses Pembangunan di Provinsi NTI 

diberbagai Sektor. 

Sejalan dengan kebijakan Nasional, Pemerintah Provinsi NTT menerbitkan 

Peraturan Gubernur No. 68 Tahun 2020 tentang perlindungan dan pemenuhan 

penyandang Disabilitas dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kualitas hidup Penyandang Disabilitas di Daerah, serta mengoptimalkan peran 

Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam mendukung Penyandang 

Disabilitas untuk memperoleh hak-hak dasar sebagaimana warga negara 

lainnya. Dukungan politis Gubernur NTT masa jabatan 2018-2023 kepada 

Penayandang Disabilitas dengan mengangkat seorang Difabel sebagai Staf 

khusus Gubernur Bidang Disabilitas di NTT pada tahun 2019 .  Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur juga telah melakukan inovasi dengan membuat 

buku Profil Organisasi Disabilitas yang berhasil memotret 18 organisasi 

disabilitas di NTT yang diharapkan menjadi Mitra strategi pemerintah dalam 

mendorong Provinsi dan kabupaten-kabupaten yang semakin inklusifke depan 

ini merupakan Langkah awal menunjukkan bahwa penyandang disabilitas di 

NTT bukan sebagai obyek pembangunan melainkan sebagai subyek yang setara 

dalam membangun NTT. 

Kami telah menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Penyandang 

Disabilitas Provinsi NTT Tahun 2024-2026 (RAD PD Prov. NTT 2024-2026). 

Dokumen ini berisi rencana tindakan-tindakan baru dan diperbaharui untuk 

memastikan agar keseluruhan konteks Perencanaan Program-Kegiatan dan 

Perencanaan Penganggaran Pemerintah Provinsi NTI tahun 2024-2026 tetap 

responsif dan mencerminkan kebutuhan orang-orang dengan disabilitas selama 

berlakunya RAD PD Prov. NTT ini. Dokumen ini juga mempertimbangkan 

rencana-rencana sebelumnya dari seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemprov 

NTI dan merincikan komitmen mereka untuk meningkatkan aksesibilitas dan 

inklusi dari tahun 2024 hingga 2026. Itu semua dirincikan sehingga rencana ini 

menjadi kunci untuk memastikan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah 
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mencerminkan kebutuhan orang-orang dengan disabilitas selama 

berlakunya RAD PD Prov. NTT ini. Dokumen inijuga mempertimbangkan 

rencana-rencana sebelumnya dari seluruh Perangkat Daerah lingkup 

Pemprov NTT dan merincikan komitmen mereka untuk meningkatkan 

aksesibilitas dan inklusi dari tahun 2024 hingga 2026. Itu semua 

dirincikan sehingga rencana ini menjadi kunci untuk memastikan 

Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT sebagai pilihan 

tempat bekerja yang unggul, di mana semua orang merasa aman, 

dihormati, dan dihargai. 

Rencana ini menggabungkan program-program dan inisiatif­ 

inisiatif yang berhasil dari Perangkat Daerah sebelumnya. Ini 

dimaksudkan, termasuk dengan mengikuti perkembangan pengetahuan 

yang luas dan pelajaran yang dipetik, untuk menciptakan kerangka kerja 

bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT yang 

berkomitmen pada perubahan yang berdampak dan berkelanjutan dalam 

konteks inklusi. Maka, kerangka kerja dalam dokumen ini relatif lengkap 

dengan pemberian pertimbangan yang komprehensif. 

Selama proses pelaksanaan penyusunan, ada dua kesadaran 

utama yang kami bagikan kepada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah 

Provinsi NTT. Pertama, Perencanaan dan penganggaran yang berpihak 

kepada Penyandang Disabilitas, bukanlah sebuah proses terpisah dari 

sistem yang sudah ada dan, kedua, bukan pula penyusunan rencana dan 

anggaran khusus untuk Penyandang Disabilitas yang terpisah dari bukan 

disabilitas tetapi bertujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih 

berkeadilan. Kedua kesadaran ini penting untuk kami gaungkan dalam 

setiap perjumpaan dengan Perangkat Daerah untuk mendapat 

kesepahaman yang sama tentang apa yang kami kerjakan bersama 

melalaui penyusunan RAD PD Prov. NTT 2024-2026 ini. 

Ada tiga kunci utama dokumen ini. Pertama, RADPD Prov. NTT 
2024-2026 membentuk dasar-dasar pelaksanaan Program dan Kegiatan 
Pemerintah Provinsi NTT yang lebih inklusif dalam 3 tahun ke depan. 

� Dasar-dasar ini bertujuan untuk melindungi, menjunjung, dan 
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memajukan hak-hak orang-orang dengan disabilitas yang tinggal di 

wilayah NTT dalam konteks pembangunan oleh Pemeritah Provinsi NTT. 

Di dalam masyarakat kita, telah terus tumbuh pengakuan kuat akan nilai 

keragaman dan kekuatan yang dapat dibawa oleh semua orang. Ketika 

inklusi menjadi dasar dari cara kita melakukan segala sesuatu, termasuk 

dalam konteks Perencanaan Program-Kegiatan dan Perencanaan 

Penganggaran, masyarakat NTT akan menjadi lebih tangguh, lebih 

inovatif, lebih ekonomis, dan tempat yang lebih bahagia untuk dihuni. 

Kedua, RAD PD Prov. NTT 2024-2026 merupakan komitmen 

Pemerintah Provinsi NTT untuk mendukung dan mencapai hasil yang 

lebih baik bagi semua orang yang tinggal dengan disabilitas dan 

merupakan langah berikutnya untuk memastikan kesetaraan yang 

substansial bagi semua. Dokumen ini mengidentifikasi peluang bagi 

semua orang di wilayah Provinsi NTT untuk bersatu dalam membangun 

sebuah provinsi di mana orang-orang dengan disabilitas diberdayakan 

untuk menjalani hidup sesuai pilihan mereka. 

Ketiga, selanjutnya, RAD PD Prov. NTT 2024-2026 merupakan 

komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk melibatkan orang-orang 

dengan disabilitas sebagai bagian dari agen pembangunan wilayah ini 

dalam keseluruhan dan dalam kebersamaan. Keterlibatan itu justru 

menjadi penting untuk memastikan bahwa orang-orang dengan 

disabiltas: 

• Diperlakukan dengan martabat ( dignity) dan rasa hormat 

(respect); 

• Dapat menggunakan sepenuhnya kemampuan individu mereka; 
• Dikonsultasikan mengenai penyesuaian (layanan, lingkungan 

kerja, fasilitas) yang mereka butuhkan; 
• Memiliki hak atas privasi, kerahasiaan, dan pilihan mengenai 

informasi pribadi mereka; 
• Bekerja dalam lingkungan yang bebas dari segala bentuk 

}, diskriminasi dan pelecehan. 
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Bertolak dari ketiga poin itu, kami membangun komunikasi 

dengan banyak entitas. Dalam pembuatan RAD PD ini, kami telah 

melakukan konsultasi dan interaksi dengan orang-orang yang memiliki 

pengalaman hidup dengan disabilitas, para pengasuh orang-orang 

dengan disabilitas, dan penggiat Perencanaan Program-Kegiatan dan 

Perencanaan Penganggaran. Dengan fokus pada inklusi, kami mencari 

masukan dan umpan batik dari: 

• Jaringan Organisasi Penyandang Disabilitas-Ketua dan Anggota; 

• Fungsional Perencana di Perangkat Daerah lingku p Pemerin tah 

Provinsi NTT; 

• Penggiat isu GEDSI; 

• Lembaga mitra. 

Maka dengan tulus kami menyampaikan rasa terima kasih 

kepada pihak-pihak yang kami sebutkan di atas. 

Semoga keberadaan dokumen ini turut memperkaya komitmen 

Perencanaan Program-Kegiatan dan Perencanaan Penganggaran di 

lingkup Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTT. 

PP No. 70 Tahun 2019 memuat Rencana Induk Penyandang 

Disabilitas (RIPD) yang secara rinci memberikan amanat terhadap 

pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui 7 (tujuh) sasaran 

Strategis yaitu : 

1 .  Pendataan dan Perencanaan yang inklusif bagi Penyandang 

Disabilitas; 

2. Penyediaan Lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang 

Disabilitas; 

3. Perlindungan hak dan akses Politik dan Keadilan bagi 

Penyandang Disabilitas; 

4. Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas; 

5. Perwujudan ekonomi inklusif Penyandang Disabilitas; 

1 
6. Pendidikan dan Ketrampilan bagi Penyandang Disabilitas; 
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7. Akses dan Pemerataan layanan Kesehatan bagi Penyandang 

Disabilitas. 

Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas NTT juga akan berkaitan 

erat dengan kovensi PBB tentang hak-hak Penyandang Disabilitas. 

(UNCRPD / United Nation Convention Rigths Of Person With Disabilities ) 

dan 17 tujuan Pembangunan berkelanjutan Nasional (SDGS/Sustainability 

Develompment Goals) SDGs yang direncanakan memiliki jangka waktu 2015 

hingga 2030 dengan 5 pilar dan 1 7 tujuan dimana Disabilitas direferensikan 

dalam berbagai bagian SDGs khususnya pada bagian yang berkaitan dengan 

Pendidikan,Pertumbuhan ekonomi ,lapangan kerja , kesenjangan aksessibilitas 

pemukiman, serta pengumpulan data pemantau SDGs,misalnya : tertuang 

didalam tujuan 4 , 8 , 1 0 , 1 1  dan 1 7 .  

Tujuan 4: Pendidikan yang berkualitas dan inklusif dan adil dan 

kesempatan belajar seumur hidup bagi semua baik kelompok rentan 

termasuk Penyandang Disabilitas. 

Tujuan 8: Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan 

inklusif, lapangan penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk 

semua perempuan, laki-laki termasuk bagi penyandang disabilitas dan 

upah yang sama untuk pekerjaan dengan nilai yang sama. 

Tujuan 10: Mengurangi kesenjangan didalam dan antar negara dengan 

memberdayakan dan mendorong inklusif sosial, ekonomi dan politik bagi 

orang termasuk Penyandang Disabilitas. 

Tujuan 1 1 :  menjadikan kota dan pemukiman inklusif aman dan 

berkelanjutan misalnya transportasi yang aman dan terjangkau, mudah 

diakses dan berkelanjutan, meningkatkan keselamatan di jalan Raya 

dengan memperluas transportasi umum, dengan perhatian khusus 

terhadap mereka yang berada dalam situasi rentan seperti penyandang 

disabilitas, selain itu penyediaan akses universal terhadap ruang hijau 

dan ruang publik yang aman, inklusif dan mudah diakses, khususnya 

Penyandang Disabilitas. 
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Tujuan 17 : Untuk memperkuat sarana implementasi dan merevitalisasi 

kemitraan global untuk Pembangunan berkelanjutan, pengumpulan data 

dan pemantauan serta akuntabilitas SDGs sangatlah penting Negara­ 

negara anggota diminta untuk meningkatkan dukungan pengembangan 

kapasitas kepada Negara-negara berkembang. 

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No 6 tahun 

2022 tentang Pemberdayaan dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas, mengamanatkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur 

untuk menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang 

Rencana Aksi Daerah perlindungan, penghormatan dan Pemenuhan Hak 

Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026; 

menjadi Dokumen penting dalam proses RPJPD dan RPJMD Provinsi NTT 

kedepan untuk mendukung NTT yang semakin inklusif yang terus akan 

melibatkan penyandang disabilitas dalam pembangunan. 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dokumen RAD Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara Timur 

disusun sebagai bentuk dukungan kebijakan dan Komitmen Pemerintah 

Provinsi kab/kota seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam 

rangka penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian dan 

evaluasi pelaksanaan rencana perlindungan dan pemenuhan hak 

penyandang disabilitas. Tujuan Rencana Aksi Daerah Penyandang 
Disabilitas dibuat antara lain: 
1 .  Sebagai acuan bagi Organisasi Peragkat Daerah pemerintah Daerah 

mengimplementasikan upaya menghormati, menghargai dan 

melindungi Hak-hak Penyandang Disabilitas di Provinsi NTT; 
2. Sebagai acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah 

Provinsi NTT dalam Menyusun Perencanaan dan Penganggaran yang 

inklusif Disabilitas; 
3 .  Sebagai ruang kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah dan 

} Organisasi Penyandang Disabilitas untuk menyampaikan gagasan 
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dan inovasi dalam mewujudkan pembangunan inklusif melalui 

ketujuh Sasaran Strategis; 

4. Sebagai wujud upaya pelayanan hak dasar dan pelayanan public yang 

berkualitas, responsive dan inklusif disabilitas; 

5. Sebagai Acuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi upaya 

pemenuhan hak penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur. 

C. SISTIMATIKA PENYUSUNAN RAD 

Dokumen Rencana Aksi Daerah Penghormatan, Perlindungan 

dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara 

Timur tahun 2024-2026, dengan sistimatika penyusunan sebagai 

berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab II Gambaran situasi Penyandang Disabilitas Nusa Tenggara Timur 

Bab III Partisipasi dan Keterlibatan Penyandang Disabilitas 

Bab IV Analisis Kesenjangan Inklusi Disabilitas 

Bab V Penganggaran Inklusi Disabilitas 

Bab VI Pemantauan,evaluasi dan Pelaporan 

Bab VII Penutup 

D. DASAR HUKUM 

1 .  Undang-Undang Nomor 2 1  Tahun 2022 tentang Provinsi NTT, 

(Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 104, tambahan Lembaran 

Negara RI Nomor 6810 ) ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukkan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 20 1 1  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

3 . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421 ) ;  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

l 2  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
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sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang 

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ) ;  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 

1 1 4 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 1 14 ,  tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5887); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, 

penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, 

perlindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9  Nomor 184 ,  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukkan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang 

Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita 

Negara republic Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); 

9. Permen Bappenas No. 3 tahun 2021 ten tang Pelaksanaan PP Nomor 

70; 

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024­ 

2026; 

1 1 .  Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan dan 

Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi 

Nusa Tenggara Timur Nomor 0126) ;  

12 .  Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan 

Pemenuhan Hak penyandang Disabilitas (Berita Daerah Provinsi Nusa 

f Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor 068); 
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13 .  Permen Desa No 2 1  tah u n  2020 tentang pedoman umum 

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat; 

14.  Pergub baru tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan 

Hak Penyandang Disabilitas tahun 2023; 

15 .  PP 43 tahun 2014 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 
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BAB II 

SITUASI PENYANDANG DISABILITAS 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20224 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional mengamanatkan perencanaan pembangunan yang 

didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, dalam upaya pemenuhan hak-hak 

dasar dan peningkatan peran aktif penyandang disabilitas, diperlukan 

ketersediaan data penyandang disabilitas maupun organisasi penyandang 

disabilitas serta keterlibatannya dalam proses penyusunan Rencana Aksi 

Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD). 

2.1 Konteks Perspektif Disabilitas yang berkembang di NTT 

Di Nusa Tenggara timur, lebih khusus di desa- desa, penggunaan istilah 

penyandang disabilitas belum semua dipahami dan digunakan dalam bahasa 

sehari-hari maupun bahasa formal baik oleh masyarakat umum hingga pejabat 

publik. Masih juga ada opini yang mengatakan bahwa penyandang disabilitas 

tidak mampu. Meskipun demikian, dengan lahirnya 2 1  organisasi disabilitas 

diharapkan akan mengubah pandangan masyarakat tentang disabilitas dari 

yang dianggap tidak mampu menjadi orang mampu dan merupakan subyek dan 

mitra pembangunan pemerintah. 

Dalam konteks masyarakat baik di Indonesia maupun di Nusa Tenggara 

Timur, penyandang disabilitas adalah orang yang perlu dikasihani dan sering 

mendapatkan label negatif. Masih ada yang menganggap disabilitas adalah 

orang yang mengalami kutukan atau aib sehingga kadang mengalami 

diskriminasi di semua sektor. Istilah-istilah mayoritas yang masih banyak 

digunakan lebih pada konotasi negative seperti kata "cacat" yang dituangkan 

dalam berbagai Bahasa daerah termasuk di Nusa Tenggara Timur. Di NTT yang 

kaya dengan berbagai bahasa memiliki banyak istilah negative untuk 

penyandang disabilitas. Misalnya dalam Bahasa dawan timor" Amono tataua 

bufutatau akout' atau orang dengan intelektual rendah dan tidak bisa 

berkomunikasi, "Nimtuka artinya orang yang tidak punya tangan, "Amanut" 

artinya orang dengan hambatan psikososial, "Akosot" artinya orang Tuli, 
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"Haibua" artinya orang yang kakinya lumpuh layu, "Afolotatau Aforot" artinya 

buta atau tidak bisa melihat. Sedangkan dalam Bahasa suku Loli di Sumba 

Barat menyebut dengan "kawanga" yang artinya orang tuli, "kabanga yang 

artinya orang dengan intelektual rendah, "Padaka" artinya orang mini, "kalango° 

artinya orang gila. Di daratan flores, mengambil konteks Maumere, penyebutan 

dengan istilah Mata goit yang artinya orang yang tidak bisa melihat, Pekke yang 

artinya tidak bisa mendengar, dan lain lain. 

Ini merupakan konstruksi yang dibangun masyarakat yang melihat 

penyandang disabilitas sebagai aib, orang yang kurang beruntung, orang yang 

tidak mampu dan orang yang tidak perlu dilibatkan dalam berbagai aspek 

kehidupan. Label-label yang diberikan oleh masyarakat ini membawa dampak 

buruk pada penyandang disabilitas selama bertahun-tahun sehingga membuat 

partisipasi penyandang disabilitas sangat minim dalam pembangunan. 

Dengan berkembangnya waktu, berkembang pula istilah penyandang 

disabilitas. Di Nusa Tenggara Timur, meskipun sudah memiliki perda no 6 

tentang pemberdayaan dan pemenuhan hak disabilitas, istilah penyandang 

disabilitas masih belum familiar baik di kalangan pejabat publik maupun di 

masyarakat umum. Masih perlu edukasi terus menerus terkait konsep 

disabilitas di provinsi NTT yang bisa dimulai dari desa-desa dan lingkungan 

sekitar tempat kita tinggal. 

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap 

orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ a tau 

sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan 

dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh 

dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Memaknai 

Penyandang Disabilitas" juga perlu dilihat dari segi ruang lingkupnya atau 

biasa juga disebut dalam lingkup ragam disabilitas. Dalam Pasal 4 ayat ( 1 )  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ragam disabilitas dibagi menjadi 4 

(empat) yaitu: disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas mental, 

dan/atau disabilitas sensorik. Selain itu pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 

f Nomor 8 Tahun 2016 lingkup disabilitas juga dilihat berdasarkan jumlah 
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hambatannya, apakah disabilitas tunggal, ganda (dua ragam disabilitas) atau 

multi (lebih dari dua ragam disabilitas). 

Disabilitas dalam konteks pergerakan penyandang disabilitas dimaknai 

sebagai "Kemampuan yang mengalami hambatan perkembangan maupun 

berjalannya fungsi secara maksimal yang disebabkan oleh dukungan yang 

minim baik dari lingkungan maupun desain social dimana kemampuan itu 

berada dan dapat difungsikan secara optimal. Istilah yang digunakan adalah 

difabel. Difabel bermakna orang yang memiliki kemampuan namun mengalami 

kondisi "stigmatic biomedik" sehingga kemampuannya tidak diakui dan tidak 

dikenali sebagai hal yang melekat dalam dirinya. Disabilitas dalam pengertian 

pergerakan tidak memusatkan pandangan pada aspek tubuh secara medis yang 

melihat ketidak berfungsiannya organ fisik maupun sensorik melainkan pada 

aspek diluar tubuh itu yang menyebabkan disabilitas atau melemahkan daya 

kemampuan. 

Menurut Convention on the Rights of Person with Disabilities (CRPD) yang 

telah diratifikasi dan disahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2 0 1 1 ,  

Disabilitas adalah suatu konsep yang berkembang dan bahwa disabilitas adalah 

hasil dari interaksi antara orang-orang yang mengalami disabilitas dengan 

hambatan-hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi mereka dalam 

masyarakat secara pen uh dan efektif atas dasar kesetaraan dengan orang lain. 

Lebih lanjut mengakui keunikan orang-orang penyandang disabilitas dalam 

keragaman masyarakat. Penyandang disabilitas dari sudut pandang medis, 

melihat hambatan atau keterbatasan ada pada fisik seseorang. Sehingga titik 

intervensi yang harus dilakukan adalah kepada sang penyandang disabilitas. 

Penyandang disabilitas sebagai orang yang tidak mampu, sebagai beban 

masyarakat dan layak mendapatkan bantuan atau dianggap sebagai orang sakit 

dan tidak normal sehingga perlu dikasihani, sementara disisi lain penyandang 

disabilitas merasa dirinya baik-baik saja. Lingkungan yang menstigma 

penyandang disabilitas sebagai orang sakit yang berdampak menghilangkan 

fungsi sosial. 

Penyandang disabilitas dari sudut pandang sosial, melihat hambatan 

f selalu ada pada pola interaksi sosial atau kondisi di lingkungan sekitar, 
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sehingga titik intervensi berpindah dari fisik seseorang penyandang disabilitas 

kepada pola interaksi di masyarakat atau lingkungan sekitar penyandang 

disabilitas. Seperti penyandang disabilitas fisik pengguna kursi roda, Ketika 

mereka mengalami kesulitan mengakses layanan public maka solusinya adalah 

mengubah lingkungan agar bisa di akses. 

Pemerintah melalui kebijakannya wajib memenuhi kebutuhan akan 

penyandang disabilitas dan berupaya memenuhi hak-hak untuk menciptakan 

daerah yang inklusi dan ramah disabilitas. Diantaranya adalah dengan 

menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas dan menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2 0 1 9  

tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, 

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Berbagai regulasi 

menjadi modal yang kuat sehingga membutuhkan dukungan dari berbagai 

pihak dalam mengawal dan memastikan sehingga terimplementasi dengan baik 

perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. 

2. 2. Profil Penyandang Disabilitas di Provinsi NTT 

Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan yang memiliki letak 

geografis yang berbeda dengan wilayah di provinsi lain. Ini merupakan peluang 

sekaligus tantangan karena karakteristik alam dan budaya yang kaya dengan 

keberagaman. Hingga saat ini Provinsi Nusa Tenggara Timur belum memiliki 

data ril Penyandang Disabilitas. Sensus Penduduk yang dilaksanakan BPS pada 

Tahun 2020 telah memasukkan indikator terkait Penyandang Disabilitas 

namun hingga proses Penyusunan Rencana Aksi Daerah Disabilitas ini, hasil 

sensus Penduduk dimaksud masih dalam proses pengolahan. Oleh karena itu, 

data - data yang akan ditampilkan berikut bersumber dari Dinas Sosial Provinsi 

t NTT sebagai Penanggungjawab pendataan disabilitas. 
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Grafik 2. 1 Sebaran Penyandang Disabilitas per Kab/Kota Tahun 2023 
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Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTT, 2023 

Berdasarkan Hasil Pendataan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur 

per- September 2023, jumlah penyandang disabilitas di NTT sebanyak 8.381 

jiwa yang tersebar di 22 kabupaten/kota. Sebaran Penyandang disabilitas di 

seluruh wilayah NTT tidak merata, Penyandang Disabilitas paling banyak 

berada di Pulau Timor tepatnya Kabupaten Timor Tengah Utara (1.061 jiwa) 

dan Kota Kupang (1 .022 jiwa). Sementara di Pulau Flores, penyandang 

disabilitas terbanyak ditemukan di Kabupaten Ende ( 8 1 1  jiwa) dan Flores Timur 

(626 jiwa). Sementara itu, beberapa kabupaten yang baru dimekarkan seperti 

kabupaten Sabu Raijua dan Malaka dengan jumlah penyandang disabilitas 

paling sedikit, masing-masing 2 dan 45 jiwa. 

Berdasarkan ragam atau jenis disabilitas, hampir setengah dari total 

t penyandang disabilitas merupakan penyandang disabilitas ganda sebanyak 

RAD PD NTT 2023 [ 1 5  



3.482 jiwa. Sementara itu, jumlah penyandang disabilitas fisik yang meliputi 
tuna daksa dan kusta atau penyakit kronis,juga tercatat tinggi sebanyak 2 .4 1 1  
jiwa. Selain itu, penyandang disabilitas intelektual tercatat dengan jumlah 
paling sedikit sebanyak 397 jiwa. Selengkapnya jumlah penyandang disabilitas 
berdasarkan ragam disabilitas dapat dilihat pada grafik berikut. 

Grafik 2. 2 Penyandang Disabilitas Berdasarkan Ragam Disabilitas 
Provinsi NTT Tahun 2023 

3482 
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Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTT, 2023 

Pendataan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Beberapa Organisasi 
disabilitas di NTT juga melakukan pendataan. Komite Penyandang Disabilitas 
(KIPDA) TIS misalnya. Data yang dikumpulkan sebanyak 7.020 orang yang 
tersebar di 266 desa, 12 kelurahan dan 32 Kecamatan. GARAMIN NTT juga 
melakukan pendataan di 6 desa di Kabupaten Kupang, berhasil mengumpulkan 
data penyandang disabilitas sebanyak 512  jiwa. Contoh pendataan yang 

} dilakukan organisasi penyandang disabilitas saat seroja. 
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Grafik 2. 3 Data Penyandang Disabilitas Terdampak Seroja yang 
Dikumpulkan GARAMIN dan Yayasan Sheep, 2021 
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Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTT, 2023 

2 . 3 .  Profil Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis) 

Pada tahun 2020, Bappelitbangda Provinsi NTT menggandeng GARAMIN 

NTI dan PERTUNI Kota kupang untuk menyusun Profil Organisasi Penyandang 

Disabilitas yang sudah dilaunching pada saat Musrenbang Provinsi NTT tahun 

2022. Langkah maju yang dilakukan Provinsi NTT dengan memberikan ruang 

bagi difabel untuk menyampaikan aspirasi saat acara Musrenbang Provinsi 

tahun 2022 dan tahun 2023 yang menghadirkan semua Organisasi penyandang 

disabilitas NTT yang hadir baik secara offline mau pun online via zoom. 

Pemerintah Nusa Tenggara Timur juga melibatkan disabilitas dalam 

merencanakan program inklusi serta mengakomodir Perempuan difabel sebagai 

staf khusus gubemur, Bemama Dinna Novista Noach. Ini merupakan bukti 

difabel berkontribusi dalam pembangunan yang inklusi bukan hanya slogan 

tetapi hidup dalam kerja. 

Dari temuan pada tahun 2020, ada 18 organisasi yang tersebar di Provinsi 

f NTI baik di Kota maupun kabupaten. Dan hingga 2023, ada penambahan 3 
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jumlah organisasi difabel di Sumba Timur dan di Rote Ndao. Selain organisasi 

difabel, NTT memiliki Aliansi Penyandang disabilitas (APDIS) NTT yang 

beranggotakan organisasi penyandang disabilitas yang dibentuk pada tahun 

2019 yang diketuai oleh Desderdea Kanni dan Forum Masyarakat Pemantau 

Indonesia Inklusi (FORMASI Disabilitas NTT) yang beranggotakan organisasi 

penyandang disabilitas maupun individu disabilitas maupun non disabilitas 

yang dibentuk pada tahun 2022 yang diketuai oleh Elmi Sumarni lsmau. 

Berikut profil singkat komunitas disabilitas yang sudah terbentuk dan 

tersebar di 9 dari 22 Kabupaten /Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang 

f terangkum pada tabel di bawah ini; 
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Tabel 2. 1 Profil Singkat Organisasi Penyandang Disabilitas Provinsi NTT 

No INama Organisasi Isu (Spesifik/Umum) Wilayah Kerja Ragam Disabilit Penerima Manfaat 

1 Gerakan Advokasi Pemenuhan hak penyandang Kota Kupang Semua ragam Penyandang 
Transformasi disabilitas agar dapat setara dan disabilitas disabilitas se NTT 
Disabilitas Untuk terhindar dari Tindakan 
Inklusi (GARAMIN) diskriminasi di Nusa Tenggara 

Timur 
2 Forum Belarasa Pemenuhan hak-hak Penyandang Kab. Sikka Semua ragam Penyandang 

Penyandang disabilite disabilitas serta menjadi wadah disabilitas disabilitas di Sikka 
Nian Sikka untuk mengetahui permasalahan 
(FORSADIKA) yang dialami oleh seluruh ragam 

disabilitas 
3 Yayasan Dola Koya Memperluas area pelayanan Kab. Alor Semua ragam Penyandang 

Koya (YDK) Kabupate program Pendidikan Luar Sekolah disabilitas disabilitas di Alor 
Alor berupa pusat kegiatan belajar 

masyarakat (PKBM) 
4 Pelita Harapan Pemenuhan hal penyandang Kota Kupang Semua ragam Penyandang 

Disabilitas Flobamora disabilitas dalam bidang pendidik disabilitas Disabilitas di Kota 
(PHDF) melalui pengembangan Pendidikan Kupang 

Berbasis terapi bagi anak disabilita 

5 Perhimpunan Mandiri Mencegah terjadinya Stigma dan Provinsi NTT Orang yang perne Orang yang pernah 
Kusta (PERMATA) Diskriminasi terhadap orang yang Mengalami Kusta Mengalami Kusta 

mengalami kusta (OYMK) (OYMK) se NTT 
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No Nama Organisasi Isu (Spesifik/Umum) Wilayah Kerja Ragam Disabilit Penerima Manfeat 

6 Yayasan Transfiguras Mendorong terwujudnya kehidupa1 Kota Kupang dan Kab Semua ragam Penyandang 
Tabor Mulia (YTTM) Penyandang disabilitas yang mand Kupang disabilitas Disabilitas di Kota 

melalui pengembangan Kupang dan Kab. 
keterampilan pada bidang Kupang 
pertanian, petemakan, kerajinan 
tangan, kuliner, penjahit, 
pertukangan, salon dan komputer 

7 Komunitas Tull Penggalangan sumberdaya dan Kota Kupang Disabilitas Penyandang 
Kupang (KTK) penyediaan informasi sepu tar sensorik ­ disabilitas sensorik 

pendidikan dan lapangan kerja bag hambatan Kota Kupang 
penyandang hambatan pendengare berbicara dan ata 

mendengar 
8 Perkumpulan Tuna Mendorong partisipasi anggota Kota Kupang Disabilitas Fisik Penyandang 

Daksa Kristiani dalam meningkatkan kualitas hidu Disabilitas Fisik di 
(PERSANI) yang layak, Menumbuhkan Kota Kupang 

kesadaran anggota dan masyaraka 
tentang keberadaan penyandang 
disabilitas di NIT dan 
Memperjuangkan hak-hak 
penyandang disabilitas serta 
menghilangkan stigma dan 
diskriminasi terhadap penyandang 
disabilitas di NIT 

9 Komite Penyandang Memperjuangkan hak-hak Kab. Timor Tengah Semua ragam Penyandang 
Disabilitas (KIPDA) penyandang disabilitas agar Selatan disabilitas disabilitas di Kab. T 

mendapatkan kesamaan 
kesempatan 
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No Nama Organisasi Isu (Spesifik/Umum) Wilayah Kerja Ragam Disabilit; Penerima Manfaat 

1€ Perkumpulan Pemenuhan hak-hak penyandang Kab. Malaka Semua ragam Penyandang 
Penyandang Disabilit: disabilitas di Kabupaten Malaka disabilitas disabilitas di Kab. 
(PERSAMA) Kabupate agar Memperoleh Kesamaan Malaka 
Malaka Kesempatan Dalam Kehidupan Ser 

dapat Berpartisipasi Penuh Dalan 
Pembangunan Nasional. 

1 1  Persatuan Tuna Netra Wadah bagi Penyandang Disabilita Berkedudukan di Disabilitas Tuna Netra di Kota 
Indonesia (PERTUNI) netra untuk berkumpul, Provinsi NIT dan lima Sensorik Netra Kupang, Kabupaten 

berekspresi, dan berpendapat untu cabang di kabupaten/ Ngada, Sumba Timu 
mengembangkan dirinya bahkan Kota, antara lain Kota Manggarai Barat dar 
terlibatjuga sebagai subjek Kupang, Kabupaten Manggarai 
pembangunan yang setara di Ngada, Sumba Timur, 
Provinsi maupun Kabupaten dalan Manggarai Barat dan 
memperjuangkan hak - hak dasar Manggarai 
seperti kesehatan, pendidikan, 
pekerjaan, informasi dan juga akse 
lain nva 

12 National Paralympic Pemberdayaan penyandang Berkedudukan di Semuaragam Penyandang 
Committee (NPC) disabilitas dalam bidang olahraga tingkat Provinsi NTT disabilitas disabilitas berprestas 
NusaTenggara Timur dalam bidang 

olahraga 
13 Yayasan Kita Keluarg Membebaskan penderita gangguan Pulau Flores Penyandang Penyandang 

Insani (KKI) jiwa dari diskriminasi dan stigma Disabilitas Disabilitas Psikososi 
serta memberdayakan penderita Psikososial di Pulau Flores 
sebagai pribadi bermartabat 

14 Kumpulan Penyandar Memperjuangkan hak-hak Kab. Belu Semuaragam Penyandang 
Disabilitas (KUMPESA Penyandang disabilitas dalam disabilitas disabilitas di Kah. 
Rai Belu semua lintas sektor Belu 
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No Nama Organisasi Isu (Spesifik/Umum) Wilayah Kerja Ragam Disabilita Penerima Manfaat 

15 Yayasan Golden Insar Menyediakan layanan terapi bagi Kota Kupang Anak Disabilitas Anak disabilitas 
Inklusi anak disabilitas intelektual Intelektual in telektual di Kota 

Kupang 

16 Perkumpulan Advoka: Advokasi hak penyandang Kab. Sumba Timur Semua ragam Penyandang 
Hak Penyandang disabilitas disabilitas disabilitas di Kah. 
Disabilitas (PAHDIS) Sumba Timur 
Sumba Timur 

17  PERDIN Rote Ndao Advokasi hak hak penyandang Kah.Rote Ndao Semuaragam Penyandang 
disabilitas disabilitas disabilitas di Kab.Ro 

Ndao 
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Organisasi - organisasi disabilitas yang ada telah berkembang dan punya 

solidaritas yang tinggi satu sama lain. Organisasi Penyandang disabilitas yang 

baru terbentuk kurang dari 5 tahun masih perlu mendapatkan perhatian dari 

pemerintah berupa penguatan kapasitas baik kelembagaan maupun sumber 

daya manusia serta jaringan kemitraan dengan mitra pembangunan. Beberapa 

sudah mulai bekerja sama dengan lembaga mitra pembangunan di NTT, antar 

organisasi difabel di luar NTT dan bahkan dengan lembaga mitra pembangunan 

di nasional. Kehadiran Organisasi disabilitas memberikan warna dan gelombang 

gerakan perubahan untuk upaya pemenuhan hak difabel mulai dari desa, 

kecamatan, kabupaten hingga provinsi NTT. NTT semakin progresif dari sisi 

gerakan difabel maupun pemerintah. Kabupaten-kabupaten juga telah 

melakukan inovasi bersama Organisasi difabel untuk terus meningkatkan 

pelayanan publik yang semakin baik bagi penyandang disabilitas. 

Dalam forum-forum nasional, sudah banyak yang mulai bersuara untuk 

mengadvokasi hak-hak difabel. Organisasi difabel sudah mulai mendapatkan 

kepercayaan dari pemerintah untuk memberi masukan-masukan pen ting untuk 

NTT yang lebih baik. 

2.4 Proses Penyusunan RAD-PD yang Partisipatif dan Kolaboratif 

Salah satu prinsip dalam proses perencanaan pembangunan berdasarkan 

amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, yakni pendekatan partisipatif. Perencanaan dengan 

pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang 

berkepentingan {stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan stakeholders 

ditujukan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa saling memiliki. 

Pada tataran perencanaan pembangunan desa berdasarkan amanat Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 4  Tahun 2014, penyusunan rencana 

pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa 

melibatkan unsur masyarakat termasuk tokoh masyarakat, kelompok 

perempuan dan kelompok rentan lainnya termasuk penyandang disabilitas. 

Keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan 

f penganggaran merupakan wujud penjaminan hak-hak penyandang disabilitas 
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dalam pembangunan yang partisipatif dan mengedepankan aspek kolaborasi 

dengan semua pemangku kepentingan. Perencanaan dan penganggaran yang 

inklusif disabilitas merupakan instrumen yang sangat pen ting untuk mengatasi 

kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dialami 

oleh penyandang disabilitas, baik yang disebabkan oleh hambatan internal 

(fisik, mental, intelektual dan sensorik) maupun eksternal (lingkungan dan 

sosial). 

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD-PD) 

Provinsi Nusa Tenggara Timur dilakukan secara partisipatif dan kolaboratif 

antara pemerintah dan organisasi disabilitas. Keterlibatan penyandang 

disabilitas tidak hanya sekedar untuk formalitas belaka, namun terlibat aktif 

dalam setiap proses dalam memberikan pemikiran dan masukan khususnya 

dalam mengidentifikasikan gap kesenjangan yang dialami, yang menjadi 

pertimbangan dalam perumusan program/kegiatan pemerintah sesuai tujuh (7) 

sasaran startegis dalam RAD-PD. 

Adapun tahapan penyusunan RAD-PD yang telah diinisiasi sejak 2022 

dan keterlibatan penyandang disabilitas pada setiap proses penyusunan 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Tahap Awai Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas 

Inisiasi penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas 

(RAD-PD) Provinsi NTT dimulai pada Januari 2022, dimana Bappelitbangda 

Provinsi NTT membentuk tim penyusun yang terdiri dari unsur pemerintah 

(Staf Khusus Gubernur Bidang Disabilitas, Bappelitbangda dan Dinas 

Sosial), Organisasi Disabilitas (Garamin NTT, Pertuni Kota Kupang) dan 

Akademisi (Politani Undana). Pelibatan penyandang disabilitas dalam tim 

penyusun RAD-PD merupakan bentuk komitmen dari Bappelitbangda 

Provinsi NTT untuk memberikan kesempatan dan ruang bagi difabel untuk 

terlibat dalam proses perencanaan. 

Penyusunan RAD-PD direncanakan untuk rampung dalam jangka 

waktu enam (6) bulan namun tidak dapat diselesaikan karena kurangnya 

+ pemahaman tim penyusun terkait sistematika, proses maupun kebutuhan 
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analisis dalam penyusunan RAD-PD. Tim penyusun belum sepenuhnya 

mampu menggalang lintas sektor untuk mengumpulkan matriks masing­ 

masing sasaran strategis. Selain itu, organisasi penyandang disabilitas 

sendiri belum sepenuhnya memahami cara melakukan analisis kesenjangan 

inklusi disabilitas. Keterlibatan organisasi difabel cukup besar karena ruang 

yang diberikan oleh bappelitbangda. Keterlibatan lintas sektor di masing­ 

masing strategis yang sangat minim baik secara perspektif inklusi disabilitas 

maupun pemahaman tentang matriks. Langkah solutif dilakukan melalui 

keikutsertaan Pemerintah Provinsi NTT maupun Garamin NTT dalam forum 

pembelajaran di tingkat pusat yang dilaksanakan secara kolaboratif oleh 

Bappenas RI, Forum Masyarakat Pemantau untuk Indonesia Inklusif 

Disabilitas (FORMASI Disabilitas) dan Kantor Staf Presiden (KSP) dalam 

Lokakarya Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas. Melalui 

kemitraan yang sudah terjalin, FORMASI Disabilitas memperkuat 

Pemerintah Provinsi NTT melalui diskusi-diskusi, bahan bacaan terkait 

regulasi dan informasi tentang RAD-PD yang sudah disusun dan 

diimplementasikan di provinsi lainnya serta dukungan untuk membangunan 

jejaring dengan organisasi disabilitas di provinsi lainnya. 

b. Kunjungan Tim Assesment dan Asistensi Penyusunan RAD-PD 

Sebagai tindak lanjut untuk mendorong penyusunan RAD-PD dan 

mengevaluasi implementasi RAN-PD, Bappenas RI bersama FORMASI 

Disabilitas melaksanakan kunjungan dalam rangka assessment dan 

asistensi penyusunan RAD di 6 (enam) provinsi yakni Nusa Tenggara Timur, 

Banten, Aceh, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur dan Maluku Utara. 

Asistensi penyusunan RAD-PD NTT dilakukan oleh Bappenas dan 

melibatkan FORMASI Disabilitas dan Australia Partnership for Justice (AIPJ) 

pada 10 -14 Oktober 2022 .  Pada kegiatan dimaksud, tim asistensi melakukan 

pertemuan dengan 5 Organisasi Disabilitas di Kota Kupang (PERSANI, 

PERTUNI, GARAMIN, YTTM dan KTK) dengan tujuan untuk mendengarkan 

tantangan yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam mengakses hak­ 

hak dasar dan keterlibatan dalam proses RAD-PD. Selain mengunjungi 

lOrganisasi disabilitas, tim asistensi juga melakukan audiens dengan 

RAD PD NTT 2023 ] 2 5  



Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkontribusi pada pencapaian 7 

(tujuh) sasaran strategis pada RAD-PD. 

Setelah melakukan audiens dengan Organisasi Disabilitas dan OPD, 

tim memaparkan hasil analisis inklusifitas dan hasil uji petik program dan 

layanan inklusif Provinsi NTT. Adapun beberapa poin penting yang 

direkomendasikan oleh Bappenas RI untuk Pemerintah Provinsi NTT, yakni: 

a) Perlu dibentuk Tim Koordinasi RAD-PD Provinsi NTT dengan 

memetakan OPD yang terkait untuk pencapaian 7 (tujuh) sasaran 

strategis serta perlu melibatkan organisasi penyandang disabilitas yang 

ada di NTT yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur 

yang sebelumnya telah ditetapkan dengan SK Kepala Bappelitbangda; 

b) Sistematika RAD-PD disesuaikan dengan panduan yang telah 

ditetapkan melalui Peraturan Menteri PPN /Bappenas Nomor 3 Tahun 

2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 

2019 ten tang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap 

Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas. 

c. Tindaklanjut Hasil Kunjungan Tim Assessment di NTT 

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tim, INKLUSI melalui 

GARAMIN NTT memfasilitasi pembentukan Tim Koordinasi RAD-PD Provinsi 

NTT pada November 2022 .  Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari 

Bappenas RI yang menyampaikan penjelasan terkait RAD-PD, pentingnya 

pembentukan tim RAD-PD Provinsi NTT dan tahapan-tahapan yang perlu 

dilakukan dalam penyusunan RAD-PD. Selanjutnya, paparan dari FORMASI 

Disabilitas menenekankan pentingnya pelibatan difabel dalam proses 

penyusunan, pengawalan implementasi dan proses evaluasi pelaksanaan 

RAD-PD. 

Pertemuan tersebut menghasilkan draft SK Tim Koordinasi RAD PD 

NTT yang beranggotakan OPD dan Organisasi Disabilitas serta Kelompok 

Difabel Desa di Kabupaten Kupang dan Rote Ndao (wilayah kerja Program 

f SOLIDER di 12 desa). SK Penetapan Tim Koordinasi RAD-PD NTI diproses 
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dan kemudian ditandatangani Gubemur NIT pada Juni 2023. 

Bappelitbangda selanjutnya memproses SK Kepala Bappelitbangda tentang 

Pembentukan Tim Fasilitator RAD-PD sebanyak 14 orang yang terdiri dari 

pemerintah (7 orang) dan organisasi disabilitas (7 orang). Tim fasilitator 

selanjutnya dipertemukan pada Juli 2023 untuk perkenalan dan dilanjutkan 

dengan kegiatan Bimtek bagi 14 fasilitator pada Agustus 2023, didukung 

oleh Program SKALA yang menghadirkan narasumber dari Bappenas, 

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. GARAMIN NIT juga 

memfasilitasi konsolidasi 18 organisasi difabel yang masuk dalam SK 

Gubemur Tim RAD-PD untuk menjelaskan kembali terkait RAD-PD 

sekaligus persiapan konsinyering melalui pertemuan daring via zoom. 

Selanjutnya, GARAMIN NIT dengan dukungan FORMASI Disabilitas, 

SIGAB Indonesia dan Program INKLUSI berkolaborasi dengan Program 

SKALA melaksanakan kegiatan konsinyering diawal Agustus 2023 

melibatkan tim fasilitator RAD-PD, OPD terkait dan Organisasi Disabilitas. 

Pada kegiatan terse but, masing-masing fasilitator dipertemukan dengan OPD 

maupun OPDis sesuai masing-masing sasaran strategis pada RAD-PD. 

Kegiatan diawali dengan update progress penyusunan RAD-PD yang 

kemudian ditanggapi oleh Bappenas RI, FORMASI Disabilitas dan FITRA. 

Kegiatan dimaksud menghasilkan matriks sasaran startegis yang telah diisi 

dengan informasi program/kegiatan/ sub kegiatan hasil tagging dari 

Bappenas, dan matriks hasil analisis kesenjangan yang dialami oleh 

penyandang disabilitas dalam pencapaian masing-masing sasaran strategis. 

Selanjutnya, GARAMIN NIT melanjutkan dukungan melalui pertemuan di 

pertengahan September untuk finalisasi hasil konsinyering, dimana setiap 

fasilitator dari pemerintah memaparkan matriks masing-masing sasaran 

strategis sementara fasilitator difabel memaparkan hasil analisis 

kesenjangan untuk disempumakan bersama fasilitator lainnya. 

Untuk penyusunan dokumen RAD-PD secara utuh, dibentuklah tim 

penyusun RAD-PD melalui SK Kepala Bappelitbangda. Tim penyusun RAD­ 

PD Provinsi NTT melibatkan unsur pemerintah daerah (Bappelitbangda) dan 

f Organisasi Disabilitas (Garamin NIT, Pertuni Kota Kupang). Di saat yang 
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sama, Bappelitbangda bersama Garamin NTT juga memproses penyusunan 

draft SK Gubernur NTT tentang RAD-PD, melalui proses konsultasi dengan 

Biro Hukum Setda Provinsi NTT dan penyempurnaan draft SK oleh tim 

fasilitator dan tim penyusun RAD-PD NTT. Setelah itu, GARAMIN NTT 

mendukung melalui pertemuan tim penyusun dan tim fasilitator untuk 

menyepakati sistematika penyusunan draft RAD PD dan dilanjutkan dengan 

pemaparan penyusun dan sekaligus pembahasan draft Pergub RAD PD N'IT 

yang telah disiapkan oleh tim penyusun yang ditugaskan untuk menyusun 

Pergu b terse but. 

Dilanjutkan dengan pembagian tugas bagi penyusun sesuai masing­ 

masing Bab. Namun, draftjuga belum selesai sehingga dilakukan pertemuan 

sekali lagi yang didukung oleh Program SKALA dan Garamin NTT yang 

didukung FORMASI Disabilitas, SIGAB Indonesia melalui Program INKLUSI 

pada 6 - 8 November 2023. Pertemuan tanggal 6 dan 8 merupakan 

pertemuan khusus bagi tim penyusun yang akan direview oleh Tim SKALA 

dan FORMASI Disabilitas sedangkan tanggal 7 pertemuan yang juga 

melibatkan tim fasilitator untuk melihat kembali hasil yang telah ditulis oleh 

tim penyusun. 

Tidak berhenti disana, pada tanggal 4 Desember akan dilakukan 

Konsultasi publik yang akan melibatkan peserta yang hadir saat 

konsinyering, BAPPENAS RI, Kemendagri, FORMASI Disabilitas, mitra 

Pembangunan lainnya, organisasi non pemerintah, kampus dan media. 

Setelah mendapatkan masukan dari Konsultasi publik, tim penyusun 

akan menyempurnakan draft untuk difinalkan beserta dengan draft Pergub 

RAD PD NTT. Setelah ditandatangani oleh pejabat maka akan 

disosialisasikan secara Hybrid dengan melibatkan multi pihak yang 

diundang saat konsultasi pu blik. 

d. Tantangan Pelibatan Difabel 

Penyusunan RAD-PD Provinsi NTT dilakukan secara kolaboratif 

antara pemerintah pusat dan daerah, Organisasi Disabilitas di NTT, serta 

f didukung oleh kemitraan dengan berbagai lembaga (SKALA, SIGAB, 
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FORMASI Disabilitas, SKALA, AIPJ). Penyandang disabilitas dilibatkan di 

setiap prosesnya, khususnya sebagai peserta, fasilitator dan juga tim 

penyusun. Namun dalam pelaksanannya, terdapat kendala yang dihadapi 

oleh difabel antara lain: 

1 .  Penyandang disabilitas yang masuk dalam Tim Koordinasi RAD-PD tidak 

dapat mengikuti proses diskusi secara maksimal secara daring karena 

terhambat oleh kondisi jaringan internet di daerah pedesaan dan lokasi 

terpencil; 

2. Penyandang disabilitas sensorik pendengaran kesulitan memperoleh 

informasi saat mengikuti diskusi penyusunan RAD-PD disebabkan 

jumlah Juru Bahasa Isyarat (JBI) yang terbatas dan penggunaan istilah 

atau nomenklatur yang sulit dipahami; 

3. Peserta difabel dari luar Kota Kupang tidak bisa mengikuti kegiatan 

penyusunan RAD-PD secara luring karena ketiadaan anggaran untuk 

f biaya transportasi dan akomodasi. 
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BAB Ill 

ANALISIS KESENJANGAN INKLUSIF DISABILITAS 

3.1 Sasaran Strategis 1 : Pendataan dan perencanaan inklusif bagi 

penyandang disabilitas. 

Analisis kesenjangan inklusi disabilitas menggunakan 4 aspek penting, 

antara lain: Akses, Partisipasi, Manfaat dan Kontrol. Berikut hasil analisis yang 

ditemukan dari aspek akses. Pertama, format pendataan yang berbeda antara 

pemerintah, Organisasi Penyandang Disabilitas (OPDis), dan NGO menyebabkan 

data yang sudah ada di statistik, dukcapil, dan dinsos (DTKS) sulit diakses karena 

adanya UU perlindungan data pribadi. Hasil pendataan penyandang disabilitas 

Dinas Sosial Provinsi NTT dengan Jumlah 8.381 orang, namun data ini belum 

akurat dan terpilah karena tidak dirincikan berdasarkan jenis kelamin dan hanya 

mengakomodir Penyandang disabilitas yang berada di dalam panti dan Organisasi 

Penyandang Disabilitas. Data ini jauh berbeda dengan sensus penduduk yang 

dilakukan BPS tahun 2020 dimana Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi NTT 

yaitu 914 .814 Jiwa. 

Grafik 3.1 Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi NTT 

berdasarkan jenis disabilitas 

Disabilltas Ganda 

o=mama«aI 383 

Disabilitas Sensorik 

Disabilitas Mental 

Disabilitas Fisik 

795 

1217 

2308 

3378 

f Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTT (2023) 
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Grafik 3.2 Jumlah Penyandang Disabilitas Provinsi NTT 

berdasarkan jenis hambatan 
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Sumber: Sensus Penduduk (2020) 

Kedua, data yang paling mudah diakses adalah DTKS dari Kementerian 

Sosial, tetapi kendala muncul karena DTKS hanya mencatat penyandang 

disabilitas miskin dan hanya bisa diakses oleh operator desa, pendamping sosial 

serta dinsos. Ketiga, dokumen kependudukan yang cenderung sulit diakses karena 

jarak dan biaya oleh penyandang disabilitas dengan latar belakang ekonomi 

menengah ke bawah. Selanjutnya dari aspek partisipasi, penyandang disabilitas 

jarang terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan khususnya di tingkat desa seperti 

musrenbang desa dan kalaupun hadir hanya diberi kesempatan untuk melengkapi 

atau mendengar tanpa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. 

Terakhir, partisipasi penyandang disabilitas terutama terbatas pada kegiatan yang 

f"dibuat khusus untuk difabel dan belum mencakup semua ragam difabel. 
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Dari aspek kontrol, kesulitan akses terhadap dokumen kependudukan, 

seperti yang disebutkan dalam aspek akses dapat mengurangi kontrol yang dimiliki 

penyandang disabilitas atas identitas dan hak-hak mereka. Selanjutnya dari aspek 

manfaat, Pertama, data yang dikumpulkan mengenai penyandang disabilitas 

masih belum dapat digunakan secara efektif untuk keperluan perencanaan dan 

ketepatan sasaran penerima bantuan. Kedua, kebutuhan penyandang disabilitas 

sering tidak dimasukkan dalam perencanaan program kegiatan pemerintah, yang 

mengabaikan keberagaman kebutuhan mereka. Terakhir, intervensi program yang 

ditujukan untuk penyandang disabilitas di tingkat desa masih minim. 

Faktor Penyebab 

Faktor Penyebab dalam Pendataan dan perencanaan inklusif bagi 

penyandang disabilitas terbagi menjadi dua yaitu internal dan ekstemal. Dari 

faktor internal, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam 

pengelolaan data dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pertama, masih 

banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami atau mampu mengisi formulir 

pendataan menggunakan WGQ (Washington Group Questions), yang 

mengakibatkan data yang kurang akurat. Kedua, beberapa perangkat desa belum 

memiliki kemampuan untuk membedakan antara orang sakit dan penyandang 

disabilitas, sehingga dapat terjadi ketidakakuratan dalam pendataan. Ketiga, 

belum semua kabupaten/kota dan desa memiliki regulasi turunan yang mengatur 

pemenuhan hak penyandang disabilitas, yang mengakibatkan perbedaan dalam 

pelaksanaan kebijakan. Keempat, proses pengurusan dokumen adminduk 

seringkali rumit, dan situasi ini dapat dimanfaatkan oleh oknum yang mencari 

keuntungan dari penyandang disabilitas. Kelima, pemahaman atau paradigma 

pemerintah daerah terkait pelibatan penyandang disabilitas dalam proses 

perencanaan masih terbatas, dengan anggapan bahwa penyandang disabilitas 

lebih sebagai objek daripada subyek pembangunan. Keenam, belum ada tema-tema 

spesifik terkait difabel dalam Musrenbang. Ketujuh, Belum ada regulasi turunan 

terkait alokasi anggaran untuk disabilitas (Penggunaan Dana Desa untuk 

f penyandang disabilitas). Kedelapan, belum ada wadah yang memungkinkan 
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penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam mengontrol implementasi 

perencanaan, sehingga suara mereka seringkali tidak terdengar. Terakhir, rujukan 

utama data penyandang disabilitas (New DTKS, Regsosek, Data sektoral, Profil 

Organisasi PD , SDGs Desa) masih tumpang tindih dan tidak terupdate. 

Sedangkan dari faktor eksternal tantangan yang masih dihadapi dalam 

pengelolaan data dan pemenuhan hak penyandang disabilitas mencakup berbagai 

aspek. Pertama, banyak keluarga penyandang disabilitas yang belum berpartisipasi 

dalam pendataan anak-anak mereka dan bahkan menyembunyikan kondisi 

disabilitas anak-anak mereka, sehingga data yang tersedia menjadi tidak lengkap. 

Kedua, beberapa penyandang disabilitas enggan untuk didata, mungkin karena 

kekhawatiran atau ketidakpercayaan terhadap sistem pendataan. Ketiga, 

kesadaran masyarakat dan pemahaman terkait kepemilikan dokumen adminduk 

untuk penyandang disabilitas masih kurang. Keempat, beberapa penyandang 

disabilitas sulit berkomunikasi atau menyuarakan aspirasi mereka karena 

kurangnya media pendukung dan pemahaman yang minim mengenai berbagai 

kebutuhan disabilitas yang beragam. Terakhir, masih belum ada Organisasi 

Penyandang Disabilitas (OPDis) yang secara efektif mengadvokasi pemda dan 

pemdes dalam memaksimalkan anggaran untuk mendukung penyandang 

disabilitas. 

3.2 Analisis Kesenjangan Sasaran Strategis 2 : Penyediaan Lingkungan 

tanpa hambatan bagi penyandang Disabilitas 

3.2.1 Fasilitas Umum dan layanan Publik. 

Berikut hasil analisis yang ditemukan dari aspek akses. Pertama, 

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di sejumlah fasilitas publik masih 

menjadi isu yang perlu segera diatasi. Kantor pemerintahan, sebagai salah satu 

tempat pelayanan publik, belum dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk 

mendukung mobilitas penyandang disabilitas fisik, seperti bidang miring dan 

handrail. Selain itu, kantor tersebut belum menyediakan sarana penunjuk arah 

seperti running text dan papan penunjuk arah, yang dapat digunakan oleh 

f penyandang disabilitas Tuli dan berlaku bagi semua jenis disabilitas. Pada saat 
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yang sama, fasilitas untuk disabilitas netra seperti jalur pemandu (Guiding dan 
Warning Blok) juga belum tersedia. Dalam pertemuan pemerintah yang dilakukan 
secara online, belum adanya juru Bahasa Isyarat untuk penyandang disabilitas 
Tuli, menciptakan hambatan komunikasi yang signifikan. Kurangnya pemahaman 
pemerintah terhadap kebutuhan penyandang disabilitas terlihat dari minimnya 
inisiatif dan ketersediaan fasilitas kesehatan yang sesuai untuk disabilitas fisik, 
netra, dan Tuli. Selain itu, penggunaan bahasa yang terlalu teknis saat 
menjelaskan layanan juga menjadi kendala bagi pemahaman penyandang 
disabilitas. Masalah aksesibilitas juga merambah ke sektor pariwisata, di mana 
banyak tempat wisata belum dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Jalur 
pemandu netra seringkali disalahgunakan untuk keperluan lain seperti tempat 
jualan dan belum adanya bidang miring pada tempat wisata seperti taman menjadi 
tantangan tambahan. 

Dari aspek partisipasi, pelibatan penyandang disabilitas dalam melakukan 
audit aksesibilitas, baik pada tahap perencanaan hingga evaluasi, belum menjadi 
prioritas. Hal ini tercermin dalam minimnya atau bahkan ketidakhadiran pelibatan 
penyandang disabilitas Tuli, yang juga tidak terlibat dalam pengambilan keputusan 
terkait kebijakan atau proses perencanaan pembangunan rumah sakit atau 
puskesmas. Di sektor pariwisata, pembangunan tempat wisata belum melibatkan 
penyandang disabilitas dan belum ada audit aksesibilitas bangunan tern pat wisata. 
Dari aspek kontrol, Terdapat serangkaian kendala yang dihadapi oleh penyandang 
disabilitas, mulai dari ketidaktersediaan kesempatan untuk melakukan uji 
aksesibilitas hingga ketidakpahaman terhadap informasi yang disampaikan, 
khususnya bagi mereka yang Tuli. Pemerintah juga belum memberikan 
kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mensosialisasikan konsep 
disabilitas dan etika berinteraksi, seiring dengan kurangnya pemahaman terhadap 
kebijakan dan regulasi yang ada. 

Terakhir dari aspek manfaat, Penyandang disabilitas menghadapi sejumlah 
tantangan serius dalam mengakses layanan publik dan fasilitas umum. 

f-Penyandang Diabilitas fisik mengalami kesulitan signifikan karena kebanyakan 
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bangunan tidak dirancang secara aksesibel. Sementara itu, penyandang disabilitas 

Tuli dan netra juga menghadapi hambatan saat mengakses kantor pemerintahan 

dan layanan publik, memunculkan ketidaksetaraan dalam akses informasi dan 

partisipasi. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya pemahaman terhadap informasi 

yang disampaikan, khususnya bagi mereka yang Tuli, serta kurangnya kepuasan 

terkait inklusivitas pembangunan. Bahkan dalam konteks kesehatan, penyandang 

disabilitas mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengobatan di rumah sakit 

dan puskesmas. Selain itu penyandang disabilitas menghadapi kesulitan dalam 

mengakses tempat wisata, memahami maksud dan tujuan yang disampaikan, serta 

merasakan keterbatasan dalam menikmati layanan publik dan fasilitas umum 

secara menyeluruh. 

3.2.2 Perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman 

Kesenjangan yang dialami penyandang disabilitas dari sisi akses adalah 

Penyandang disabilitas menghadapi kesulitan dalam mendapatkan rumah 

subsidi karena terbatasnya aksesibilitas dan kemampuan finansial mereka. 

Bangunan perumahan yang belum dirancang secara aksesibel menjadi 

hambatan serius, menyulitkan penyandang disabilitas untuk memanfaatkan 

fasilitas perumahan. Tidak hanya itu, ketidaktersediaan akses ke sumber air 

bagi penyandang disabilitas juga menjadi masalah serius yang mempersulit 

kehidupan sehari-hari mereka. Dari aspek partisipasi yaitu minimnya pelibatan 

penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan perumahan telah 

menjadi hambatan signifikan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan 

berkelanjutan. Minimnya peran dan prioritas yang diberikan kepada 

penyandang disabilitas dalam perencanaan pembangunan perumahan 

memunculkan ketidaksetaraan akses dan kesempatan bagi mereka. 

Selanjutnya dari aspek Kontrol, ketidakadanya kebijakan yang mengatur 

pemotongan harga pembelian rumah bagi penyandang disabilitas menjadi 

kendala serius dalam memberikan dukungan finansial yang dibutuhkan oleh 

kelompok ini. Sementara itu, regulasi dari Kementerian PUPR terkait desain 

+ rumah yang ramah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas masih kurang 
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dipahami oleh pengembang, mengakibatkan kurangnya implementasi desain 

yang mendukung kebutuhan khusus mereka. Terakhir dari aspek manfaat, 

masih banyak penyandang disabilitas yang belum memiliki rumah pribadi, 

menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap kebutuhan dasar seperti 

tempat tinggal. Sementara itu, kurangnya perhatian terhadap aksesibilitas 

penyandang disabilitas dalam perumahan menambah kesulitan bagi mereka 

untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri. 

3.2.3 Bidang perhubungan. 

Dari sisi akses, bangunan pelabuhan dan bandara masih belum sepenuhnya 

aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan kekurangan seperti ketiadaan 

running text, guiding blok dan warning blok, serta minimnya pendam pingan oleh 

staf bandara. Masalah semakin kompleks karena belum semua staf bandara dan 

maskapai memahami cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Proses 

administratif terkait perjalanan pun menjadi hambatan, di mana penyandang 

disabilitas dianggap sebagai orang sakit dan dipaksa menandatangani surat 

pernyataan, tanpa mendapatkan asuransi yang seharusnya. Kendala ini tidak 

hanya terjadi di bandara, tetapi juga di terminal bus yang masih belum aksesibel 

seperti jalan trotoar yang belum dirancang untuk penyandang disabilitas fisik dan 

netra, ketiadaan akses halte, pasar, dan swalayan yang menyulitkan mobilitas 

penyandang disabilitas. Selanjutnya dari aspek partisipasi, pelibatan penyandang 

disabilitas dalam perencanaan infrastruktur transportasi masih terbatas, terlihat 

dari minimnya keterlibatan mereka dalam perencanaan pembangunan pelabuhan, 

bandara, terminal, halte, pasar, dan swalayan. Penyandang disabilitas belum 

secara aktif dilibatkan dalam menyusun rencana pembangunan dan mereka juga 

belum diberikan kesempatan untuk memberikan edukasi mengenai disabilitas 

kepada staf angkasa pura, yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan 

dukungan terhadap kebutuhan khusus mereka. 

Dari aspek kontrol, tantangan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif 

bagi penyandang disabilitas masih terlihatjelas, terutama dalam pemahaman dan 

+ implementasi desain bangunan universal. Arsitek dan perancang bangunan belum 
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sepenuhnya memahami konsep desain yang memperhatikan kebutuhan semua 

individu, menciptakan ketidaksetaraan dalam akses fisik. Selain itu, belum 

dilakukan uji coba bangunan oleh penyandang disabilitas, yang merupakan 

langkah kritis untuk memastikan efektivitas desain tersebut. Selanjutnya, 

permasalahan terkait pemahaman aturan regulasi oleh pemerintah dan developer 

juga menjadi hambatan dalam mencapai lingkungan yang lebih inklusif. Peraturan 

daerah (Perda) dan regulasi yang telah ada masih belum dipahami sepenuhnya, 

sehingga pelaksanaannya menjadi kurang optimal. Dari aspek manfaat, 

pengalaman berpergian bagi penyandang disabilitas masih diwarnai dengan 

sejumlah kendala yang perlu segera diatasi. Penyandang disabilitas merasa tidak 

nyaman selama perjalanan, baik di kapal laut, pesawat, maupun bus, yang 

memperjelas perlunya peningkatan aksesibilitas dan kenyamanan dalam sistem 

transportasi publik. Tidak hanya itu, dalam mengakses trotoar, halte, pasar, dan 

swalayan, penyandang disabilitas juga menghadapi kesulitan yang sama. 

3.2.4 Bidang komunikasi dan Informatika 

Dari sisi akses, tantangan aksesibilitas informasi bagi penyandang 

disabilitas, terutama bagi mereka yang netra, tuli, dan intelektual, masih menjadi 

permasalahan serius dalam masyarakat. Media sebagai saluran utama informasi 

belum sepenuhnya ramah bagi kelompok disabilitas yang menyulitkan mereka 

untuk mengakses berita, informasi umum, dan konten lainnya. Dari aspek 

partisipasi, mereka belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses kreatif dan 

pengambilan keputusan terkait pembuatan media, menciptakan kesenjangan 

dalam representasi dan akses informasi. Ketidaklibatan ini bukan hanya 

merugikan kelompok disabilitas itu sendiri, tetapi juga menghambat masyarakat 

dalam memahami dan menghargai perspektif mereka. 

Dari aspek kontrol, konten digital sering kali tidak dirancang dengan 

mempertimbangkan kebutuhan pembaca layar, yang dapat mengurangi kontrol 

individu tunanetra terhadap informasi online. Kurangnya aksesibilitas dalam 

perangkat lunak produksi media dan kurangnya representasi dalam industri media 

f dapat menghambat kontrol mereka terhadap narasi yang dihasilkan. Terakhir, 
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dalam aspek manfaat, kelompok ini menghadapi kesulitan dalam mengakses, 

memahami, dan merespons informasi yang disajikan, menciptakan 

ketidaksetaraan akses terhadap pengetahuan. Kendala ini tidak hanya mencakup 

aspek fisik tetapi juga melibatkan aksesibilitas informasi dalam berbagai bentuk 

termasuk tulisan, audio dan visual. 

3.2.5 Penanggulangan Bencana 

Berkaitan dengan upaya penanggulangan bencana, Provinsi NTT telah 

melakukan upaya-upaya pelibatan difabelyang didukung oleh mitra Pembangunan 

seperti Australia Indonesia Partnership for Disaster Risk Management (AIP-DRM), 

Humanity and Inclusion (HI), PIKUL (Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal), CIS 

(Circle of Imagined Society) Timor, Bengkel APPeK (Bengkel Advokasi 

Pemberdayaan dan Pengembangan Kampung), organisasi penyandang disabilitas 

di kota Kupang (PERSANI NTT, Komunitas Tuli Kupang, PERTUNI, PERMATA, 

YTTM, GARAMIN NTI), serta Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) yangjuga 

beranggotakan akademisi dan sektor penta helix. Unit Layanan Disabilitas bidang 

kebencanaan telah dibentuk di Provinsi NTT dan melibatkan penyandang 

disabilitas melalui beberapa organisasi penyandang disabilitas lainnya. Dukungan 

regulasi juga termuat dalam Peraturan Daerah No 6 tahun 2022 tentang 

pemberdayaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas (pasal 108 tentang 

pelindungan dari bencana) yangjuga diperkuat dengan Peraturan Gubernur No 59 

tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana). Dokumen­ 

dokumen lain yang berkaitan dengan pelibatan penyandang disabilitas dalam 

kebencanaan antara lain: Kajian Resiko Bencana dan Rencana Kontigensi yang 

didukung oleh AIP-DRM, panduan produksi informasi peringatan dini cuaca 

ekstrem dan Bencana untuk kelompok Rentan oleh PIKUL dan beberapa Organisasi 

Disabilitas, kajian cepat dampak perubahan iklim bagi difabel di kabupaten 

kupang dan kabupaten Timor tengah Selatan dan Kertas kebijakan Kami harus 

terlibat yang disusun oleh GARAMIN NTT yang didukung oleh PIKUL. 

Namun, masih ada kesenjangan yang dipotret dari Aspek Akses, Partisipasi, 

.f Manfaat dan Kontrol. Dari sisi akses, kantor-kantor Badan Penanggulangan 
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Bencana Daerah (BPBD) masih belum sepenuhnya aksesibel bagi penyandang 
disabilitas, menunjukkan kurangnya perhatian terhadap kebutuhan inklusif 
dalam lingkungan kerja. Selain itu, ketidaktersediaan anggaran untuk mendukung 
Unit Layanan Disabilitas (ULD) di BPBD menjadi masalah serius dalam 
menyediakan layanan yang memadai bagi penyandang disabilitas. Alokasi bantuan 
yang mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan, perempuan hamil, 
lansia, bayi, balita dan penyandang disabilitas masih belum memadai untuk 
menciptakan lingkungan yang benar-benar inklusif dan ramah bagi semua. Dari 
aspek partisipasi, keterlibatan penyandang disabilitas dalam aspek kebencanaan 
masih belum optimal, menciptakan ketidaksetaraan akses dan partisipasi dalam 
proses pengelolaan bencana. Selain itu, belum maksimalnya pemanfaatan Ruang 
Unit Layanan Disabilitas (ULD) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
menunjukkan adanya hambatan yang perlu segera diatasi agar fasilitas tersebut 
dapat memberikan dukungan yang lebih efektif kepada penyandang disabilitas. 
Ada juga program pemerintah terkait Desa Tangguh Bencana (DESTANA), 
Kelurahan Tangguh Bencana (KELTANA) dan Keluarga Tangguh Bencana (KATANA) 
namun pelibatan difabel masih minim. 

Dari aspek kontrol, kurangnya pemahaman Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) di tingkat kota/kabupaten terhadap pelibatan 
penyandang disabilitas dalam konteks kebencanaan menjadi hambatan utama 
dalam memastikan inklusi dan perlindungan kelompok rentan ini. Disamping itu, 
pemahaman yang masih minim terhadap cara penyampaian informasi dan 
pelibatan penyandang disabilitas dalam kebijakan kebencanaan menciptakan 
kesenjangan informasi dan keterlibatan. Pengetahuan yang terbatas mengenai 
fungsi Unit Layanan Disabilitas (ULD) dalam penanggulangan bencana juga 
menjadi tantangan serius. Begitu juga, minimnya pengetahuan para penyalur 
bantuan terhadap kebutuhan khusus kelompok rentan termasuk penyandang 
disabilitas, menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk peningkatan 
kesadaran dan pemahaman. Dari aspek manfaat, keseluruhan kesenjangan pada 

" akses, partisipasi dan kontrol menciptakan ketidaksetaraan dalam 
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memperoleh bantuan yang seharusnya dapat diakses dengan mudah, menyulitkan 
kelompok ini dalam menghadapi situasi darurat saat bencana. 

Faktor Penyebab 
Faktor Penyebab dalam Penyediaan Lingkungan tanpa hambatan bagi 

penyandang Disabilitas terbagi menjadi dua yaitu internal dan eksternal. Dari 
faktor Internal, kurangnya pemahaman mengenai disabilitas dan aksesibilitas 
menjadi kendala serius dalam memastikan lingkungan yang inklusif. Pengetahuan 
yang terbatas tentang regulasi, khususnya terkait Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum mengenai bangunan publik yang harus aksesibel, turut menambah 
kesulitan dalam menciptakan fasilitas yang ramah disabilitas. Ketidaklibatan 
penyandang disabilitas dari perencanaan hingga evaluasi pengerjaan bangunan 
menciptakan ketidaksetaraan akses dan partisipasi dalam pengembangan 
infrastruktur. Pemerintah yang kurang memahami kebutuhan dasar penyandang 
disabilitas terkait sumber mata air semakin memperparah ketidaksetaraan akses. 
Penyandang disabilitas dianggap sebagai objek bukan subjek pembangunan, dan 
kurangnya pemahaman pemerintah tentang cara penyampaian informasi yang 
dapat diakses oleh berbagai ragam disabilitas menciptakan kesenjangan dalam 
akses informasi. Ketidakpahaman dari BPBD atau dinas terkait terhadap 
kebutuhan penyandang disabilitas serta ketiadaan alokasi anggaran yang jelas di 
BPBD untuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan ketidakprioritasan terhadap 
penyandang disabilitas semakin menegaskan perlunya peningkatan kesadaran dan 
pemahaman untuk mencapai inklusivitas yang lebih baik dalam semua aspek 
pem bangunan. 

Sedangkan dari faktor eksternal, ketidakpercayaan diri penyandang 
disabilitas dalam memberikan saran kepada pemerintah menjadi kendala serius, 
seiring dengan minimnya pengetahuan mereka tentang cara menyampaikan 
usulan kepada pemerintah. Pandangan masyarakat yang masih menganggap 
penyandang disabilitas sebagai objek, bukan subjek pembangunan, 

� mengakibatkan rendahnya prioritas terhadap aksesibilitas, menambah kesulitan 
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bagi kelompok ini dalam mengemukakan kebutuhan dan aspirasi mereka kepada 

pemerintah. Selain itu, minimnya pengetahuan penyandang disabilitas terkait 

sumber air menyebabkan kebingungan dalam menyampaikan usulan dan saran 

terkait air bersih. Ketidakpahaman tentang layanan publik, aksesibilitas di layanan 

publik, kurangnya pemahaman terkait bencana dan informasi peringatan dini, 

serta keterbatasan partisipasi penuh di Unit Layanan Disabilitas (ULD) PB, 

semakin menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan pemahaman 

yang mendalam terkait kebutuhan dan potensi penyandang disabilitas untuk 

mencapai masyarakat yang lebih berkeadilan dan inklusif. 

3.3 Sasaran Strategis 3: Pelindungan Hak, Akses Politik dan Keadilan bagi 

Penyandang Disabilitas. 

Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi penyandang disabilitas 

masih menjadi tantangan yang perlu terns diupayakan agar bisa mendapatkan 

perhatian dari semua sektor. Kesenjangan dilihat dari 4 aspek, antara lain Akses, 

Partisipasi, manfaat dan Kontrol. 

Pada sisi akses, tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas terkait 

akses perlindungan hak dan politik yaitu akses terhadap tempat pemungutan 

suara dan bantuan hukum. Penggunaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang 

tidak ramah bagi pengguna tongkat dan kursi roda dan komponen dalam surat 

suara yang tidak lengkap sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas netra 

menjadi persoalan yang paling menonjol. Contohnya, pada surat suara Presiden 

dan W akil Presiden teradapat huruf Braille yang merupakan huruf timbul yang 

memungkinkan seorang tunanetra dapat meraba bentuk-bentuk dari kombinasi 6 

titik, namun huruf tersebut tidak terdapat pada surat suara untuk pemilihan 

legislatif. 

Selanjutnya, ketersediaan pendamping pada TPS yang bukan pilihan 

disabilitas netra sebagai pemilih juga masih minim. Memang pendamping telah 

disiapkan di TPS, namun keinginan teman-teman difabel yang diuangkapkan oleh 

PERTUNI Kota Kupang adalah pendamping tersebut diharapkan berasal dari 

f- organisasi difabel untuk menjaga independensi pemilih kaum difabel. Kebutuhan- 
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kebutuhan ini penting untuk diakomodir, mengingat jumlah pemilih difabel 

sebanyak 46.561 jiwa atau sekitar 0.01 % dari jumlah pemilih di NTT yaitu 

4.008.475 Jiwa (KPU NTT, 2023). Kabupaten dengan jumlah pemilih difabel 

terbanyak yaitu TIU dan Sikka, sedangkan Sumba Tengah dan Belu memiliki 

jumlah pemilih difabel terendah. 

Grafik 3.3 Jumlah Pemilih Penyandang Disabilitas (fisik, intelektual, 

mental, sensorik wicara, sensorik rungu dan netra) 
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Sumber: KPU (2023) 

Berkaitan dengan bantuan hukum, tantangan yang dialami yaitu akses 

keadilan belum sepenuhnya dirasakan penyandang disabilitas. Contohnya 

kegiatan atau sosialisasi yang berkaitan dengan perlindungan anak yang 

dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

(DP3A) kurang melibatkan kaum difabel, sehingga banyak kasus difabel yang tidak 

melapor dan didampingi terutama untuk kasus diluar kota kupang. Berdasarkan 

data FORMASI Disabilitas sejak awal bulan November 2021 telah terkumpul 

sebanyak 58 kasus dan beberapa diantaranya diterima dari LBH APIK NTI dan 

f"KIPDA TIS Inklusif Nusa Tenggara Timur dan hanya beberapa kasus yang 
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diselesaikan secara hukum. Hal ini senada dengan hasil FGD Garamin NTT dengan 

KIPDA TIS yang mengungkapkan penyandang disabilitas perempuan yang 

mengalami tindakan kekerasan seksual, pelecehan seksual dan tindakan asusila 

di Ka bu paten TIS sangat tinggi dari tahun 2018-2022 tercatat ada 23 kasus 

dengan rincian 7 kasus yang disidangkan dan pelakunya dihukum, 1 kasus masih 

dalam proses karena pelakunya melarikan diri, 5 kasus yang mentah di polres 

setempat karena kurangnya alat bukti. Namun, 1 diantaranya adalah kasus yang 

pelakunya ayah kandungnya sendiri, diproses sampai persidangan tetapi 

diputuskan dibebaskan dengan alasan keterangan korban tidak kuat (korban 

memiliki hambatan ganda: rungu, wicara, intelektual dan merawat diri) yang 

walaupun didampingi JBI tetapi tidak efektif. Anehnya ada pengakuan pelaku 

secara tertulis dan ada rekaman pengakuan pelaku tetapi hakim 

mementahkannya. Tarakhir, 9 kasus yang disepakati oleh keluarga korban, 

pelaku, tokoh Masyarakat / Adat dan Pemerintah Desa untuk diselesaikan secara 

kekeluargaan dan sanksi yang diberikan kepada pelaku yaitu denda sejumlah 

uang, beras, babi dan selimut serta selendang. Untuk uang, selimut dan selendang 

dibagikan kepada para elit desa, sedangkan beras dan babi diolah untuk makan 

bersama. 

Grafik 3.3 Jumlah Kekerasan terhadap PD disabilitas Perempuan 
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+ Sumber: FGD Garamin NTT dengan KIPDA NTT (September, 2023) 
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Dalam hal partisipasi, tantangannya meliputi keterbatasan partisipasi 

pemilu baik sebagai pemilih dan dipilih seperti yang dialami Pertuni Kabupaten 

Sumba Timur yang tidak diundang dalam kegiatan sosialisasi pemilu. Hal lainnya 

yaitu kurangnya partisipasi serta representasi dalam Kegiatan kemasyarakatan. 

Contohnya di Kata Kupang, pada saat forum difabel kelurahan tahun 2016, 

Pemerintah menyampaikan kepada kelurahan agar para kaum difabel dilibatkan 

dalam musrembang, namun pada saat penyandang disabilitas hadir pada kegiatan 

musrembang selanjutnya, penyandang disabilitas tidak ditanyakan kebutuhan 

mereka atau tidak dimintai pendapat dalam proses diskusi. Pada aspek keadilan, 

masalah utamanya yaitu organisasi difabel khususnya di daerah kabupaten belum 

dilibatkan dalam penanganan perkara difabel yang berhadapan dengan hukum. 

Contohnya, kasus yang dialami oleh salah seorang difabel di Kabupaten TIS yang 

mana dalam penanganan perkara, Komite Penyandang Disabilitas (KIPDA) TIS 

tidak dilibatkan. 

Pada aspek kontrol, penyandang disabilitas masih sulit mengontorol dirinya 

dalam pengambilan keputusan yang sering berujung pada tindakan diskriminasi. 

Lebih spesifik, bagi penyandang disabilitas psikososial, pemasungan dan 

perlakuan kasar masih terjadi. Mereka seringkali dianggap "tidak normal" oleh 

masyarakat, yang pada gilirannya berujung pada tindakan kekerasan fisik, verbal 

dan non verbal. Berbagai isu yang telah dibahas sebelumnya membuat manfaat 

perlindungan dari sisi hukum dan politik yang diterima penyandang disabilitas 

belum optimal. 

Kesenjangan-kesenjangan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dari sisi 

internal pemerintah. Pertama, Tenaga Ahli (Psikolog, Psikiater, Juru Bahasa 

Isyarat) termasuk untuk ketersediaan media teks untuk teman-teman tuna wicara 

masih terbatas dan Aparat Penegak Hukum yang memiliki prespektif difabilitas 

masih terbatas yakni sebagian besar terpusat di Kata Kupang. Kedua, kebutuhan 

sesua ragam penyandang disabilitas dalam penanganan perkara dan 

pendampingan tidak terpenuhi. Bagi disabilitas intelektual dan mental terkadang 

t, kasusnya tidak terselesaikan pada tahap penanganan perkara di tingkat kepolisian 
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karena dianggap tidak cakap hukum, padahal penilaian tersebut harus 

berdasarkan keterangan ahli dan ketetapan putusan hakim. Ketiga, dari 22 

kabupaten/kota, baru 5 daerah yang telah memiliki peraturan daerah terkait 

pemenuhan penghormatan dan perlindungan hak disabilitas, diantaranya Kota 

Kupang (Perda No 2 tahun 2019) ,  'ITS (Perda No 5 tahun 2020), Flores Timur (Perda 

No 5 tahun 2017),  Manggarai Barat (Perda No 3 tahun 2017) ,  Belu (Perda No 7 

tahun 2020), sedangkan 17 daerah lainya belum memiliki kebijakan daerah dalam 

upaya pemenuhan hak disabilitas. 

Faktor eksternal yang menyebabkan isu kesenjangan yang disampaikan 

sebelumnya antara yaitu berasal dari keluarga difabel tersebut dimana mereka 

merasa malu memiliki anggota keluarga yang disabilitas. Dalam hal ini, keluarga 

difabel seringkali merasa malu memiliki anggota keluarga yang mengalami 

disabilitas yang disebabkan oleh pandangan bahwa penyandang disabilitas 

dianggap tidak mampu, tidak berdaya, atau bahkan dikategorikan sebagai kaum 

lemah. Terdapat pula stigmatisasi dan label negatif yang merendahkan martabat 

penyandang disabilitas, seperti dianggap "tidak normal," "tidak sempurna," atau 

bahkan "pesakitan." Kedua, penyandang disabilitas sendiri belum memahami 
mekanisme pelaporan kasus serta belum ada kebijakan di tingkat polres, polsek 

dalam hal penanganan difabel yang berhadapan dengan hukum. 

3.4 Sasaran Strategis 4: Pemberdayaan, Habilitasi dan Rehabilitasi. 

Terdapat beberapa persoalan aksesibiltas pada sektor Pemberdayaan, 

Habilitasi dan Rehabilitasi. Pertama, keterbatasan dalam mengakses permodalan 

usaha dan pelatihan keterampilan sesuai potensi penyandang disabilitas. 

Contohnya beberapa anggota Yayasan Disabilitas Transfigurasi Tabor Mulia yang 

mengalami kesulitan untuk memperoleh pinjaman dari koperasi atau lembaga 

perbankan karena pemberi pinjaman tidak yakin mereka dapat mengembalikan 

pinjaman tepat waktu. Kedua, akses rehabilitasi yang terbatas dan belum sesuai 

dengan ragam disabilitas. Ketiga, link laporan data penyandang disabilitas yang 

dibuat oleh Dinas Sosial tidak diakses semua orang termasuk pemdes dan 
fenyandang disabilitas. 
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Beberapa persoalan aksesibilitas tersebut membuat partisipasi penyandang 

disabilitas dalam habilitasi dan rehabilitasi menjadi terhambat seperti partisipasi 

dalam program pemberdayaan untuk bekerja baik di sektor swasta dan partisipasi 

dalam memonitoring / mengevaluasi validitas data penyandang disabilitas. 

Contohnya di desa Oben, kabupaten Kupang, masih ada keluarga yang 

menganggap penyandang disabilitas sebagai aib keluarga sehingga mereka enggan 

mendaftarkan penyandang disabilitas tersebut yang menyebabkan mereka tidak 

memperoleh dokumen kependudukan dan tidak dapat berpartisipasi dalam 

mendapatkan program keterampilan dan rehabilitasi oleh pemerintah. Selanjutnya 

pada aspek kontrol, salah satu contoh konkritnya adalah pada saat tes CPNS, 

sarana prasarana ujian yang kurang aksesibel dan alokasi waktu yang sama 

dengan peserta non-difabel. Situasi ini mengurangi kontrol difabel netra terhadap 

lingkungan tes yang dapat mempengaruhi hasil ujian mereka. 

Dari sisi manfaat, dua persoalan yang dihadapi yaitu terkait perlindungan 

sosial dan mekanisme pemasaran yang belum maksimal. Penyandang disabilitas, 

khususnya yang termasuk dalam kategori berat yang terdata dalam sistem 

perlindungan sosial sedikit cakupannya. Hal ini membuat manfaat bantuan sosial 

yang seharusnya diakses oleh penyandang disabilitas menjadi kurang maksimal. 

Selain itu, persoalan lain terletak pada mekanisme pemasaran yang belum 

maksimal. Meskipun telah ada upaya untuk melatih penyandang disabilitas, 

termasuk mereka yang tuna netra untuk berwirausaha online, seringkali pelatihan 

tersebut tidak disertai dengan pendampingan dan pelatihan lanjutan, terutama 

dalam hal pemasaran online. Akibatnya, produk-produk yang dihasilkan oleh 

penyandang disabilitas mungkin kurang dikenal di pasar, sehingga memiliki nilai 

jual yang terbatas. Contohnya, penyandang disabilitas tuna netra yang dilatih 

untuk terapi massage, tetapi mereka tidak dilatih untuk pemasaran terapi tersebut 

khususnya secara online sehingga manfaat atau nilai jual yang didapat tidak 

sebanding misalkan dengan masyrakat non-difabel. Kasus lainnya dialami oleh 

Grace, seorang anggota Komunitas Tuli Kupang. Dia ingin sekali mengikuti 

f pelatihan dan pengembangan diri dalam bidang tata rias. Namun, pelatihan­ 
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pelatihan yang ada dan melibatkan penyandang disabilitas hanya terkait dengan 
pengembangan keterampilan handicraft. Ketika ada satu kesempatan pelatihan 
tata rias, dia mengikuti dan mendapatkan kesulitan karena tidak ada fasilitas JBI. 
Dia tetap berusaha mengikuti sebisanya, akan tetapi ia kecewa ketika di akhir 
pelatihan harus mengikuti tes akhir yang menentukan perolehan sertifikat. Hasil 
yang diperoleh tidak memuaskan karena dia diperlakukan sama dengan peserta 
lainnya yang membuat manfaat atau hasil yang diterima dari pelatihan tersebut 
tidak maksimal diterima oleh Grace. 
Faktor Penyebab 

Dari sisi internal pemerintah, faktor penyebab kesenjangan-kesenjangan 
tersebut antara lain balai rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental yang 
tidak layak huni dan over kapasitas karena jumlahnya yang terbatas. Juga, balai­ 
balai balai rehabilitasi sosial (disabilitas fisik, intelektual, dan sensorik) milik 
swasta/lembaga keagamaan/organisasi masyarakat sipil belum sepenuhnya 
terintervensi pemerintah. Selanjutnya, hanya 2 balai rehabilitasi milik pemerintah 
saja yang ada di Provinsi NTT (khusus disabilitas sensorik netra dan tuna rungu) 
sehingga belum mengcover semua ragam disabilitas. Terkait dengan rehabilitasi, 
belum ada program terapi khusus bagi difabel mental dalam proses pemulihan. 
Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial telah memprogramkan upaya pemulihan 
tersebut namun terbatas pada penyandang disabilitas netra dan rungu. 
Selanjutnya, program-program pelatihan keterampilan yang dilakukan pemerintah 
belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas 
termasuk pemberian alat bantu keterampilan yang dilakukan tanpa assessment 
awal. Selain faktor internal tersebut, terdapat faktor eksternal seperti stigma 
masyarakat kepada penyandang disabilitas terutama penyandang disabilitas 
mental yang tidak diterima di lingkungan, kurangnya dukungan keluarga dan 

f-penyandang disabilitas sendiri yang belum mengetahui potensi mereka. 
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3.5 Sasaran Strategis 5 Perwujudan Ekonomi Inklusif bagi penyandang 

disabilitas 

Ada 3 kebijakan yang ada dalam sasaran strategis 5 antara lain: 1) 

Memperkuat pemahaman tentang ketenagakerjaan inklusif pada organisasi 

perangkat daerah dan swasta di seluruh sektor; 2) Memperluas Akses Lapangan 

kerja bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi; 3) 

Meningkatkan literasi keuangan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. 

Kesempatan berkarir di sektor formal seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), 

pegawai BUMN, Perbankan, Lembaga Hak Asasi Manusia dan universitas bisa diisi 

oleh penyandang disabilitas. Selain bekerja di sektor formal, penyandang 

disabilitas juga bisa memanfaatkan peluang bekerja di sektor informal melalui 

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan menengah yang sudah diatur dalam undang­ 

undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. UMKM bisa dilakukan oleh individu, 

kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. UMKM dapat mendorong 

kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. UMKM yang bisa dicoba misalnya 

UMKM Bidang Kuliner, Bidang Kecantikan, Bidang Fashion, Bidang Agribisnis dan 

Bidang Otomotif. Peluang lain untuk menjadi wiraswasta seperti menjahit, 

kerajinan tangan, jasa pijat, fotografer, youtuber, blogger, kebun hydroponik, dan 

lain-lain. 

Salah satu kebijakan yang telah mendukung sasaran strategis ini adalah 

termuat dalam UU No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, Peraturan 

pemerintah No 60 tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang 

Ketenagakerjaan, Peraturan Daerah Provinsi NTT No 6 tahun 2022 tentang 

pemberdayaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas (pasal 46 - 62) serta 

Keputusan gubemur no 14/Kep/HK/2023 tentang unit layanan disabilitas bidang 

ketenagakerjaan provinsi NTT yang didukung oleh mitra Pembangunan seperti 

Yayasan PLAN Indonesia, SIGAB Indonesia, Program INKLUSI, GARAMIN NTT serta 
beberapa organisasi penyandang disabilitas yang lain. Komitmen yang baik ini 

masih perlu dipastikan agar diterapkan sesuai dengan amanat yang dimuat dalam 

f-beberapa regulasi tersebut. 
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Analisis kesenjangan inklusi disabilitas untuk sasaran strategi ke lima juga 

menggunakan 4 aspek penting, antara lain: Akses, Partisipasi, Manfaat dan 

Kontrol. 

Berikut hasil analisis yang ditemukan dari aspek Akses. Akses yang 

dimaksud adalah kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh atau 

menggunakan ataupun menjangkau informasi dan sumber daya terkait pelayanan 

publik atau program yang ada. Data Penyandang disabilitas yang bekerja baik di 

sektor formal dan informal sulit diakses. Data difabel yang sudah mengikuti 

pelatihan dan melanjutkan ilmu dari pelatihan untuk mengembangkan pekerjaan 

juga sulit diakses. Berdasarkan data yang dirilis BPS dalam NTT dalam angka 

2023, jumiah penduduk NTT pada Juni 2022 sebanyak 5.44 juta, dimana terdapat 

2.773.049 laki-laki dan Perempuan sebanyak 2.773.236. Sebanyak 64.49 % 

penduduk dengan usia produktif di NTT dan penduduk usia kerja sebanyak 

4.017.049 orang serta tingkat pengangguran sebanyak 3.54 %. Tingkat 

pengangguran di kota lebih tinggi dibanding kota. Namun, Data BPS tidak 

menyebutkan secara terpilah baik penyandang disabilitas dan non disabilitas. 

Hanya 13,4% penduduk yang menyelesaikan Pendidikan di perguruan tinggi dan 

mayoritas pekerjaan Masyarakat di NTT adalah petani. Tidak ada informasi detail 

terkait difabel yang berkaitan dengan hal ini. Jika dikatakan mayoritas Masyarakat 

di NTT adalah petani maka kemungkinan besar difabel di desa bekerja sebagai 

petani. Berdasarkan data yang dimiliki garamin di 12 desa mitra, mayoritas difabel 

bekerja sebagai petani. 

Belum semua organisasi perangkat daerah dan swasta di semua sektor 
memahami ten tang ketenagakerjaan inklusif dan keberadaan difabel yang memiliki 
ketrampilan atau keahlian untuk bisa bekerja. Difabel sulit mengakses informasi 

lowongan kerja karena media yang digunakan belum akses bagi semua ragam 

disabilitas. Masih ada diskriminasi di lingkungan kerja karena belum semua 

karyawan dan pimpinan memahami etika berinteraksi dengan difabel sehingga ada 

kemudahan atau akomodasi yang layak mulai dari perekrutman, magang, dan 

}bkeria. Tingkat Pendidikan difabel masih rendah disbanding non difabel. 
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------------------------------------ 

Paska COVID-19, penyandang disabilitas berupaya agar bisa mendapatkan 

pekerjaan baik di sektor formal maupun informal. Dampak ekonomi sangat 

dirasakan leh penyandang disabilitas disbanding warga non disabilitas. 

Berdasarkan Riset yang dilakukan oleh Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas 

untuk Inklusi (GARAMIN) NTT bersama Jaringan DPOs Respon Covid 19 Inklusif 

yang dilakukam di NTT pada tahun 2022, dengan 205 responden, 79 % 

mengatakan bahwa COVID-19 berdampak negative dan 95% responden 

mengatakan bahwa mereka mengalami kesulitan kompleks akibat kehilangan 

pekerjaan dan turunnya pendapatan seperti membeli sembako, susu anak, 

membayar uang sekolah anak, membayar uang sewa kontrakan, membayar utang, 

membayar listrik, air pulsa dan alat tulis sekolah anak. Selain itu, akses 

penyandang disabilitas terhadap asuransi ketenagakerjaan masih minim karena 

belum memahami pentingnya memiliki asuransi ketenagakerjaan. 

Dari Aspek partisipasi, penyandang disabilitas yang bekerja di sektor Formal 

masih minim. Terlihat gap antara upah pekerja formal dan informal. Disabilitas 

intelektual, mental dan ganda sama sekali tidak ada yang memiliki penghasilan 

tetap dan tidak bekerja (Riset Garamin NTT, 2021) .  Jumlah penduduk miskin di 

NTT ada 1. 1 3 1 , 6 2  orang dan ada 0.55 anakyang belum sekolah dan tidak sekolah 

sama sekali. Ada kemungkinan penyandang disabilitas masuk dalam katagori 

tersebut. Pertumbuhan ekonomi NTT sebesar 3 .05%. Sebagian dari penyandang 

disabilitas yang menjadi responden belum memiliki pekerjaan dan 37% lainnya 

memiliki pendapatan yang tidak tetap (76 orang). Jumlah pendapatan saat covid 

menurun. Sebanyak 43 % mengatakan penurunan pendapatan sebanyak (50% ­ 

80%), 33 % mengatakan berkurang diantara (30% - 50%) dan 20 % lainnya 

mengatakan bahwa penurunan pendapatan sebanyak diantara 10%-30%). Hanya 

4% difabel yang berpenghasilan mendekati Upah Minimum Regional (UMR) NTT. 

UMR NTT sebesar Rp 2.123.994,- ,  sedangkan sekitar 7 1  % atau 145 orang 

penyandang disabilitas memiliki penghasilan dibawah UMR (200.000 - 2.000.000). 

Banyak penyandang disabilitas yang bekerja di sektor informal dan penghasilan 

f- tidak tetap. Yang bekerja saat covid1-19 pun sangat kesulitan karena kebijakan 
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jaga jarak sehingga penyandang disabilitas netra dan fisik yang sering bersentuhan 

atau membutuhkan pendamping menjadi kesulitan untuk bekerja tanpa 

pendamping. Ruang untuk mengakses modal atau membentuk UKM untuk 

mendukung difabel bekerja di sektor informalpun menjadi tantangan bagi 

penyandang disabilitas. Minimnya informasi terkait akses permodalan, 

kepercayaan dari pemberi modal kepada difabel yang masih minim, literasi 

keuangan maupun pendampingan manajemen usaha bagi penyandnag disabilitas 

masih sangat minim. Selain itu aksesibilitas di perkantoran juga masih sangat 

minim sehingga ketakutan untuk masuk dunia kerja masih tinggi di kalangan 

penyandang disabilitas. 

Ketika penyandang disabilitas bekerja, aksesibilitas sudah dibangun tetapi 

untuk akomodasi yang layak untuk menunjang pekerjaanpun masih sangat minim 

bahkan belum tersedia. Hal ini disampaikan oleh salah seorang difabel yang 

bekerja di kantor Gubernur dimana meja dan kursi kerja serta toilet yang aksesibel 

belum disesuaikan dengan kebutuhannya sehingga perlu advokasi untuk 

mendapatkan meja kursi yang sesuai dengan bentuk tubuh serta toilet yang 

aksesible untuk menunjang pekerjaan. Ini salah satu contoh dimana belum semua 

penerima kerja memahami bagaimana menyiapkan akomodasi yang layan bagi 

penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal. Kenyamanan dalam bekerja 

akan menunjang produktivitas penyandang disabilitas dalam bekerja. 

Dari aspek kontrol, ruang untuk memberikan kesempatan bagi penyandang 

disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi 

program dan kegiatan dari organisasi perangkat daerah atau dunia usaha dan 

perbankan yang berkaitan untuk mendorong ekonomi inklusif masih sangat 

minim. Program dan kegiatan yang disusun belum menganalisis gap baik akses, 

partisipasi, kontrol dan manfaat yang lebih dalam dengan melibatkan penyandang 

disabilitas masih minim. Program dan kegiatan masih banyak yang belum tepat 

sasaran sehingga banyak pelatihan yang belum bisa diikuti oleh penyandang 

disabilitas. Pelatihan-pelatihan terkait pekerjaan formal ijuga sulit dijangkau 

f' karena minimnya kapasitas penyandang disabilitas untuk melamar posisi tersebut. 
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Di sektor informal, ketrampilan penyandang disabilitas juga masih minim sehingga 

cukup sulit bagi penyandang disabilitas untuk bekerja di sektor informal untuk 

mendukung kemandiriannya. Penyedia layanan atau Organisasi perangkat daerah, 

perbankan juga belum memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk 

memberikan masukan terkait kebutuhan dalam mendukung penyandang 

disabilitas dalam dunia kerja. 

Selanjutnya, dari aspek manfaat, penyedia lapangan kerja belum 

memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas yang ingin masuk dalam dunia 

kerja maupun yang sudah bekerja karena minimnya pengetahuan akan 

ketenagakerjaan dan ekonomi yang inklusif. Regulasi yang dibuat juga belum 

dipahami dan diinternalisasi oleh organisasi perangkat daerah sehingga masih 

belum dirasakan manafaatnya oleh semua stakeholder yang bekerja untuk 

mendorong ekonomi inklusif maupun karyawan dengan disabilitas. Ruang 

ekonomi masih sebatas milik orang dengan tanpa disabilitas sehingga belum cukup 

dikatakan inklusif bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas. 

Faktor penyebab dari kondisi-kondisi diatas antara lain berasal dari internal 

organisasi perangkat daerah yang menjalankan fungsi untuk mendukung 

perekonomian yang inklusif dan factor eksternal yang berasal dari penyandang 

disabilitas maupun masyarakat. Pertama, Faktor internal tersebut antara lain: a) 

Minimnya pemahaman tentang konsep disabilitas bagi penyelenggara pelayanan 

publik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan inklusif, b) Belum optimalnya unit 

layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan yang telah dibentuk oleh 

Disnakertranskop Provinsi NTT, c) Belum terbentuknya unit layanan disabilitas 

bidang ketenagakerjaan di 20 Kabupaten/ Kota (baru dibentuk di Kabupaten 

Kupang dan Rote Ndao).d) Tim ULD Ketenagakerjaan belum menyiapkan tenaga 

pendamping disabilitas dan organisasi penyandang disabilitas dalam 

penyelenggaraan pelayanan ULD Ketenagakerjaan. e) Belum ada alokasi anggaran 

untuk penguatan ULD ketenagakerjaan f) Kurangnya internalisasi 

ketenagakaerjaan inklusif. g) perencanaan dan penganggaran belum melibatkan 

t penyandang disabilitas atau organisasi penyandang disabilitas. h) persyaratan 
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penerimaan kerja yang mengharuskan untuk pelamar wajib sehat jasmani dan 

rohani, adanya keraguan khususnya dari pemberi kerja di sektor swasta terkait 

potensi yang dimiliki kaum difabel dan penyedia lapangan kerja yang belum siap 

menerima difabel untuk bekerja dengan alasan tempatnya belum ramah bagi 

difabel. Hal ini diungkapkan oleh beberapa anggota Juru Bahasa Isyarat (JBI) dari 

Komunitas Tuli Kupang yang mendampingi pelamar kerja dari disabilitas tuna 

rungu. 

Faktor Ekstemal, antara lain: a) Rendahnya tingkat Pendidikan penyandang 

disabilitas, b) rendahnya ketrampilan penyandang disabilitas c) masih tingginya 

diskriminasi di dunia kerja d) Orang tua penyandang disabilitas dan keluarga 

belum memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk bekerja e) 

Penyandang disabilitas belum memahami regulasi yang berkaitan dengan 

ketenagakerjaan yang inklusif, f) Masih banyak penyandang disabilitas yang 

memahami tentang ketenagakerjaan yang inklusi sehingga banyak penyandang 

disabilitas yang belum percaya diri, g) Pemahaman penyandang disabilitas dan 

sosialisasi tentang asuransi ketenaga kerjaan masih minim diberikan bagi 

penyandang disabilitas. 

3.6 Sasaran Strategis 6 Pendidikan dan keterampilan bagi penyandang 

disabilitas 

Pada SS 6 ini, analisis kesenjangan juga melihat pada akses, partisipasi, 

kontrol dan manfaat dibahas dalam bidang pendidikan, olahraga, pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat desa. Terdapat 

beberapa persoalan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas untuk 

mengembangkan pendidikan dan keterampilannya. Pertama, penyandang 

disabilitas kesulitan mengakses layanan pendidikan formal (sekolah inklusi 

maupun SLB, mengingat belum semua kabupaten sudah memiliki SLB), serta 

layanan pendidikan non formal (pelatihan keterampilan di BLK) serta adanya 

kecenderungan hanya anak penyandang disabilitas dari kelompok ekonomi 

menengah ke atas yang memiliki akses ke sekolah. Selain status ekonomi, terdapat 

+ juga kecenderungan lain yaitu hanya anak penyandang disabilitas fisik, sensorik 
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dan intelektual yang memiliki akses ke sekolah, sehingga belum mencakup semua 

ragam disabilitas. Kedua, sarana dan prasarana pendidikan di sekolah inklusi dan 

SLB yang belum ramah disabilitas. Ketiga, akses alat bantu untuk masing-masing 

ragam disabilitas juga belum sepenuhnya tersedia (Disabilitas Fisik : Ramp/ 

Bidang miring, Disabilitas Sensorik : Tongkat Netra, Huruf Braile, Headset, 

Running Text, JBI, Disabilitas Intelektual : Media pembelajaran khusus, 

Penyediaan GPK, Disabilitas Mental dan Disabilitas Ganda: tidak ada akses sama 

sekali). Data anak dengan disabilitas masih bersifat parsial (2.878 peserta didik 

disabilitas diseluruh SLB di NTT namun tidak spesifik ragam disabilitas, 

sedangkan 1.284 disabilitas yang ada dipantijuga tidak spesifik ragam disabilitas, 

sedangkan data disabilitas diluar panti belum semua tercover). Di bidang olahraga, 

masalah akses yang paling menonjol yaitu akses penganggaran untuk apresiasi 

atlet penyandang disabilitas sering terlambat. 

Persoalan tersebut membuat partisipasi penyandang disabilitas dalam 

pendidikan menjadi terhambat. Pertama, belum semua ragam disabilitas 

dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring maupun evaluasi 

program maupun anggaran yang berkaitan dengan kurikulum di sekolah inklusi 

maupun SLB. Kedua, Peserta didik penyandang disabilitas intelektual di sekolah 

inklusi jarang berpartisipasi aktif di kelas dan penyandang disabilitas mental 

maupun disabilitas ganda sebagian besar tidak bersekolah. Selanjutnya dari sisi 

kontrol, terdapat beberapa kendala. Pertama, tidak adanya sistem monitoring yang 

efektif dapat menyebabkan kurangnya pertanggungjawaban dalam pelaksanaan 

program tersebut. Kedua, kurangnya keterlibatan penyandang disabilitas atau 

OPDIS dalam merancang kebijakan dan program yang memengaruhi mereka 

mengurangi kontrol mereka terhadap keberlanjutan dan efektivitas program 

tersebut. Dari sisi manfaat belum semua ragam disabilitas memperoleh manfaat 

dari layanan pendidikan inklusi maupun pendidikan khusus (SLB) terutama 

peserta didik dengan disabilitas intelektual, disabilitas mental dan disabilitas 

ganda yang menyebabkan angka putus sekolah pada penyandang disabilitas yang 

f relative tinggi disbanding non difabel. 
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Dari sisi internal pemerintah, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan 

kesenjangan dalam bidang pendidikan dan keterampilan tersebut. Pertama, sistem 

pembelajaran bagi anak dengan disabilitas masih ditentukan oleh dinas dan 

sekolah, belum mengakomodir kebutuhan spesifik dari tiap ragam disabilitas 

termasuk belum maksimalnya penguatan kapasitas tenaga pendidik sekolah 

inklusif seperti yang diamanatkan dalam PP No.13 Tahun 2020 pada Bab III pasal 

20. Kedua, kebijakan tentang beasiswa belum mencakup peserta didik disabilitas. 

Ketiga, Belum ada ULD bidang pendidikan pada jenjang PAUD, SD, Sekolah 

menengah maupun PT sesuai strategi implementasi yang termuat dalam PP No.70 

Tahun 2019.  Keempat, belum semua 

kabupaten memiliki SLB. Kelima, minimnya media pembelajaran / Alat Peraga 

Edukatif (APE) dari SD LB - SMA LB maupun di sekolah yang menyelenggarakan 

pendidikan inklusi. Keenam, monitoring dan evaluasi dari pihak Perangkat 

Pemerintah (Dinas Pendidikan) bagi lembaga penyelenggara pendidikan inklusi 

maupun pendidikan khusus (SLB) belum terjadwal secara rutin dan konsisten, 

bahkan ada lembaga penyelenggara pendidikan inklusi yang tidak pernah 

mendapat kujungan dari dinas PK. 

Ketujuh, perbedaan kewenangan antara provinsi dengan 

kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pendidikan dasar membuat mutu layanan 

pendidikan inklusi tidak maksimal (baik itu dalam hal perencanaan, pelaksanaan, 

serta monitoring dan evaluasi program pembelajaran bagi peserta didik dengan 

disabilita). Kedelapan, belum semua perangkat daerah memahami kebijakan 

tentang Akomodasi Yang Layak bagi peserta didik/mahasiswa dengan disabilitas. 

Sedangkan dari sisi eksternal, terdapat beberapa faktor penyebab. Pertama, Belum 

ada keterwakilan orang tua dengan disabilitas di komite sekolah sebagai bentuk 

pengawasan/pemantauan pendidikan disekolah tersebut. Kedua, kurangnya 

dukungan orang tua dalam pengurusan administrasi kependudukan agar anak 

f- penyandang disabilitas bisa mendapatkan akses pendidikan. 
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3.7 Sasaran Strategis 7 Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan Bagi 

Penyandang Disabilitas 

Sasaran strategis 7 fokus pada 4 kebijakan antara lain (1 )  Peningkatan 

Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan 

Penyandang Disabilitas; (2) Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi 

Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif; (3) Perluasan Kesepertaan 

dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas; (4) 

Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang 

Menjangkau Penyandang Disabilitas. Dalam setiap kebijakan masih ada 

kesenjangan yang terjadi dari sisi Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat. Ada 5 

masalah utama yang diangkat, antara lain: (1) Tenaga Kesehatan masih minim 

melakukan kunjungan rumah untuk memberikan pelayanan Kesehatan bagi 

penyandang disabilitas;(2) Belum ada layanan Kesehatan reproduksi bagi 

penyandang disabilitas; (3) Belum ada pelatihan bagi tenaga Kesehatan tentang 

sensitivitas penyandang disabilitas; (4) Stok obat kusta terbatas sehingga Orang 

yang pernah Mengalami Kusta (OYMK) maupun orang yang sedang mengalami 

kusta tidak terlayani kebutuhan akan obatnya; (5) Balai rehabilitasi untuk 

penyandang disabilitas mental tidak layak huni dan melebihi kapasitas karena 

jumlahnya terbatas; (6)Minimnya aksesibilitas pada fasilitas Kesehatan yang 

mudah diakses oleh penyandang disabilitas; (7) Asuransi Kesehatan masih belum 

cukup menjangkau penyandang disabilitas 

Dari sisi Akses, hal yang menjadi perhatian berupa akses fisik: dan non 

fisik. Akses fisik: antara lain: Bangunan pelayanan Kesehatan yang belum akses 

bagi penyandang disabilitas, lansia maupun Ibu hamil, seperti tangga-tangga, toilet 

yang belum cukup aksesibel, bidang miring yang licin dan curam, minim penunjuk 

arah dan penunjuk ruangan untuk memudahkan penyandang disabilitas Tuli, 

loket pendaftaran dan tempat tidur pemerik:saan yang terlalu tinggi bagi difabel 

mini, guiding block atau ubin penunjuk jalan yang belum tersedia bagi difabel 

Netra dan ketidak tersediaan obat kusta. Selain itu, balai rehabilitasi yang tidak 

layak bagi penyandang disabilitas mental karena melampaui jumlah kapasitas 

t- sehingga akses mendapatkan layanan rehabilitasi bagi proses penyembuhan dan 
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pemulihan akan berlangsung menyulitkan mereka. Jarak fasilitas Kesehatan 

dengan rumah penyandang disabilitas yang cukup jauh. Data yang temukan di 

salah satu desa di Timor Tengah Selatan, lokasi puskesmas berjarak 13 km dari 

rumah penyadnang disabilitas (Ndaumanu, 2020). Bergeser ke akses non fisik 

antara lain akses informasi terkait pelayanan Kesehatan yang mudah diakses 

difabel Netra, misalnya nomor antrian dalam bentuk braile, pelayanan 

menggunakan Bahasa isyarat, informasi terkait Kesehatan reproduksi yang masih 

minim, termasuk pemeriksaan kesehatan reproduksi, konseling, metode 

kontrasepsi yang sesuai, perawatan prenatal, perawatan persalinan, dan 

perawatan pasca persalinan. Lebih lagi, belum ada data terpilah yang pengguna 

jasa dalam mengakses layanan kesehatan berdasarkan ragam disabilitas dan 

kebutuhan masing-masing ragam disabilitas terkait layanan Kesehatan yang 

dibutuhkan. Selain itu akses informasi tenaga kesehatan tentang organisasi­ 

organisasi penyandang disabilitas yang dapat memberikan pelatihan tentang 

sensitisasi masih minim. Layanan telemedicine yang masih belum dikenalkan ke 

penyandang disabilitas. Ditambah lagi, dukungan anggaran untuk melakukan 

kunjungan rumah ke rumah penyandang disabilitas masih minim sedangkan 

kebanyakan lokasi rumah penyandang disabilitas sulit dijangkau. Data juga 

menunjukkan bahwa banyak penyandang disabilitas yang belum terdaftar dalam 

system jaminan Kesehatan karena belum memiliki dokumen kependudukan 

seperti akte kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (Ndaumanu, 2020). 

Dari sisi partisipasi, pelibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan baik 

perencanaan dan pelaksanaan masih minim, contohnya saat minilokakarya 

puskesmas lintas sektor belum memastikan keterlibatan penyandang disabilitas 

sehingga masukan penting terkait layanan yang spesifik menjawab kebutuhan 

difabel dengan masing-masing ragam tidak diperoleh oleh penyedia layanan 

Kesehatan. Audit aksesibilitas bangunan publik di layanan Kesehatan belum 

dilakukan dengan melibatkan penyandang disabilitas. Dalam perencanaan di 

tingkat desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi terkait Kesehatan belum 

t melibatkan penyandang disabilitas dari berbagai ragam disabilitas sehingga 
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kebutuhan-kebutuhan belum masuk dalam perencanaann strategis pemerintah. 

Penyandang disabilitas mental memiliki kesempatan yang paling minim dalam 

mengakses layanan baik berupa obat maupun konseling. 

Dilihat dari sisi Kontrol, belum ada ruang bagi penyandang disabilitas di 

layanan Kesehatan untuk memberikan masukan berupa kritik dan saran untuk 

meningkatkan pelayanan Kesehatan yang berkualitas dan aksesibel bagi semua 

orang. Dalam kegiatan monitoring evaluasi pelayanan Kesehatan belum 

melibatkan penyandang disabilitas sehingga ruang untuk memberikan saran agar 

semakin inklusif belum bisa dilakukan. Pemantauan pelaksanaan pelayanan 

Kesehatan belum partisipatif melibatkan penyandang disabilitas. 

Dari sisi manfaat, data menunjukkan bahwa layanan asuransi Kesehatan 

belum bisa dinikmati oleh penyandang disabilitas. Selain itu, layanan-layanan 

Kesehatan terkait Kesehatan reproduksi belum dirasakan oleh penyandang 

disabilitas. Program GERMAS belum menyentuh penyandang disabilitas. Layanan 

konsultasi kejiwaan, layanan rehabilitasi penyandang disabilitas mental masih 

minim dirasakan karena keterbatasan tempat dan minimnya fasilitas bagi 

penyandang disabilitas mental. 

Faktor penyebab internal yang mengakibatkan kesenjangan terse but antara 

lain: Keterbatasan sumber daya manusia Kesehatan, keterbatasan sumber daya 

Kesehatan terkait pemahaman konsep disabilitas dan hak-hak penyandang 

disabilitas yang berkaitan dengan kesehatan, keterbatasan anggaran, kebijakan 

Kesehatan yang belum berpihak pada kelompok penyandang disabilitas, 

keterbatasan infrastruktur bangunan - bangunan Kesehatan, keterlambatan stok 

obat kusta dan distribusi obat kusta karena lemahnya manajemen stok obat, 

belum tersedianya data terpilah pengunjung atau pengguna layanan Kesehatan, 

program asuransi yang belum inklusif dan belum cukup mengcover kebutuhan ­ 

kebutuhan spesifik penyandang disabilitas yang memiliki anak maupun individu 

yang harus mengakses layanan terapi atau sering berkonsultasi dengan psikolog 

f atau dokter jiwa. Selain faktor penyebab internal, ada juga faktor penyebab 
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eksternal yang cukup berperan besar dalam berkontribusi pada kesenjangan 

dalam mengakses layanan Kesehatan, antara lain: Penyandang disabilitas takut 

mengakses layanan Kesehatan, Ketidaktersediannya alat bantu penyandang 

disabilitas sehingga tidak bisa ke fasilitas Kesehatan, minimnya pemahaman 

penyandang disabilitas pentingnya mengakses layanan Kesehatan, trauma akibat 

perlakuan yang kurang baik dari tenaga Kesehatan yang dialami oleh penyandang 

disabilitas, penyandang disabilitas belum percaya diri untuk berbicara dengan 

penyedia layanan Kesehatan. 
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B AB IV  

STRATEGI IMPLEMENTASI RAD PD 

4.1 Strategi, Target Capaian dan Kegiatan 

Dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas tahun 2021-2023 

pemerintah menargetkan 7 (tujuh) sasaran strategis yaitu : Pendataan dan 

perencanaan inklusif bagi penyandang disabilitas; penyediaan lingkungan 

tanpa hambatan, perlindungan hak dan aksesk politik serta keadilan bagi 

penyandang disabilitas; Perwujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang 

Disabilitas.; pemberdayaan dan kemandirian bagi penyandang disabilitas; 

pendidikan dan keterampilan bagi penyandang disabilitas; akses dan 

pemerataan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan tujuh 

sasaran strategis tersebut, pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 

Rencana Aksi Daerah penyandang disabilitas ini menetapkan strategi, kegiatan 

dan target sasaran yang secara khusus dibahas dalam bagian ini. 

4.2 Strategi 

Dalam sasaran strategis pertama, ditetapkan dua kebijakan yaitu 

Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor dan 

pelibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan penganggaran 

yang inklusif disabilitas. Untuk dapat mencapai sasaran stretgis tersebut diatas 

ditetapkan lima strategi impelementasi. Dalam kelompok kebijakan yang 

pertama ditetapkan dua strategi implementasi. Strategi implementasi yang 

pertama adalah penyelenggaraan pendataan penyandang disabilitas di seluruh 

sektor di tingkat provinsi, kab/kota dan desa; dan Melakukan pemantauan dan 

evaluasi pendataan Penyandang Disabilitas. Strategi implementasi yang 

dilaksanakan dalam kelompok kebijakan yang kedua terdiri dari lima strategi 

implementasi yaitu : Menyusun mekanisme forum tematik disabilitas dalam 

proses Perencanaan dan penganggaran; Mengoptimalkan pembinaan oleh 

Pemerintah kepada Pemerintah Daerah tentang inklusifitas Penyandang 

Disabilitas dalam Perencanaan dan penganggaran; dan Mengintegrasikan isu 

disabilitas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis 

k 
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Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi NTT serta 

dokumen penganggaran. 

Pada sasaran strategis penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi 

penyandang disabilitas ditetapkan empat kebijakan yaitu : Peningkatan 

Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi Penyandang 

Disabilitas; Akses Permukiman yang Terjangkau dan Mudah Diakses bagi 

Penyandang Disabilitas; Penyediaan Layanan Transportasi Publik yang Mudah 

Diakses dan Ramah Disabilitas; dan Penyediaan Sistem Komunikasi dan 

lnformasi Publik yang Mudah Diakses, Andal, dan Responsif terhadap 

Kebutuhan Penyandang Disabilitas; Dalam kelompok kebijakan pertama, 

ditetapkan strategi implementasi sebagai berikut: Memasukkan materi tentang 

pemahaman terhadap isu disabilitas (sensitivitas disabilitas) dalam program 

pendidikan dan pelatihan Aparatur Sipil Negara di level Pemerintah Daerah; 

Mengembangkan standar operasional penyediaan fasilitas dan layanan publik 

yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; Memastikan indikator 

Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan prinsip nondiskriminasi dan 

akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas; dan Melaksanakan 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyediaan layanan publikyang mudah 

diakses oleh Penyandang Disabilitas. Dalam kelompok kebijakan yang kedua 

ditetapkan strategi implementasi sebagai berikut : Meningkatkan dukungan 

penyediaan permukiman yang layak, terjangkau, dan yang mudah diakses oleh 

Penyandang Disabilitas, termasuk akses terhadap energi dan listrik pada 

perumahan bagi Penyandang Disabilitas; dan Mendorong Pemerintah Daerah 

untuk menetapkan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang 

menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang 

Disabilitas. Pada kelompok kebijakan ketiga, ditetapkan strategi implementasi 

sebagai berikut : Menyediakan prasarana, sarana, dan layanan transportasi 

beserta kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas; dan 

Menyelenggarakan pelatihan tentang standar pelayanan yang responsif dan 

sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan 

transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara. Pada kelompok kebijakan 

mpat ditetapkan strategi implementasi berupa : Menyusun kebijakan dan 
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standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah 

diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan 

Meningkatkan kapasitas Penyandang Disabilitas dalam mengakses informasi 

publik melalui pemanfaatan teknologi. 

Untuk sasaran strategis 3: perlindungan hak dan akses politik dan 

keadilan bagi penyandang disabilitas, ditetapkan tiga kebijakan dan empat 

strategi implementasi. Tiga kebijakan tersebut adalah : Menjamin Hak Politik 

secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipasi dalam Pemilu 

tanpa Diskriminasi; Perlindungan Penyandang Disabilitas dari kekerasan, 

eksploitasi dan penelantaran dalam proses peradilan dan tahapan proses 

pelaksanaan putusan; dan Peningkatan kesadaran akan perlindungan terhadap 

tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas. Empat strategi implementasi 

yang dipilih untuk sasaran strategis ini adalah : Memastikan inklusifitas bagi 

Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan 

umum tanpa diskriminasi; Memastikan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas 

dalam mengakses bantuan pendidikan dan sosial; Mengembangkan standar 

pemeriksaan yang meliputi kualifikasi penuntut umum, penyidik, hakim, 

petugas pemasyarakatan, pendamping disabilitas, pendamping hukum, 

advokat, dan penerjemah; prosedur pemeriksaan; serta fasilitas dan layanan 

yang layak bagi peradilan Penyandang Disabilitas. 

Dalam sasaran stretegis keempat yaitu pembedayaan dan kemandirian 

penyandang disabilitas.. ditetapkan dua kebijakan yaitu Meningkatkan 

Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitas oleh Lembaga dan Masyarakat; 

dan Meningkatkan dukungan dan kapasitas pendamping masyarakat dalam 

melakukan pendampingan bagi penyandang disabilitas dan keluarganya; 

terdapat . . .  strategi implementasi dalam sasaran strategi ini yaitu : 

Meningkatkan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang sudah 

mengimplementasikan kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi 

berbasis masyarakat; dan Memperkuat kapasitas pendamping (seperti pekerja 

sosial, kader pemberdayaan masyarakat desa, pendamping desa, dan karang 

taruna) dalam melakukan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas dan 

Warganya. 
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Sasaran stretagis kelima adalah Perwujudan ekonomi yang inklusif bagi 

penyandang disabilitas. Pada sasaran ini ditetapkan dua kebijakan yaitu : 

Memperkuat Pemahaman tentang Ketenagakerjaan lnklusif pada K/L, Pemda, 

BUMN, BUMD, dan Swasta di Seluruh Sektor; dan Memperluas akses lapangan 

kerja bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. 

Pada sasaran strategis 5 ini, ditetapkan enam strategi implementasi yaitu : 

Menyusun modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang digunakan sebagai 

standar pemberian edukasi oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik 

Daerah, dan swasta di seluruh sektor; Menyusun panduan dan standar 

operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta; 

Memastikan penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang 

Disabilitas; Meningkatkan jumlah Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik 

Daerah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan panduan dan standar 

operasional ketenagakerjaan disabilitas; Mendorong partisipasi perusahaan 

untuk mendukung Penyandang Disabilitas; dan Melaksanakan pemantauan 

dan evaluasi terhadap pelaksanaan pedoman dan standar operasional 

ketenagakerjaan disabilitas. 

Sasaran strategi keenam bertema Pendidikan dan Keterampilan Bagi 

Penyandang Disabilitas, memiliki empat kebijakan dan enam strategi 

implementasi. Empat kebijakan dalam SS ini terdiri dari Memperkuat 

kemampuan institusi pendidikan dan tenaga pendidik untuk memberikan 

layanan pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas; Memperkuat upaya 

pengurangan kesenjangan dalam mengakses pendidikan bagi Penyandang 

Disabilitas dan nondisabilitas; Memastikan inovasi dan reformasi tata kelola 

kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang 

tanggap terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan Membuka 

kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang seni dan olahraga. Dalam 

kelompok sasaran strategis keenam ini strategi implementasi yang dipilih 

adalah: Mengadakan pelatihan/pendidikan bagi tenaga pendidik, calon tenaga 

pendidik, dan tenaga kependidikan tentang layanan pendidikan inklusif dari 

tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, dasar, menengah, dan pendidikan tinggi 

f Penyandang Disabilitas; Menyediakan fasilitas dan layanan belajar mengajar 
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yang mudah diakses dan penyediaan akomodasi yang layak di seluruh tingkatan 

pendidikan bagi Penyandang Disabilitas; Memasukkan kriteria nondiskriminasi 

dan inklusifitas dalam dokumen supervisi yang berkala dilakukan ke 

sekolah/madrasah, perguruan tinggi, dan satuan pendidikan keagamaan 

formal; Melaksanakan supervisi berdasarkan pedoman variabel nondiskriminasi 

dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam mengakses pendidikan; 

Memberi keringanan batas usia bagi Penyandang Disabilitas agar dapat 

mengikuti pelajaran sesuai kemampuannya, bukan sesuai usianya; dan 

Mendorong peningkatan partisipasi Penyandang Disabilitas dalam berbagai 

kompetisi bidang seni dan olahraga di tingkat daerah, nasional, dan 

intemasional; 

Sasaran strategi 7 bertema akses dan pemerataan layanan kesehatan 

bagi penyandang disabilitas memiliki empat kebijakan dan . . .  stratgi 

implementasi. Empat kebijakan tersebut mencakup Peningkatan Kemampuan 

Penyedia Layanan Kesehatan Untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang 

Disabilitas; Pencegahan dan intervensi dini layanan kesehatan bagi 

Penyandang Disabilitas yang efektif dan komprehensif; Perluasan Kesepertaan 

dan Manfaat Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penyandang Disabilitas; dan 

Penyelenggaraan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang 

Menjangkau Penyandang Disabilitas. Sementara strategi implementasi yang 

dipilih untuk sasaran strategis ini mencakup : Memasukkan indikator 

pelayanan Penyandang Disabilitas dalam akreditasi fasilitas kesehatan; 

Memberikan pelatihan sensitivitas disabilitas dan isu kesehatan Penyandang 

Disabilitas untuk Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan 

layanan kesehatan ramah disabilitas; Meningkatkan pelayanan kesehatan 

seksual dan reproduksi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan 

kesehatan; Meningkatkan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, dan orang 

dewasa terhadap potensi disabilitas (seperti kondisi kehamilan, low vision, 

kusta, dan sebagainya); Meningkatkan pemahaman terhadap hak kesehatan 

f- seksual dan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas; 

RAD PD NTT 2023 l 6 5  



4.3 Target Capaian 

Untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang inkulsif 

dan sensitif disabilitas, diperlukan target yang terukur. Target dapat digunakan 

untuk menetapkan titik pencapaian (milestone) tertentu yang harus dicapai 

pada waktu-waktu tertentu selama pelaksanaan rencana. Ini membantu 

memonitor kemajuan dan mengevaluasi sejauh mana tujuan telah tercapai. 

Target juga diperlukan untuk menegaskan komitmen yang harus dicapai. 

Dalam kaitan dengan Rencana Aksi Daerah - Penyandang Disabilitas, target­ 

target dari setiap kebijakan yang ada dalam tujuh sasaran strategis dijabarkan 

untuk memberikan gambaran sitruasi yang akan dicapai pada masing-masing 

sasaran strategis. Bagian ini akan menggambarkan target-target yang 

ditetapkan pada setiap sasaran strategis dalam rencana aksi daerah penyang 

disabilitas. 

Dalam kelompok sasaran strategis Pendataan dan Perencanaan Inklusif 

bagi Penyandang Disabilitas, terdapat enam target capaian yang ditepakan yaitu 

: tersedianya profil tahunan penyandang disabilitas berdasarkan pedoman 

penyelenggaraan sistem data terpilah disabilitas bagi setiap sektor di Provinsi 

NTT; Tersedianya data terpilah provinsi tahunan Penyandang Disabilitas; 

Tersedianya laporan tahunan hasil pemantauan dan evaluasi yang mencakup 

ketersediaan data terpilah Penyandang Disabilitas, meliputi kesesuaian data 

dengan penyelenggaraan sistem data terpilah disabilitas serta penggunaannya 

dalam Perencanaan dan penyusunan program dan kegiatan oleh perangkat 

daerah dan lembaga mitra; Terlaksananya forum tematik disabilitas dalam 

proses Perencanaan dan penganggaran; Tersedianya Peraturan 

Daerah/kebijakan yang mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 

Disabilitas; Terlaksananya program dan kegiatan Pembangunan Inklusif 

Disabilitas di seluruh Perangkat Daerah. 

Dalam kelompok sasaran strategis Penyediaan Lingkungan Tanpa 

Hambatan Bagi Penyandang Disabilitas, terdapat 18 (delapan belas) target 

capaian yang ditetapkan yaitu : Terselenggaranya pelatihan sensitivitas 

4:-- disabilitas bagi seluruh Aparatur Sipil Negara kementerian/lembaga dan 
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Pemerintah Daerah; Tersedianya fasilitas dan layanan publik yang mudah 

diakses oleh Penyandang Disabilitas; Terselenggaranya layanan kebutuhan 

dasar yang mudah diakses dan nondiskriminatif terhadap Penyandang 

Disabilitas; Tersedianya standar dan pedoman bagi pelayanan penanganan 

kebencanaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan Standar 

Pelayanan Minimal; Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi terhadap 

kualitas pelayanan publik yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; 

Terselenggaranya audit terhadap bangunan dan fasilitas publik yang mudah 

diakses bagi Penyandang Disabilitas; Tersedianya permukiman yang 

mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas. Akses meliputijalan, ruang publik 

(ruang terbuka hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan 

infrastuktur dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik); Tersedianya fasilitasi 

pembiayaan perumahan bagi Penyandang Disabilitas dengan memanfaatkan 

program perumahan yang memberikan prioritas dan/atau kemudahan bagi 

Penyandang Disabilitas. Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang 

Disabilitas yang tinggal di permukiman yang layak; Tersedianya Peraturan 

Daerah mengenai bangunan gedung yang menerapkan standar bangunan yang 

mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan 

Umum dan Perumahan Rakyat; Tersedianya kebijakan dan standar operasional 

layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah 

diakses dan ramah disabilitas; Tersedianya prasarana, sarana, dan layanan 

transportasi beserta kelengkapannya yang diselenggarakan Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, dan swasta yang mudah diakses dan ramah disabilitas; 

Tersedianya modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan transportasi 

publik, baik darat, laut, maupun udara yang responsif dan sensitif terhadap 

ke bu tuhan Penyandang Disabilitas; Terselenggaranya pelatihan layanan yang 

responsif dan sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas 

layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara; Tersedianya 

kebijakan dan standar operasional layanan komunikasi dan informasi publik 

melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan 

Penyandang Disabilitas; Tersedianya layanan komunikasi dan informasi publik 

yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang 

f disabilitas; Tersedianya kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi 
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publik bagi penyandang disabilitas; Tersedianya pelatihan sistem teknologi dan 

informasi pu blik bagi penyandang disabilitas. 

Dalam kelompok sasaran strategis Pelindungan Hak dan Akses Politik 

dan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas terdapat. 4 ( em pat) target capaian 

yang ditetapkan meliputi: Tersedianya akses bagi Penyandang Disabilitas yang 

memiliki hak pilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam setiap 

tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tanpa diskriminasi; Tersedianya 

akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mengakses bantuan pendidikan dan 

sosial; Tersedianya akses bantuan hukum bagi Penyandang Disabilitas yang 

berhadapan dengan hukum; Tersedianya media yang memberikan informasi 

Pelindungan terhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas; 

Dalam kelompok sasaran strategis pemberdayaan dan kemadirian 

penyandang disabilitas terdapat 2 (dua) target capaian yaitu : Tercapainya 

peningkatan jumlah layanan habilitasi dan rehabilitasi yang menggunakan 

kurikulum dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat; dan 

Tersedianya pendamping masyarakat yang mampu melakukan pendampingan 

bagi Penyandang Disabilitas dan keluarganya sesuai kebutuhan; 

Dalam kelompok sasaran strategis Perwujudan ekonomi inklusif bagi 

Penyandang Disabilitas, terdapat 9 (sembilan) target capaian yang akan 

diwujudkan yaitu : Tersusunnya modul pelatihan sensitivitas disabilitas yang 

digunakan sebagai standar pemberian edukasi oleh K/L, pemda, BUMN, BUMD 

dan swasta di seluruh sektor; Tersedianya panduan dan standar operasional 

ketenagakerjaan disabilitas di sektor publik dan swasta, mencakup antara lain 

proses pemagangan, perekrutan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan 

karir.; Tersedianya standar penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja 

Penyandang Disabilitas; Tersedianya Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha 

Milik Daerah, dan perusahaan swasta yang mengimplementasikan panduan 

ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas; Tercapainya peningkatan jumlah 

kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan 

Badan Usaha Milik Daerah yang mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) 

Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja; Tercapainya 

+ peningkatan jumlah perusahaan swasta yang mempekerjakan paling sedikit 1 % 
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(satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja; 

Terlaksananya sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan 

swasta terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL 

(Corporate Sosial Responsibility /CSR) bagi Penyandang Disabilitas; Tercapainya 

peningkatanjumlah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan 

perusahaan swasta yang melaksanakan dana Tanggung Jawab Sosial 

Lingkungan/TJSL (Corporate Sosial Responsibility /CSR) untuk mendukung 

Penyandang Disabilitas.; dan Tersedianya laporan tahunan yang mencakup 

jumlah kementerian/lembaga, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik 

Daerah, dan perusahaan swasta yang dipantau terkait kesesuaian pelaksanaan 

pedoman dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas. 

Dalam kelompok sasaran strategis Pendidikan dan Keterampilan Bagi 

Penyandang Disabilitas, terdapat 1 1  (sebelas) target capaian yang dipatok yaitu 

: Tercapainya peningkatan jumlah tenaga pendidik, calon tenaga pendidik, dan 

tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dalam memenuhi kebutuhan 

Penyandang Disabilitas di lingkungan sekolah; Tersedianya standar atas 

lembaga pendidikan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas (ketersediaan 

sarana prasarana, tenaga pendidik, dan tenaga profesional) sesuai dengan 

ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal; Tercapainya peningkatan 

jumlah lembaga pendidikan yang menyediakan fasilitas belajar mengajar yang 

mudah diakses Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan mengenai 

Standar Pelayanan Minimal; Tersedianya pedoman supervisi yang memasukkan 

variabel nondiskriminasi dan inklusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam 

mengakses pendidikan; Tercapainya peningkatan jumlah sekolah yang 

menerima peserta didik Penyandang Disabilitas.; Tercapainya peningkatan 

jumlah anak disabilitas yang masuk ke sekolah reguler; Tercapainya 

peningkatan jumlah siswa disabilitas yang menamatkan program wajib belajar 

12 (dua belas) tahun; Tercapainya peningkatan jumlah Penyandang Disabilitas 

yang mendapatkan pelatihan vokasi sesuai dengan minat dan bakatnya; 

Tercapainya peningkatan jumlah program pengembangan potensi Penyandang 

Disabilitas di bidang seni dan olahraga; Tercapainya peningkatan jumlah 

"anas Disabilitas dalam mengikuti kompetisi bidang seni dan olahraga; 
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dan Tercapainya peningkatan jumlah fasilitasi kompetisi bidang seni dan 

olahraga bagi Penyandang Disabilitas. 

Dalam kelompok sasaran strategis Akses dan Pemerataan Layanan 

Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas, terdapat 1 1  (sebelas) target capaian 

yang digariskan melipu ti : Tersedianya pedoman pelayanan kesehatan yang 

akomodatif bagi Penyandang Disabilitas sesuai Standar Pelayanan Minimal 

bidang kesehatan; Terlaksananya keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam 

proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan; Tersedianya fasilitas pelayanan 

kesehatan primer dan rujukan yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas yang 

terakreditasi; Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan dalam memberikan 

layanan ramah disabilitas; Meningkatnya jumlah fasilitas kesehatan yang 

menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi Penyandang 

Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan; Meningkatnya jumlah fasilitas 

pelayanan kesehatan yang menyediakan layanan deteksi dini bagi ibu, anak, 

dan orang dewasa yang berpotensi disabilitas; Terlaksananya sosialisasi, 

kampanye, serta pendidikan dan pelatihan tentang hak kesehatan seksual dan 

reproduksi bagi Penyandang Disabilitas; Meningkatnya jumlah Penyandang 

Disabilitas miskin dan rentan yang menerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan 

Kesehatan Nasional; Meningkatnya pemahaman penyandang disabilitas akan 

manfaat kepesertaan BPJS; Meningkatkan jumlah manfaat yang diberikan 

kepada Penyandang Disabilitas dalam kepesertaan BPJS Kesehatan; 

Meningkatnya jumlah kementerian/ lembaga, Pemerintah Daerah, dan swasta 

yang menyelenggarakan program GERMAS melibatkan Penyandang Disabilitas; 

4.4 Kegiatan 

Kegiatan merujuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah 

konkret yang direncanakan untuk dilaksanakan guna mencapai tujuan. Dalam 

Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas, kegiatan merupakan langkah­ 
langkah yang diambil dalam kaitan dengan sasaran-sasaran pokok yang 

dijabarkan lebih jauh dalam strategi implementasi dan target capaian. 
f-Pembahasan pada sub bab ini akan secara khsusus menampilkan pilihan­ 
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pilihan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap sasaran strategis 

pembangunan inklusif dan sensitif disabilitas di NTT sepanjang periode 

201. .  

Dalam sasaran strategis Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi 

Penyandang Disabilitas, pilihan kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi: 

- Penyusunan profil tahunan penyandang disabilitas bagi setiap sektor 

di tingkat daerah; 

- Pengembangan mekanisme pemutakhiran rutin data pilah untuk 

Penyandang Disabilitas; 

- Penyusunan laporan hasil pemantauan dan evaluasi pendataan 

Penyandang Disabilitas oleh perangkat daerah.; 

- Penyusunan mekanisme forum tematik disabilitas dalam proses 

Perencanaan dan penganggaran daerah; 

- Penyusunan peraturan Daerah/kebijakan yang mendukung 

pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan UU No. 8 

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 

- Pengembangan program dan kegiatan Pembangunan Inklusif 

Disabilitas di seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTT. 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada sasaran strategis 

Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Publik yang mudah diakses bagi 

Penyandang Disabilitas, meliputi : 

- Penyusunan modul/kurikulum dan Pelatihan sensitivitas disabilitas 

dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil 

Negara Pemerintah Daerah; 

- Pengembangan standar operasional dan penyediaan layanan publik 

terkait infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas; 

- Pengarusutamaan prinsip nondiskriminatif terhadap Penyandang 

Disabilitas dalam Standar Pelayanan Minimal di Pemerintah Daerah; 

- Asistensi dan Supervisi penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang 

+ Bencana di Pemerintah Daerah; 

RAD PD NTT 2023 [ 7 1  



- Pemantauan dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang 

mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; 

- Penyusunan laporan audit terhadap bangunan dan fasilitas publik 

yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; 

- Pengembangan kawasan permukiman yang mudah diakses oleh 

Penyandang Disabilitas meliputi jalan, ruang publik (ruang terbuka 

hijau dan tempat ibadah), serta sarana prasarana dan infrastuktur 

dasar (air, sanitasi, serta energi dan listrik); 

- Pengembangan program fasilitasi pembiayaan perumahan bagi 

Penyandang Disabilitas; 

- Pelaksanaan affirmative policy dalam rangka penyediaan permukiman 

layak bagi Penyandang Disabilitas; 

- Penyusunan Peraturan Daerah mengenai bangunan gedung yang 

menerapkan standar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang 

Disabilitas sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat; 

- Pengembangan kebijakan dan standar operasional layanan 

transportasi publik, baik darat, laut, maupun udara yang mudah 

diakses dan ramah disabilitas; 

- Pengembangan kebijakan sosialisasi kebijakan dan standar 

operasional layanan transportasi publik, baik darat, laut, maupun 

udara yang mudah diakses dan ramah disabilitas; 

- Pengembangan prasarana, sarana, dan layanan transportasi beserta 

kelengkapannya yang mudah diakses dan ramah disabilitas yang 

diselenggarakan Pemerintah Daerah dan swasta; 

- Pengembangan regulasi/kebijakan potongan harga/ diskon dan/ atau 

kemudahan transportasi dari sektor pemerintahan dan swasta bagi 

penyandang disabilitas; 

- Peningkatan indeks kualitas fasilitas pejalan kaki yang ramah 

disabilitas pada jalan nasional di kota besar ( 10 kota) dan kota 

l metropolitan (13  kota); 
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- Penyusunan modul dan kurikulum pelatihan bagi petugas layanan 

transportasi pu blik, baik darat, lau t, mau pun udara yang responsif dan 

sensitif terhadap kebutuhan Penyandang Disabilitas; 

- Pelaksanaan pelatihan layanan yang responsif dan sensitif terhadap 

kebutuhan Penyandang Disabilitas bagi petugas layanan transportasi 

publik, baik darat, laut, maupun udara; 

- Penyusunan pedoman layanan komunikasi dan informasi publik 

melalui website yang mudah diakses, andal, dan responsif terhadap 

kebutuhan Penyandang Disabilitas. 

- Pengembangan layanan komunikasi dan informasi publik yang mudah 

diakses, andal, dan responsif terhadap kebutuhan penyandang 

disabilitas; 

- Penyusunan kurikulum pelatihan sistem teknologi dan informasi 

publik bagi penyandang disabilitas; 

- Pengadaan pelatihan sistem teknologi dan informasi publik bagi 

penyandang disabilitas. 

Kegiatan-kegiatan yang tergabung dalam kelompok sasaran strategis 

Pelindungan Hak dan Akses Politik dan Keadilan Bagi Penyandang Disabilitas 

yang akan dilaksanakan meliputi: 

- Penjangkauan hak pilih bagi Penyandang Disabilitas dalam 

penyelenggaraan pemilihan umum; 

- Penjangkauan aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam bantuan 

sosial dan pendidikan; 

- Penyusunan kebijakan standar prosedur pemeriksaan yang layak bagi 

peradilan penyandang disabilitas, termasuk perempuan dan anak 

Penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum; 

- Penyediaan media informasi Pelindungan terhadap tindak kekerasan 

bagi Penyandang Disabilitas; 

Pada kelompok sasaran strategis Pemberdayaan dan kemandirian 

f- Penyandang Disabilitas, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi: 
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- Pemberi layanan habilitasi dan rehabilitasi menggunakan kurikulum 

dan pedoman habilitasi dan rehabilitasi berbasis masyarakat; 

- Penguatan pendamping desa untuk pendampingan bagi Penyandang 

Disabilitas dan Keluarganya; 

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada kelompok sasaran 

strategis Perwujudan ekonomi inklusif bagi Penyandang Disabilitas, meliputi : 

- Pengembangan modul panduan pelayanan bagi pemberi layanan di 

lingkungan Pemda yang mengakomodasi kebutuhan penyandang 

disabilitas; 

- Pengembangan modul panduan pelayanan bagi pemberi layanan di 

lingkungan BUMN, BUMD dan Swasta yang mengakomodasi 

kebutuhan penyandang disabilitas; 

- Penyusunan panduan dan pengembangan standar teknis operasional 

ketenagakerjaan di sektor publik mulai dari proses rekrutmen hingga 

pengembangan kapasitas dan jenjang karir; 

- Penyusunan kebijakan standar bangunan, sarana dan prasarana dan 

akomodasi lain yang dibutuhkan untuk mendukung kemandirian 

penyandang disabilitas di lingkungan kerja sektor publik; 

- Pengembangan mekanisme sosialisasi, edukasi dan pengawasan bagi 

BUMN, BUMD dan Swasta untuk mengimplementasikan panduan 

ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas; 

- Pengembangan skema pengawasan dan insentif bagi, Pemda dan 

BUMD yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sesuai kuota; 

- Pengembangan skema insentif bagi Swasta yang mempekerjakan 

paling sedikit 1 % Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau 

pekerja; 

- Sosialisasi dan advokasi bagi BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta 

terkait penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan/TJSL 

(Corporate Sosial Responsibility /CSR) bagi Penyandang Disabilitas; 

- Penyaluran dana TJSL/CSR dari BUMN, BUMD dan perusahaan 

t swasta yang menjangkau penyandang disabilitas; 
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- Penyusunan pelaporan kinerja berdasarkan pelaksanaan standar 

operasional yang sensitif disabilitas di bidang ketenagakerjaan oleh 

K/ L, Pemda, BUMN, BUMD dan swasta sesuai pedoman yang telah 

ditetapkan; 

Pada kelompok sasaran strategis Pendidikan dan Keterampilan Bagi 

Penyandang Disabilitas, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi: 

- Pengadaan pelatihan layanan pendidikan inklusif bagi calon tenaga 

pendidik, dan tenaga pendidik; 

- Pengembangan kebijakan terkait standar pelaksanaan pendidikan 

inklusif Penyandang Disabilitas; 

Penyediaan fasilitas belajar mengajar yang mudah diakses oleh 

Penyandang Disabilitas; 

- Penyusunan pedoman supervisi pendidikan inklusif lintas sektor; 

- Perluasan sekolah yang menerima peserta didik Penyandang 

Disabilitas; 

- Penjangkauan anak Disabilitas yang masuk ke sekolah reguler; 

- Penjangkauan siswa Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua 

belas) tahun; 

- Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang mendapat pelatihan 

vokasi sesuai minat dan bakat; 

- Penjangkauan keikutsertaan Penyandang Disabilitas dalam kompetisi 

bidang seni dan olahraga; 

Pelaksanaan kompetisi rutin di bidang seni dan olahraga bagi 

Penyandang Disabilitas 

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan, yang 

tergabung dalam sasaran strategis Akses dan pemerataan layanan kesehatan 

bagi Penyandang Disabilitas, meliputi : 

- Penyusunan pedoman pelayanan kesehatan yang akomodatif bagi 

Penyandang Disabilitas; 

- Penyediaan ruang partisipasi bagi Penyandang Disabilitas dalam 

t proses akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan; 
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- Pembangunan fasilitas kesehatan primer dan rujukan yang inklusif 

bagi Penyandang Disabilitas; 

- Sosialisasi Rumah Sakit yang memiliki Sarana, Prasarana, dan Alat 

Kesehatan inklusif disabilitas sesuai standar; 

- Penguatan kapasitas bagi tenaga kesehatan khusus layanan ramah 

disabilitas; 

- Percepatan pembangunan fasilitas kesehatan seksual dan reproduksi 

bagi Penyandang Disabilitas di layanan kesehatan; 

- Percepatan pembangunan layanan deteksi dini potensi disabilitas di 

layanan kesehatan; 

- Sosialisasi hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi Penyandang 

Disabilitas; 

- Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan 

dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial; 

- Perluasan cakupan Penyandang Disabilitas yang miskin dan rentan 

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional; 

- Sosialisasi manfaat kepesertaan BPJS Kesehatan bagi Penyandang 

Disabilitas; 

- Pengembangan kebijakan perluasan manfaat bagi Penyandang 

Disabilitas yang menjadi peserta BPJS Kesehatan; 

- Sosialisasi program GERMAS ke Pemerintah Daerah dan swasta secara 

rutin. 

Pilihan-pilihan kegiatan sebagaimana dijabarkan diatas, diharapkan 

dapat mendorong praktek-praktek pembangunan daerah yang lebih inklusif dan 

sensitif disabilitas sehingga dapat mendorong kesetaraan dan kesempatan yang 

f-lebih adil bagi penyandang disabilitas di Nusa Tenggara Timur. 
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BABV 

PENGAN GGARAN 

Dukungan pembiayaan daerah yang tepat sasaran dan sensitif 

disabilitas merupakan salah satu kunci keberhasilan upaya untuk 

mendorong pembangunan yang inklusif disabilitas. Gambaran terkait 

pengelolaan keuangan daerah, karenanya, perlu menjadi bagian dalam 

Rencana Aksi daerah Penyandang disabilitas yang dijadikan fondasi untuk 

perencanaan pembangunan daerah yang sensitif disabilitas. Secara umum 

Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu aspek yang penting dalam 

penyusunan perencanaan daerah, baik perencanaan strategis maupun 

perencanaan tahunan daerah. Hal ini dikarenakan gambaran pengelolaan 

keuangan yang tersusun dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja 

Daerah (APBD) akan bisa mendeskripsikan sumberdaya keuangan yang 

digunakan dalam pelaksanaan program dan kebijakan di daerah. 

Demi mencapai upaya mendorong pembangunan yang inklusif 

disabilitas, perlu diketahui gambaran pengelolaan keuangan daerah dan 

kerangka pendanaan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana 

Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT tahun 2024-2026. Hal tersebut 

perlu dilakukan agar perencanaan program dan kegiatan pembangunan 

inklusif disabilitas juga memperhitungkan kemampuan sumberdaya 

keuangan daerah. Bagian berikut ini akan membahas mengenai 

pengelolaan keuangan yang dilaksanakan pada masa lalu, yang setelah 

dianalisis, menjadi masukan bagi penyusunan rencana pengelolaan 

keuangan daerah dimasa mendatang. 

5.1. Kinerja Keuangan Daerah Masa Lalu (2019-2021) 

5 .1 .1 .  Kinerja Pelaksanaan APBD 

Pada Rancangan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas 

Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, realisasi anggaran akan 

mencerminkan salah satu indikator kinerja pengelolaan keuangan yang 

baik, realisasi sektor pendapatan adalah sesuatu yang strategis mengingat 

t realisasi pendapatan inilah yang akan membiayai belanja daerah selama 
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satu tahun, tidak terealisasinya pendapatan daerah akan mengakibatkan 

pemerintah daerah tidak dapat membiayai belanja daerah yang telah 

direncanakan. Pada sektor belanja, serapan anggaran mencerminkan 

bagaimana terserapnya manfaat oleh masyarakat pada kurun waktu satu 

tahun anggaran yang juga akan mendorong multiplier effect terhadap 

pertumbuhan ekonomi. Sedangkan realisasi pembiayaan menunjukkan 

bagaimana defisit anggaran dapat ditutupi atau tidak dalam satu tahun 

anggaran. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTT semakin meningkat 

nominalnya setiap tahunnya, meskipun dalam kaitan dengan recana masih 

mengalami variasi realisasi. Pendapatan Pemerintah Provinsi NTT masih 

tergantung dari Dana Perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana 

Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil pajak dan bukan pajak serta dana 

perimbangan lainnya, yang menunjukkan masih relatif tergantungnya 

APBD NTT terhadap dana perimbangan yang mengindikasikan derajat 

kemandirian fiskal yang masih perlu untuk ditingkatkan. 

Perkembangan realisasi pendapatan daerah Provinsi NTT tahun 2019- 

f 2021 dapat dilihat pada tabel 5 . 1  berikut: 
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Tabel 5. 1 Kinerja Pendapatan Daerah 2019 -- 2021 

Tahun Anggaran 
y 

2019 
,., 

2020 
,., 

2021 
No Uraian 

Realisasi (Rp) 
Realisasi 

Realisasi (Rp) 
Realisasi 

Realisasi (Rp) 
Realisasi 

(%) (%) (%) 

1. PENDAPATAN 5.561.056 .352.548,00 96,28 5.837 .951.035.522,00 92,84 5.881.616.887 .272,00 90,32 

1.1 Pendapatan Asli Dae rah 1.345.841.709.148,00 93,54 1.465.773.875.091,00 79,59 1.672.063.318.672,00 74,04 

1 . 1 . 1  Pajak Daerah 955.215.837.016,00 95,08 1.031.430.906.859,00 89,60 1.283.442.229.906,00 72,14 

1 . 1 . 2  Retribusi Daerah 69.986.994.000,00 86,92 104.182.191.684,00 33,56 102.148.474.750,00 68,42 

1 . 1 . 3  
Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang 

Dipisahkan 82.227.926.500,00 85,93 141.550.000.000,00 46,02 64.732.172.050,00 100,39 

1 . 1 .4  Lain-lain PAD yang sah 238.410.951.632,00 91,97 188.610.776.548,00 75,44 221.740.441.966,00 79,96 

1.2 Dana Perimbangan 4.17 4.054.978.000,00 97,46 4.273.638.702.867,00 97,61 4.124.996.231.200,00 96,99 

1.2.1 Dana Bagi Has ii Pajak/ Bagi Has il Bukan Pajak 63.170.495.000,00 60,72 75.475.064.867,00 89,49 55.284 .234.200,00 139,48 

1.2.2 Dana Alokasi Um um 1.875.182.301.000,00 100,00 1 .722.181.082.000,00 99,65 1.726.712.089.000,00 100,00 

1.2.3 Dana ANokasi Khusus 2.235.702.182.000,00 96,36 2.456.619.190.000,00 96,40 2.335.560.296.000,00 93,74 

1 .2.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 19.363.366.000,00 99,79 7 .439 .612.000,00 100,00 

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 41.159.665.400,00 66,04 98.538.457.564,00 83,22 84.557.337.400,00 87,23 

1.3.1 Hibah 41.159.665.400,00 66,04 98.538.457.564,00 83,22 84.557 .337 .400,00 87,23 

1 .3 .2 Dana Darurat 

1 .3 .3 
Dana Bagi Hasil Pajak dari Proinsi dan Pemerintah 

Daerah Lainnya ) 

1 .3.4 Pendapatan Lainnya 

1 .3 .5 
Bantuan Keuangan dari Proinsi atau Pemerintah 

Daerah Lainnya 

{ Sumber: Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT, 2022 
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Analisis belanja daerah dan selanjutnya analisis pengeluaran pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran 

realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2019, 2020 dan 2021 yang 

digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa yang akan 

datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. 

Tabel 5. 2 Rata - Rata Pertumbuhan Belanja Daerah 2019 - 2021 

t 

REALISASI BELANJA DAERAH Rata-rata 
URAIAN 

2019 2020 2021 
Pertumbuhan 

Belanja 

5.769.807.564.376,55 6.346.051.009.714,00 6.880.672.335.906,00 9,21% 

Belanja 

Operasi 4.216.534.683.151,00 4.308.249.666.531,00 4.396.766.725.068,00 2,11% 

Belanja 

Pegawai 1.529.240.445. 790,00 l.572.840.496.872,00 1.673. 718.890.537 ,00 4,63% 
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REALISASI BELANJA DAERAH Rata-rata 
URAIAN 

2019 2020 2021 
Pertumbuhan 

Belanja 

Barang 
1.338.350.537 .361,00 1.267.165.  716 .152,00 1.200.860. 763.343 ,00 

danJasa -5,28% 

Belanja 

Bunga 13.572.187.737,00 30.000.000.000,00 121,04% 

Belanja 

Hibah l.319.391.900.000,00 l.430.660.663.400,00 1.481.888. 781.188,00 6,01% 

Belanja 

Bantuan 
29.551.800.000,00 24.010.602.370,00 10.298.290.000,00 

-37,93% Sosial 

Belanja 

Modal 993.171.440.673,55 1.230.586.986.777,00 1.857.834.104.917,00 37,44% 

Tanah 349118,39% 

k 
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REALISASI BELANJA DAERAH Rata-rata 
URAIAN 

2019 2020 2021 
Pertumbuhan 

30.000.000,00 209.530.885.897,00 1.015.000.000,00 

Peralatan 

dan Mesin 134.925.962.502,00 181.551. 939.494,00 203.364. 718.272,00 23,29% 

Gedung 

dan 
145.135.351.565,00 668.647.178.200,00 223.570.691.317,00 

147,07% Bangunan 

Jalan, 

Jaringan 

dan 566.621.688.159,55 170.856.983.186,00 1.419.865. 702.340,00 

Irigasi 330,59% 

Aset 

Tetap 
146.458.438. 44 7 ,00 10.017.992.988,00 

Lainnya 100,00% 
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REALISASI BELANJA DAERAH Rata-rata 
URAIAN 

2019 2020 2021 
Pertumbuhan 

Belanja 

Tidak 

Terduga 
12.700.000.000,00 282.577.430.725,00 153.507.896.803,00 

1039,67% 

Belanja 

Tidak 

Terduga 
12.700.000.000,00 282.577.430. 725,00 153.507 .896.803,00 

1039,67% 

Belanja 

Transfer 547.401.440.552,00 524.636.925.681,00 472.563.609.1 18,00 -7,04% 

Belanja 

Bagi Hasil 544.690.506.152,00 519.636.925.681,00 462.113 .609.118 ,00 -7,83% 

Belanja 

Bantuan 
2.710.934.400,00 5.000.000.000,00 10.450.000.000,00 

Keuangan 96,72% 

RAD PD NTT 2023 [ 8 3  



Belanja daerah dalam APBD NTT tahun 2019-2021 tumbuh rata-rata sebesar 9,21%. Diantara kelompok belanja, 

belanja tidak terduga tumbuh paling tinggi sepanjang periode tersebut sebesar 1.039,67% dari nominal Rp. 12,7 Milyar 

pada tahun 2019 menjadi Rp. 153 Milyar pada tahun 2021. Sementara belanja dengan pertumbuhan terendah adalah 

belanja transfer yang mengalami rata-rata pertumbuhan negatif sebesar -7,83% sepanjang periode 2019-2021.  Belanja 

operasi tumbuh dengan rata-rata 2,11% sementara belanja modal tumbuh cukup besar dengan rata-rata 37,44% 

sepanjang periode yang sama. 

Analisis pembiayaan daerah dilakukan melalui Analisis sumber penutup defisit riil, yang akan memberi gambaran 

tentang kebijakan anggaran periode sebelumnya untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. 

Tabel 5. 3 Defisit Rill Anggaran Provinsi NTT Tahun 2019-2021 

# 

2019 2020 2021 

No Uraian 

(Rp) (Rp) (Rp) 

1 
Realisasi Pendapatan 

Daerah 5.354.092.405.679,30 5.419. 935.156.637 ,49 5.312.446.872.608,51 

Dikurangi realisasi : 
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2019 2020 2021 

No Uraian 

(Rp) (Rp) (Rp) 

2 Belanja Daerah 5.277 .064.650. 987 ,30 5.755.258.016.193,64 5.508.767.906.132,69 

3 Pengeluaran 
Pembiayaan Daerah 10. 7 48. 964.000,00 27.000.000.000,00 244.157.098.564,20 

A Defisit rill 
66.278.790.692,00 (362.322.859.556,15) (440.478.132.088,38) 

Sepanjang periode 2019-2020 hanya pada tahun 2019 terjadi surplus riil anggaran sebesar Rp. 66,27 Milyar 
sementara pada tahun 2020 dan 2021 terjadi defi.sit rill anggaran sebesar masing-masing Rp. 362,32 Milyar dan Rp. 
440,47 Milyar. Pada tahun 2019 Realisasi pendapatan daerah melampaui target sehingga dapat menutupi realisasi 
belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah sementara pada tahun 2020 dan 2021 Realisasi pendapatan daerah yang 
tidak mencapai target sehingga menjadi salah satu penyebab utama terjadinya defi.sit riil . .  

Adapun komposisi penutup defi.sit riil APBD Anggaran Provinsi NTT Tahun 2019-2021 digambarkan dalam tabel 
} benkut 
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Tabel 5. 4 Komposisi Penutup Defisit Riil APBD Anggaran Provinsi NTT 
Tahun 2019-2021 

2019 2020 2021 

No Uraian 

(Rp) (Rp) (Rp) 

Sisa Lebih 

Perhitungan 

Anggaran 

1 (SiLPA) 

Tahun 
212.794. 972.828,55 282.629.763.941,55 68.383.358.383,99 

Anggaran 

sebelumnya 

Pencairan 

2 Dana 

Cadangan 

Hasil 

Penjualan 

3 Kekayaan 

Daerah Yang 

di Pisahkan 

Penerimaan 

4 Pinjaman 

Daerah 
143.916.722.000,00 431.234 .385.650,00 

Penerimaan 

Kembali 

5 Pemberian 

Pembiayaan 
3.556.000.421,00 4.159.731.999,00 3.405.345.681,00 

Daerah 

Penerimaan 

6 Piutang 

Daerah 
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Total 

Realisasi 

B Penerimaan 
216.350.973.249,55 430.706.217.940,55 503.023.089.714,99 

Pembiayaa 

n Daerah 

Sisa lebih 

pembiayaa 

A-B n anggaran 

tahun 

berkenaan 282.629.763.941,55 68.383.358.384,40 62.544.957.626,61 

Total realisasi penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2019 

berasal dari Silpa sebesar Rp. 212,79 milyar dan penerimaan kembali 

pembiayaan daerah sebesar Rp. 3,55 milyar sehingga berjumlah total Rp. 

216,62 milyar. Ditambah dengan surplus rill tahun 2019, maka sisa lebih 

pembiayaan anggaran tahun berkenan 2019 adalah sebesar Rp. 282,62 

milyar. Pada tahun 2020, silpa tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 282,62 

milyar ditambah pinjaman daerah sebesar Rp. 143,91 milyar ditambah 

dengan penerimaan kembali pemberian pembiayaan daerah sebesar Rp. 

4 ,15 milyar mengkomposisi total realisasi penerimaan pembiayaan daerah 

2020 sebesar Rp. 430, 70 Milyar. Setelah menutup defi.sit rill tahun 2020 

yang sebesar Rp. 362,32 Milyar, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 

berkenaan 2020 adalah sebesar Rp. 68,38 milyar. 

Pada tahun 2021 ,  ketika defi.sit rill mencapai Rp. 440,47 Milyar, total 

realisasi penerimaan pembiayaan daerah mencapai Rp. 503,02 milyar yang 

terdiri dari silpa sebesar Rp. 68,35 milyar, penerimaan pinjaman daerah 

sebesar Rp. 431,23 milyar dan Penerimaan Kembali Pemberian Pembiayaan 

Daerah sebesar Rp. 3,40 milyar. Setelah menutup defi.sit rill tahun 2021 ,  

sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan adalah sebesar Rp. 62,54 

t milyar. 
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5.2. PROYEKSI KEUANGAN DAERAH 

Analisis Kerangka pendanaan bertujuan untuk mengetahui kapasitas 

rill keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program 

pembangunan yang inklusif disabilitas. Analisis kerangka pendanaan 

jangka menengah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini dilaksanakan dengan 

mengutip analisis pendanaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan 

Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024-2026. Hal ini perlu 

dilakukan karena Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas merupakan 

dokumen perencanaan strategis yang bersifat tematik yang harus sinkron 

dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah sebagai acuan 

utama perencanaan tahunan daerah. 

5.2.1. Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 

2024-2026 

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Timur tahun 2024-2026, pemerintah Provinsi NTT menguraikan 

proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada tahun rencana 2024- 

2026. Terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam 

melaksanakan proyeksi pendapatan belanja dan pembiayaan daerah ini. 

Diantara beberapa hal yang dimasukkan dalam perhitungan kerangka 

APBD tahun rencana, adalah. Pertama : belanja pemerintah daerah yang 

perlu disisihkan dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024, 

Kedua : pemerintah Provinsi NTT masih memiliki beban hutang yang 

pelunasan pokok dan cicilannya masih akan dilaksanakan pada tahun 

2024-2026. ; dan ketiga: perubahan regulasi yang mempengaruhi 

pendapatan asli daerah. Ketiga hal ini menjadi penjelas terkait mengapa 

dalam proyeksi APBD NTT 2024-2026 Pemerintah Provinsi NTT tidak 

menetapkan target "realistis" dan tidak terlalu berambisi mematok target 

tinggi. 

Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Provinsi NTT 

yang tertuang dalam RPD NTT 2024-2026 sebagaimana terlihat pada tabel 

t 5.5 berikut; 
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Tabel 5. 5 Proyeksi Indikatif Pendapatan Daerah Tahun 2024-2026 

PROYEKSI INDIKATIF PENDAPATAN DAERAH 

URAIAN TAHUN 

2024 2025 2026 

PENDAPATAN 4,919,852,281,000 5,105,200,166,900 5,305,848,241,000 

Pendapatan Asli Daerah 1,599,476,961,000 1,744,065,629,900 1,902,753,915,000 

Pajak Daerah 1,232,323,067,000 1,355,555,373,200 1 ,491 , 110 ,910,000 

Retribusi Daerah 98,191,623,000 109,974,618,000 123,171,572,000 

Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan 75,224,987,000 78,986,236,000 82,935,548,000 

Lain-lain PAD yang sah 193,737,284,000 199,549,402,700 205,535,885,000 

Pendapatan Transfer 3,246,483,697,000 3,287,198,579,000 3,329,114,007,000 

Tansfer Pemerintah Pusat 3,246,483,697,000 3,287,198,579,000 3,329,114,007,000 

Dana Perimbangan 3,246,483,697,000 3,287,198,579,000 3,329,114,007,000 

Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 54,861,209,000 55,958,433,000 57,077,602,000 
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f 

PROYEKSI INDIKATIF PENDAPATAN DAERAH 

URAIAN TAHUN 

2024 2025 2026 

Dana Alokasi Umum l ,875,300,348,000 l ,875,581,643,000 1,875,862,980,000 

Dana Alokasi Khusus 1,308,657,100,000 l,347,916,813,000 l,388,354,318,000 

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 7,665,040,000 7,741,690,000 7,819,107,000 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 73,891,623,000 73,935,958,000 73,980,319,000 

Hibah 73,891,623,000 73,935,958,000 73,980,319,000 

Dana Darurat 

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 

Lainnya ) 

Pendapatan Lainnya 

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 

Lainnya 
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PROYEKSI INDIKATIF PENDAPATAN DAERAH 

URAIAN TAHUN 

2024 2025 2026 

BELANJA 4,985,944,015,000 4,914,013,786,000 5,057,463,509,900 

Belanja Operasi 3,628,602,137,400 3,542,765,934,600 3,656,973,747,900 

Belanja Pegawai 2,052,269,963,000 2,154,883,461,000 2,262,627,634,000 

Belanja Barang dan Jasa 1 ,391,921,300,000 1,192,199,632,000 1,192,478,072,000 

Belanja Bunga 76,534,400,000 83,422,412,000 90,930,428,000 

Belanja Hibah 80,217,674,400 80,618,762,400 81,021,856,000 

Belanja Bantuan Sosial 27,658,800,000 31,641,667,200 29,915,757,900 

Belanja Modal 390,256,228,600 391,209,453,700 403,610,870,500 

Tanah - - - 

Peralatan dan Mesin 67,591,255,000 69,618,993,000 71,707,562,000 
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+ 

PROYEKSI INDIKATIF PENDAPATAN DAERAH 

URAIAN TAHUN 

2024 2025 2026 

Gedung dan Bangunan 196,854,187,600 198,822,729,700 200,810,956,500 

Jalan, Jaringan dan Irigasi 122,767,826,000 119,694,342,000 127,988,229,000 

Aset Tetap Lainnya 3,042,960,000 3,073,389,000 3,104,123,000 

Belanja Tidak Terduga 136,196,697,000 137,558,663,700 138,934,250,000 

Belanja Tidak Terduga 136,196,697,000 137,558,663,700 138,934,250,000 

Belanja Transfer 830,888,952,000 842,479,734,000 857,944,641,500 

Belanja Bagi Hasil 790,605,621,000 801,994,986,000 817,257,469,500 

Belanja Bantuan Keuangan 40,283,331,000 40,484,748,000 40,687,172,000 

SURPLUS/ (DEFISIT) (66,091,734,000) 191,186,380,900 248,384,731,100 

PEMBIAYAAN 
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PROYEKSI INDIKATIF PENDAPATAN DAERAH 

URAIAN TAHUN 

2024 2025 2026 

Penerimaan Pembiayaan 493,832,090,000 7,500,000,000 8,175,000,000 

Penerimaan pinjaman daerah 

Pencairan Dana Cadangan 486,250,000,000 

- 

Investasi non permanen 7,500,000,000 7,500,000,000 

Penerimaan kembali pinjaman daerah 7,582,090,000 - 675,000,000 

Pengeluaran Pembiayaan 427,740,356,000 198,686,380,900 256,559,731,100 

Pembentukan dana cadangan 167,260,800,000 

Penyertaan Modal 92,000,000,000 27,706,824,900 88,080,175,100 

Investasi non permanen 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 

Pembayaran pokok hutang 163,479,556,000 163,479,556,000 163,479,556,000 
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PROYEKSI INDIKATIF PENDAPATAN DAERAH 

URAIAN TAHUN 

2024 2025 2026 

Pemberian pinjaman daerah - 2,500,000,000 - 

Pembiayaan Netto 66,091,734,000 (191,186,380,900) (248,384,731,100) 

SILPA / (SIKPA) - - 

5.3. Ruang Fiskal Daerah 

Ruang fiskal (fiscal space) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Ruang fiskal daerah 

diperoleh dengan menghitung total pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang sudah ditentukan 

penggunaannya dan belanja yang sifatnya mengikat (DAK, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, Pendapatan 

Hibah, Dana Darurat, 25 persen DBH dan DAU, Belanja Pegawai, Pegawai dan Belanja Bunga) dibagi dengan total 

Pendapatannya. Ruang fiskal daerah saat ini masih sangat terbatas karena sebagian besar anggaran digunakan untuk 

f belanja rutin dan belanja yang sudah ditentukan penggunaannya. 
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Pada bagian ini akan diuraikan mengenai penghitungan ruang fiskal daerah sebagaimana tercantum dalam RPD 

Provinsi NTT tahun 2024-2026. 

Tabel 5. 6 Kapasitas Riil Keuangan Daerah 

+ 

PROYEKSI TAHUN 
NO URAIAN 

2024 2025 I 2026 

1 Pendapatan Daerah 4,919,852,281,000 5,105,200,166,900 5,305,848,241,000 

2 Pencairan Dana Cadangan 486,250,000,000 

3 Penerimaan kembali pemberian pinjaman 7,582,090,250 - - 

4 SiLPA 

TOTAL PENERIMAAN DAERAH 5,413,684,371,250 5,105,200,166,900 5,305,848,241,000 

Dikurangi: 

1 Belanja Wajib Mengikat 2,950,141,984,000 3,112,262,139,000 3,283,522,453,000 

2 Pengeluaran Pembiayaan 427,740,356,000 228,873,056,000 226,373,056,000 

Kapasitas riil Keuangan daerah 2,035,802,031,250 1,764,064,971,900 1,795,952,732,000 
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Berdasarkan perhitungan ruang fiskal daerah pada tahun rencana 

2024-2026, maka ruang fiskal yang dimiliki daerah ini, sebagaimana yang 

diproyeksikan dalam Rencana Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 

tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut: pada tahun 2024 diproyeksikan 

sebesar Rp. 2,03 Triliun lebih. Pada tahun 2025 menurun menjadi Rp. 1,76 

Trilyun lebih, dan kembali meningkat pada tahun 2026 menjadi Rp. 1,79 

Trilyun. 

Ruang fiskal yang tersedia ini merupakan proyeksi yang bersifat 

indikatif yang berarti terdapat kemungkinan bahwa ruang fiskal yang 

tersedia pada tahun rencana bisa lebih kecil, namun juga bisa lebih besar 

dari proyeksi yang tertuang dalam RPD NTT 2024-2026. Lebih besar, lebih 

kecil, atau sesuainya ruang fiskal daerah pada tahun rencana akan sangat 

tergantung kepada berbagai faktor seperti kondisi ekonomi nasional dan 

daerah yang akan mempengaruhi pendapatan daerah, baik itu pendapatan 

asli daerah maupun alokasi anggaran pemerintah dalam bentuk dana 

transfer. Bagian berikut ini akan membahas kerangka pendanaan indikatif 

program/kegiatan sensitif disabilitas di NTT tahun 2024-2026. 

5.4. Perencanaan Program-Kegiatan-Subkegiatan dan Penganggaran 

untuk mengurangi kesenjangan dengan penyandang disabilitas 

5.4.1. Pendekatan yang ditempuh untuk mengintegrasikan kebutuhan 

penyandang disabilitas ke dalam Perencanaan Program-Kegiatan­ 
Subkegiatan dan Penganggaran 

Kami telah mengajak serta beberapa Perangkat Daerah kunci di 
lingkup pemerintah Provinsi NTT untuk melakukan dua hal berikut ini. 

Pertama, memetakan dan menemukan Program - Kegiatan - Subkegiatan 
di dalam perangkat daerah kunci dimaksud yang dapat mendukung 
pemenuhan Strategi lmplementasi dari setiap Sasaran Strategis di dalam 
RAD PD ini. Ini sekaligus untuk mendukung pilihan Sasaran Strategis pada 
level nasional sehingga ada sinergi antara RAD PD dan RAN PD. Setelah itu, 
Kedua, kami memetakan bersama alokasi anggaran Program - Kegiatan ­ 

Subkegiatan dengan bertolak dari anggaran yang tertera di dalam dokumen 
Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang telah disusun 
berdasarkan Rencana Pemerintah Daerah (RPD) 2024-2026. Output dari 
kedua kegiatan ini kami tuangkan ke dalam model Matriks Sasaran 

+ Strategis Perangkat Daerah sebagaimana terangkum dalam Lampiran . . . . .  
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Semua data anggaran di dalam Lampiran dimaksud kami analisis 
secara deskriptif dan tematik. Pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk 

menjelaskan keberadaan angka-angka di dalam matriks ini. Pendekatan 
deskriptif ini menjelaskan alokasi anggaran dalam setiap sasaran strategis 

RAD PD dan menjelaskan variasi alokasi anggaran di setiap pilihan strategis 
implementasi. Penjelasan deskriptif itu kami sajikan dalam poin 5.5.2. 

sampai dengan poin 5.5.9 . .  Setelah itu, kami mencoba membuat analisis 

tematik dengan maksud untuk menemukan hubungan antara masalah di 

dalam analisis kesenjangan dengan anggaran yang telah dialokasikan. Kami 

berusaha menemukan permasalahan apa saja yang telah mendapat 
"tempat" di dalam pilihan Program-Kegiatan-Subkegiatan dan anggaran. 

Kami juga berusaha menemukan permasalahan apa saja yang tidak/belum 
mendapat "tempat" di dalam pilihan Program-Kegiatan-Subkegiatan dan 
anggaran di dalam RAD PD ini. Dengan begitu, maka pendekatan tematik 
ini menjadi penjelasan sentral atas apa yang sedang dikerjakan. Penjelasan 
tematik ini tersaji dalam poin 5.5 .10 . .  

Selanjutnya, kami mencoba menjelaskan hubungan antara kapasitas 
fiskal daerah dengan rancangan penganggaran dalam RAD PD ini. Kami 

coba mengajukan beberapa poin catatan untuk mempertegas bagaimana 

sebaiknya membaca proyeksi pelaksanaan anggaran dalam RAD PD ini 
dalam konteks keterbatasan kapasitas fiskal daerah Provinsi NTT menurut 

periode 2024 sampai dengan 2026 . Ini tersaji pada poin 5 .6 . .  

5.4.2. Apportioning Anggaran dalam setiap Sasaran Strategis RAD PD 

Dari tabel 5.7 terlihat bahwa bahwa setiap tahunnya berturut-turut 
dibutuhkan alokasi 3 ,07 milyar (2024), 2,98 milyar (2025) dan 3,03 milyar 
(2026) untuk mendukung tujuh sasaran strategis dalam RAD PD Provinsi 
NTT. Secara kumulatif, hingga tahun 2026, dibutuhkan alokasi kira-kira 

Tabel 5. 7 Alokasi Anggaran dalam setiap Sasaran Strategis RAD PD 

2024 2025 2026 GRAND TOTAL 

SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGl Apportioning Apportioning Apportioning Apportioning 
¥ X 

¥ thdp 

IMPLEMENTASI 
hurl h trhdap hmh dp burl h @hap 

tot totl 
total 

Jmhl total 

Saran State;is L. Pendatan dun Perencnaan hnllusit bagpi Penyandang Dibilits. 30,364,546.68 0.99 30,182,673.29 L.01 30,115,211.41 0.99 $0,662,431.7% 1.D0 

9ran Strategzi 2. Penyedin linglungan tanpa bambxtn bag Penyandang Disabilirtas 7,543,852.11 0.25 7,558,000.92 0.25 7,573,988.28 0.25 22,675,85131 0.25 

9ran Strategzi 3. Pelindungan hal dan ales politik dan ledikn bagi Pemyndng Dibiitas 487,923,399.00 15.88 536,715,738.90 18.00 590,387,312.79 19.45 1,615,026,450.6$ 17.n 

9ran Stnteg;is 4. Pemberdyan dan kemandirian Pemyandang Dibilits 2,874,337.42 0.09 3,370,467.41 011 3,370,467.41 0.11 9,615,272.24 0.11 

9ran Strategzis 5. Eonomi hnkduit 2101,524,435.20 6.56 201,846,249.45 6.11 201,995,038.64 6.66 605,365,723.29 6.56 

Saran Strate;is 6. Pendidian dan Keterampiln bagi Penyandang Disabilitas 1,951,305,422.38 63.51 1,925,377,471.99 64.59 1,925,369,04.41 63.,44 5,802,051,941.88 63.84 

Saran Strategzis ]. Ales dan pementaan lynan leehatan bag Penyndng Disabilitas 390,699,462.37 12.n 276,049,969.22 9.26 276,049,969.22 9.10 942,799,400.30 10.37 

sampai 9,08 milyar untuk implementasi ketujuh sasaran strategis ini. Bila 

} bandingkan dengan beberapa daerah lain, jumlah alokasi dalam RAD PD 
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Provinsi NTT berbeda sangat jauh. Misalnya terhadap DK.I Jakarta yang 
mengalokasikan 50,4 triliun untuk RAD PD selama 3 tahun sejak 2024 -- 
2026, Provinsi NTT hanya mengalokasikan < 0,2% dari jumlah itu. 

Grafik 5. 1 Alokasi Anggaran dalam setiap Sasaran Strategis RAD PD 

Kapasitas fiskal 

Proyeksi anggaran 
pelaksanaan 

< kapasitas fiskal 
daerah 

@ s 1 %  63 

Ii] Ii] Ii] 
2.9.-3.1  M/Tahu 9,1 M <0.2% 

Jmih alokasi 
kumulatif 3 th utk Dibandingkan DKI 

mendukung 7 SS Jakart , 

ss 7 eel 942,8 Jt 

SS6 5,28 M 

ss 5 al 605,4 Jt 

Kumu±tit Alokasi Anggaran Setap $$ dalam 

9. 6  Jt SS4 j vu 

ss3 led 1. 62  M  

ss 2 l 22 7 Jt 

ss 1 l 90,7 Jt 

0 20 40 60 80 

Dari tabel 1 terlihat bahwa Sasaran Strategis 1 (SS 1) mendapat 
alokasi berturut-turut 30,3 juta (2024) dan 30,1 juta (2025 dan 2026). 
Relatif tidak ada perbedaan besaran alokasi yang berarti selama 3 tahun 
ini. Jumlah alokasi kumulatif bagi SS1 selama 3 tahun ini adalah 90,7 juta. 
Jumlah kumulatif ini kira-kira 1% dari grand total 3 tahun bagi ketujuh 
sasaran strategis. 

Sasaran Stategis 2 (SS2) mendapat alokasi berturut-turut 7 ,5 juta 
setiap tahunnya sampai dengan tahun 2026 dengan sedikit kenaikan di 
setiap tahunnya. Jumlah alokasi kumulatif bagi SS2 selama 3 tahun ini 
adalah 22,7 juta. Jumlah kumulatif ini kira-kira hanya 0,25% dari grand 
total 3 tahun bagi ketujuh sasaran strategis. 

Sasaran Strategis 3 (SS3) mendapat alokasi berturut-turut 487,9 juta 
(2024) meningkat menjadi 536 ,7 juta (2025) dan 590,4 juta (2026) dengan 
kumulatif rencana alokasi selama 3 tahun ini adalah 1,62 milyar atau kira­ 
kira 17, 7% dari grand total 3 tahun bagi ketujuh sasaran strategis. Jumlah 
rencana alokasi pada SS3 ini menjadi jumlah rencana alokasi terbesar 
kedua dibandingkan rencana alokasi pada sasaran strategis lainnya. 

Sasaran Strategis 4 (S84) mendapat alokasi berturut-turut 2,8 juta 
(2024) dan 3,3 juta (2025, 2026). Jumlah alokasi kumulatif bagi SS4 ini 
adalah 9,6 juta atau hanya 0 , 11% dari grand total 3 tahun bagi ketujuh 
sasaran strategis. 

Sasaran Strategis 5 (SS5) mendapat alokasi berturut-turut 201 ,5  juta 
(2024), 201 ,8 juta (2025), dan 201,9 juta (2026) dengan sejumlah kenaikan 

+ kecil di setiap tahunnya. Jumlah alokasi kumulatif bagi S85 ini selama 3 
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tahun adalah 605,4 juta atau 6,66% dari grand total 3 tahun bagi ketujuh 

sasaran strategis. 

Sasaran Strategis 6 (SS6) mendapat alokasi berturut-turut 1,95 

milyar (2024) dan 1,93 milyar (2025 dan 2026). Jumlah alokasi kumulatif 
bagi SS6 ini selama 3 tahun adalah 5,80 milyar atau 63,8% dari grand total 

3 tahun bagi ketujuh sasaran strategis. Ini menjadi jumlah alokasi terbesar 

pertama dibandingkan dengan keenam sasaran strategis lainnya. 

Sasaran Strategis 7 (SS7) mendapat alokasi berturut-turut 390, 7 juta 
(2024) lalu turun menjadi 276, 1 juta pada tahun 2025 dan 2026. Jumlah 

alokasi kumulatif bagi SS7 ini selama 3 tahun adalah 942,8 juta atau 
10,3% dari grand total 3 tahun bagi ketujuh sasaran strategis. Ini menjadi 

jumlah alokasi terbesar ketiga dibandingkan dengan keenam sasaran 

strategis lainnya. 

Tiga Sasaran Strategis yang mendapatkan alokasi anggaran besar 

berturut-turut adalah SS6, SS3, dan SS7. Bahkan secara faktual, lebih dari 

60% perencanaan penganggaran telah dialokasikan untuk implementasi 
SS6. Perbandingan besaran alokasi anggaran dapat dilihat pada grafik 5 . 1.  

5.4.3. Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 1 

Tabel 5.8 menunjukkan bahwa lebih dari 90% jumlah alokasi 

anggaran dalam SSl setiap tahunnya adalah untuk mendukung Kebijakan 

II. Hanya 6% dari rencana alokasi anggaran di SS 1 ini yang diatur untuk 

mendukung Kebijakan I. Tabel 5 .8 juga memperlihatkan variasi alokasi 
anggaran dalam setiap strategi implementasi yang tidak terlalu besar setiap 

tahunnya; tetapi perlu menjadi perhatian bahwa tidak ada anggaran yang 
dialokasikan untuk mendukung strategi implementasi 4 dalam Kebijakan II. 

Tabet 5. 8 Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 1 

2024 2025 2026 GRAND TOTAL 

Portioning Portioning wortoning Apportioning 
¥ ¥ 

td. 
la th. l • 

- 
Md. Kt«lad. 

.. $s 
.. 

led • $$ 

30,364,546.68 30,182,673.29 30,115,211.81 90,662,431.78 

1322.801 06 436 2.07183397 686 2.087.166 12 693 5.481.$0115 6025 

Saa Stntegis1. Pendtan dn Pereneaan inldsif bag Pemyndng Diab.lit.. 

eb,in Pegoulr da Marmon.ss Dat PeradagDsb ts Lntas Sltor 

Merye egar«an pendatan Perandang Dsab ta di sel ruh  seitor di tngkt 

I pat den dert 

2 Me' eluk n  perrant dan vet pendtaan Femydang Disabte$ 

SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI 

IMPLEMENTASI 

et,akan .Pei batan Perndeng Dsabits dsar Proses Perencanan da Peng@rt 29.041714562 9564 28.11083932 9314 2802804569 9307 85.180.63063 9395 

Meryusun meknsre forum teatk sab ta d m  proses Perncaan d 

3 penpngtarn 

Mengopt ma/tan pemb nan ieh Pemeritat lepads Pemeritah Daerh tentang 

4 ltuft emyrdg Disabtas el  Prence an perggrr 

Meng.ntegraska sudseb'ts de peryutuner Renne Perbengunan 

ngla Pe g  Daerah, Rencra Perbangunan lung Mereget Daer at 

Rncna Streps Perangit Daerah a Rencraer,a Pemer nth Daerah 

5 Pcv. N qt dolunen penganggar 

# 
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5.4.4. Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 2 

Tabel 5.9 menunjukkan lebih dari 50% jumlah alokasi anggaran 

dalam SS2 setiap tahunnya adalah untuk mendukung Kebijakan III. 

Tabel 5. 9 Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 2 

2024 2025 2026 GRAND TOTAL 

SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI Apportioning Apportioning Apportioning Apportioning 
¥ x 

4l.. 
IMPLEMENTASI 

.l t. tel td.d d 

- 
44d. 

- - 
t .. 

sat rte. erredin lirln tanpa hmnbrtn bi eryndan Oiabits 7,545,862.11 7,556,00092 1573,988.28 2,675,81.51 

et,aian Perng#tan P ei n  dan fas+ as Pu tt #  ng  rudat daises beg Prvandar 1465$.62045 1943 1 84 , 683  16 2437 1679630$7 2218 4986 93417 2199 

$  Me&sulk rte tent4 pera&man terhdp sud/seb ts(sensititas 

7Megenbrgin star operas on! peryedin fs/ts da yen pub 

$ Menstk indkator Stander Perynan Minar su nan pr/nip 

9 Me  ls.ni p4tu v u  p4/ l a t  p4fed yn pbi i  

et  aian I. Mses Permuk ran yn 'er;ngk dan Mud Ulses bag Peryr dang D ab . as  

LMengii dulrngr pewe d r  perrul re yng/yak, ter[rgtu dn 

II Mendrong Perr nth Deer ah untul menetpln erturn Deer mngen 

eb,in Pryd.Lyn Tr2sports. 9utile yerg Mudsh Diles den RcrhD4l 4.935.996 19 6$43 3807,464 59 $038 4,215486 85 5$66 1295894763 $715 

t4dyed.lg'gr4,$arr de /ynu trgprts bert 

3Mewed.grain peltihan tentng strder pt ynn ye 'pons'den 

et&kn PeredanSsten.marls d norms ub t  yang  Mudeh D ls, Ade 296.977 00 96 375.637 77 497 452298 4 97 1.12691332 497 

14Mews leb_en de4tr 0pr«0nl yr.igr.es. d inlrr. 

I5Megiati is-ts Peadng Disattas r mengales norms 

843.268 47 11 11  15332154 2029 122657132 16 19 3603.056 19 1589 

Berturut-turut presentasi jumlah alokasi anggaran untuk mendukung 

Kebijakan I, Kebijakan III, Kebijakan IV, dan Kebijakan V adalah kurang 

lebih 22%, 57%, 5% dan 15%. Tabel 5.9 juga memperlihatkan jumlah 

variasi alokasi anggaran setiap tahunnya untuk setiap Strategi 
Implementasi yang variatif. Namun, tabel 3 juga memperlihatkan bahwa 

tidak ada alokasi anggaran yang disiapkan untuk mendukung strategi 

implementasi 6, 10, 1 1 ,  dan 15. Lebih lanjut, strategi implementasi 9 justru 

hanya dapat diberikan anggaran pada tahun 2024 saja dan tidak ada 

alokasi anggaran di tahun 2025 dan 2026. 

5.4.5. Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 3 

Tabel 5 . 10  memperlihatkan lebih dari 99% jumlah alokasi anggaran 

dalam SS3 setiap tahunnya adalah untuk mendukung Kebijakan I. Proporsi 

Tabel 5. 10 Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 3 

2024 2025 2026 GRAND TOTAL 

SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI Apportioning Apportioning Apportioning Apportioning 
¥ ¥ 

tld. 

IMPLEMENTASI 
bl 

- 
• 
- 

kl.d tad. 
$$ $$ 

$$ 
d. .. 

San Strtepi 3. Pelindungan hak den leves politil an le adila bagi Pendang Diabilit. 487,923,399.00 536,715,738.90 590,387,312.79 1,615,026,450.68 

Gebalan Menjamn al Pulitksecra Pemuh bag. Pemyndeng D sa bi te s  untuk Berpartis 487,381936.04 99 89 536,120,129 64 99.89 569,732,14261 999 1,513,234.2086 29 99 89 

16 Memti nllu.ft bag Pemyacg D sat  ts dim setap tahapan 

pet egrar pen!her run trpe dslr mas 

L7Men.rgii eterwl /an Pemyanang Dsat tad/n po/tk 

qebyaln Perl dungn Peryrdng Dab tas dr leerasar, elspiotas dan penei nta  44784314 00 492.627 45 009 $41$9¢ .20 009 1482.360 79 ¢09 

.8 

Keb;ale I. Pen inglatan saran akan per/dungan terhadap t ndak lelersa bag Pe 93,619$2 002 10298180 002 113.27998 002 309 $81 6¢ 002 

.9 
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alokasi anggaran yang relatif kecil untuk Kebijakan II dan Kebijakan III 
berturut-turut adalah 0,09% dan 0,02% setiap tahunnya selama 3 tahun. 
Setiap strategi implementasi untuk mendukung masing-masing kebijakan 
di dalam SS3 ini telah mendapat alokasi anggaran di setiap tahunnya. 

5.4.6. Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 4 

Tabel 5 . 1 1  meperlihatkan lebih dari 75% jumlah alokasi anggaran 
dalam SS4 setiap tahunnya adalah untuk mendukung Kebijakan I. Namun 

Tabel 5. 1 1  Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 4 
2024 2025 2026 GRAND TOTAL 

SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI Apportioning Apportioning Apportioning Apportioning 

• ¥ 
rtld 

IMPLEMENTASI - - 
oh l 

- 
l 

$$ tad. 
$$ $$ l.al $$ 

Swarn ttegis 4. Pemnberdye ta le mandirin Peryndang Disabilt.s 2,874,3.42 3,9704467.41 1,370,46741 9,5$15,272.4 

et an Mer.rgtie taps ts l at ts a Rehab ts oiet lmtpa d 143194268 84 6! 2445.471 56 725% 2445478 5% 725% 1322 899 80 7616 

Men.girth ,um ran tab tas. n rehab ts yang sud 

et n Me.gt dulg du lags-ta pedpg yralt d an re 'lul 44,2.3944 1539 914 984 85 2744 $24988 85 2744 22$23724 .34 

terlihat bahwa ada perbedaan presentase jumlah alokasi anggaran yang 
cukup besar di setiap tahunnya selama 3 tahun berturut-turut. Provinsi 
alokasi anggaran untuk mendukung Kebijakan II adalah kurang lebih 23%. 
Seperti halnya pada Kebijakan I, terlihat adanya perbedaan presentase 
jumlah alokasi anggaran yang cukup besar di setiap tahunnya selama 3 
tahun berturut-turut pada Kebijakan II. 

5.4.7. Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 5 

Tabel 5 . 12  memperlihatkan bahwa 99% dari jumlah alokasi anggaran 

Apportioning Apportioning Apportioning Apportioning 
¥ • th.d et.at 

- 
it 

- - • 
it.ad. 

$$ • 
- 

.. 

201,524,435$.20 201,846,249.45 01,995,034.64 605,365,723.29 

122657.23 006 12265723 006 12265723 236 367.97170 006 

San tntegis 5. Elonomi lrlduif 

et. aln  Memeruet Pemahen tenterg Aeteng;en irk us pedei/L Perds, Bl 

gs Mean rod pet an sens tetas sabiitas yrt dgunatan sebga 

Tabel 5. 12 Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 5 
2024 2025 2026 GRAND TOTAL 

SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI 

IMPLEMENTASI 

et al it Meper alses pg ier, sag Peadeg Dst as rtuk reigi 20140177797 9994 201723.59222 9994 2CL823814 9934 604997,75159 9994 

2Memysun pndn der stander opees o! ieteater,yen dsab ts bag 

2I Memstn perred an oodes yrg l bag peler Peryndng 

22 Me.ngtti um.eh lmenter en/embags Pemer.nth Deersh, Beder Usha 

Mendorong parts pas perusal ntuk rendlung endgDsabits 

23Melganala perrtur ta tvus terhgdap peals@nan pedoran dn 

dalam SS5 setiap tahunnya adalah untuk mendukung Kebijakan II. Tidak 
ada perbedaan yang besar alokasi anggaran di setiap tahunnya selama 3 

+ tahun berturut-turut pada Kebijakan II. Setiap strategi implementasi untuk 
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mendukung masing-masing kebijakan di dalam SS3 ini telah mendapat 

alokasi anggaran di setiap tahunnya. 

5.4.8. Alokasi_Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 6 

Tabel 5 .13 memperlihatkan bahwa lebih dari 90% dari jumlah alokasi 

anggaran dalam SS6 setiap tahunnya adalah untuk mendukung 

Tabel 5. 13 Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 6 
2024 2025 2026 GRAND TOTAL 

Apportioning SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI 

IMPLEMENTASI 

Apportioning 
¥ 

l td  
..  

Apportioning 
¥ 

ht th.d 
.. 

led 
«.d. 
.. 

Apportioning 

¥t.de 
lat $s 

Sar n Stat egis 6. Pendidill da etetrnoin bi Pemwndang Diabilirt. 1,951,305,422.38 1,925,377,477.09 1,925,369,044.41 5,802,051,943.88 

eb,aka t. Memperkuat lemarruan inst tus+ pendid #an den tenags penddd untut member 210099 25912 1077 108586.804.69 64 10857837200 64 427264 4358L 36 
24 AMergdaian peat an/'pend.dlan beg tenga perddk ion tenga pend. d i  

2$ 4ervd. le  f ' i t s  d  lrynbelr mergyr yang mdh dlases d 

eb,ala i Mrrperlet pre pegranger keens gen de am enga#es pend. d e n  bet 1737,814,860 54 89.06 1808.848,616.64 9395 1,808.848.61664 9395 ,355512,09382 9230 
2~ Memesulksn lrteris nondiskriinet den llsftes de an dolumen supt'vis 

27Meiss&kn supervisiberdasarkan pedomsn varibei nondislri.nasi den 

28 Member/er nganan bats us bag Pemyrdg D sb i tes  agar  dpat mengiiut 

eb;ala [ti. AMerastn inovas den reormas tat leici lie ebagar pend.dun. pet 7666 08 ooo[ [:ssi:i] c0! 122657.23 001 252.980 54 0 00 
29 Mergertapin program deteks. da nttrvens d an progrer Ped.d«n 

4Membetul unit yg brfngs sbg pust lynan d e b i t  bag pend.dk 

$ AMerdron pen»ta orweinarn pend d l  d/at ope than vols 

bjal V Merbul eserpetan bag ervandang Dsaat./tes ib»dang sni dn ci r  gt 3.383.636 65 0.17 7.819398 53 041 781$.398 53 041 19.022.43371 033 
s Merdorong pengita prtsipes. Peryndang Dasat/fas a/arr berbaga 

Kebijakan II. Kebijakan I, III dan IV berturut-turut mendapatkan presentase 

alokasi anggaran 7%, <0,01%, dan 0,33% setiap tahunnya selama 3 tahun 

berturutan. Dari 9 strategi implementasi, ada 2 strategi implementasi yang 

tidak mendapat alokasi anggaran selama 3 tahun berturutan yaitu strategi 
implementasi 29 dan 30. 

5.4.9. Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 7 

Tabel 5 . 14  memperlihatkan bahwa lebih dari 60% jumlah alokasi 

anggaran dalam SS7 setiap tahunnya adalah untuk mendukung 

implementasi Kebijakan III. Kebijakan I dan IV berturut-turut mendapatkan 

presentase alokasi anggaran 35% dan 1,5% setiap tahunnya selama 3 

tahun berturut-turut. Tidak ada alokasi anggaran yang ditetapkan untuk 
mendukung implementasi Kebijakan II. 

Tabel 5. 14 Alokasi Anggaran Mendukung Sasaran Strategis 7 
2024 2025 2026 GRAND TOTAL 

kt%.d.. 
el.l $$ 

Apportioning 

333859.958.51 3541 

Portioning Portioning 
. 

tt. 
hell 

- 
h.l 

.. 
$$ 

276,049,969.22 276,049,969.22 

61.71.497.21 2216 61177,497 21 2216 

Portioning 
. 

Ml .d 

- 390,699,462.37 

211.504.96389 5413 

SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI 

IMPLEMENTASL 
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Mering#tin /ynan deteis di m  bog bu, nak, den orang dews terhadap 
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ebi;al8n Perlsanespetan den Manet inanesehetan as one! pg Pery&n¢ 174,$$2,395.76 447$ 2L0,05050958 76.09 210050,50958 76.09 $94,95361492 63LL 
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36 Jan nan Kesehatan a«oral 

Merest+ken celpan mart dsiegeerten Joiner eehatan is one 
37 depot mengakomodirkebuthen Pemyndeng Disabilitps 
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5.5. Hubungan Kapasitas Fiskal Daerah dan Alokasi Anggaran 
Mendukung RAD PD Provinsi NTT 

Dari penjelasan di atas, sepintas terlihat bahwa kapasitas fiskal 

Pemerintah Provinsi NTT secara nyata akan "mempunyai ruang leluasa" 

dalam konteks rencana pembiayaan di dalam rencana anggaran ini. 

Kapasitas rill keuangan daerah pada tahun 2024 - 2026 adalah berturut­ 

turut Rp 2,03 triliyun, Rp 1 ,  76 triliyun dan Rp 1,79 triliyun. Sementara itu 
proyeksi apportioning anggaran dalam RAD PD berturut-turut adalah 

Rp 3,07 milyar, Rp 2,98 milyar, dan Rp 3,03 milyar. 

Jadi nilai uang proyeksi apportioning masih jauh lebih kecil dari 
kapasitas fiskal riil daerah. Oleh karena itu, kami mengusulkan beberapa 

catatan berikut ini: 

• Mengacu pada kerangka pendanaan dalam RPD 2024-2026 

Tabel 5. 15 Hubungan Kapasitas Fiskal Daerah dan Alokasi Anggaran 
Mendukung RADPD Provinsi NTT 

PERBANDINGAN KAPASITAS FISKAL DAN PROYEKSI 

PEMBIAYAAN RADPD 

aKapasitas n Apportioning RADPD] [ 

co 

I i i  

Poin utama 

2024 2025 

TAHUN 

2026 TOTAL 

Kerangka pendanaan ideal adalah mengacu pada RPD 2024 - 2026. 

Namun, dalam prakteknya, belum semua perangkat daerah lingkup 
Pemerintah Provinsi NTT yang menyelesaikan penyusunan Rencana 

Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang mengacu pada RPD 2024 - 2026. 

Sehingga, tidak semua Renstra dapat kami jadikan acuan dalam alokasi 

penganggaran RAD PD ini. Sebagai alternatif, kami memilih KUAPPAS 

sebagai acuan alokasi penganggaran RAD PD. 

• Perencanaan Penganggaran "gelondongan" dan telah dilakukan 
apportioning 

Penyusunan RAD PD ini menggunakan anggaran yang tertera dalam 
Program-Kegiatan-Subkegiatan di perangkat daerah. Jadi, secara 
penganggaran jumlah uang yang tertera masih bersifat gabungan beberapa 

aktivitas di dalam subkegiatan itu. Artinya, penganggaran ini tidak spesifik 
menunjuk kepada dan mengacu dari aktivitas yang langsung terkait 

+ dengan penyandang disabilitas. Dengan kata lain, Perencanaan Program- 
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Kegiatan-Subkegiatan dalam penyusunan RAD PD ini mengambil anggaran 
yang masih bersifat "gelondongan". Idealnya, alokasi anggaran 

teridentifikasi sampai pada level aktivitas sehingga semakin terlihat terang 

pelaksanaan integrasi kebutuhan penyandang disabilitas ke dalam sistem 

Perencanaan dan Penganggaran, namun ini tidak dimungkinkan karena 

RAD PD adalah dokumen perencanaan strategis yang berimplikasi terhadap 
isi RAD PD yang tidak menguraikan program kegiatan sampai ke tingkatan 

aktivitas. 

Untuk mengatasi persoalan tersebut, perlu dilakukan apportioning 

dengan memasukan perhitungan proporsi jumlah penyandang disabilitas 

(8.381 orang, Dinsos Prov.NTT 2023) terhadap jumlah penduduk di NTT 
(5.466.290 orang). Nilai apportioning adalah 0,15%. Apportioning dilakukan 

hanya pada level Sasaran Strategis dan Kebijakan sehingga diperoleh nilai 

uang yang relatif dapat diterima sebagai komitmen anggaran minimum 

dalam setiap Sasaran Strategis yang perlu untuk dipenuhi oleh perangkat 

daerah pengampu. 

• Penganggaran bersumber APBD 

Sumber pendanaan untuk RAD PD ini diasumsikan hanya bersumber 
dari APBD Pemerintah Provinsi NIT dalam periode 2023-2026. Ini 
menjelaskan mengapa proporsi anggaran spesifik disabilitas terkesan 

sangat minimal. Dalam implementasi tahunannya, RAD PD dapat saja 

mendapatkan asistensi pembiayaan dari sumber pembiayaan lain yang 
diperbolehkan aturan, misalnya dana Corporate Sod.al Responsibility (CSR), 
lembaga mitra, dan a tau APBN. 

• Mengidentifikasi pembiayaan "wajib 
Kami menyadari bahwa belanja wajib dan prioritas (misalnya, belanja 

untuk pemenuhan SPM) belum "dipisahkan" dan diidentifikasi di dalam 
RAD PD ini. Ini penting untuk dilakukan supaya bisa mengetahui mana 

anggaran dalam RAD PD ini yang justru juga sudah mendukung 
pemenuhan SPM atau sebaliknya mana anggaran untuk mendukung 
pemenuhan SPM yang justru juga mengintegrasikan kebutuhan 
penyandang disabilitas. 

• Momen penyusunan RAD PD mendukung penyusunan Renstra 
Perangkat Daerah 2024 - 2026 
Muatan dalam diskusi penyusunan RAD PD ini juga menjadi muatan 

yang dipakai untuk menginformasikan proses penyusunan Renstra 
perangkat daerah. Dalam artian itu, perangkat daerah yang belum 
menyelesaikan proses penyusunan Rens tr a perangkat daerah 
menggunakan RPD 2024-2026, justru dapat secara praktis menemukan 
pilihan subkegiatan untuk Renstra perangkat daerah. RAD PD ini justru 
"menginformasikan pilihan subkegiatan yang prospektif untuk 

iasukkan ke dalam renstra. 
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• Pendanaan indikatif 

Kerangka pendanaan di dalam RAD PD harus dibaca sebagai 

kerangka pendanaan indikatif. Artinya, program-kegiatan-subkegiatan yang 

dipilih untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sebagaimana 

dimaksud di dalam analisis kesenjangan telah disiapkan dan kerangka 

pendanaannya juga telah direncanakan. Jadi sudah ada dalam 

perencanaan. Dengan kata lain, ruang komitmen Pemerintah Provinsi NTT 

untuk penyandang disabilitas telah diinisiasi secara bersama melalui 

penyusunan RAD PD ini. 

Keenam poin ini menjadi catatan penting untuk membaca 

f Perencanaan dan Penganggaran dalam RAD PD 2024-2026. 
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BAB VI 

PEMANTAUAN,EVALUASIDANPELAPORAN 

Dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2021 Ten tang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Ten tang 

Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, 

Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, evaluasi adalah 

rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian Rencana Induk 

Penyandang Disabilitas (RIPD), Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas 

(RAN PD), dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi 

dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap 

Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

tingkat pusat dan tingkat daerah. 

Untuk itu, maka berdasarkan pasal 8 ayat 5, maka perlu dibentuk Tim 

Koordinasi Penyelenggaraan RAD Penyandang Disabilitas Provinsi yang bertugas 

untuk menyusun, melaksanakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi 

kegiatan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas. 

Sama halnya dengan proses perencanaan dan penganggaran terhadap 

program Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang 

Disabilitas yang tidak terpisah dari proses perencanaan dan penganggaran 

nasional dan daerah, maka proses evaluasi juga merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari sistem evaluasi pembangunan nasional dan daerah. Sehingga 

tata cara evaluasi dalam pasal 23 menjelaskan bahwa evaluasi terhadap 

Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas 

menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan nasional dan 

daerah dan dilakukan dengan membandingkan antara target capaian Rencana 

p 'duk Penyandang Disabilitas (RIPD), Rencana Aksi Nasional Penyandang 
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Disabilitas (RAN PD), dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) 

Provinsi dengan: 

1 .  Dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah 

prov1ns1. 

2. Pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi. 

Pasal 25 menjelaskan bahwa Perangkat Daerah Provinsi dan seluruh 

Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan evaluasi atas dokumen 

perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait 

Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan 

mengacu pada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi 

paling lambat akhir bulan Februari dan dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi 

Penyelenggaraan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) Provinsi 

atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi. Kemudian hasil 

evaluasi tersebut disampaikan kepada Gubernur serta diteruskan kepada Menteri 

cq. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional Penyandang 

Disabilitas (RAN PD) untuk menjadi bagian Dokumen Evaluasi Perencanaan dan 

Penganggaran serta pelaksanaan program dan kegiatan terkait Penghormatan, 

Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas paling lambat pada 

akhir Maret tahun berikutnya. Dari hasi evaluasi tersebut akan menjadi 

rekomendasi dan dasar dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyandang 

L Disabilitas (RAD PD) tahun berikutnya. 
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Tabel 6. 1 Format Pemantauan dan Evaluasi 

Dinas/Badan Pagu Realisasi Realisasi 

No. 
Strategi Target 

Kegiatan 
Indikator 

Bidang 
Kodefikasi 

Program Kegiatan 
Sub­ yang Anggaran Pagu Kinerja Keterangan 

Implementasi Capaian Capaian SIPD Kegiatan menangani 
urusan 

Tahun 
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BAB VII 

PENUTUP 

Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi Nusa Tenggara 

Timur merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berpihak 

pada penyandang disabilitas yang disusun secara partisipatif antara 

Organisasi Perangkat Daerah Provinsi NTT bersama Organisasi Penyandang 

Disabilitas se NTT. Penyusunan dokumen ini merupakan rangkaian 

pendekatan analisis kebijakan, program dan kegiatan untuk memahami 

sejauh mana perbedaan kondis, persoalan, harapan dan kebutuhan 

penyandang disabilitas. Di awal proses, proses integrasi isu penyandang 

disabilitas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran merupakan 

satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem yang ada di provinsi NTT. 

Dokumen ini bukan dokumen terpisah dari sistem yang sudah ada dan 

bukan juga penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk penyandang 

disabilitas tetapi bermaksud untuk mewujudkan anggaran yang lebih 

berkeadilan. Tujuannya untuk mengurangi kesenjangan yang dialami 
penyandang disabilitas dan memberikan ruang partisipasi untuk bisa 

menyampaikan kebutuhan penyandang disabilitas dalam sistem perencanaan 

dan penganggaran di Provinsi NTT. 

Dokumen ini dibuat untuk memastikan komitmen dan keberpihakan 

pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui pernyataan anggaran untuk 

disabilitas yang akan dievaluasi setiap tahunnya oleh Tim Koordinasi 

pelaksanaan RAD PD Provinsi NTT. 

« 

A TENGGARA TIMUR, 

66o Ro sosme 

PJ. GUBERNUR 

Paraf Koordinasi 
Plt. Ke ala Ba erida Prov. NTT 
Kepala Bidang PPM Bapperida 
Prov. NTT 
Fungsional Perencana Muda 

Paraf Hierarki 
Sekretaris Daerah 
Asisten Perekonomian dan 
Pemban nan 
Kabag. Peraturan 
Perundang-undangan }, 
Kab Kota ' 



Matriks Rencana Aksi Oaerah Penyandang Dlsabilitas Provins! NTT 

Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas 

No 
Strategl 

Target Capalan No Kegiatan No 
Indlkator 

Bidang Kodefikasi $1PD Program Keglatan Sub-Keglatan Keterangan 
Dlnas/Badan yang Pagu indilatif 

Implementasl Capalan menanganl urusan 

2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

Sasaran Strategis 1. Pendataan dan Perencanaan Inklusif bagl Penyandang Disabilltas. 19.804.488.469 30.364.547 19.685.866.266 30.182.673 19.641.866.266 30.115.212 

Kebljakn t: Pengumpulan dan Harmonisasi Data Penyandang Disabilitas Lintas Sektor 862.762.700 1.322.801 1.351.300.000 2.071.834 1.361.300.000 2.087.166 

1Menyelenggarakan pendataan Penyandang Disabilltas dl seluruh sektor di tingkat pusat dan daerah 731.367.500 1.201.300.000 1.211.300.000 

Menyelenggarakan Tersedianya profit l Penyusunan l Tersedianya Urusan 2 12 04 1.02 01 PROGRAM Penyelenggaraan Fasilitasi terkait Tidak Spesifix 479.200.900 750.300.000 750.300.000 

pendataan tahunan profll tahunan sistem Pemerintaha PENGELOLAAN Pengelolaan Pengelolaan Informasi Disabilrtas 

Penyandang Penyandang penyandang informast profit n wajib yang INFORMASl Intormas Administrast 

Disabilitas di seluruh Disabilitas disabilitas tahunan Tidak ADMINISTRASl Administrasi Kependudukan 

sektor di tingkat berdasarkan bagi setiap Penyandang Berkartan KEPENDUDUKAN Kependudukan 

provinsi, ab/kota Pedoman sektor di Dlsabllttas Dengan 
2 12 04 1.02 02 

Provinsi 
Sosialisasi terkait Tidak Spesifik 227.266.600 405.000.000 405.000.000 

dan desa Penyelenggaraan tingkat Provins NTT Pelayanan 
Pengelolaan Informasi Disabilirtas 

Sistem Data daerah Dasar­ 
Administrasi 

Terpilah Bidang 
Kependudukan 

Disabirtas bag Administrasi 

setiap sektor di Kependuduka 

Provinsi NTT. n dan 2 12 04 1.02 03 Komunikasi, Informasi Tidak Spesifii 

Pencatatan dan Edukasi Kepada Disabilitas 

Sipil Pemangku 

Kepentingan dan 

Masyarakat 

2 12 04 1.02 OS Penyelenggaraan Tidak Spesfik 

Pemanfaatan Data Disabilrtas 

Kependudukan Dinas Kependudukan 

2 12 04 1.02 06 Kerjasama dengan Tidak Spesifk dan Pencatatan Sipil 

Organisasi Disabilitas 

Kemasyarakatan dan 

Perguruan Tinggt 

2 12 04 1.02 07 Pemberian Konsultasi Tdak Spesifik 

Penyelenggaraan Disabilitas 

Pengelolaan informasi 

Administrasl 

Kependudukan 

2 12 OS 1.01 01 PROGRAM Penyediaan Profit Penyediaan Data Tidak Spesrfik 10.000.000 11.000.000 11.000.000 

PENGELOLAAN Kependudukan Kependudukan Disabilitas 

PROFIL Provinsi 

2 12 05 1.01 0) /KEPENDUDUKAN Penyusunan Profit Tidak Spesifik 
Data Perkembangan Disabiitas 
dan Proyeksi 
kependudukan serta 
Kebutuhan yang lain 

Urusan 2 14 02 1.01 11 PROGRAM Peraduan dan Advokasi dan Tdak Spesifik 

Pemenintaha PENGENDALIAN Sinkronis asi Sosalisasi Disabilitas 

n Wajib yang PENDUDUK Kebijakan Pembentukan Rumah 

Tidak Pemenintah Pusat Data Kependudukan di 

Berkaitan dengan Kampung KB untuk 

Dengan Pemenintah Memperkuat integrasi 

Pela yanan Daerah Provinsi Program KKBPK dan 

Dasar ­ dalam rangka Sektor Lain 
Dinas Kependudukan 

Bidang Pengendaian 
dan Pencatatan Sipil 



Strategi Indikator Dinas/Badan yang Pagu Indikatif 

No Target Capaian No Kegiatan No Bidang Kodefikas! 5PD Program Keglatan Sub-Keglatan Keterangan 
Implementasl Capalan menangani urusan 

2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

Penduduk Penduduk 
Pembinaan dan Tidak Spesifk 

dan Keluarga 
Pengawasan Disabilrtas 

Berencana 
Penyelenggaraan 

Pencatatan dan 

Pelaporan 

2 14 02 1.02 06 PROGRAM Pemetaan Penyusunan Profit Tdak Spesifik 

PENGENDALIAN Perkiraan Kependudukan, Disabilitas 

PENDUDUK Pengendalian Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan 
Penduduk dan Pembangunan dan Pencatatan Sipil 
Cakupan Daerah Keluarga 

Provinsf 

Urusan 2 20 02 1.01 03 PROGRAM Penyelenggaraan Membangun Tidak Spesifk 

Pemenintaha PENYELENGGARA Statistik Sektoral Metadata Statistik Disabilitas 

n Wajib yang AN STATISTIK di Lingkup Daerah Sektoral 

Tidak SEKTORAL Provinsl Penyelenggaraan Tidak Spesifk 

Berkaitan Otortsasi Statistik Disabilitas 

Dengan Sektoral di Daerah 
Pelayanan 2 20 02 1.01 06 Koordinasi dan Tidak Spesifie 5.000.000 25.000.000 35.000.000 

Dasar­ Sinkronisasi Disabilrtas 
Bidang Pengumpulan, 
Statistik Pengolahan, Analisis 

dan Diseminasi Data Dinas Komunikasi 
Statistik Sektoral dan Intormatika 

Provinsi NTT 

Urusan 2 21 02 PROGRAM 

Pemerintaha PENYELENGGARA 

n Wajib yang AN PERSANDIAN 

Tidak UNTUK 

Berkartan PENGAMANAN 

Dengan INFORMASI 

Pelayanan 

Dasar­ 

Bdang 

Persandian 

Tersedianya data 2.Pengembang 2'Terselenggara 1 06 04 1.01 08 Rehabilitasi Sosial Fasilitasi Pembuatan Spesifik 4.900.000 5.000.000 5.000.000 

pilah provinsl an ya Dasar Penyandang Nomor Induk Disabilitas 

tahunan mekanisme pemutakhiran Disabilitas Kependudukan bagi 

Penyandang pemutakhiran rutin untuk PROGRAM Terantar di Dalam Penyandang 

Disabilitas rutin data data pilah REHABILITAS Panti Disabilitas Dinas Sosial 
pilah untuk tahunan untuk SOSIAL 
Penyandang Penyandang 

Disabilitas Disabilitas di 

Provins NTT 

1 06 04 1.05 08 Rehabilitasi Sosial Faslitasi Pembuatan Tidak Spesirfk 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

bagi Penyandang Nomor Induk Disabilitas 

Masalah Kependudukan, Kartu 

Kesejahteraan Tanda Penduduk. Akta 

Sosla (PMKS) Kelahiran, Surat Nikah, 

Lainnya di Luar dan/atau Identitas 

HIV/AIDS dan Anak bagi Penyandang 

NAPZA di Dalam Masalah 

Panti Kesejahteraan Sosial 

(PMKS) Lainnya di Luar 

HIV/AIDS Kewenangan 

Provinsf 



k 

Strateg Indikator 
Sub-Keglatan 

Dinas/ Badan yang Pagu Indiatif 

No 
Implementasl 

Target Capaian No Kegiatan No 
Capalan 

Bidang Kodefikas! $1PD Program Keglatan Keterangan 
menanganl urus.an 

2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

Urusan 2 12 02 1.01 01 PROGRAM Pelayanan Penetapan Kebijakan Tidak Spesifk 

Pemerintaha PENDAFTARAN Pendaftaran Teknis di Bidang Disabilitas 

n Wajib yang PENDUDUK Kependudukan Pendaftaran Penduduk 

Tidak Berdasarkan Kebijakan 

Berkaitan Nasional 

Dengan 

Pelayanan 
2 12 02 1.01 02 Pendataan Penduduk Tdak Spesifk 

Dasar ­ 
Non Permanen dan Disabihrtas 

Bidang 
Rentan Administrasi 

Administrasi 
Kependudukan Lintas 

Kependuduka Kabupaten/Kota 
ndan dalam Satu Provinsi. 

Pencatatan 

Slpll 2 12 02 1.01 03 Penataan Tata Kelola Tldak Speslfik 

Pelaksanaan Disablitas 

Pendaftaran Penduduk 

Skala Pronsi 

2 12 02 1.01 04 Pemanfaatan Data Tldak Speslfik 

Penistiwa Disabilrtas 

Kependudukan Dinas Kependudukan 

2 12 02 1.02 01 Penyelenggaraan Fasilitasi Terkait Tidak Spesifk dan Pencatatan Sipil 

Pendaftaran Pendaftaran Penduduk Disabilrtas 

Kependudukan 

2 12 02 1.02 02 Sosialisasi Terkairt Tak Spesifik 

Pendaftaran Penduduk Disabilirtas 

2 12 02 1.02 03 Komunikasi, Informasi Tldak Speslfik 

dan Edulasi Kepada Disabilitas 

Pemangku 

Kepentingan dan 

Masyarakat terkait 

Pendaftaran 

Penduduk. 

2 12 02 1.02 05 Pemberian Konsultasf Tidak Spesifik 

Penyelenggaraan Disabilitas 

Pendaftaran 

Penduduk. 

Urusan 2 20 02 1.01 01 PROGRAM Penyelenggaraan Koordinasi dan Tdak Spesirfe 

Pemerintaha PENYELENGGARA Statistik Sektoral Sinkronisast Disabilitas 

n Wajib yang AN STATISTIK di Lingkup Daerah Pengumpulan, 

Tidak SEKTORAL Provinsi Pengolahan, Analisis, 

Berkartan dan Diseminasi Data 

Dengan Statistik Sektoral. BPS 

Pelayanan 

Dasar­ 

Bidang 

Statistik 



t 

Strategl 
Target Capaian No Kegiatan No 

Indikator 
Bidang Kodefikast SIPD Sub-Keglatan 

Dinas/Badan yang Pagu indlkatif 
No 

Implementasl Capalan 
Program Kegiatan Keterangan 

menanganl urusan 

2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

Urusan 2 14 02 1.02 01 PROGRAM Pemetaan Penyediaan Dukungan Tidak Spesifik 

Pemenintaha PENGENDALIAN Perkiraan Penyelenggaraan Disabilitas 

n Wajib yang PENDUDUK Pengendalian Pendataan dan 

Tidak Penduduk Pemutaktiran Data 

Berkaitan Cakupan Daerah Keluarga 

Dengan Provinsl 

Pelayanan Dinas Kependudukan 

Dasar ­ dan Pencatatan Sipil 

Bidang 

Pengendalian 

Penduduk 

dan Keluarga 

Berencana 

Urusan 2 08 05 1.01 01 PROGRAM Pengumpulan, Penyediaan Data Tidak Spesifk 

Pernerintaha PENGELOLAAN Pengolahan Gender dan Anak Disabilitas 

n Wajtb yang SISTEM DATA Analisis dan Provinsi 

2 08 OS 1.01 02 IGENDER DAN Penyajian Data Penyajian dan Tidak Spesifk 
ANAK Gender dan Anak Pemanfaatan Data Disabilitas 

dalam Gender dan Anak 

Kelembagaan dalam Kelembagaan 
DPPPA 

Data di Tingkat Data Provinsi 
Daerah Provinsi 

Penguatan Pokja PUG 

Lintas Sektor (Dicari 

nomenklatur SIPD) 

2 Melakukan pemantauan dan evaluasl pendataan Penyandang Disabilltas 
131.395.200 150.000.000 150.000.000 

Tersedianya 3 Penyusunan 3 Tersedianya Urusan 2 12 02 1.01 05 PROGRAM Pelayanan Penyusunan Tata Cara Tidak Spesifk 

laporan tahunan laporan hasil laporan hasil Pemerintaha PENDAFTARAN Pendaftaran Perencanaan, Disabilitas 

hasil pemantauan pemantauan n Wajib yang PENDUDUK Kependudukan Pelaksanaan, 

pemantauan dan dan evaluasi dan evaluasi Tidak Pemantauan, Evaluasi, 

evaluasi yang pendataan pendataan Berkaitan Pengendalian, dan 

mencakup Penyandang Penyandang Dengan Penyusunan Pelaporan 

ketersediaan Disabilitas Disablirtas oleh Pelayanan Adminduk terkart 

data terpilah oleh perangkat Dasar­ Pendaftaran 

Penyandang perangkat daerah. Bidang Penduduk. 

Disabilitas, daerah. Administrasl 

meliputi Kependuduka 
2 12 02 1.02 04 Penyelenggaraan Koordinasi Berkala Tidak Spesifk 131.395.200 150.000.000 150.000.000 

kesesuaian data ndan 
Pendaftaran antar Lembaga Disabilitas 

dengan Pencatatan 
Kependudukan Pemerintah dan 

penyelenggaraan Sipil 
Lembaga Non 

sistem data Pemerintah 
terpilah Kewenangan Provinsi 
disabilitas serta terkart Pendaftaran 
penggunaannya 

Penduduk. 
dalam 

Perencanaan dan 2 12 02 1.03 01 Pembinaan dan Pembinaan dan Tidak Spesifik 

penyusunan Pengawasan Pengawasan terkairt Disabilirtas 

program dan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 

kegiatan oleh Pendaftaran 

perangkat daerah 2 12 02 1.03 02 Kependudukan Bimbingan Teknis Tidak Spesifik 

dan lembaga teriait Pendaftaran Disabilrtas 

mitra. Penduduk 



No 
Strategl 

Target Capaian No Kegiatan No 
Indikator 

Bidang Kodefikas/ $4PD Sub-Kegiatan 
Dinas/ Badan yang Pagu Indilatif 

Implementasl Capalan 
Program Kegiatan Keterangan 

menanganil urusan 

2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

2 12 04 1.01 01 PROGRAM Penataan Penyusunan Tata Cara Tidak Spesrfk 

PENGELOUAAN Pengelolaan Perencanaan, Disabilrtas 

INFORMASI Informasi Pelaksanaan, 

ADMINISTRASl Administrasi Pemantauan, Evaluasi, 

KEPENDUDUKAN Kependudukan Pengendalian, dan 

Penyusunan Pelaporan 

Adminduk terkait 

Pengelolaan Informasi 

Administrast 

Kependudukan. 

2 12 04 1.01 02 Penyusunan Tata Cara Tidak Spesifik 

Pengelolaan Data Disabilirtas Dinas Kependudukan 
Kependudukan yang dan Pencatatan Sipil 
Bersifat Data 

Perseorangan, Data 

Agregat, dan Data 

Pribacdi di Provinsi dan 

Kabupaten Kota. 

2 12 04 1.02 04 Penyelenggaraan Koordinasi Berkala Tidak Spesifk 

Pengelolaan antar Lembaga Disabilitas 

Intormasi Pemerintah dan 

Administrasi Lembaga 

Kependudukan Nonemerintath 

Provinsi Kewenangan Provinsi 

2 12 04 1.03 01 Pembinaan dan Pembinaan dan Tidak Spesrfik 

Pengawasan Pengawasan terkait Disabilirtas 

Pengelolaan Pengelolaan Informasi 

Informasi Administrasi 

Administrasi Kependudukan. 

Kependudukan 

Provinsi 

2 12 04 1.03 02 Bimbingan Teknis Tidak Spesifik 

terkaitt Pengelolaan Disabilitas 

Intormasi Administrasi 

Kependudukan dan 

Pendayagunaan Data 

Kependudukan. 

Urusan 2 14 02 1.02 02 PROGRAM Pemetaan Koordinasi, Tidak Spesifk 

Pemenintaha PENGENDALIAN Perkiraan Penyediaan, dan Disabilitas 

n Wajib yang PENDUDUK Pengendalian Pengolahan Data 

Tidak Penduduk Kependudukan 

Berkartan Cakupan Daerah Berbasis Keluarga 

Dengan Provins 
Pelayanan 
Dasar­ 

Bidang 
Pengendalian 
Penduduk 
dan Keluarga 
Berencana 

Kebijakan It: Pellbatan Penyandang Disabilltas dalam Proses Perencanaan dan Pengangsaran yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas 18.941.725.769 29.041.746 18.334.566.266 28.110.839 18.280.566.266 28.028.046 

3 Menyusun melanisme forum tematik disabilitas dalam proses Perencanaan dan penganggar an 715.031.640 474.073.842 474.073.842 

# 



k 

Strategl Indikator 
Bidang Sub-Keglatan 

Dinas/Badan yang Pagu lndkatif 
No 

Implementas 
Target Capaian No Kegiatan No 

Capalan 
Kodefikasi s/Pp Program Keglatan Keterangan 

menangan urusan 

2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

Terlaksananya 4 Penyusunan 4 Tersedianya Unsur 5 01 02 1.01 03 PROGRAM Penyusunan Pelaksanaan Tidak Spesifk 36.630.556 32.852.199 32.852.199 

forum tematik mekanisme pedoman Penunjang PERENCANAAN Perencanaan dan Konsultasi Publik Disabilitas 

disabilrtas dalam forum pelaksanaan Urusan PENGENDALIAN Pendanaan 

proses tematik forum tematik Pemerintaha 5 01 02 1.01 05 DAN EVALUASE Pelaksanaan Tidak Spesifk 646.401.084 409.221.643 409.221.643 

Perencanaan dan disabilitas disabilrtas n- Bidang PEMBANGUNAN Musrenbang Provinsi Disabilrtas 

penganggaran. dalam proses dalam proses Perencanaan DAERAH 

Perencanaan perencanaan 5 01 02 1.02 01 Analisis Data dan Analisis Data dan Tdak Spesifk Bappenida Prov. NTT 32.000.000 32.000.000 32.000.000 

dan dan Intormasf Intormasi Disabilitas 
penganggara penganggaran Pemenintahan Perencanaan 
n daerah daerah Daerah Bidang Pembangunan Daerah 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

4 Mengoptimalkan pembinaan oleh Pemerintah kepada Perrintah Daerah tentang inklusfitas Penyandang Disabilltas dalam Perencanaan dan penganggar an 

Tersedianya 5a. Penyusunan 5 Pernerintah Tidak Tersedia 

Peraturan peraturan Provinsi dan 

Daerah/kebijakan Daerah/kebija Kabupaten/Kot 

yang mendukung kan yang a memiliki 

pemenuhan hak mendulung Perda/kebijaka 

Penyandang pemenuhan yang 

Disabilirtas sesuai hak mendukung 

dengan Undang­ Penyandang pemenuhan 

Undang Nomor 8 Disabilitas hak 

Tahun 2016 sesual Penyandang 

tentang dengan UU Disabilrtas 
Penyandang No. 8 Tahun sesuat dengan 
Dlsabllltas 2016 tentang UU No. 8 

Penyandang Tahun 2016 
Disabilitas 

Mengintegraslkan lsu disabilltas dalam penyusunan Renana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangla Menengah Daerah, Rencana Strategis Peranglat Daerah dan Rencna Kerja emerintah 18.226.694.129 17.860.492.424 17.806.492.424 
5 Daerah Provinsi NTT serta dolumen pengangsaran 

Terfaksananya 6 Pengembang 6 Seluruh Urusan wajtb 1 02 02 1.02 18 PROGRAM Penyediaan Koordinasi dan Tidak Spesifk Dinas Kesehatan 957.913.600 902.316.320 902.316.320 

program dan an program Perangkat yang PEMENUHAN Layanan Sinkronisast Disabilrtas Provins+NT 

kegiatan dan kegiatan Daerah berkaitan UPAYA Kesehatan untuk Penerapan 5PM 

Pembangunan Pembanguna merencanakan dengan KESEHATAN UKP Rujukan, Bidang Kesehatan 

Inklusif n inklusif dan pelayanan PERORANGAN UKM dan UKM Lntas Kabupaten/Kota 

Disabilitas di Disabilrtas di menganggarka dasar ­ DAN UPAYA Rujukan Tingkat 

seluruh selurut n kebutuhan Bidang KESEHATAN Daerah Proinst 

Perangkat Perangkat Disabilrtas Kesehatan MASYARAKAT 

Daerah. Daerah dalam 
Unsur 5 01 03 1.01 01 PROGRAM Koordinasi Koordinast Tidak Spesifk 77.021.200 71.825.822 71.825.822 

Provinsi NT dokumen 
Penunjang KOORDINASE Perencanaan Penyusunan Dolumen Disabilrtas 

perencanaan 
Urusan DAN Bidang Perencanaan 

dan 
Pererintaha SINKRONISASI Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 

penganggaran 
n -  Bidang PERENCANAAN Pembangunan Bidang Pmerintahan 

setiap tahun 
Perencanaan PEMBANGUNAN Manusia (RP)PD, RPMD, dan 

DAERAH RKPD) 

5 01 03 1.01 02 Asstensi Penyusunan Tdak Spesifk 114.133.400 108.938.022 108.938.022 

Dolumen Disabuirtas 

Perencanaan 

Pembangunan 

Perangkat Daerah 

Bidang Pemerintahan 



Strategl Indikator Dinas/8adan yang Pagu Indikatif 
No Target Capaian No Kegiatan No Bidang Kodeflkasi $1PD Program Keglatan Sub-Keglatan Keterangan 

Implementasl Capalan menangani urus.an 

2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

5 01 03 1.01 03 Pelaksanaan Tidak Spesifik 100.004.900 94.809.522 94.809.522 

Monitoring dan Disabilrtas 

Evaluasi Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan 

Perangkat Daerah 

Bidang Pemenintahan 

5 01 03 1.01 04 Koordinasi Tidak Spesifik 288.462.301 283.266.923 283.266.923 

Penyusunan Dokumen Disabilirtas 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Bidang Pembangunan 

Manusia (RPIPD, 

RPIMD dan RKPD) 

5 01 03 1.01 06 Asistensi Penyusunan Tidak Spesifik 50.591.400 45.396.022 45.396.022 

Dokumen Disabilrtas 

Perencanaan 

Pembangunan 

Perangkat Daerah 

Bidang Pembangunan 

Manusia 

5 01 03 1.01 07 Pelaksanaan Tidak Spesrfik 500.000.000 494.804.622 494.804.622 

Monitoring dan Olsabllltas 

Evaluasi Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan 

Perangkat Daerah 

Bidang Pembangunan 

Manusla 

5 01 03 1.01 08 Koordinasi Tidak Spesrfik 670.812.301 665.616.923 665.616.923 

Pelaksanaan Sinergitas Disabilirtas 

dan Harmonisasi 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Bidang Pembangunan 

Manusia 

5 01 03 1.02 01 Koordinas Koordinast Tidak Spesifik 390.710.468 384.649.193 384.649.193 

Perencanaan Penyusunan Dokumen Disabilitas 

Bidang Perencanaan 

Perekonomian Pembangunan Daerah 

dan SDA (Sumber Bidang Perekonomian 

Daya Alam) (RPIPD, RP)MD, dan 

RKPD) 

t 



Strategi Indikator 
Sub-Kegiatan 

Dlnas/Badan yang Pagu Inditif 

No 
Implementasl 

Target Capaian No Kegiatan No 
Capalan 

Bidang Kodefikasl 54PD Program Kegiatan Keterangan 
menangan urus.an 

2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

5 01 03 1.02 02 Asistens Penyusunan Tidak Spesifk 400.000.000 393.938.725 393.938.725 

Ookumen Disabilitas 

Perencanaan 

Pembangunan 

Perangkat Daerah 

Bidang Perekonomian 

5 01 03 1.02 03 Pelaksanaan Tdak Spesifk 
Bappenida Prov. NTT 

192.355.234 189.293.959 189.293.959 

Monitoring dan Disabilitas 

Evaluasi Penyusunan 

Dolumen 

Perencanaan 

Pembangunan 

Perangkat Daerah 

Bidang Perekonomian 

5 01 03 1.02 OS oordinast Tidak Spesifik 195.355.234 189.293.959 189.293.959 

Penyusunan Dolumer Disabilrtas 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

B+dang SDA (RPPD, 

RPIMD, dan RKPD) 

5 01 03 1.02 06 Asistensi Penyusunan Tidak Spesrfk 200.000.000 193.938.725 193.938.725 

Dolumen Disabirtas 

Perencanaan 

Pembangunan 

Perangkat Derah 

B+dang SDA 

s 01 03 1.02 07 Pelaksanaan Tidal Spesrfi 96.000.000 89.938.725 89.938.725 

Monitoring dan Disablitas 

Evaluasi Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Pembangunan 

Peranglat Daerah 

Bang SDA 

s 01 03 1.03 01 Koordinast Koordinast Tak Spesrfk 771.222.535 765.161.261 765.161.261 

Perencanaan Penyusunan Dolumen Disablirtas 

Bidang Perencanaan 

Infrastruktur dan Pembangunan Daerah 

Kewlayahan Bidang infrastruktur 

(RPIPD, RP/MD, dan 

RKPD) 

5 01 03 1.03 02 Asistensi Penyusunan Tidak Spesrfk 50.000.000 43.938.726 43.938.726 

Dolumen Disabilrtas 

Perencanaan 

Pembangunan 

Perangkat Daerah 

Bidang infrastruktur 



t 

Strategl 
No No 

Indikator 
Bidang Sub-Kegiatan 

Dinas/Badan yang Pagu tndlkatif 
No 

Implementasl 
Target Capalan Kegiatan 

Capalan 
Kodefikas1 $IPD Program Keglatan Keterangan 

menanganl urusan 

2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

5 01 03 1.03 03 Pelaksanaan Tidak Spesirfik 200.000.000 193.938.726 193.938.726 

Monitoring dan Disabilirtas 

Evaluasi Penyusunan 

Dolumen 

Perencanaan 

Pembangunan 

Perangkat Daerah 

Bidang Infrastruktur 

5 01 03 1.03 05 Koordinasi Tidak Spesifk 385.611.266 379.549.993 379.549.993 

Penyusunan Dolumen Disabilrtas 

Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

Bidang Kewilayahan 

(RPIPD, RPMD, dan 

RKPD) 

5 01 03 1.03 06 Asistensi Penyusunan Tidak Spesifk 25.000.000 18.938.726 18.938.726 

Dokumen Disabilitas 

Perencanaan 

Pembangunan 

Perangkat Daerah 

Bidang Kewilayahan 

5 01 03 1.03 07 Pelaksanaan Tidak Spesifik 100.000.000 93.938.726 93.938.726 

Monitoring dan Disabilrtas 

Evaluasi Penyusunan 

Dolumen 

Perencanaan 

Pembangunan 

Perangkat Daerah 

Bidang Kewilayahan 

Unsur 5 02 02 1.01 01 PROGRAM Koordinasi dan Koordinasi dan Tidak Spesifk 429.638.827 429.638.827 429.638.827 

Penunjang PENGELOUAAN Penyusunan Penyusunan KUA dan Disabilitas 

Urusan KEUANGAN Rencana Anggaran PPAS 

Pemerintaha 5 02 02 1.01 02 'DAERAH Daerah Koordinasi dan Tidak Spesifk 466.832.911 466.832.911 416.832.911 

n- Bidang Penyusunan Disabilirtas 

Keuangan Perubahan KUA dan 

Perubahan PP AS 

5 02 02 1.01 03 Koordinasi, Tidak Spesifk 50.000.000 S0.000.000 50.000.000 

Penyusunan dan Disabilrtas 

Verfkasl RKA-SKPD 

5 02 02 1.01 04 Koordinasi, Tidak Spesfik 50.000.000 50.000.000 50.000.000 

Penyusunan dan Disabilirtas 

Verifikasi Perubahan 

RKA-SKPD 

5 02 02 1.01 OS Koordinasi, Tidak Spesifk 108.634.301 108.634.301 108.634.301 

Penyusunan dan Disabilrtas 

Verifikasi DPA-SKPD 

s 02 02 1.01 06 Pembinaan Tidak Spesifik 

Pengelolaan Keuangan Disabilitas 

Daerah 

Kabupaten/Kota 



Strategl 
Target Capalan No Kegiatan 

Indikator 
Bidang Kodeflkasl SIPD Sub-Keglatan 

Dinas/Badan yang Pagu Indikatif 
No No Program Keglatan Keterangan 

Implementasl Capalan menanganl urusan 

2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

5 02 02 1.01 07 Koordinasi dan Tidak Spesrfik 2.848.972.669 2.848.972.669 2.848.972.669 

Penyusunan Peraturan Disabilirtas 

Daerah tentang APBD 

dan Peraturan Kepala 

Daerah tentang 

Penjabaran AP8D 

5 02 02 1.01 08 Koordinasi dan Tidak Spesifk 3.322.749.154 3.322.749.154 3.072.749.154 

Penyusunan Peraturan Disabilitas 

Daerah tentang 

Perubahan APBD dan 

Peraturan Kepala 

Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan 

APBD 

5 02 02 1.01 09 Koordinasi dan Tidak Spesifk 1.020.713.940 1.020.713.940 1,270.713.940 

Penyusunan Regulasi Disabilirtas 

serta Kebljakan Bidang 

Anggaran 

5 02 02 1.01 10 Koordinasi Tidak Spesirfik 80.000.000 80.000.000 50.000.000 

Perencanaan Disabilitas 

Anggaran Pendapatan 

5 02 02 1.01 11 Koordinasi Tidak Spesifk 50.000.000 60.000.000 50.000.000 

Perencanaan Disabilitas 

Anggaran Belanja 

Daerah 

5 02 02 1.01 12 Koordinast Tidak Spesifik 50.000.000 60.000.000 50.000.000 

Perencanaan Disabilitas 

Anggaran Pembiayaan 

5 02 02 1.01 13 Pembinaan Tidak Spesifik 

Perencanaan Disabilitas 

Penganggaran Daerah 

Pemerintah Provinsi 

5 02 02 1.02 02 Pembinaan Evaluasi Rancangan Tidak Spesifik 534.855.500 538.000.000 539.000.000 

Pengelolaan Peraturan Daerah Disablitas 

Keuangan Daerah tentang AP8D 

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dan 

Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang 

Penjabaran APBD 

Kabupaten/Kota 

5 02 02 1.02 03 Evaluasi Rancangan Tidak Spesifik 505.570.900 508.000.000 510.000.000 

Peraturan Daerah Disabilirtas 

tentang Perubahan 

APBD Kabupaten/Kota 

dan Rancangan 

Peraturan Kepala 

Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan 

APBD Kabupaten/Kota 



Strategl 
Target Capalan No Keglatan No 

tndi kator 
Bidang Kodeflksi $ID Kegiatan Sub-Keglatan 

Dinas/Badan yang Pagu Indiltif 
No 

Implementasl Caplan 
Program Keterangan 

menangan urus.an 

2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

5 02 02 1.02 04 Evaluasi Rancangan Tidak Spesrfk 502.371.800 509.000.000 510.000.000 

Peraturan Daerah Disabilrtas 

tentang 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan AP8D 

Kabupaten/Kota dan 

Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang Bakeuda Prov. NTT 

Penjabaran 

Pertang@ungiawaban 

Pelalsanaan AP8D 

abupaten/Kota 

5 02 02 1.02 OS Asistensi Pengelolaan Tdak Spes+fie 569.597.000 570.000.000 570.000.000 

Keuangan Disabulitas 

Kabupaten/Kota 

5 02 02 1.02 06 Sosialisasi Regulasi dak Spesifix 100.000.000 100.000.000 105.000.000 

Bidang kKeuangan Disabilrtas 

Daerah 

5 02 02 1.02 08 Konsultasi dan Tidak Spesifk 100.000.000 105.000.000 110.000.000 

Koordinasi Pembinaan Disablirtas 

Penyusunan dan 

Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah 

tentang AP8D 

Kabupaten/Kota dan 

Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang 

Penjabaran AP8D 

Kabupaten/Kota 

5 02 02 1.02 09 Konsultasi dan Tdak Spesifik 100.000.000 105.000.000 120.000.000 

Koordinasi Pembinaan Disabilrtas 

Penyusunan dan 

Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah 

tentang Perubahan 

APBD Kabupaten/Kota 

dan Rancangan 

Peraturan Kepala 

Daerah tentang 

Penjabaran Perubahan 

APBD Kabupaten/Kota 



No 
Strategl 

Target Capalan No Kegiatan No 
Indikator 

Bidang Kodefikasi $IPD Sub-Keglatan 
Dinas/Badan yang Pagu tndkatif 

Implementasl Capalan 
Program Keglatan Keterangan 

menanganl urusan 

2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

s 02 02 1.02 10 Konsultasi dan Tidak Spesifk 100.000.000 105.000.000 120.000.000 

Koordinasi Pembinaan Disabilitas 

Penyusunan dan 

Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah 

tentang 

Pertanggungiawaban 

Pelaksanaan AP8D 

Kabupaten/Kota dan 

Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah tentang 

Penjabaran 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APB8D 

Kabupaten/Kota 

5 02 02 1.02 11 Pembinaan Tidak Spesifik 100.000.000 105.000.000 106.000.000 

Implementasi Sistem Disabilrtas 

Informast 

Pemenintahan Daerah 

Bidang Keuangan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

5 02 02 1.02 12 Koordinasi dan Tidak Spesifik 100.000.000 115.000.000 116.000.000 

Penyusunan Laporan Disabilirtas 

Keuangan Pemerintah 

Daerah Konsolidasian 

Provinsi dan 

Kabupaten/Kota dan 

Statistik KKeuangan 

Pemerintahan Daerah 

5 02 02 1.04 08 Koordinasi dan Penyusunan Analisis Tidak Spesifk 309.457.002 309.457.002 309.457.002 

Pelaksanaan Laporan Disabilrtas 

Akuntansi dan Pertanggungjawaban 

Pelaporan Pelaksanaan APBD 

Keuangan Daerah 

5 02 02 1.06 01 Pengelolaan Data Inventarisasi dan Tidak Spesifik 

dan lmplementasl Analisis Data Bidang Disabilitas 

Sistem Informasl Keuangan Daerah 

Pemerintah 

Daerah Lingkup 

kKeuangan Daerah 

Urusan 2 13 04 1.01 04 PROGRAM Perbinaan dan Fasilitasi Penyusunan, Tidak Spesifik - - - 

Pemerintaha ADMINISTRASl Pengawasan Perencanaan, Disabilirtas 

n Wajib yang PEMERINTAHAN Penyelenggaraan Pelaksanaan dan 

Tidak DESA Pernerintahan Pengawasan 

Berkaitan Desa Pembangunan Desa 

Dengan 

Pelayanan 
2 13 04 1.01 05 Fasilirtasi Pengelolaan Tidak Spesifk - - - 

Dasar-Bidang 

Pemberdayaa 
Keuangan Desa Disabilirtas 

n Masyarakat 



No 
Strategl 

Target Capalan No Kegiatan No 
Indiktor 

Bldang Kodefiksi $4PD 
Dinas/Badan yang Pagu indilatif 

Implementasl Capalan 
Program Kegiatan Sub-Keglatan Keterangan 

menanganl urus.an 

2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

dan Desa 2 13 04 1.01 14 Pembinaan dan Tidak Spesrfik - - - 

Pengawasan atas Disabilrtas 

Penetapan Rancangan 

Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Derah 

abupaten/Kota 

dalam Pembiayaan 

Desa 

Pembinaan dan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 

Pengawasan 

Penetapan Pengaturan 

2 13 04 1.01 01 BUM Desa Tidak Spesrfi 

abupaten/Kota dan Disablrtas 

Lembaga Kerja Sama 

antar Desa 

PROGRAM Pemberdayaan Fasilitasi Penataan, Tidak Spesifk 100.000.000 100.000.000 100.000.000 

PEMBERDAYAAN Lembaga Pemberdayaan dan Disabilitas 

LEMBAGA Kemasyarakatan Pendayagunaan 

KEMASYARAKAT yang Bergerak Kelembagaan 

AN, LEMBAGA di Bidang Lembaga 

ADAT DAN Pemberdayaan KeMasyarakatan 

boo 
MASYARAKAT Desa Desa/Kelurahan (RT, 

2 13 05 2.01 
HUKUM ADAT dan Lembaga Adat RW, PKK, Posyandu, 

Ting#at LPM, dan Karang 

Daerah Taruna), Lembaga 

Kabupaten/Kota Adat Desa/Keturahan 

serta dan Masyaralat 

Pemberdayaan Hulum Adat 

Masyaralat 

Hulum Adat yang Peningkatan apasrtas Tidal Spesrfik DPMPD Prov. NTT 125.000.000 125.000.000 125.000.000 

Masyarakat Kelembagaan Disabilrtas 
Pelalurya Hulum Lembaga 
Adat yang KeMas yarakatan 
Sama dalamn Desa/elurahan (RT, 
Daerah RW, PKK, Posyandu, 

2 13 05 2.01 poo Kabupaten/Kota LPM, dan Karang 

Taruna), Lembaga 

Adat Desa/Kelurahan 

dan Masyarakat 

Hukum Adat 

Fasilitasi Penyediaan Tidak Spesirfk - - - 

Sarana dan Prasarana Disabilrtas 

Kelembagaan 

Lembaga 

KeMasyarakatan 

Desa/Keturahan (RT, 

2 13 05 2.01 )0() 
RW, PKK, Posyandu, 

LPM, dan Karang 

Taruna), Lembaga 

Adat Desa/Kelurahan 

dan Masyaralat 

Hukum Adat 

J 



Strategl 
Target Capaian No Keglatan No 

Indikator 
Bldang Kodefikas 51PD Keglatan Sub-Kgiatan 

Dimas/Badan yang Pagu Indikatif 
No 

Implementasl Caplan 
Program Keterangan 

menangan urusan 

2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

Fasilitasf Tidak Spesifik 272.106.286 246,860,232 284,939,010 

Pengembangan Usaha Disabilrtas 

Ekonomi Masyarakat 

2 13 05 2.01 boo dan Pemerintah Desa 

dalam Meningkatkan 

Pendapatan Ashi Desa 

Fasilitast Tim Tdak Spesifk 365.000.000 365.000.000 365.000.000 

Penggerake PKK dalam Disabilitas 

Penyelenggaraan 

Gerakan 
2 13 05 2.01 p0or Pemberdayaan 

Mas yarakat dan 

Kesejahteraan 

Keluarga 



Matrikes Renna Al Darah Peryardang Dls.abllltas Provinsl da Peret%an lafli, Kodefli, da Noenktur Perencaraan Pembangunan Drah Provinsl 

Saa Sratel42.Pendl L e  fa. n.bat Bai Pel Dl.ab4lit4 

Dins/Baden yang 
Pu indilatif 

No. Strtgi rnpernentasl Target Caplan No Kegita No. tndiletor Cpl idng ode fli SD Progrn Megiatn Sub-legit Ketrnn 
men.angel run 2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

$ran StrategisZ. Perry.ed lingngan tap hamn.beta bag Perydag Disabit. 4.920.288.511 7.543.862 4.929.510.184 7.558.001 4.939.937.525 7.573.988 

Kebljakn t: Penirglat Pel.nan den flit Puboll yarg mudh dloses bag Penwndarg Dlabllit. 955.912.945 1.465.620 1.201.190.100 1.841.683 1.095.495.500 1.679.631 

• 
Mernasukkn materl ttag permaharna terhadp ls disabilit. (nltvita disabltit.a) daln program pendidll d peat iha Apartur Sill rlrnenterta/leer. d Perrintah Darah 

Terselrqya 1 Penman modu/ 7 Teredianya nodul lureulurn Unsur Penun,rg Urus 5 3 
' 

01.03 2 PROGRAM Pengemnbargan Pengelola Asset Tidal Spesifie 8xD 

pelat han sensititas luriiulurn da Peltihan sensitivitas disabilitars dalarr Pererirtathan - Sida g KEPEGAWANAN Kompetersi ASN Center 0i.abiitas 

disablirtas bag erstivitas dis.abit as progr arr pendidilean dan epegawaan 5 3 2 01.03 5 DALAM Koordias dr Kerja Sara idle Spewfl 
seluruh Apart ur dalawn program pendicd«an pelatihan bag/ eluruh Apratu Pelalrsanan Ddt Di.bit.a 

$pl Negara dr pelatihan bagi selurut Sip Negara Pernerinth Daerh. 

lerneeriar/err bag Apaat ur Si+pl Near 
8 rograrr pendidila da 5 3 2 0103 1 ening«tan pa4ta$ Tidal Speswfid 

da Perm@rnth Pererintah Drat. 

Daerah 
pelatitan Apatur Sip Negara Giner ASN Di.abit.a6 

Pererinth Daer ah 5 3 2 01.03 3 Pengeloan Arninistrsi Tidal Spew/file 

mengunaloan mnodal /kurillurr p#Meat dn Sert fl-si ASN Diab»rt.as 
nsitivita dis. bilits 

5 3 2 0103 4 Pengelol Penidil Tidal Sp±fl 
Lan/utan ASN Diabits 

5 3 2 01.03 
' 

Faslitsi Ser tiff ks Tidal Sp/file 
abatan ASN Disabirtas 

5 3 2 01.03 7 Elusi Diidt da Tidal Speifk 

Srtifilasi habat ASN Di.abi#ta 

Ursur Penun,rg Ursa 5 4 2 0101 2 PROGRAM Pengembangan Pervusunan Stand ar Tidal Spifl 

Pererirtaha - Bid g PENGEMBANGAN Kompeteni Telenis Perangit Pembela,ran Diabit 

Pend idila dan Pettit SUM8LR DAYA Penerinthan Dalamn 

MANUS/A iegeniorpetens. Ieionis 

mum, inti, dan liha 

bagi lbatan Adrinist rs 

Penwelrr \rs.r 
pererithan Kor«urn, 

Perangit Darrah 

Penunjang. da Urusan 
Pemenintha Lrurn 

5 4 2 01.01 3 Pemelenggaran Tidal Sp«wfile 
Pengerbang Diabiita 

ompetersi Teinis rum, 
inti, da Pih bag 
abatan Administrasi 

Penyvelenggara rusar 

Pemerintahan Koriuren, 

Persngat Daerah 
Penunjang dan urusa 

emnentahan Ururn 

5 4 2 01.0J Pembina, Tidal Speifke 
engoordinasian, Diab+ft.as 

Fasilitarsi, Perantaan, 

Fvluari, dan Pela pore 

Pengerbagan 

optrgi Teicnis Urrur 

inti, dan ihan bag 

Jabatan Adirisrsl 

Pemyelenggar ruear 

Pemenithan Kori«urn, 

Perng it Dar ah 

Penunjang d Urus 

eerithan Lrur 

5 4 2 01.02 3 Sertifkael, ells.an Sert4 la Tidal Spesifile 

Kelemnbagaan, Kompetersi di tingkrgar Di.abiita 

Pengenbang Pemerinth Provirsi an 

Kompetenu bupater/Kot.a 

5 4 2 01.02 4 
Manajerial dan 

Pengelola Tidal Seif.l 
Fungsional 

lernbagn, T'erg Diab+ht.as 

Pengrba g Korotnst, 

dan Surber Bel.ajar 

$ 4 2 01.02 5 Petaleanarj arr a Tidal Sperifle 
Art Leena Di.abi/ta 

5 4 2 0102 

' 
enyuna Stndr Tidal Spe-if# 

Perngit Perrbela,awn Diab»it.a 

Pemerithan Dalan 

Negeni bag. Pimnpinan 

Drat, batan npir 

ingi, dan abatan 

Fungsional 



Din/Odn yr 
Pau tndllf 

Ne Strati triplet.el Target Cpair Ne egit Ne lodiltr Caal idag odefiai $P0 Progra Keiatr Sb-egitan Kett 
en.anal ran 2024 

- 
2025 Apportioning 2026 Apportioning 

5 4 2 01.02 7 Penyeelenggar an Tidal Speifi 
Pengerbaga Die.abut.a 
Kompeters bagi Pm-na 
Daer at, Jabat Pimpinar 
Tirgsi, habatan 
Fungional, 

Jeerer, d 

5 4 2 0102 • 
enben.a, Tidal pevfl 
engoor dinars.la, Di.abit a 
Faslitasi, Perantuan, 
tvluasi, dan Pel porn 

Petals.aa Serif la, 
engelola#Kelemnbagr 
dn Tenaga Pegerbg 
Kopetersi Pengeoln 
umber Beja, &an Kerj 
Sarra, srta 

Pengerbg 

ompetersi Pi-npin 

Dart, lbart P'mnplr 
Twgi. eperimpir, 

dan rajabatan 

l g4..l e e.. 4 pt  felt4 d [ . mud.ah dills bi P Disabitit 655.000.000 1.10$.000.000 905.000.000 

Tersedimy fas ta • 
Pengrrban@an standar 

' 
Teredanya stadar 0per ior a Lru Pererirtaha 1 3 7 01.0 1 PROGRAM Penelengran nbin.. Tidal Spwfie 

dn larynn pub operas.iota d dan fsiit.as ayana pu blik Wajlb fag Berlait PENG£MBANGAN ntrstrultur pad eyeleng±ran Di.bit.as 
yang ndah dials perr lay«nan publl terlait infrastruktur yang rrudah Drgan Pela yaran Das.a PF RMUKMAN Perrulrnan di nlrast rult at #wars.ar 

oieh ervandng terlt infntrt y dilves oleh Pendang Bidg Pele [ Ununr rwran Strate, ermu ran Kw.rs.an 

Diab«hit.rs mudah duals ole Dia belts dan Penta Rn Dar ah rat«is Der ah Provis 
Peryandang Diabhrta Provinsi 

l 3 7 01 01 2 emf.at dn fdal pesifl 

eel. Di.abwit.a 
nfstrult ur Kwasar 

Peru liran 4wsan 
Strtegis Darah Provisi 

l 3 7 01.01 

' 
Peng.was. den Thal Se#fl 

Pengendal an Diab»ta 

ntstrult r Krwsat 
rruir.an¢ Kws.an 

Strategis Deerh Provis 

1 3 7 01.01 4 Pembina Tel Speif4 

Peryengr.an bi.abit.a 

fntrultrlees.ar 
Peruirnan 4es.an 

trtegis Daerah Provinsi 

1 3 I 001 l PROGRAM Peta d Pennc0a.n, Tdal Sew/file 

PENATAAN Pelnar.an Penbaar, 0iabit. 

8ANGUNAN G£DUNG Bargen Gcdung engws.a 
untuk epenting Pemrtatan 8angnan 
trategs Danh Gdurg urtul 
or epeotngn Strate 

1 J I 01.01 2 ehabits, Renovasi dan tidal Spew/fl 

ubahsi Brgunan Diab/it.as 

Gdurn urtul 
epentirgan Strategies 

1 3 • 01.01 l Pemeliaan dan Tidal Spesifk 

Pent Bnunan Diab/ta 

G«dung urtuk 

epntingan Strategis 

1 l • 01.01 4 Bantu Telnis Di.abi/ta Fili Dia PUPR roil 100.000 000 100.000.000 100.000.000 

Pembagvnar angunan d Disabiirtas NTT- Bid Opt 

G«dung Negara untuk Se%orik Kar ya-Selisi Perata.an 

depentingan Strategis Bagan Gedung 

rovine dan Linglngan 

1 3 • 06.01 • 
Pembina Tel/is Tidal Speifil 

eyelengrn Die.bi#ta 
ngunan Gedung lepad 

Pemvrgn Bangunan 

Gdurg dan Masarait 

I 3 
' 

0101 1 PROGRAM Penwelenan enyr Ren«c.a, Di.abits Fi Dir% PtPR Provine 100 000 000 100.000 000 100 000.000 

PFNATAAN Pen.at ..uran eblan, Strate d d Die.abiirts NTT- Bldg Cpt 

BANGUAN DAN da unglgan di Tellis Stem Penarta sonil rye-Sets Peratan 
UNGKUNG ANN YA Kwan Strategis 8nguvan da Lirglngan Bagan 6dung 

0rah Proirsi da di wars.a Strategir den Lingungan 

Lint Derrah Derh Provinsi durnt. 
abupaten/Kort.a Der ah Kbparter/Kot 



Dinars/ ad yg 
Pagu ndlllf 

N6, Strateginplernentari Target Caplan No. Kegirtan Nie lnditor Capan Bidang ode filsi $PD rogrant Kegiatan Sub-Kgiatan Ketrrangan 
menangani ran 2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

- - - 

1 3 • 
01.01 2 Supervsi Diab#ta Fii Dina PUPR Provini 100.000.000 100.000.000 

Penta/Perelitar aan d Drab-tas NTT- Bidg Cpta 

Bangnan dar Lirgingan esonl arya Selsi Penataan 
Bangunan Gdung 

dan Lingungan 

1 3 • 01.01 3 Penataan Banguran an Tidal Spewf1le 

Lrglg Di.abit.as 

1 3 • 01.01 4 emelihara Barguran Tidal Spesifil 

dan tinglg Di.ab@it as 

I 3 • 06.01 5 Pemberdayaar Tidal Speifk 

Masyaralt darn 0i.ab»it.as 

Penataan 6agunan an 

1 3 • 01.01 6 Pembinaan Ieknis Diabiita Fis Dina PUPR Provins 

enatan 8angunn can d Diab/it2s NTT Bldg Cpt 

urglgan Ke paca esonik ar ya Sels Penataan 

Pemeninth ab/Kota Banguna Gedung 
dan Ling ngan 

I 3 9 01.01 7 Monitoring Diabiitas Fisii Dina PUPR rovini 200.000.000 200.000.000 

Penatan/Pemnelitar a d Diab/it.as NT 

Bnguan dar Lirglungan Sesorik 

1 3 10 01.01 I PROGRAM Pervelen@gar aan Penyusura Rene%, Tidal Speifk 

PENYELENGGARAAN Jala Proinsi bijln, Strteg Di.abi#ta 

ALAN Pengermbangan Jaringan 

alan rt Perencn 

Telnis Peryvleggar a.an 

al.an dan Jernbart 

1 3 10 01.01 $ embagunar /al Tidal Spesifil 

Di.abit.as 

1 3 10 01.01 • 
Relonstrulesi Jar an Tidal Spew fl 

Di.abit as 

I 3 10 01.01 • 
Rehab~itsi Jala Tidal Speifl 

Dsabi#tas 

1 3 10 01.01 10 Pemelinaran Berkal Tidal Sp@fie 

Jala Di.abit.as 

I 3 10 01.01 11 Pemnelihara Rut in la Tidal Spefl 

Diabiita 

1 3 10 01.01 21 Penaggungan Tidal Spsifk 

Ben&an/Tan@gap Darart Diabiitas 

I 3 10 01.01 22 Perartauan an Fvluasi Tidal Sp#fl 

Pemyvelenggaraan 0eabiitas 

Jalan//eroata 

1 3 10 O1.O1 23 Pengwasan Ten.is Tidal Speifil 

Peyelenggar an De.abi#ta 

lalan//ernbat 

1 3 12 O1.O1 1 PROGRAM Peretapan Ren.can.a Pelalesan Peryet uj uan Tidal Spew file Di2 PUPR Proinsl 

PENYELENGGARAAN Tata Ruane Wlaryah Substansi fvus. dan Dis.abit.as NTT-Bidrg 

PENATAAN RUANG dan encana inc Penet pa RTRW Pronsi Penataan Ruang dan 

Iata Ruang Proirsi Pengembargan 

intrastraktur Wlayah 

1 3 12 O1.01 2 Pelalsanan Persetufuan Tidal Spewfit Dina Pup prowirl 

Substansi, Evuasi dan Diab+it as NTT-8idang 

Penet pan TR Provinsl Penataan Rang darn 

Pengerbangan 

infrastrulctur Wlayah 

1 3 12 O1.01 3 Pent.pr bi,alan Tidal Spesifle Dia PUPR Provini 100.000.000 200.000.000 100.000 000 

dalawn rang Pele.anar Di.abirtas NTT-Bidng 

Penataan Rung Penataan Rung dan 

Pengerbangan 

infrastruktu Wayah 

1 3 12 01.02 1 Koor dinasi dan Koor dinasi da Tidal Spei/file Dina PUPR Proving 

Sinlronis.as Sir«ronissi Pe wuunan 0iabiitas NTT.9dang 

Perencaa.an Tat R7TRW Provinsi Perataan fRuarg dan 

Ruan Pergerbangan 

infrastrulctur Wilayah 

1 3 12 01.02 2 Koor dinars dr Tidal SpesfM Dia PuPR Provine«i 

/ironiss Peusurnan Di.abit.as NTT.6dang 

RR Provisi Penataan fang dan 
engerbangan 

infrastruktur Wlayah 

1 3 12 01.O2 3 £lusi Racanga fidakx Spefk Dina PUPR Provins 250.000.000 300.000.000 200.000.000 

Perturan Dae rah tentang Diab rtas NTT-Bidng 

R1Rw da RRTR Penatan Ruang dan 

bupater/Kot Pengerban.gan 

infrastrulctur Wayah 



On/hd yr 
au indittf 

N rt.i lrplent Target pi ie. girt le lditor Caal id todefilei $.D Prornn git Sb-Kegit trnn n.qr 2024 

- 
2025 Apportioning 2026 Apportioning 

, _  

l  3  12 01.02 4 Tidal Seft Dir PuR Proviiri Peningiatan Pr 
Masyaralat darn Diabets NT-Bid«g 

enatan Rung fenart an uag dan 

Penerbangan 
lttstrulctur Wah 

Lrus Pereritat.a l • 5 01.01 1 PROGRAM Uruan Perencnan Pereda an Tidal Spevfi4 

wait fg Berlait PNNGKATAN envier@saran SU Su Perrulira Desabw.it.as 

Denn Pel yarn Das.a 1 4 $ 01.0 2 
PRASARANA, SARANA erruirnan Penyedin rasaran»a, tidal Spe/fie 

idag Prata dan 0AN uTu TA5 Sarna, da Utlits Dab+rt.as 
rs. Per nu.ran UMuM (Pu) rrur i Peerrulrim.r 

untukr AMerunjang Fur 
Pewrura 

1 4 $ 01.0 3 Koor dies d Tidal Srwfile 

rronissi arr Di.ab t.as 

emyedean Prasara, 

Sara, d Utilites 

1 4 5 01.01 $ 4erj Sara Tidal SpewfM 

Pereda'Peneliol Dia.bit. 
SU Perruln 

Urus eerirttan 2 15 2 0102 1 PROGRAM Pereda ebwar rs% Tidal Soft 

wajlb yg Tide PEN YELENGGARAAN Pertergpan Al di al pl Proii Diab+rt.as 

Berlirt Deng 
2 15 2 01.02 2 

UMU UN'AS DAN ala Prone 
Pemdian Per Tidal Sofil 

Pel nan Dar -Bdarg ANGKU IAN MAN Jaln i al Prowen pi.abot.a 
Pertubwg (uAI 

trus Pererirttan 2 11 3 01.01 l PROGRAM Pencegathan Pengelols Laboratoriunn Pein@kt.an Dur (uPT $.000.000 $.000.000 $.000.000 

waji yg Tide PENG£NDAuAN Pencemaran dan/at Lrgkg idup Pron peayr yr Laboratorwmn 

6rlit Deng PLNCMARN Kerusalon Lirgung.an ebeh tarna Linglrga) 

el ynan Oat drg DAN/ATAU Hidup di.a.bof t 

tirglunun up KF RU5AKAN 
LNGKUNGAN HIDUP 

Perbangunan ales.bet.as Tedra Alee.bolt bag Urus. rrth. 1 l 2 0103 49 PROGRAM Peng«ola.an Pernbgar $.arr.a Peirgttn Dinars Pendidl da 100 000 000 100 000 000 100.000000 

bag di.abft.a di $48 disabilitts di Seirolah Laar Bea wat yg brtart PENGELOUAAN Pendidl lhuruas prsaran.a dan ult peyar ebudryan roirsi 

rd Pend Dara­ PLNptDAv selokh disabftas yang vrT 

idg Pend dilan mat 

hrgl ea 

I Men.till ind.tor Std el.kelr.l..4 %4e «oil.lid.nod 4$ Diabllt $.000.000 $.000.000 5.000.000 

Terselergarny 
' 

Pengrtraan pins.ip 10 Tervedya Std elryna Uru rerth. 1 3 

' 
01.01 7 PROGAM Perlenr Monitoring Tidal Sewfl 

lry.an lebtut nondislrirnitfterhadap Mininumn di Pemerinth Daer w a g  herit  PENA"AAN Pent.Br.urn Penatac/Pelt wan Diab+it 

dasar yang mud Peyrdng Dis.bits yang mergalomnodir prinip Deng ely De.­ BANGUNAN DAN d Linn di Brun dr Lirglrunga 

ales can dalamn Stardar Pelyaran nondislirint.f terhadap gidg Pela Uur LNGKUNGANNYA Kwan Strate 

fond skrrniratit ilrt di Pernerintat Peryandang Disabwtas da Pert Rung Darah Provis de 

terhadap Dae rah Lrts Der2h 

Penyanng fbupaten'Kot 

Dsabiit.as 
Unsr Penun, g Urus $ 1 3 01.03 1 ROGAM Koor di.-st or die Pers.r. Tidal Sees.tit 

Pemenirtaha Bid g KOORDA5l DAN Perncnaan 8dg Doire Pew.an Deabent.as 

erent.aan SKONrSASI frast rult ur d.an Pember Dal 

F RF NCANAAN clryaha idrg nfnt ult r 

PEMBANG UNAN (RP1D, MD d RD) 

5 1 3 01.03 2 
DAL RAM Aste ensure Tidal Spesfl 

Doire Per@can Disabeitas 

Pembguvar Perr@goat 

Drat Bidang 

ft rut ur 

5 1 3 0103 3 Pelolsana Monitoring Tidal Spesifil 

d Falu Penysran Di.bits 

oiurrn Pere.an 

embgar Perag«rt 

Daer Bidang 

ntrastrukt a 

$ 1 3 01.03 . Koordiast Pelis a Tidal Spifi 
$irergits dr Disbrtas 

Marois Perencr 

Pembur Dael 

Bidang infrastrultar 

5 1 3 01.03 5 Koordasi Perysar.a Tidal Sp-fl 

Doire Pee.an Drab++ts 

Penbguar Dae"at 

idang Kew yaha 

(PD, RPMD d RKD] 

$ 1 3 01.0 • 
Asited Penwasuran id Spew/fit 

Domen erecan De.abet.as 

erbar Perno 

Dar ale Bid 
wl yaha 



Dia/d yr 
Pagu tndlllf 

.... rtgi lrplernti Target Capain No Kit Ne tedilt.or Capan Bldg ode filai $PD Pror git Sb-Kegiat Kernan 
onannl ran .... Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

5 1 3 01.03 7 Pelalsanaa Monitoring Tidal Soft 

dan Evalusi erysuran Diab»t.as 
Doiumen Perencaaan 

embagunar Perang at 

Daerah Bidang 

Keele aha 

5 1 3 01.0J 8 40ordinasi Petals.ar an Tidal Sp-fl, 

Sirergits de Di6ab+it.as 
Harnois Perencra 

Pembagunar Drat 

Bidang <ewls yah 

Trediaya star da 10 Asistersi da Sapvist 11 Terelenrrv Alstensi da Ursa Peerirtha 1 5 3 01.02 1 PROGRAM Pelyaar enuna Ren.a Tidal Spew fl 

an pedoman bagi peer apan Stand Supervisi penrapa Stand.ar wadi Yg Berlait PENANGGULANGAN Pencgaban dar Peangulngan Bencana Diab has 

pelayana Pelyanan Minimal bidang Pelayanan Minimal bing Deng elyran Das­ 1 5 3 01.02 2 BENCANA Keslapslag.an Peltihan Penegar da Tidal Sefk 
pen ga ar Bencars di Pererintah Bencaa di Perreriotah Dart idg Peru natan dan terhadap 8arcana Mitisi 8enc.a Diabits 
lebecna bagi baerat Kw.rs. et u ran l 5 3 01.02 4 Peryedian Peralta Tidal Spewfid 
Penwancang Perindan@an dn Diab»t.as 
Disabilits sesua esips.gan Bera 
cengan ketetuan 
Standar Pelayar an l $ 3 0102 • 

Pemyusun fen.a Tidal Speif 

Minimal Kontijensl Di.abit. 

l 5 3 01.02 10 Gld epslga Tidal Sp/fl 

Terhadp Bencra bi.ab»ta 

1 5 3 01.02 11 Pensa en. Tidal Sp/fl 

Pengulangan Drab+rt 

dedruatgncan.a 

Lr Perun arg Urusa s 1 3 01.0 $ PROGRAM Koo du.as bores errs.aa flak Spew/fl 

Pererirtaban Bid g KOORDINASI DAN Perencaoaan Bid Doiroen Pere n bi.aAbeita 

Perencanan SINK RONrS.AS Pemerinthat Pembgvar Dae al 

PERE NCANAAN da Pernbanguna Bidang Kwl yaha 

PEBGuNAN Manus.i (RPD, RP MD 8 RPO] 

DA&AH 

12 Teredianya stadar da Lusa Pererirtha 1 3 7 0101 4 PROGRAM Peryelengsaraan Pembina Tidal pfil 

pedorr pet yanan prs.a.a, Wayt g Berlatt PFNGEMBANGAN infrastrultur pad Pemyelengran Di.abit.a 

s.aw.a d tit.it Pewrruli nan Denn Petry an Os.­ PFRMUKIMAN Perruldrnaen di fest rukt ur wars.at 

bagi Peryandang Disabilrt. Bldg Pele[a Umnurr Kwsan Strategis Permuiiran di Kwas.an 

suai drgan ltetuan Starr dan Perata Rung Darah Stratgis Daerah Provinsi 

Pelryaran Mirrnal Provinsi 

Meal ir monitoring da Tervediary data Alire/btt Urus Penrith l 1 2 01.03 49 PROGRAM Peg+ol.an Pembina elrbag Dias Pendidile dan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

veriflsl ales.ibolitas bagi bagi disabftas di Sekolah Luar waji yg berlait PENGELOLAAN Pedid an has dan man.are solah Kebudayan Provinsi 

Di.abiitas di Sekolah Loar Bia dengn Pendidikn Der­ PENDIDIKAN pendicl hsus NTT 

Bia Bidg Pend dill 

9 Meta.nan pent. d evall peas.a..n l...44 a «eudh di.ls olth pa.... pis.bl/t4 70.444.445 

Terselerggaranya 11 Penantua an evalts# 13 Progres perbain kualt as Unsr PendulungUrsa d 1 2 0102 
' 

PROGRAM Flt.Ai Reform Flitsi Penirgtan Tidal Spewfile 

permantar dad terhadap kualit.as ya an publik yang Pererirtahan id PLNA'AAN irolri de el Pub-le Die.abit.as 

evalusi terad p pelryanaun publ. yang bertela njut an bag dis b#lit .s Swretar art Danh ORGAN!SASE AMunt.ablites er[ 

la.lits pelarynan mudoh dikes bag soi hasl evaluasl pelev.an 

publir yg rrudah Peryardang Dis.abit.as pubike (PermenANRB No. 7 

iales bag ahun 2017) 

Penwanng 14 Terelen@gar ary perant at Urusan Pererirtaha 1 3 2 02.01 PROGRAM embangunan Sunur 
0sabeets dr evaluasi terhadap lualit.as Wajib fg Bertart PENGELOLAAN Air Ianah ant uk Air 

pelayaan pub yg mudah Deng Peter Das­ UMBER DAYA AR Bal 
Pembgar Surrur Ar n untruk Ar Baku 

dials.es bag Peryandag idg Peter,aa Ununr (50A) 

Dia bilits di Pernrinth Dh dan Penatarg 1 3 • 01.01 6 PROGRAM Pereeler.ran Pembina Telnis Tidal Speswfle 

PENATAAN Penatan Brguran Pata 8ngunan an Di.abit.as 

BANGUNAN DAN dan Linglngan l uirgv gan ea 

LINGKUNGANNYA Kawas Strateg Pemerinth Kb/Kota 

Daerah Provirsi da 

Lintas Daer ah 

bupaten/Kot 

Terselergaca0ya 12 Pemys nan lporan edit 15 Tersedanrya lapor an diet 1 3 • 0101 7 Penelengaran Monitoring Tidal Spesifile 

adiet trap terhdap banguanan da terhadap banguna d felts erat Br.uran PenatnPerelh an Diab»ita 

banana d fasitas publil yang rudah pub#l yang modah dials bag d Bangura dar Linglurgn 

fsilits pubfy dies bag Pendang Peryardang Disabit.as Linglngan di 

rudah alses bagi Diab~its rs.an Strate4is 

Penyancng Daer 

Dia.bit.» poinesi dan tint 

Dar ah 

abupaten/Kot 

PROGRAM Pennon.a. d Perera Renc Ale 8PD 70.444.445 

PrNGELOLAAN silt lejasarr. Pernelola lrfrstrult ur 

PERBATASAN Fi, Pererinth, 

Elononri an Kera di 

Kwdsa Perbats.an 

.. Kajf lag (review), perant. da e value (morerv] 225.466$. 500 91.190.100 185.495.500 



f 

Dina/fad yr 
au ndllat 

i6 rats lnnpl«rent.l Twet Cpi ... git ... dilator Capan Sida odefilsi $Pp Prornn git Sb-git rte0nan 
men.alru. 2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

- 
Terslrgararya Pelak alji ulrs Terediawa laporn tu benit.a Unsur Pendulur Urus PROGRAM Peng«lolaan Pelalaa Pend.an Peirgatan Biro Pergadn 3$.668 300 16.547.600 30.668.300 

aj ng (rew) paet-oalet ara hall ii al palet-palt Pererirtaha - Bia g EBIA#AN DAN Pegadaan 6arang Barang dan lasa tnsi bag Barag dan las.a 

loordnaiterhdap pergar barang/,s.a pengaan barang/sa yg elretr art Daer ah PEUAYANAN dan laa pemenut Setds Proini NTT 

berbag.i produl yang aln berproes al brproses tender/eleit PLNGADAMN flit.as publil (uPsn) 

perencaaat yang tender/velesi udah sud.ah mnnatu hi letrtuan bag BAMANG DAN ASA yg rarah bag 

.r dpro mermat uhi letent u.a ba pervandng di.abias perg 

tender/lei te ah peryardr dis.abit die.abot 

rerenu 

etentu hukunr 

at standar yang 

ber bagt 

·-·-�--- 

Terelerggaranya Perstua an@value Telasaanya Prata r da Unsu Pendulerg Ursa PROGRAM Pegelolaan Pematuan an «valuas Penirgkt.an giro Pengadan 95.321.800 31.433.800 75.348 800 

perant an dad terhadap petal$anan val terhap pet arr Pererrtahan -Bdg KEBUAIAN DAN Pengdan 8rang pengdar brang dan tensi bag Brang dan Jass 

valusi tertad p perbangnan fiik flit.as perbagun fl.#k fits Selretar 'at Darah PELAANAN dn aa jaa pentmut Setda rovini NTT 

pelasaran pub«l yang rnah bagi pub#l yang rnah bag PFNGADAN flit.s publ (Us) 

perbngun fill Pervarderg Diab#its Peryrdng Diab/ts BAANG DAN ASA ygrmah bet 

fas#lits publ y pew dang 

rama bagi di.bft 

Penwancang (ernufg 

0sabits di.ab ts] 

Publils produi UMM Terlerggranrya Meal r/ mertaslit.i Terialaanary pnaraga Usur Penduler Ur PROGRAM PengeioaaLyan.an Pengelola Sten Membant sir Pergadan 94.478.400 43.206.700 79.478.400 

di e italog dan tolo publisi at peraywangan produal produke produk UM dati para Perenrtaha Sida g KL8MAN DAN engadaan Sec engadr Secar pends.ran dn Brang dan as.a 

ding penayangan prowl produl tMrM dati para peryandang dis.ablits di e Selretar 'at Daerah PLLYANAN tleit ronil (LSe) Lie«tronil ping.tn Std roin NIT 

prodal UMKM dan pervrderg diablt de lat log dan tolo daring PFNGAN pend pat.n (us.n 

pew@a lat.log den tole daring BARANG DAN AASA bag 

disabrtas die pyad 

lat log dan tolo di.abits 

..d let: Al.4 ferrulirn.ya ftj.el de Mdh Dill.4 bagi Dis.bit. 

10lMeni p.4 prr.. ,d r ndhd.sol Pery.d Dis.bilit., t.nm.a..s t.t if. dn listril 4 $%  Dibilit 

Tersedany.a 13 Pengewbngn laws.an 16 Teredianwa pr rnuldran van Urus Perth.a l 4 s 01.01 2 PROGRAM Urusan Penyedian Prsa0n.a, Tidal Sofie 
perrulirrar yrg permurnan yang mudah mud.ah dives olet Peyardag wait g er#art PENINGKATAN Penvelenggaran PSU Sarna, dan utilits Diab/tas 

rrudah ales oh dikes oleh Perydang Diab#tas Dengan Peyran Das­ PRASARANA, SA8ANA Permuldran murn di Perrulmnr 

Peryancng Di.abilitas meliputi jaln, Bidang rnatan dan DAN UTUTAS untuk Mrunjang Furgsi 

Disablits. Aies rug pubbl (rung wars. Per nu0ran UMUM (PSu) perm lira 

rrelipti jala, rag terbul hlju an trpart 

public (ruang badah), s«rt saran.a 

terbula hijau dan prasaraa dn infrastutur 

tempt ibacah), daar (air, sanitasl, serta 

$er ta Sar a0a ne'id istrk) 

prsrad 

ifrstuktur dasa 
(air, sanit st, rt.a 

eerg dan listnil) 

Ierediary fasf ta 14 Pengerrbangan program 17 fervelengar rya program 1 4 
• 01.01 l PROGRAM Sertrflasi dar Koordra da Tidal Spewfit 

perbiry.. fasts penbiyan fasiitasi pernbarya prumnaban PENINGKAIAN egistrasi bag Orang Sr bis.i Per bets Di.bit.as 

perumnatan bag perurnahr bag bagi Penyndang Disab-lits PFUAYANAN tu Bad Muleunr ertifsit d Reg strsi 

Perwnon Peryardang Di.abits Sr«Tr KASI, vng Melisa.a engerbg Peraha 

Disabliwtas den UAUfoASl, Perancgan dan dergn Kualirfsl 

rerrant.ti LAsif6AS4, DAN Perencanan Ruma Meer.gal 

p"ogar perumar EGISTRAS/ 8IDANG setts Perencan 

yang nembenil PERUMAAN DAN Prsara, Sarna dan 

prior'ts dr/tu KAWASAN utii.s Urrumn SU 

lernudh bi PFRMUKIMAN Tilt ernarrpun 

Penwn Menngal 

Dis.abets. 

1 4 s 01.01 PROGRAM Uruan erj Sarna Didi Spew fit 

NINGKATAN Pemelengran PU Peytdian/Pergelola De.abit .as 

RASARANA, SARANA er fur.an SL erralnan 

Tercpy« 15 Petals .a fwrnat 18 Teredrya perrmlrran yr 1 4 s 0101 3 Koor di.as d Thal Spew fl 

peninglatr jur ah policy dalamn raga larya brdar.art affratv Sironisasi dar arr. Diab+it.a 

Perwanang prediar prrurn.a policy bagi Peryandare Pery«din Prasana, 

Dsabrtas yg loyal bag Perwandang di.a b#its Sarna, da Utt.s 

ti@sat Dis.atilts run rmu.ln 
perrulrr.a yrg 

laryak 

11 rnrith Drat ntul mer.rt rtr Dahn «. n.col std b.. • net..4 olh Perl. pis.alt 



bin/'du yr 

-- t Strati longlrnti f%et Cai de it. de. ldlt.er Caal. idg todfii $Pp rogrn git.n bit. tr.nn 
nni ran 2024 

- 
2025 

- 
2026 Apportioning 

erdy 16 Poirran Pert'urn 19 Terada Petra Dea 1 4 s 01.01 1 Preen ewe..n Tidal Seft 

Pertur Dar Danal ng.al meneai barnangedung psu Perrulrra Di.abets 

rrengena bag@var bagrangedng yang yang menerpla stand.ar 

gedvg ng mer.pl star bagrand rudt des 
enrapen star bar@ran yang modal olieh Pereda Dis.ablit.s 

ranay dials oleh eydan w. er tut Menter 

rudh dales oieh Di.ab«lit so.a elrj.. Urrn da 

evanang Peaturn A4et«w Perumnahan Rakyat 

Diab«ts ssa Pelerjan Urur dn 

Pecatur Menter Perra.a aly.at 

Pelerr[ Urnunr 
d Pru ah.an 

l e t  

ebijl  Pry«d  Lyn Tr.port.l #%bll ya.« Mud.h pl.le frat D.ablt. 34.219.375.566 4.945.996 2483.320.064 3$07.465 2«9.442.02% 4.215.487 

1 rye.praa a, den haroan tr.portal brtint.pany mu.dh al d ran.ad.bit. 3.194.375.566 2.4$8.320.084 2.724.442.025$ 

Terney 11 engerrbangn lbil 20 Ter«diary lb.la dan Ursa Pererrtha 2 15 2 0101 l PROGAM Penetpn fencna Petal.an Penasra pf« Din Perhubung 1100.000.000 

lbi.al d d stdr oprs0al st0dr 0pr.iota l.a wait yg Tide PINY[LENG GARN ndl haring uLN enc rdul ring Di.bit.a 

std operasion.al lryan tr.ported trsport publk. bl dart, Berlait Den UNU UN'AS DAN roirl LUA Provins 

lryran tars.port pub.k, bl dart, /ut, lat, mapun dr yang rod Pelvnan Dest - dg ANGKUTAN ML AN 

pbliit, bail drat, r pun u yang dales da ran.ah die.bolts Perhabg (tuA) 

t, apun uaar mudah dials d frat 

yang mu.dah dills 
11 engerrbang lb.l. 21 Terlngr area sos.las.al 2 15 2 01.07 s Audit dan lnspeke Pelalsanamspei, pf e Din. Pertubung 100.000 .000 100 000.000 100.000000 

dn narash sab-rt 
04..al.asi lb«j.kn d bijl.an darn tad.at eel atan LLA i Audit d Peratu Die.ab#ta 

4tndr 0pron.al operasion.al laryanan trap0ra4 ala Stern Majene 

lynan tr.por tars pubik, bail drat, lat, map el«rt Pers.aha. 

pub.kt, ball dat, t, ad yang hdah dales dr vgutn Ururn 

mpwn or« yr wrah die.bits Dent 
2 15 2 01.09 1 enetpan 4was.an Perurusan Keil egitn tdl 

mdah dues dan rrna 

diabit s 
Plott uint al Peep.arr. et turn 

Pelyanan Alt in Pelot. aint ak #vgltn dart 

Perrota yr Perrot.nag d fro 2024 
Melarpaui Batas l Provins# 

' 
15 2 01.09 2 (satu) Daerah Sollie.asi dan Ui Cob tan tidal 

bupten/Kot Petals.anabij al terr tun 
dalrn1 (satu) Der alt Pent.pales. d erstn 
Proviirsl Perotan ant al Attn d KP0 2025 

Perot rwnag 

Pron 

2 15 2 110 1 Pent.pan ca Perursa Kroll egatn tidal 
Umumn Aring encana Umnurr inn er(rtum 

Trek Ant Kot Trek Antkot d r rstr 

Dal Danh weer.an rend d 0PD 2026 

2 15 2 110 2 Provins d Solle.as dan Ujl Cob eat tidal 
erleot yr ells.nebij.al tercfurn 
Melenpui 8rt L nca Uur Jinn dlrstr 
(art) Darah fryek Ant.riot d- r0 202 
abpten/ot werg Proiei 

Ierdya 19 Pengerbngan prs.arans, 22 Ieredanya prsar ana, Sarna, 2 15 2 0102 1 endi Pembgur rs.r.a Spesf Dina Pertubg 

pas $ara, a.a,d layana dar lay@nan transportari beer Perteglpan ala di halan di Alan +os Di.bit.a 

nlryan trsported beert elenglpaya en 2 15 2 0102 2 al Provlend ryedan Perler.gt p Spef« Dias rhuburg 876577 942 876577 942 876.577.942 
tans.porti be.rt erg.panwg dlsin alt Penrint al.an l .al +ored Di.abit. 

llrglory yang rdah dives d ranash Daerah, dan wt yang mudah 
7 15 2 01.02 3 ehabit d Spef« Dies Pertubn 

ceieng dabits yand dials«es da rarah diaoilt heme.r. Pram. Di.ab it.a 
Perninth, dielrgwla 

aan 
Perrott Danh, erih Der al d 

15 
an sty wst 

2 2 01.02 4 eh.abits d pfe Di Ptub 

rrudh ales an 
Pemnelir Diab+t.a 

ram di.aborts 
eringt.pan lat 

Forum Ll Lints da Perter Forur LAN Spee Das Pertubg $0.000 .000 $0 000 000 $0.000 000 
Arglutan Alan Dabit.a 

2 15 2 01.0J 1 Pegoln Terminal rysur Rec. Tidal Saft 
Penumpng Tio B Pemnbagr Terminal Diab@it6 

Penurpang Tie 8 

2 15 2 01.03 2 Pemnbgar G«dung Tidal Sp&if4e 
Ieriral Di.bit.as 

2 15 2 0103 3 Pengerbga Sana Thal Spesifl 
de rs.rang Terral Diab#it.as 

2 15 2 01 03 4 Rehab+rt da Tidal Soft 

Pemneliaran errina Die.abit. 
(f slits Utama can 
edulung) 

2 15 2 06 04 1 en@elolaan err-anal ensuing Rn.a 

Penurnpains Tipe A Pembb gun fer rmin al 

Penurnpang Te A 

7 15 2 06 .04 2 Pembar Gdun 
Teriral Toe A 

2 15 2 06.04 3 PengrbgSaa 

de Prast Ierrir al 
Tipe A 



Dina/dun yr 
au tndiltf 

N Strati implement.i Target Capain No. dirt de. ldlr Caal Bidang Kodefiti $0 Program egiatr Sb-Kegitn rttngn 
mnannl an 2024 Apportioning 2025 

- 
2026 Apportioning 

- 

2 15 2 4 06.04 Rehab~rtasi d 

Pemeliaran errina 

Tipe A(Fasiitas Utara 
dan Penduurg) 

2 15 2 0106 1 Peretujuan tasf Penetpan ebi,alan Tat Spesife Dins Prhuabug 

Amallis.is Oamnpark Lalu elola Anal ali Di.abi/ta 

2 15 2 01 06 3 tints (And ala tin) Koordiarsi dr Spesfi Dimas Pertuabung \00.000000 100000000 100 000 000 

urtuk lala n Proirsi Sir ironisasi Pen#lain i Di.bits 

Andalln 

2 15 2 01.06 4 Pengwas.an Pelle.anan Speife Dina Pertubngan 1$.000.000 30.000.000 7.000.000 

Relorenasl Diab+it.as 

Ardalaln 

2 15 2 01.07 2 Pellanaa lnspet, Spifi Dins Pertubg 100 000 000 100 000.000 100.000000 

Audit dn Perantu. bi.bit. 

ult el.lava ji Beil 

Kendra Br notor 

2 15 2 01.07 3 Pella inspei, Soesf« Dias Per,bbu 100.000 000 100.000 000 100.000.000 

Audit dn Pent Di.ab.ts 

Terminal 

2 15 2 01.07 4 Pellesaa in.pi, Spf Dias Perhabung 100.000.000 100.000.000 100.000.000 

Audit dan Perant Diab/ta 

emneruaterser at 

eyelenr.en 
Korpetersi Penge nude 

end ran Ber motor 

Proirsi 

2 15 2 01.07 s Pelalesaa lrspi, Sp#fie Dina Petubungan 100.000.000 100.000.000 100.000.000 

Audit dan Perantaus n Di.abit.as 
istem Majeme 
Keslamnatan Perts.ah.a.an 

Argltn Uran 

2 15 2 01.08 1 Peryedian Angktr Pemyedian Argkutan Speif'ii Dias Pertubn 298 797.624 605.742 142 826.864 083 

Urur untuk Aars.a Urrurn unt uk rs.a Di.abwit 

Argltan Oran Argutan Orang r/ at 

dan/tau Barg Barg Art Kot 
Antr Kot dalrn I darn (artu] Drat 

(satu) Daerah Proinsl Provins 

2 15 2 01.08 2 Pengendan dn Speife Dina Pertubg 100.000.000 100.000.000 100.000.000 

Pengwan etc «a Diab ts 

rgkt ururn tu« 

Jes Aglet Og 

de/at Brg Ant 

ota dlmn I (sat) 

Priri 

2 15 3 PROGRAM 

PENGELOLAAN 

PLLAYARAN 

2 15 3 01.09 2 emnban@van Pembgar Pelabu han D.Seronil Din Pertubuga 14 000.000 28.000.000 28.000.000 

elabar Pengumpa egioal (Tana Net a) 

Pengumnpan eioral Guideline. 

tu/sand huraf 

beadle di sertia.p 

angan, ontoh 

di dkt 

pgagar toilet 

ac hurt brail 

tu'us toilet, 

dlrug ta8 

aca tulusa 

braile rug 

tgg", dll 

2 15 3 0109 3 Pengoperslan dan engoprsla da Dersoil (Tali) Dina Pertubn 56.000.000 70 000.000 70.000 000 

Peel hr.a Perlin Pel buh an • Running Tel 

Petabuhar Pengumpan Regional 

Pengumpan Regional 

2 15 l 01.09 4 Pengawas.an Pengawasan Dfuk (Tuna Dina Pertubng 84.000.000 96 000.000 98.000.000 

engoperasin Pen@opersiar Pelabu ar Dea) 

Peabar engump egioal Re/bidng 

Pengumnpan Regional ring Madreel 

2 15 4 0301 l RO6AM eyedia Saran.a eyed Sa d Tidal Speifd 

PENG OLAN dan Prasrna ran.a Di.abet.a 

FNERBANGAN Transport Bandar/pang Udr 

2 15 4 03 01 2 Pengelola Thal Specs.fl 

Bandar/upngan Ud Di.abet. 

k 



Dina/d yr 
au tdll 

i rti lrprent Target Cpl Ne git Ne lndiltr Capan Bid Kodefidi $40 Progr «git Sub«git rt.nan n.air.an 2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

2 15 4 04.0 1 Perera Peed Sarra d Tidal SfM 

dn raaan.a Pr.ran.a Di.abits 
ran.port.si BandmaLpanga Udr 

2 15 4 04.01 2 Pengelolaan Tidal Sf 
Bads/pngan tdar Diab#tas 

20 Pengerrbangan 2J Terdia regulars potorgar' f4ale "rwdi 

regals/eolj.an ana an at erruahat 

potongan hara/dilon transport bag penandg 

r/tervdt.an di.a bl 

trsport.ri dis.lrtor 

print.ah d $st 

bag pervandag 

dis.abet. 

21 einlt idle 24 Mering.try idles l.lite Urua Perritt 2 15 2 0102 I PROGRAM Preda Pembgvnar rsar% Sp Di Pertubg 

luts f.rt pjln fats pejlr lald yg rarnah wail yg Tide PEN YELENGGA8AN Perteglpan Jal di al al Proiri Diab+it 

ll yang rrna di.bits disabilttas pad [la naslonal Bert Deng ULU UN'AS DAN Jal Proiinl 

pad jaln .on.al d lot Pel an Dest -deg ANGKU TAN MLAN 

bear (10lot} dun lot etubg (tAn 

metropolitt (13 lota) 

13 . 
t . t it .4 e 4 A 4./44 4 e4 4 4tu #erred. Di .dl  b..  ball  lt,  ud  2$.000.000 2$.000.000 25.000.000 

Teredy nodal 22 Perun.a rnodl d 25 Teredlaw rodual dr Un Perun,rg Ur 5 4 2 0101 2 POG#AM engenbg Penetrated Spei Dis Pertubg 

lurilulu r luriulrn pelt#ha bagi ieureuln pelt ha bani ptug Per«wtaha· id Pr»GM8ANG AN orpter Tele Perng@it eerbel,ran Di.abet.rs 

pelat han bag petagas layana layaa transportasi publk, bale Ped dlo d Peltit $UMBER DAYA Penrith Dalawn 

petugas aryat transportaw publk, baii dart, lut, map udr yang MANUS4A degeniorrptens Ienis 

transportsl put-ik, drat, lout, mp udar respons/f dan entf terhdp umurn, int, de Ph 

bail dart, ut, yang respon.if d st if ebutuhan eryandang bgi labat Ariwit rad 

pun ad yang terhadapleb tuh.a Diab#lit as Penyelengr \rat 

porns. dan mt f Peryardan Di.bit.s perritah.Krieurn, 

terhadap leburtu ar Penn@it Do ah 

Penyanng Penunjang da urus 

Diab#its emerithn Lrurn 

Trlrgnw 23 Pekala&a pelt tar 26 Petuags laryana transport Urus. Perr than 2 15 2 01.03 5 PROGRAM Pengelolan Terrinal Peningitan past$ Spef 

pelat han layaa lryanar' yang r.pons.f publk, balk dart, lout, mapu wait yg Tidal PENYELENGGARAN Penurpang Tloe 8 $0M Pengelol Terminal Diab rt.as 

yang esponset can d sit trd.ap uda mergkuti peth.an Berirt Deng UMU UN'AS DAN Tipe 8 

snitf terhadap lebutun Peryrdg yar yang rspores.if d Pet ynan Der -Bidarg 2 15 2 06.04 5 [ANGKUTAN ALAN Pense#ola Terminal Peningat pasts Spesf 

lebu tuan Disablts be/ petagan rsitf tetadplbutuha ertbg (uA) Penurpang Tie A $0M Pengelol Terminal Diab it.as 

Penwann le. tr.ported Pervardng Di.bot. Tipe A 

Dsabits bat pubill, balk dart, it, 2 15 2 01.06 2 Peret ufa Mars.ill Pennitn pats Spef 25 000 000 25 000 000 25.000.000 

pgas y. napun ur Amalle.i Dnpa Lal enili And.al fn Die.abets 
transportsi pub-ik, Lrt (Andalain) 
bail drat, lt, urtuk Jal Pro»rsi 
rrupurn ad t 

2 15 2 01.07 1 Audit dan inspelesi Peningitan pits Spfe 

Keelatn (LAN di Auditor da irpetor LLN Di.abet.a 
ale 

tell tv: Peryedla Slsten Kounlll de torr.al full yr uh 0lalees, Anda, dan feponlf terhad.p tebututan Pery«and Dlalit 195.000.000 298.97 245.000.000 375.638 295.000.000 452.299 

14lMenyusun eojal dn star operas/on.al larynan ornull.l d inform.ael puboll yang dah dales, ant, dn repof trt.ad btua Penya Dis.ail. 195.000.000 245.000.000 295.000.000 

Tereanya 24 Prus-nan pedonran 27 fer«dian pedoran lay.an Lru Peerirtala 2 16 2 0101 1 PROGRAM Penolan informal errs 4ebij.al.an Tidal Sp»file 

lebijln d hry.an lorn d lorruniii dan inorrard pblit wb yr di PrNGLOUAAN d Kornn»ls Pu.boll Tells dang intorrare Diab+it. 

stand oprior.al inf orrarsl publ rellu mllui wbite yr rrude Brit Der Nr ORMASI DAN Penrith Dah dan#ornun Pu.oil 

lryaran lorn web.t yang mud dialesves, adal, dan responsf Pelean Dar -Bdarg OMUNnAs4 usu Proirs 

an informs. p bike dialers, ardal, don terthdp lcbutuha Peryd Korans din 

rel ui webs-te yang rponf terhadap bi.bit.as tornat 

rrudh d ales, lebtun eryrdg 
d, dreporsf Di.bot .s 

terhadp butur 

Penyanog 

Dsabits 

Tersedy.lay.at 25 Penerbn laryna 8 ferdnlarlovile 2 16 2 01.01 • 
Pengelola Konten an Diabt. bi.lorn.info 20 000 000 30 000 000 40 .000 000 

lvurnil.el orun de inf or.e d inorrears pub yang rrud.ah eenc Me a eek can 

iformas publlr vrg pub.k yr modal di.less, andl, dan r«pons.f Komun.ls Pu.bbl di.ab tau f.l 

rrudah ales, dildos, rdel, dr terhdp labutuha pervadg (r«tr d tull) 

da, da repost responslf terhadp di. bit 

terhadp but r lebrthan pryand.n 
Diab+ta Di.orreanfo 50.000.000 60 000 000 70000 000 

penwn di.abolt 
sort (tuli) 

sabras 
Deabit.as Dior«nto 30.000.000 40 000.000 $0.000.000 

esonik (tr 
dtu) an 
di.ab ts, 

itelekt u.a 

De.bit.a Die.or»info 30 000 000 35 000 000 40 000 000 

work(tr 
fun} an 

die.abf't 
intelt 



Dinars/ ad yang 
Pou tdlllf 

i6 Strategi lrnplemnentr Target Capain No K«girt Ne. tnditor Caal gidang Kodefilei $40 Program Kegiatr Sub-Kegit Ketngn 
men.ani qr.an 2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

Diab+it.as Di.ominfo 25.000.000 30.000.000 35.000.000 

sork (nertr 

dan ti), 

Diabit.as 

intelektua d 

di.abf ta fsil 

2 16 2 01.01 5 Pengelolaan Media fidalx Spesifile 

Komur las u bhil Di.ab+it.as 

2 16 2 01.01 6 Pelayanan intra Di.abit as Di.kominfo 25.000.000 30 000 000 35.000 000 

Pu blil work (ti) 
d Diab/it 

rteletua 

Diab#ita Die.iconinto 15.000.000 20.000.000 25.000.000 

Sesorik (tutti) 

d Debts 

rte itua 

2 16 2 01.01 7 Lyana ubungn Media TAl Spefie 

Di.abit.a6 

2 16 2 01.01 8 Keritraan dergar Tidal Sp»file 

Pemarge #pent A Diab4tas 

2 16 2 01.01 9 Majermnen omu ill Tidal Spefile 

Kriis Diab#t.as 

2 16 2 01.01 13 Pervedian/Pengad Tidal Spew fl 

Saran daa Prasaraa Di.abit.s 
Pendu lung informasi dan 

Komunikg! Pu blil 

Pemerintah Daerah 

Pr0inst 

1 Meri lpit #¢muds Dis.bl/ts dale menglees inform.el pub.ik el.all perm.at teleolod 

Tersediany 26 Perusuaran le rile lun 29 Terediarya luriluturn pea tiha 2 16 2 01.01 10 

lurillurr pe at ihan pelatian sister teinologi sister telnologi da inforrr.as 2 16 2 01.01 11 Penguatan Tata Ketola Thal Spefle 

sister teinoiogi dar dan informasi publii bag publik bagi peryandang Komisi informai di Daer ah 0i.ab»itas 

informas publik bag peryardang di.abit.as disabilitas 

penyancang 2 16 2 01.01 12 Penyelenggaraan Tidal Spefk 

sab ls Huburgan Masyralt, Di.abit 

Media dar erritran 

omur its 

Tersediany.a 27 Pengdaa pelatian 30 Terselengararyea pert ihan Tidal "ervedi 

pelat han sister sister tenologi darn slstern telanologi da inforrasl 

telnolog dan informasi publiir bat public bagi pervandang 

informasl pu ok bag pryadarg disabitas disabilitas 

Menu ebij.ala dan stadr operasional lay irrunlli de inf oerri pu • mudah dials, and.al, dan f terhada lebututan enyan¢ an Dis.abilit.as 

16 Tersediany ayar Pergerbangan layanan Tersedianya laryanan leornun@ls Urus.an Pererirtahan 2 11 3 01.02 1 PROGRAM Pena0gguangan Pemberian intorrasi Peyusunan Du 

lorunilasi can koruniisi da intorrast da intormasi publii yang ru.ah waji yg Tita PENGENDALIAN encemaran dan/atau Peringatan Pencerraran SOP 

ifomnasi pu blil yang pub.ilk yang modal diales, and.al, dan respons.t Berlaita Denga PENCLMAAN erusalon Lingkungan dan/atau erusal peals.anan 

rudah ialses, dales, andal, dan terhadap kebut uhan perryadavg Pela yanan Dasat 'darg DAN/ATAU Hidup Lirgl gan #idup paca Sosialiarsi 

wdal, da responsif responsif terhadap dis bilitars tinglungn Hip KFRUSAKAN Mwarat (Kegitar tida 

terhadap lebtu hr ebutuhan peryandang INGKUNGAN IU tercrtum 

perwancang disabilirt.as damn Restra 
. 

2 11 8 01.01 3 PROGRAM Perverngaran Petyelengra Peytun.an DUK 

PENINGKATAN Pendidkn, Petatihr, Pervuluthan da SOP 

PENDIDIKAN, dan Penyluha Kampanye Linglurgar pales.an 

PELA TIAN DAN ngngan Hidup idup Ting«at Daerah Peuta 

PENYULUHAN urtuk tern.bag Provind (egirtar tide. 

LINGKUNGAN HI0UP KetMasyaral.tan tercrturn 

UNTUK MAS YARAKAT Tilt Dara.h darn Rrstra 

Provinsl d 80 2024) 

2 11 8 01.01 3 PROGRAM Penelengr.an PenumbuhnKesd Peyunan DuK 

PFNINGKATAN Pendidln, Pelatihat, Klara alar SOP 

PENDIDIKAN, dn Penyuluha Peningiatan Kalits pealsanaan 

PELA TUAN DAN Luing#ngan Midup elestin Ling ga Peha 

PEN YULUAN untuk Lembag.a Hidup (egita tidal 

INGxUNGAN iDOP Ket4syar alt an tercrturn 

UNTUK MAS YARAKAT Tiwglt Dach darn Mergtr 

Provinsi d RP0 2024) 

2 II 10 01.01 1 PROGRAM Pervelers.a lan Pengelolaan Pengadu an Pew$unan 0I HK 

PENANGANAN Pengaduan Masyralt terhadap SOP 

PLNGADUAN Masyaralat i Bidarg pp4Prov.ni pealsana.an 

LNGKUNG AN IDU Perlindungan dean pengduan yang 

Pengelolaan ramah 

Lrgkungan Hidup di.abf'ta 

(PP] Provinsl (legit tida 

tercrtum 

'··- 

h 



bier/'de yg 
ag tndllf 

i6 Strati lmnlrent Target Cpl No iart.a Ne lndill.t Carpal 8ideg Kodefilsi $PD Progrn Kgiatan Sb-Kegita tr.nan 
rn.an ran 2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

3 28 3 01.05 5 PROGRAM Petalsanaan Koor diasl, Sir ironisas Peysurn.a Dul 

PENGELOLAAN Perlindungan Mutan dl dan Peialasanaan $0 

HUTAN #utan Lindung dan Peacegaha/Penaggula pe.ales.a.an 

Hutan Produled gan Kebalafar tu tan da $o4ilia6 

Lahan (Kegiatar tidal 

tereturn 

darn Rrstr.a 

' 
2 d 0103 $ PROGRAM Pengelolaan Karwas-at enguata Kapasitas dan Pen#usu.an DK 

KON+vAl Berri#lat F loiter ember d yr $0 

SUM8ER DAYA AUM Penning. Daerah Mayralt di was peberdcyan 
HAYA TI DAN Penyangga awasan Brnili Cloister Pertirg ma9yak.rt 

(KOSS I(MN A Soala Alar da Kewerangan Daer ah deg ta'get 

Kw. Peles.tr an Pron6 10% 

Alarn beydang 

diabPt.as 

(Kesitar tid. 
etrtun 
.. , 

- 

Meningtn peel yr.an tan Dis Kew" can st Proving NTT 4r.a yet/ stla di Daer.h Protin NTT 

'laeaan perpastla Terlsanary 1/Perrbuat bldg miring 1'Terediwya bidng miring bag Urus Pererirth. 2 24 1 01.09 9 [Program Peunjg Perelhrn berg Pemelir /Rehab ts Dt F silk (tuna Dirs ears.pan d 2.500.000 2.500 000 

Dinars Keri«par dan 
bidang mining bagi untalk prusta perustal dis.belts Bidag Prpasta Urusa Pmnerintah.an mi.k drah gedung lntor da da) Perpustaloan 

Perpustla roinsl prusta disabits Deersh Proaisl penryang urvsear bang@nan aioya mm/bidang Prov NTT 

NTTlepd Dsablit.s pmnerinth deh riving 

Irianya tab 2l/Perrbutar Giding 2'Ierediarya guiding block 2 24 I 01.09 • 
kt ass 3.000. 000 3. 000. 000  

rbbagr lo/lur Perr.du bertelestur tirnbut dan berwarns pey@dang 

pest die.abf ta 

Ieri ls.any ltd / /#errbu t  lot rug 4j l eredaw  lti  rung  bca  2  24 I 01.09 
• 

re abettai 3.000.000 3. 000. 000  

rang  bac  rana' bacnmah di.abelt. rarah die.a belt. lanti ruag 

dis.ab its hats 

Tertian.a Aea 4 Perbut At riot 4Fereday ea Parler Khurue 

' 
74 I 01.09 

• 
reab»ti 2.500 000 2 500  000  

Parlor R mah Die.abits di terlpi Merl pair wt 

Dsablit.as Jal/Penanda (alveibrt.as) pewndag 

drab/ta 

Tera sanarwa jar 5/rrbut Jalur Landi /'ferediany pegngan 2 24 I 01.09 • 
p'put.al.an 5.000.000 $.000 000 

landart desabets Diab#ts pgaman jlr ladi Di. b#lit.as rmn.at 

di.ab tas 

fertsa0ya 6jPerb.art pen 6/'Tereday pegngan rrbat 2 24 1 01.09 • reabrttal 13 000 000 13.000 000 

Pegg bat rnb.at Lyra pad srtip ales lrran edrg tor 
lryaran per pustale.an prputan dan tot ygkondasip 
perpita«an tamnat Dia buts dmyaran 
/sb i:as urtukl 

peydang 

di.abts 

2lMeningtln Terta anan 1 /engd n  Meja  dan  lursi 1 /t eredianya  Meja  dan  ursi  Lru. leerirtta 2 4 1 01.07 6 [Program Pennjang Pengda ban engdar pelt dn Oat fill (tuna ins er.pan da 35 .000 000 35.000.000 

plryaran prpst Peewdn rarah pry.ardrg ihusus dis.a b#its 6idag Prpusta Urusn Pererintaha mwk rah resin lrya dia) meja can Perpustla 

Dias #Kears.ipar dan Perlatan G«dung di.ab#lits barsh Provins Penurjang Ura li Prov NT 

Perpust.al.an Proinsi Kantor rna Pererintah Drag 

NII kepad Penyandang 

ayaw alt/pnu.st al. Dsabit .s 

di Dach Poi rr 

leis4any 2Peg.ad Rak Sul 2'Ieredianya rah blu ranat 2 24 1 01.07 • 
Data fsilk (tura 20.000 000 20.000 000 

Penwedaan rah peryrang de.a bilit. Dia] rak bulu 

Peralta Gedung di.abelts ram Dis olets 
antor Perng 
pis.bits 

erasananya 3\Peadar leuri roda 3/'Terdiarya leursi rods ant ul 2 24 1 01.07 • 
urtul Di biltas 10.000.000 10.000.000 

pngad.n Sar.a untak disablits fie.k alves disablita Fl.l f' 
an prs.arr untul 
pryancng 

sab lits 

Teri anay 4 /Pngad«r  torglt/rule 4/feredw tong.at /rlr ant 2 24 I 01.07 • 
ur tuk Disabilt 10 000 000 

pngada.an Saro.a Rrrah Diab«lits Diab#lits Fi.add f' 
an prs.rat untult 
penyaone 

sab its 

ferlasaany.a //Pegadar pirtugeser flersedany.a pintu is tot 2 24 1 01.07 
• 

urtuls 20. 000 000 

pendn Sarna toilet kusurs (alcsewbiit as] di.ab#lits (ales#bit.] peden 

an pr.arr untult Di.abwita, 

penyadang 

/tab rt 

Ieraanary 6\ Pengaan  pengers $ra 6/lersedianya alt batu dergar 2 24 1 01.07' 6 urtul 15.000.000 1$.000.000 

pen@ad.an Sarna (headset) untuak dis.abit.as (ls.blits] peyndang 

da prasarr untul Drab+t as 

perwnn 

'sb lets 

r 



t 

bias/had yr 
au tndllatf 

No rt.egi rprental Target Cpin ... girt de tndiltr Capan side Kodefitarsi $0 rogrn Kgit Sub-Kegitan etrangn 
men.ani qr.an 2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

Terliesan0ya 7Pengadan Mearing 7lTervediarya lat batu derr 2 24 1 01.07 6 urtuk 10.000.000 10.000.000 

pergadaan Sarna aid/alat batu dengar untukx Diab/lit.a Tull pewndang 

0an prasarara untul Diabit.as 

perwancng 
disab lit2s 

3] Meningiat la Terla isa0aya 1/Mobil Perpustaaa 1'Terediaoa MPK bagt Ururs.an Peer rt ah an 2 23 2 01.02 Program Pernblnaan Pembudaya.an Gerar Mobil Per pustaaan urtukl DirasKear»«pan dan 1.575.000 1575.000 1.575.000 

peryaran perpstria pernbudryager.a Kelling peyandang Diab#lits Bid ng Perpuastian erpustln Merbac Tgkt keting (MK) peyandang erpustal 

Dinars Kears«par dan membaca Tinglat Daer ah Provins Diab~itas Prov.NTT 

Perpustakan Provins Da«rah Provinsi NTT 
NI epads 

mas ya alat/pemust.aka 
di baeh Provine4TT 

Terla saa0ya 2engadaa huruf braille 2\'Ieredinya emnbeli Bu lu 2.23 02 1.01 /08 Program Pembina.n pengembangan perbear bul depost urtul Dias Kears«pan dan 50.000.000 50.000.000 

Pembelia 8ale Deoosit bagi penyadang Perpustaan prpustalaan deposit peyadang Perpustaan 

Deposit dis.ab~lit.as Diab/it2 Prov.NTT 

Kebijakn V: Penyediaan alts dan krudahan dalam beribedah bagi pen yandang disabilita 550.000.000 843.268 1.000.000.000 1.533.215 800.000.000 1.226.572 

I 3 8 01.01 I PROGRAM Penetapan dar Perencanaa, Todak Speslfik 
PENATAAN Penyeenggeraon Pembeangunan, Disabiltos 
BANGUNAN Bangunan Getung Pengawesan de 
GEOUNG untuk Kpentingan Perantfaatan Bangunan 

Strategis Daerah Godung unto 

Provinsi Kepentingan Strategis 
Daerah Provins 

I 3 8 01.01 2 Rehabilitasi, Re novasi Tidak Spesifk 

an Ubahsuai Bangunan Disabiltas 
Oodung untuk 
Kepentingan Strategs 
Darah Proinst 

f 3 8 01.01 3 Pemolitar aan dan Tidak Spesfk 
Perawatan Bangunan Disabltas 
Gedung untuk 
Kepentingan Strategis 
Daeren Provinst 

1 3 8 01.01 4 Bantun Teknis Disabiltas Dines PUPR 100.000.000 100.000.000 100.000.000 

Pembangunan Fe.ilk dan ProvinsiNTT­ 
Bangunan Oedung Diss biltas Biding Cipta Kary« 
Negara untuk Sensonk Seksi Penataan 
Kepentingan Strategis Bangunen Gedung 

Provinsi den Linglungan 

f 3 8 06.01 8 Pembinaan Teknis Tiiak Spesfik 

Penyelenggaraan Disabiltas 
Banguran Gedung 
epada Penyelenggara 
Bangunan Godung, dean 
Mas yaraiat 

1 3 9 01.01 1 PROGRAM Penyelengaraan Penyusunan Rencana, Disabltas Dinas PUPR 100.000.000 100.000.000 100.000.000 

PENATAAN Penataan Bangunan Kebijalan, Strategi dan Fisk dan Provins4NTT­ 

BANGUNAN DON dan Linglungan di Teknis S«stem Pena taan Disabltas Bi«dang Cipta Kary@ 

LNGKUNGANN YA Kawasan Strategis Bangunan an Sensorik Seksi Penataan 
Daorah Provinsi dan Lingkungan di Kawasan Bangunan Oedung 

Lintas Daerah Strategis Daerah den Lirgtungan 

Kabupat6Kot Provinsi dan Lintas 
Daerah Kabupater/Kotas 

1 3 9 01.01 2 Superisi Disabiltas Dies PUPR 100.000.000 100.000.000 

PenataanPereliharaan Fisk den Provins4NTT­ 

Bangunan an Disabiltas Bidarg Cipta Kary 
Linglungan Sensorik Selesi Penataan 

Bangunen Gedung 
den Lingungan 

I 3 9 01.01 3 Penataan Bangunan Tidal Spesifik 
an Linokuroan Dis.ab#ltas 

1 3 9 01.01 4 Pemeliharaan Bangunan Tide Spes. ifink 

an Lngiurgan Disabltas 

1 3 9 06.01 5 Pemberdayaar Tide Spes fik 
Mas yara«at dalam Disabltas 

Penataan Bangunan 
an L«ngturgen 

1 3 9 01.01 8 Pembinaan Tekis Disabtas Dias PPUPR 
Penataan Bangunan Fisk den Provins4NTT. 

an Lngurgan Kpada Disabiltas Bidang Cipta Karya 

Pereintah Kab/Kota Sensonk Seksi Penataan 
Bangunan Gedung 

den Lirgtungo 



f 

Dias/fd yang 
Pa ndlllf 

No. Strategi trplernent.si T»get Capain No Kegirtan No. ndiltor Capain 8idg Kodefili $P0 Progr Kegit Sb-Kegit eterngn 
rand uru.an 2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

1 3 9 01.01 7 Monitoring Disabiltas Dines PUp 200.000 000 200.000.000 

Penataan/Peroltaraan Fk dan Provinsi NTT 

Bangunan oan Disabltas 
Lingungan Sensorik 

1 3 12 01.01 1 PROGRAM Penetapen olalsan8an Tidak Spesfik Dines UPR 

PENYELENGGAR Re0cane Tata Persetuguan Substansi, Disabitas ProriNTT­ 
AAN PENATAAN Ruang Wile yat dan Evaluasi dan Penetapan Bidong Penataan 
RUANG Rencana Rici Tats RTRW Provins Ruarg dan 

Ruang Provinsi Pengerbengan 
itrastruktur 

Wiler yat 

1 3 12 01.01 2 Pelalsanoan Tidesk Spesfile Dina PUP 

Persetujun Substansi, Disabltas ProinsiNTT. 
Evaluasi den Penetapa Bidang Penataan 
RRTR Provins Ruang dan 

Pengeroengan 
infrastruktur 

wla yah 

f 3 12 01.01 3 Penetapan Kebi,akan Tidal Spesilk Dines PUPR 100.000.000 200.000.000 100.000.,000 

alarn rang Disabltas PronsiNTT. 

Pelaksanan Penataan Bidang Penataan 
Ruang Ruang dan 

Pengembangan 
hntrastrutur 

wile yah 

1 3 12 01.02 1 Koordinasi dan Koordinasi den Tidsk Spesifk Dias PUpR 

Siltonisel Sinkonisvasi Disabiltas ProvinsiNTT­ 
Perencanaan Tata Penyusunan RTRW Bidang Penataan 
Ruang Provins.l Ruang dan 

Pengembangan 

infrastruktur 
wilaryah 

1 3 12 01.,02\ 2 Koordinasi dan Tide Spesifii Dias PUPR 
Sinkroniseas Disabilts provinsiNTT 
Penyusunan RR TR Bidang Penaten 
onst Ruerg dan 

Pengembangan 
infrastruktur 

Wiler yah 

1 3 12 01.02 3 Evaluasi Rancangan Tidal Spee/fik Dinas PUPR 250.000.000 300.000.000 200.000.000 

Persturan Daerah Dia biltas ProvinsiNTT­ 
tentangRTRW dan Bidang Penataan 
RRTR KabuptenKota Ruang dan 

Pengembangan 
infrastruktur 

Wilaryat 

1 3 12 01.02 4 Peningkatan Pera Tidal Spesii Dina& PUPR 
Mas yera at dalarn Disabiltas ProvinsiNTT. 
Penataan Ruang Bidang Penataan 

Ruarg dean 
Pengerbanpan 

infrastruktr 
Wiler yah 



f 

Matriles Rencana Aki Darah Peryandang Disabilitas Provinsi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi, den Nomenklatur Perencanean Pembangunan Da«rah Provinsi 

Sasaran Strategis 3. Pelindungan Hak den Akses Politik dan Kedilan Bagi Penyandang Disabilitas 

No. 
Strategi 

Target Capalan No. Kegiatan No. 
lndilator 

Bidang Kodefikasi 5PD Program Kegiatan Sub-Kegiatan Keterangan 
Dines/Baden yang Pagu lndikatif 

Implementasi Caplan menangani urusan 

2024 2025 2026 Aetiojr. 

Sasaran Strategis 3. Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi Penyandang Disabilitas 318.235.389.179 487.923.399 350.058.928.097 536.715.739 385.064.820.907 590.387.313 

Kebijakan I: Menjamin Hak Politik secara Penuh bagi Penyandang Disabilitas untuk Berpartisipesi dalam Pemilu tanpa Diskriminasi 317.882.234.000 487.381.936 349.670.457.400 536.120.130 384.637.503.140 589.732.143 

16 Memastikan inkdusifitas bagi Penyandang Disabilitas dalam setiap tahapan peryelengaraan perilihan mum tanpa diskriminasi. 317.777.234.000 349.554.957.400 384.510.453.140 

Tersedianya akses bag 28] Penjangkauan hak 31 Seluruh Unsur 8.01.03.1.01.0004 PROGRAM Perumusan Pelaksanaan 10% undangan 317.777.234.000 349.554.957.400 384.510.453.140 

Penyandang Disabilitas pilih bagi penyandang Pemerintahan PENINGKATAN Kebijakan Teknis Kebijakan DI Bidang kepada penyandang 

yang memiliki hak pilih Penyandang disabilitas Umum- PERAN PARTA dan Pemantapan Pendidikan Politik, disabilitas saat 

untuk dapat Disabilitas dalam memiliki hak Bidang POLITIK DAN Pelaksanaan Etika Budaya Politik, sosialisasi pemilu 

menggunakan hak penyelenggar aan pilih dan Kesatuan LEMBAGA Bidang Pendidikan Peningkatan 

pilihnya dalam setiap pemilihan umum. terdaftar Bangsa dan PENDIOIKAN Politik, Etika Demokrasi, Fasilitasi 

tahapan dalam DPT Politik MELALUI Budaya Politik, Kelembagaan 

penyelenggaraan PENDIDIKAN Peningkatan Pemerintahan, 

perilihan umum tanpa POLITIK DAN Dermnokrasi, Perwakilan dan 

diskriminasi. PENGEMBANGA Fasilitasi Partal Politik, 

N ETIKA SERTA Kelembagaan Pemilihan Kesbangpol 
BUDAYA POLITIK Pemerintahan, Umum/Pemilihan 

Perwakilan dan Umum Kepala 

Partai Politik, Daerah, Serta 

Pemilihan Pemantauan Situasl 

Umum/Pemilihan Politik Dr Daerah 

Umum Kepala 

Daerah, serta 

Perantauan 

Situasi Politik 

17 Meningkatkn keterwakilan Penyandang Disabilitas dalam politik. 105.000.000 115.500.000 127.050.000 

Memastikan Tersedianya akses bagi Penjangkauan Penyandang Unsur 4.01.04.1.02.0001 Fasilitasi, Koordinasi, Tidak Spesifik Biro Pem 100.000.000 110.000.000 121.000.000 

inklusifitas bag! Penyandang Disabilitas aksesibilitas disabilitas Pemerintahan Sinkronisasi, Disabilitas 

Penyandang untuk mengakses Penyandang mengakses Umum- Evaluasi dan Capalan 

Disabilitas dalam bantuan pendidikan Disabilitas dalam bantuan Bidang Kiner]a Kebijakan 

mengakses bantuan dan sosial. bantuan sosial dan pendidikan Pemerintahan Kesejahteraan 

pendidikan dan pendidikan. dan sosial Rakyat Bidang 

sosial. Pendidikan 
Fasilitasl 

PROGRAM Pengembangan 

KESEJAHTERAAN Kesejahteraan 
4.01.04.1.02.0003 

RAKYAT Rakyat Pelayanan 
Fasilitasi, Koordinasi Tidal Spesifik BlroPem 5.000.000 5.500.000 6.050.000 

Dasar 
dan Sinkronisasi, Disabilitas 

Evaluasi dan Capalar 

Kinerja Kebijakan 

Kesejahteraan 

Rakyat Bidang Sosial 

Kebijalan ll: Perlindungan Penyandang Disabilitas dri keerasan, elsploitsi dan penelantaran dalam proses peradilan dan tahapan proses pelalsanaan putusan 292.094.079 447.843 321.303.487 492.627 353.433.836 541.890 

18 Mengembangkan Tersedianya akses Penyusunan Tersedianya Unsur 4.01.05.1.01.0001 PROGRAM Penyusunan Sub Kegiatan Tidak Spesifik BlroHukum 50.491.925 55.541.118 61.095.229 

standar bantuan hukum bagl kebijakan standar standar Pemerintahan FASILITASI DAN Keputusan Fasllitasi Disabilitas 

pemeriksaan yang Penyandang Disabilitas prosedur prosedur Umum- KOORDINAS Gubernur Penyusunan Produk 

meliputi kualifikasl yang berhadapan pemeriksaan yang pemeriksaan Bidang Hukum HUKUM Hukum Penetapan 

penuntut umum, dengan hukum layak bagi peradilan yang layak 



No. 
Strti 

Target Capaian No. Kegitan No. 
lndilator 

Bidang Kodefilsi S4PD Kegitan Sub-Kegiatan 
Dinas/Baden yang Pagu lndiktif 

mnplemnntasl Capeian 
Program Kterangan 

mananani urun 

- 

2024 Art[oir 2025 2026 Apportioning 

penyidik, hakim, penyandang bagi Peradiln 4.01.05.1.01.0002 Tidak Spesifik 231.602.154 254.762.369 280.238.606 

petugas disabilitas, Penyandang Sub Kegiatan Disabilitas 

pemasyarakatan, termasuk Disabilitas Fasilitasi 
pendamping perempuan dan meliputl Penyusunan Produk 

disabilitas, anak kualifikasi Hukum Pengaturan Biro Hukum 

pendamping hukum, Penyandang penuntut 4.01.05.1.02.0002 Fasilitasi Bantuan Fasilitasi Tilak Speifk 70.711.540 70.711.540 70.711.540 

advokat, dan Disabilitas yang mum, Penyelesaian Disabilitas 
penerjemah; berhadapan dengan penyidik, Masalah Non Litigasi 
prosedur hukum. hakim, dan HAM Biro Hukum 

pemeriksaan; serta petugas 1.05.02.1.02.0001 PENEGAKAN Penanganan Peningkatan Tidal Spesifik Satpol PP 5.000.000 5.500.000 6.050.000 

fasilttas dan layanan pemasyarakat PERATURAN gangguan Ketenter aman dan Disabilitas 
yang layak bagi. an, DAERAH ketenteraman dan Ketertiban 
peradilan pendamping PROVINSI DAN ketertiban umurm Umum/Penegakan 
Penyandang disabilitas, PERATURAN lintas daerah Peraturan Daer ah 
Disabilitas. pendamping GUBERNUR kabupaten kota dan Peratur an 

hukum, dalam satu daerah Kepala 
advokat, dan provlnsl Daerah/Penanganan 
penerjemah; atas pelanggar an 
prosedur Peraturan daerah 
pemeriksaan; dan peraturan 
fasiitas Kepala Daerah 
dan layanan 

yang 

la yak bagi 
1.05.02.1.01.0016 PROGRAM Penanganan atas Tidal Spesifik Satpol PP 15.000.000 16.500.000 18.150.000 

peradilan PENINGKATAN Pelan@gar an Dis.abilitas 

Penyandang 
KETENTE RAMAN Peraturan Daerah 

Disabilirtas DAN dan Peratur an 

dengan 
KE TERTIBAN Gubernur 

melibatkan UMUM 

organisasi 

Penyandang 

Disabilitas. 

Kebljakn It: Peningktan kesadaran akan perlindungan trhadap tindak kekerasan bagi Penyandang Disabilitas 61.061.100 93.620 67.167.210 102.982 73.883.931 113.280 

19 Menyelenggar akan Tersedianya media yang Penyediaan media Tersedianya Unsur 2 08 03 1.01 0001 PROGRAM Pencegahan Advokasi Kebijakan Tdak Spesifik DP3A 61.061.100 67.167.210 73.883.931 

sosialisasi dan memberikan informasl informasl media yang Pemerintahan PERLINDUNGAN Kekerasan dan Pendampingan Disabilitas 

kampanye publik Pelindungan terhadap Pelindungan memberikan Umum­ PEREMPUAN terhadap Layanan 

melalui berbagal tindak kekerasan bagi terhadap tindak informasi Bidang Perempuan Perlindungan 

media tentang Penyandang Disabilitas kekerasan bagi Pelindungan Perempuan Lingkup Daerah Perempuan 

Pelindungan Penyandang terhadap dan Kabupaten/Kota Kewenangan 

terhadap tindak Disabilirtas. tindak Perlindungan Kabupaten/Kota 

kekerasan bagi kekerasan Anak 

Penyandang bagi Tidak Spesifk DP3A 

Disabilitas. Penyandang Penyediaan Layanan Disabilitas 
Disabilitas Rujukan Lanjutan 

bagi Perempuan 

Korban Kekerasan 

yang Memerlukan 

Koordinasi 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

t 



No. 
Stratagi 

Target Capain No. Kegiatn No. 
indikator 

Bidng Kodefilsi $IPD Program Kegitan Sub-Kegiatan 
Dins/Baden yang Pagu lndilatif 

implementasl Capelan 
Keterangan 

mnangni urusan 

2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

Tidak Spesifik DP3A 
Penyediaan Layanan 

Disabilitas 
Pengaduan 

Masyarakat bagi 

Perempuan Korban 

Kekerasan 

Kewenangan 

Kabupaten/Kota 



Matriks Rencana Aksl Oaerah Penyandang Disabilitas Provinsi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 
Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan Kemandirian Penyandang Disabilitas 

Dinas/Baden Pagu Indikatif 
No. 

Strategi 
Target Capaian No. Kegiatan No. lndikator Capaian Bidang Kodefikasi $iPD Program Kegiatan Sub-Kegiatan Keterangan yang menangan 

implementasi urusan 
2024 Apportionina 2025 Apportioninq 2026 Apportioninq 

Sasaran Strategis 4. Pemberdayaan dan kemandirian Penyandang Disabilita 1.874.712.072 2874.337 2198.300.000 3.370.467 2198.300.000 3.370.467 

Kebijakan I: Meningkatkan Kapasitas Layanan Habilitasi dan Rehabilitas oleh Lembaga dan Masyarakat 1.586.171.572 2431.943 1.595.000.000 2445.479 1.595.000.000 2445.479 

18 Meninglati.an jumrlah Tercapainya 33 Pembent layanan habit.as 36 'Terselenggaranya layanan Urusa Pemerintahan 1 06 04 1.0 0001 PROGRAM REHABILITASI Rehabiitasi Sosal Spesifk Disabilitas Dines Sosial (UP'T 260.695 262 581 . 080. 000  581.080 000 

la yanan habilitasi dan peningkatan jurlah dan rehabit.ast habiitasi dan rehabilitasi yang Wajib yang Berka#tan 1 06 04 1 0  0002 SOSuAL Dasar Penyandang Penyediaan Sandang Spesifk Disabilitas KESEJAHTER4AN 260.695 262 150.000 000 150000000 
rehabilitasi yang sudah laryanan habilitsi da menggunaian lurilutum dan menggunalan uriculurm da Dengan Pela yanan 1 06 04 1 0  0003 Disabilitas Tertantar Penyedaan Asama Spesifk Disabiitas SOSUAL TUNA 2. 000. 000  2.000.000 2.000.000 
mengimplementasikan rehabilitasi yang pedoman habitsi dan pedoman habilitsi dan Dasar - Bidang Sosia 

1 06 04 1 0  0004  
di  dalam Panti 

Penyedaan Alat Bantu Spesifkx Disabilitas 
NETRA DAN 

260.695 262 85 000 000 85 000.000 
urilulurmn dau pedoman menggnaloan rehabilitasi berbasis rehabilitasi berbasis KARYA WANITA DI 

habilitasi dan rehabilitasi luriluturn da masyaralat mas yaralat, termasuk 
Peyediaan Perbelalan Spesifkx Disabiitas KUPANG) 

1 06 04 1 01 0005 Kesehatan di dalam 
berbasis masyarakat pedoman habilitasi penylenggaraan penyedaan 260 695 262 100000000 100.000.000 

dan rehabiita si alat bantu 
Pembertan Bimbingan Spesifkx Disabilitas 

berbasis masyaraat. 
l 06 04 101 0006 Fsikc. Mental, Spiritual 

.­ 260 695 262 206.920 000 206.920 000 

Pemberin Bimbingan Spesifk Disabiltas 
1 06 04 101 0007 Ativits lidup Shari- 

5. 000. 000  180 000.000 180 .000.000 

Alses le Lyaan Spesifk Disabilitas 
l 06 04 1.01i 0009 Pendidikan dan 

5.000.000 90.000. 000 90 .000.000 

l 06 04 101 0010 
Pembrian Pela yaan Spesifk Disabiit.as 

5.000.000 70000000 70.000.000 

l 06 04 101 0011 
Pemberia Pela yaan Spesifk Disabiitas 
. %  5.000 000 120.000.000 1.20.000 000 

Koordnasi dan Spesifk Disabilitas 
Sin#ronisas 

l 06 04 101 0012 
Pelaksanaan Bidang 
Rehabilitasi Sosial Dasar 
Penyandang Disabilits 

Terlantar 260 695 262 10.000000 10.000.000 

Kebijakan ti: Meningkatkan dukungan dan kapasitas pendamping masyarakat dalam melakukan pendampingan bagi penyandang disabilitas dan keluarganya 288.540.500 442.395 603.300.000 924.989 603.300.000 924.989 

Memperuat apasits Tersedianya Pengutan pendanping desa Tersedanya pendamping des Urusan Pererintahan PROGRAM PEMBERDAYAAN Pemberdayaan Fasitasi Penataan, Tak Spesif Dias 

pendamping (eperti pendamping untuk pendampingan bag yang marpu metacukan Wajb yang Tidal LEMBAGA Lembaga Pemberdayaan da Dieabilitas emberda yaan 

pekerja sosiat, ader mas yaralat yang Penyandang Disabiitas dan pendampingan bagi Penyandang Berkaitan Dengan KEMASYARAKATAN, Kemasyaraltar Penda yagunaan Masyaralat Dea 

pemberda yaan mampu melakuan Keluarganya Dis.abilitas dan eluargany.a Pel yanan Dasar-Bidang LEMBAGA ADAT DAN yag Bergerak Kelembagaan Lembaga 

mas yanal.at dsa pendampingan bag sesual kebutuhan Pemberda yaan 
MAS YARAKAT HUKUM ADAT di Bidang 

KelMas yarakatan 

pendamping desa, dan Penyandang Mes yaralat dan Dea 2 13 05 20 0002 Pemberdayaar Des 
Desa/Kelurahan (RT 100.000.000 100000 000 100.000 000 

karang taruna) dalam Disabilirtas dan RW. PKK. Posyandu, 

melaluan pendampingan eluarganya ssua dan Lembaga Acat LPM, dan Krang 

bagi Penyandang ebutuban Tirglat Taruna), Lembaga Adat 

Disabilrtas dan Daerat Des/Keluraha dan 

keluarganya. Kabupater/Kota Mas yaralat lulurmn Adat 

serta 
Peninglaatan Kapa sit.as Tak Spes#fie 

Pemberdayaat Kelembagaan Lembaga Dibifitas 
Masyaralat KetMasyaralatan 
Hukum Adat yang Des/Kelurahan (RT, 

2 13 05 20 0003 Masyaralat RwPKK, Posyandu, 125.000.000 125.000.000 125 .000 .000 

Pelakunya Hulum LPM, dan Karang 

At yang Taruna), Lembaga Adat 

Sama alam Daerah Dea/Keturahan dan 

Kabu pater/Kota 
Mas yaralaat lulurmn Adat 

Fasitasi Penyedaan Tidal Spesifik 
Sarna dan Prasarana Di.abilit.as 
Kelemnbagaan Lembaga 
KekMasyaralat.an 

2 13 05 20 0004 
DesaKelrahan (RT, 

- - - 

RW,PKK, Posyandu, 
LM, dan Karang 
Taruna), Lembaga Adat 
Des/Kelurahan dan 
Msyaralaat Hulum Adat 

Fas#litasi Pengembangan Tidal Spes#fik 
Usaha Eonomi Dabiitas 

2 13 05 20 0005 
Mas yaralaat dan 

272.106.286 246,860,232.00 284,939,010.00 Pemerinth Dess dalamn 
Meningiatan 
Pendapatan Al Dea 

Fasilitesi Tim Pengerak Tak Spesifi 
PK datarn Diab#lit.as 
Penyelenggaraan 

2 13 OS 2.0 0009 
Geral Permnbrda yaan 

365 000.000 365 000.000 365.000.000 Masyar alat da 

Kesejahteraan Keluarga 



Strategi 
Dina/Badan Pagu tndikatif 

No Target Cpain No. Kegiatan No. ndikator Capaian Bidang Kodeficsi $4Pp Program Kegiatan Sub-Kegiatan Koterangan yang menangani 
mnpl@mental 

urusan 

2024 A0ea(tioning 2025 Apportionina 2026 A«anrtoning 

URUSN Pengrusutan ender Penguatan d Pengembangan Tidal Spesfk Dinars 

PEMERINTAN dan Pember day Pengemoangan Komurlsi informase Diab~it.as Pemberd yen 

8IDANG Perenpua Lambaga Pery«di dan Edulast (KIE) PP Pererpuan d 

PEMBERDAYN 
2 08 02 10 0003 

Lya dan PA Kwangan Perindunga Anal 

PEREMPUAN DAN Pembrdryan Pro.nest 

PERLINOUNGAN ANAK Peregn 
Krwnag 

Proint 

Periidung Peremnpuan Penoegan Avolesi Kbbljlde dan Tidal Spesfke 
Kr trhad.p Pendanpingan Lr ynan Diablt.as 
Pernpu yg Peridngan Perernpuan 

2 08 03 1 0  0002 
Mebatin para Kwong Provins 
Pk Ling#up 
Darah Provnsi den 
Lints Derah 
Kab/Kot 

Pery«din Penydan Ly«an Ti.al Spes#fit 
Ly«nan PRuuln Pengadun AM yrat Diab~it.as 
Lnjutan bag bagi Pererngpua Korban 
Pereguan Korb.an Kelrsaan Tngit 

03 10; 
Kelrsan yang Danh Provins dan 

2 06 0001 Mertuln Lints Danh Kb/Kot 

Koordn«es Ting#t 
Darth Provinsi dan 
Lint Daeh 
Kab/Kot 

Pengeloln Site Data Pengurpuln, Peyed d.a gnr Tial Spesf# 
Gnder an Anal Pengolha Alis dnan.a Provins Diabit.as 

d Penya.ja Dart 
Gender den Anal 

2 .. 05 1 0  0001 Delemn Kelembagan 
Data Ting«at 

Derah Provinl 

3 000 000 3.300 000 3 300 000 

Pemeruan i Ana (PA) Penguat den Peguatn Jejawing Atr Tak Spesfle 
pngembangan Lmnbg Pry.d Deab#it.s 

lernbaga pry«d Lyra Periglatn 

2 .. 06 1 0  0004  
lryanan peningitn Kurt v.du.p Ana 

lulits hidup al Krwnag Protin 
rwrgn de Lints Danh 

pros Kb/Kot 

Progemn Perindunga enogaan Koordinai de ial Spesifle 
Kusus Ava Kelrsan Sirronisei Peno.egtan Diab#its 

tertadp Aa Kels.an Teradap 

08 

yang Mebatin Anal Krwngan 
2 07 10 000.2 para Phal Lingua.p Pron 

Der Point 
dan Lint Derah 
Kabupaten/Kot 

URUSAN Programn Pengrnbangan enydarn Pells.nan Koors Tidal Spesf Dias Kprrudan 

PEMERNTN Kaparsit. dry sang Pebrdyan, d Strtgis Lints Seldor Diab#lits dan Otega 

BIO4NG KEPEMUON pr.n Pengerbngan Penyelengan 

DAN OLHRAGA Perode de Pela ynan Kpmud.an 
Kperud mell pmrbntun tin 

Kewnanan oordnasi provinsi 
oind Penyelenggar 

2 19 02 1 0  0011 Pel ynan prod 25 000 000 100 000 000 100 000 000 
rt pyuran 
rpmens can 

AMi Dar2NRAD Ting#it 
Pronei 

Koordinsi, Sirronis.s Tidal Spesf 
dan Pery«gr Diab#it.as 
Pengerbngan 

2 19 02 10 0015 
Krus. Peru.d 

260 540.500 500.000 000 500 000 000 
Bagi rausaha Mde 

Tiglt Provine 

- 

URUSN PROGRAM Pengemnbangan Standarisas Us.ha dan Teal Spesf Dir.as Parts.at. 
PEMERNTN PENGEMBANGAN SUMBER Kaps.it Pelle Sertrftarsi Protest d Diab#it.as den Elonomi Kretf 

BIDANG PARIWISATA 3 26 05 1 0  000.3 DAYA PARIWISATA DAN Eonoi Krattf Bidang Eonomi Kratt 12227 853.000 17886.778.058 17886.778.058 

EKONOMI KREATIF 



Strategi 
Din«Baden 

Pagu lndiktif 
No. Target Capaian No. Kegiatan No. lndiktor Capain Bidang Kodefiksi $4pp Program Kegiatan Sub-Kegiatan Koterangan yang menangani 

lrpl«rental 
urut.an 

2024 Apportioning 2025 Apportionin 2026 Apportioning 

URUAN PROGRAM PENDIDIKAN Lathan Peningot Peraha«an Tidal Spesfk 
PEMERINTN DAN UATAN Peroperasin bag dan Pengetahuan Diab#rt.as 
BI0NG KOPERASI PERKOPERASIN Kopsi yang Perioperasin rt.a 

USAA KECIL. DAN 
2 17 05 10 0001 

Wiler yah Kapsits dan 
25 000 000 99 421 900 99 421 900 MENENGH Lints Drah Korpetsi SDM 

Kabupaten/Kot Kopersi 

daln 1 (satu) 

Danh Provinsi 

PROGRAM Pebrdayan Peningit Perna«man Tidal Spesfl 
PEMBERDAYAN USA Uata Keil yang den Pengetaua UKM Diabiittas 
MENENGH. USA KECIL dell Mel.di rt Kap«sits dn 
ON USA MK RO Pendatn Kompeten6l S0M UKM 

Dins Kopersi, 
(UM Kmtr.an d#Kerr.h 

Kera 
Usaha Kecil dn 

2 17 07 1 0L 0001 
Pea. Pengtn 

Menengah 26 000 000 202 196 850 202 195 850 

Kelmbgan d 
Koordas Dengan 

Per Perangi 
Kaper#ingan 

PROGRAM Pengmbngan Produtsi da Tidal Spesifl 
PENOEM8ANGAN UKM Uaha Kcil dengan Pengolaha, Pers.rn, Dea bits 

2 17 08 1.01 0001 
Orientsi Surber Darya Mud 

215 000 000 $174695 850 5174696 850 Peningiatan Sil. rt Desan dan 
Usha AMrjd Telenologi 

Ueaha Menengah 



Matriks Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodeflkasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi 
Sasaran Strategis 6. Ekonomi Inklusif 

Dinars.den 
Pagu ind. 

No rtegi lplmntt Target Caplan o Kgit to nd.tor Caplan idng Kodeft$D rogen Kegitn dub-4git.an dub.T Ktrngn yang menageni 
0run 

2024 2026 
8aran $tr 5. tkonomi tnkcut 131.436.08$.000 201 524.43$ 131.648.$4.000 2701.846.24$ 131.746.027.800 201.90$.03% 
K nl rt.at n.ab.a.an K lnktusf • 

f 8UM0, dn west turuh $.tor $0.000 00 5r 4« 
19 Mnytun modl pit.n T@runny nodl pelt.an 34 Pongongnodf 47 fry00l pl.tn Ur. f.et.. .. 2 0' . 01 0 pOGf Pelt Lt.n po fed.... fol Sp. Di • Kr. 

ntvt ii.bt. yang n.tat. dl.bl. yang pan.n ply«nn beg vt. .b. .«ng yang Dir .n PELATN KERA j briar Pe. • f.. Diab d Teri.gt 
gun.es.b.«git.rr dgun.ls.b.g st.r pnbrt lrynn d dig.r.al. .ebb.gal .. Deng.n Poly«an Dr.­ DAN opt tp beg Peet 
pmorn.du..i olh pond..i olet pd ngung Pe yg pr.. ol bing nag Kj POOuK TMMTAS Kr rd.Gar 
lung. BUN d.an wt l run mg.omodi bu.tun pods.l .do TENAGA KER.A opt 80 000 000 80 000 000 60 000 000 
Print Oh B.d. lot pry«ndng .. 
L.hi Ng.. Bd 
U. 4. ph. d. 
wt. dirt4tor 

K  nl k • 
p Dis.abit. untul fa el oodi 131.3$$.089.000 201.401.77% 131.$68.$84.000 201.723.582 131.666.027.$$0 201.$72.381 

20 My.p.. fwy4 p.rd 6 Pony.rpnn $ fury.ode Ur Pt.4.. 
' 

0l 0 0 2 Poot Pery tr. ylngr ult %en only d.. 
tr do. tr opp.eon.l pngb.gr lj t.tilt. yang Dir fen EEATAN bu.plot. Lyn Db. .4bag4v.... 
et....j.  ..  tea.j.  .b..  to  op0rel  Mn  A4bed.. Ong Py Dr TENAGA KERA tr ly.le40gt.de 
boor pu.ode. or pub wt. tag.or orb.g Pyndg Odng T«rag Kj l fnc. rt.g gt Del 

neap.l. po pub a. po Di.b. bi Kopf%..Kj • 
n pr.n mining frig Pee Teng. fr p Db. Di. Tin.gKrj. 130 000 000 00o 130 000 000 000 1.30 000 000 000 
pt. p. trap. tun 2024-202% ling en d rig 

pngbnglo.r drjnngi.r pd ygng 
pie ply0rd 
wt.pt.Kot. 

21 Mn9ye. %wry4.r 9ye.. 7 Pry. 4 f6yr Ur Pin.. 2 or 0 101 00 Poot Prying gee. lg.tag.i. 
lode yglory. bg lone y«glory bag tr b.. ..  pyo yg ywng Ti Ort.n PENGAASAN Ping.en f.... .. gr pt. b.pp # 
pl Py plej Pery«deg Di.b. d p... yak bog plj Deng fly«n Dr­ TENAGA KERA Kt.gj Kj Pru... cpygad.lg ep 
bit.b .a lo6di yng rnngO.« lid Tr.Krj fl S Di Tag rj 260 000 000 260 000 000 260 000 000 dun rt. ling.ng. s.de pub bib. • fried 

dlong inn 
prying •• l 
gong.n .j .alter 

2 07 06 101 002 Peng.n it. gt .big.irit. 
Ktag.lrjn ngnpt. tppnn fl Sp Dir Teig rj 0 000 000 ........ 60 000 000 fut.. piny4ng6.tang t.pi u... Di.bt • d f'ranged 

22 Mningit.rj.th Torry 8.. L. M Pegong 41 fen.y 0. Ur. Ponti ; D 0 01 00t PROO Kon Pro«dudv Koruti Prod«. git d bog.. iri d • 
ti.vb.g 8den Lt A. Dh. d. 0..d ..  du.  yng  yng  Tr  bi.  PLAT KELA 

-- 
p. P dng pt. bpp. n 

Point.n On 6.. 9rt.n wt. yrg pngw b..g 0MOD  d.lg  olh  Deg.  Pry.n.  Dar­ 0AN Mg Mn tart4pr ydang 0p. u 
Utt Ng..d. ngpn.rt.. pa • t al. forth D.tr. ng Tong j POOu TM'AS fr Sf Di. Ti« Kj 70 000 000 70 000 000 7 000 000 Lt Doh. di. let..gj bag get. pang.j. TEGA RA Di.b. dn Trig 
pr.west. yg Pery.ng Di.b. pit.en bg pry.rd.g • 
mn.... p..d • b pry«nng.. pd 6. U. 

• op.t D. 
tr.gr. .b • fwc.pry« ping... $ #engbg 42 Terry2%ti b. Ur tung Ur mood Peg Perr. e. Bdn 

Perriott Danh. d Ban pnwn inf pry.g • Pet-g 
• 0 02 10 6+ [KPGNN Porn Keba in Sp Kpgwn 0 000 000 66 000 000 

- Lt. D%.h yg bg Pend. di. 8MOD loll for yang pgwn DAER toe.pg it .. ant. Diab.a Dent 
mg.jl. palling..2% yngj. t.pr b. m. 

' 
0 02 1014 0 

ASN 
Korn Fae 

Zr­ Bn (du prr Pery«ndng Prynng Ob ming Di. Pe ,.� 100 000 000 110 000 000 
bi.. d.rt jut pg .4 l. 

• 0 02 101 04 v Ped.. AN fol Sp.f Bdn t pl.j 30 000 000 63 000 000 9$ 300 000 
4 8 Li.a • D.h Ulrr Ped.leg Lr. . 0 0 109 64 MOO Po.gel K.. oorot rv  

- yang«pljr ping fee.th Sett PEEK ONOMMN dKo6. 80.0 e.. Peno. 
.42% ( pr.r Doh DAN ILUI) ... lr Sp. 6re Peno 
Penyndng Di.b. .f ENOuN wt Bu.MOD Diab d Adnirtreed $60 00o $6 632 000 96 $643 9$4 

jitpgwtat pl Pb 
ring.tip t.«tun 

fore.pry. ping.t.nj.et 40 Peg.gn 44 Prutt. yg Ur Pini.an h. 2 or OM 102\ 002 PoonM Peron Log 
• 

gr du.hag.rite.. Sf Di Tag rj 
pron wt. y int.f' .g wt. yg pl.rj.pet yang di blot.n PEEP ATAN Pep.t Tr.g PngntT'KS d.gr pen b.pp Dabe d Trlgi 
rpljl p.lg..1% npj.pg 1% (tu prr Deng Pery.n Dr.r­ TENAGA KER.A Krj st @PTK$) tart aprying.ngepr u 

ft pr Perry.rd.g 4 1 % yd.g  Peng  Di..  df Bing Ting Kr dl 1 ($.) D.wt 60 000 000 60 000 000 60 000 000 
Di..a rt jun pg Di.b.. d.rt$t pewit prj Kaup.Kot.Kot. 
pj p9wit pj ningit.tip t.tun 

2 Mndorong pat.pr f%cry.0... 41 $or4voe 46  l. .. Ur Pong  Urn d  0  0  201 0t POOR Peng0lore. Koordnri lror fl Sp 
pr art.nu.ng vol. bag 0.0, bgi. 8uto. 6n  vest  bag  BUN  riot.t- .rt.rt PEEK ONOMN f.ii. d vie. Diab 
Peynng Die.b. tu..et.e rut.. Built png. bet DAN pr.p. fern Bu.NO 

pngr.rd. Tr9gang pg de fgng d. Tg.ng kw St Pe~uNN BuMo an tu0 Proia 
lwt Lrgngt wt of LngingNT (Carport du.ptK $78s0 00o $6 632 000 $6 96 $45 
(Crport Sf urge.rgTAS Solt pony 
Report/CS beg/ (Carport $t hog Prwnng Di.. 
Pery.dg Di.. pony90bog 

yndn Di.. 6Per6nor 

%wt.pry print.nj.ad 42 Pry«turn d TALC9R 46 Jln Bu.NO LUO dn . 0t 0 201 02 Kor lo. ii Sp.f 
n Ader#tr 

ti.ta • drt BuMN BO dr pr.g vi Kb... Diab 
Pb.gn 

pr..wt yng pr.he.4g la Perr Btu 
in egg nng prynng f.grg hint Sit 
Jwt or LngngrT»ASL db Ling#rgA (Carport 73M$ 000 71720 000 4 $00 000 
(Carport Solt Sol pent/$# 

#orb9f untu tu dung 
mdulung Pry«dg Pery«ndg Di.t. 
Di.bit. 

24 .... pt.. f%wry.ipon t.tun.n 4J fun. pl.0 47 fr.yLp0 Lnur Pung Ur I 0 02 t01 04 Poof4MM Ponged fvrt Peg. AN fir Sp 6D 
den v trhdp yang mclu. jlh inrj brde.r. Peng«n CASN Perth.-.g KEPE GAN Pebrntn an dn Pg AN Di.bt 
pd... p.on ntivnog On pl.en.an $tr (0idly ti.porn Kpgin DAER+ inter Kp.gen 
t. op.or.al Utt g, B.d 0priorly«ngt.f' dt BN en.al j.rd. ASN 
ten.gj.end.b. Uta D.h. dn .b. bid.g formant tu .bt 

put..yg nag olit#KA yang tori KAO' 390 000 000 6.3 000 000 399$ 300 000 
part title.u.a Ped BUN BUM.ND den 
pl.. p..do. $wt. .do 
ope. yang th t.p 
t..j. .. 



Matriks Rencana Alesi Daerah Penyandang Disabilltas Provinsi dan Pemetaan Klasflkl, Kodefilasi, dan Nomenklatur Perencanan Pembangunan Daerah Provinsi 

Sasaran Strategis 6. Pendidikan dan Keterampilan Bagi Peryandang Disabilitas 

Strategi 
Kegiatan 

Indikator 
Kodefikasi SIPD 

Dinas/Sadan yang Pagu Indikatif 
No 

lmplementasl 
Target Capaian No No 

Capaian 
Bidang Program Kegiatan Sub-Kegiatan 

menanganl urusan 

2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

Sasaran Strategls 6. Pendidlkan dan Keterampilan bagl Penyandang Disabilltas 1.272.688.380.539 1.951.305.422 1.255.777.550.322 1.925.377.477 1.255.772.050.322 1.925.369.044 

Keblijakan I. Me mperkuat kemampuan institusi pendidlkan dan tenaga pendidik untuk memberlkan layanan pendilan inklusif bagl Penyandang Disabilitas 137.031.795.622 210.099.259 70.822.928.600 108.586.805 70.817.428.600 108.578.372 

25 Mengadakan Tercapainya 44 Pengadaan 48 Tenaga Urusan 1 01 02 1.0 49 PROGRAM Pengelolaan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Dinas Pendidikan dan 25.000.000 8.213.865.846 8.213.865.846 

pelatihan/pendi peningkatan pelatihan pendidik, Pemerintaha 3 PENGELOLAAN Pendidikan kKhusus Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Kebudayaan 

dikan bagi jumlah tenaga layanan calon tenaga n Wajib yang PENDIDIKKAN Khusus Badan Keuangan 

tenaga pendidik, calon pendidikan pendidik, dan Berkartan Daerah 

pendidik, calon tenaga pendidik, inklusif bag tenaga Dengan 1 01 02 1.0 50 Pengembangan Karr Pendidik dan 25.000.000 3.037.956.801 3.037.956.801 

tenaga dan tenaga calon tenaga kependidikan Pelayanan 3 Tenaga Kependidikan pada Satuan 

pendidik, dan kependidikan pendidik, dan bagi peserta Dasar Pendidikan Khusus 

tenaga yang memilik tenaga didik Bidang 

kependidikan kompetensi pendidik Penyandang Pendidikan 1 01 04 1.0 01 PROGRAM Pemindahan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik 5.500.000 5.500.000 
tentang layanan dalam memenuhi Disabilrtas 1 PENDIDIK DAN Pendidik dan dan Tenaga Kependidikan Satuan 
pendidikan kebutuhan meningkat TENAGA Tenaga Pendidikan Menengah dan 
inklusif dart Penyandang setiap tahun KEPENDIDIKAN Kependidikan Pendidikan Khusus 

tingkat Disabilitas di Lintas 

Pendidikan ingkungan 
1 01 04 1.0 02 Kabupaten/Kota Penataan Pendistribusian Pendidik 5.500.000 5.500.000 

Anak Usia Dini, sekolah. 
1 dalam 1 (Satu) dan Tenaga ependidikan Satuan 

dasar, Provinsi Pendidikan Menengah dan 
menengah, dan 

Pendidikan Khu5us 
pendidikan 

lg 

26 Menyediakan Tercapainya 45 Penjangkauan 49 Tersedianya 

faslitas dan peningkatan Penyusunan Peraturan 

layanan belajar jumlah daerah Peraturan Daerah di 

mengajar yang yang mermiliki Daerah tentang tingkat 

mudah diakses Peraturan pendidikan Provinsi dan 

dan penyediaan Daerah yang inklusif bagt Kabupaten/Ko 

akomodasi yang mengatur Penyandang ta tentang 

layak di seluruh tentang Disabilirtas pendidikan 

tingkatan pendidikan inklusif bagi 

pendidikan bagi inklusif bagt Penyandang 

Penyandang Penyandang Disabilitas 

Disabilitas. Disabilitas 

Tersedianya 46 Pengembangan 50 Tersusunnya Urusan 1 01 02 1.0 51 PROGRAM Pengelolaan Pembinaan Kelembagaan dan 1.825.000.000 16.383.870.521 16.383.870.521 

standar atas kebijakan standar atas Pererintaha 3 PENGELOLAAN Pendidikan Khusus Manajemen Sekolah Pendidikan 

lembaga terkait standar lembaga n wajib yang PENDIDIKAN Khusus 

pendidikan yang pelaksanaan pendidikan Berkartan 

inklusift bag pendidikan yang inklusif Dengan 1 01 02 1.0 52 Pengelolaan Dana BOS Sekolah 14.300.000.000 15.730.000.000 15.730.000.000 

Penyandang inklusit bagr Pelayanan 3 Pendidikan 

Disabilitas Penyandang Penyandang Dasar­ Khusus 

(ketersediaan Disabilrtas Disabilitas 8dang 1 01 02 1.0 53 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan 242.400.752 242.400.752 
sarana sesuai dengan Pendidikan 3 Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus 
prasarana, ketentuan 

tenaga pendidik, mengenai 
1 01 03 1.0 01 PROGRAM Penetapan Penyusunan Kompetensi Dasar 

dan tenaga Standar 
2 PENGEMBANGA Kurikulum Muatan Muatan Lolal Pendidikan Khusus 

profesional) Pelayanan 
N KURIKULUM Lokal Pendidikan 

sesuai dengan Minimal. 

ketentuan 1.0 02 
Khusus 

Penyusunan Slabus Muatan Lokal 1 01 03 

mengenai 2 Pendidikan Khusus 

Standar 
1 01 03 1.0 03 Penyediaan Buku Tels Pelajaran 

Pelayanan 
2 Muatan Lokal Pendidikan Khusus 

Minimal. 

1 01 05 1.0 01 PROGRAM Penerbitan lzin Pen#laian Kelayakan Usul Perizinan 

2 PENGENDALIAN Pendidikan Khusus Pendidikan Khusus yang 

PERIZINAN yang Diselenggarakan oleh Mas yarakat 

PENDIDIKAN Diselenggarakan 



Strategi 
Target Capaian Kegiatan 

Indikator 
Bidang Kodefikasi SIPD 

Dinas/ Badan yang Pagu Indikatif 
No No No Program Kegiatan Sub-Kegiatan 

Implementasi Capaian menanganl urusan 

2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

Tercapainya 47 Penyediaan 51 Lembaga Urusan 1 01 02 1.0 01 PROGRAM Pengelolaan Pembangunan Unit Sekolah Baru DAK DAK DA 

peningkatan fasirtas belajar pendidikan Pemenintaha 3 PENGELOLUAAN Pendidikan Khu5us (Us8) 

jumlah lembaga mengajar yang yang n Wajib yang PENDIDIAN 

pendidikan yang mudah diakses menyediakan Berkaitan 1 01 02 1.0 02 Penambahan Ruang Kelas Sekolah DAK DAK DAK 

menyediakan oleh faslrtas Dengan 3 

fasiitas belajar Penyandang belajar Pelayanan 
1 01 02 1.0 03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala DAK DAK DA 

mengajar yang Disabilrtas mengajar Dasar­ 
mudah diakses yang mudah Bidang 

3 Sekolah/TU 

Penyandang diakses Pendidikan 1 01 02 1.0 04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan DAK DAK DAK 

Disabilitas sesuai Penyandang 3 Sekolah 
dengan Disablitas 

ketentuan sesuai dengan 1 01 02 1.0 05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah OAK DAK DAK 

mengenat Standar 3 

Standar Pelayanan 

Pelayanan Minimal 1 01 02 1.0 06 Pembangunan Ruang Serba DAK DAK DAK 

Minimal. meningkat 3 Guna/Aula 

setlap tahun 
1 01 02 1.0 07 Pembangunan Asrama Sekolah DAK DAK 0AK 

3 

1 01 02 1.0 08 Pembangunan Sarana, Prasarana 120.831.795.622 27.149.384.680 27.149.384.680 

3 dan Utirtas 

Sekolah 

1 01 02 1.0 09 Pembangunan Fasilitas Parkir DAK DAK DAK 

3 

1 01 02 1.0 10 Pembangunan Kantin Sekolah DAK DAK DAK 

3 

1 01 02 1.0 12 Pembangunan Ruang Laboratorium DAK DAK 0AK 

3 

1 01 02 1.0 13 Pembangunan Ruang Orientasi dan DAK DAK DAK 

3 Mobilrtas 

1 01 02 1.0 14 Pembangunan Ruang Bina Persepsl DAK DAK DAK 

3 Bunyi dan rama untuk Tunarungu (8) 

1 01 02 1.0 15 Pembangunan Ruang Bina Dini untuk OAK OAK DA 

3 Tunagrahita (C) 

1 01 02 1.0 16 Pembangunan Ruang Bina Dini dan DAK DAK DA 

3 Bina Gerak 

untukx Tunadaksa (D) 

1 01 02 1.0 17 Pembangunan Ruang Bina Pribadi DAK DAK DAK 

3 dan Sosial 

untuk Tunalaras (E) 

1 01 02 1.0 35 Pengadaan Mebel Sekolah DAK DA DAK 

3 

1 01 02 1.0 36 Pengadaaan Alat Rumah Tang8a DAK DA DAK 

3 Sekolah 

1 01 02 1.0 37 Pengadaan Pertengkapan Sekolah DA DAK 0AK 

3 

1 01 02 1.0 38 Pengadaan Perlengkapan Peserta DAK DAK DAK 

3 Oldik 

1 01 02 1.0 39 Pengadaaan Sarana Mobilirtas Sekolah DAK DAK DAK 

3 

F 



Strategi 
Target Capaian Kegiatan 

Indikator 
Bidang Kodefikasi SIPD 

Dinas/Bacdan yang Pagu Indikatif 
No 

Implementasi 
No No 

Capaian 
Program Kegiatan Sub-Kegiatan 

menanganl ur usan 

2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

1 01 02 1.0 40 Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga 0AK DAK DAK 

3 Peserta 

Didik 

1 01 02 1.0 44 Penyediaan Biaya Personil Peserta 0AK DAK OAK 
3 Didik Pendidikan Khusus 

1 01 02 1.0 45 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga DAK DAK DA 

3 Siswa 

1 01 02 1.0 46 Penyelenggaraan Proses Belajar dan DA DAK DAK 

3 Ujan bagi Peserta Didik 

1 01 02 1.0 48 Pembinaan Minat, Bakat dan 25.000.000 54.450.000 54.450.000 

3 Kreativirtas Siswa 

Tercapainya 48 Penjangkauan 52 Sekolah yang Urusan 1 01 03 1.0 04 PROGRAM Penetapan Pelatihan Penyusunan Kurikulum 

peningkatan sekolah yang melaksanakan Pemenintaha 2 PENGEMBANGA Kurikulum Muatan Muatan Lokal Pendidikan Khusus 

[umlah sekolah melaksanakan pendidikan n Wajib yang N KURIKULUM Lokal Pendidikan 

yang pelatihan dan pelatihan Berkartan Khusus 

melaksanakan pendidikan tentang Dengan 

pendidikan dan inklusif kesadaran Pelayanan 
1 01 05 1.0 03 PROGRAM Penerbitan tzin Pembinaan Pendidikan Khusus yang 

pelatihan Penyandang terhadap Dasar 
2 PENGENDALIAN Pendidikan Khusus Diselenggarakan oleh Masyarakat 

tentang Disabilrtas Penyandang Bidang 
PERIZINAN yang 

kesadaran Disabilitas Pendidikan 
PENDIDIKAN Diselenggarakan 

terhadap bagi tenaga 
oleh Mas yaralat 

Penyandang pendidik, 1 01 02 1.0 47 PROGRAM Pengelolaan Penyiapan dan Tindak Lanjut 
Disabilitas bagt tenaga 3 PENGELOLAAN Pendidikan Khusus Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus 
tenaga pendidik, kependidikan, PENDIDIKAN 
tenaga dan peserta 

kependidikan, didik 
dan peserta meningkat 

didik. setlap tahun 

Kebljakan It, Memperkuat upaya pengurangan kesenjangan dalam mengalses pendidilan bagi Penyandang Disabilitas dan nondisabilltas 1.133.444.695.622 1.737.814.861 1.179.774.621.722 1.808.848.617 1.179.774.621.722 ########### 

27 Memasukkan Tersedianya 49 Penyusunan 53 Tersedianya Urusan 1 01 03 1.0 02 PROGRAM Penetapan Penyusunan Silabus Muatan Lokal Dinas Pendidikan dan 25.000.000 7.250.000.000 7.250.000.000 

kriteria pedoman pedomnan pedoman Pemenintaha 2 PENGEMBANGA Kurikulum Muatan Pendidikan Khusus Kebudayaan 

nondiskniminasl supervisi yang supervist supervist yang n Wajib yang N KURIKULUM Lokal Pendidikan 

dan inklusrfitas memasukkan pendidikan memasukkcan Berkartan Khusus Kanwil emenag 

dalam dokumen vaniabel inklusf lintas variabel Dengan (Keagamaan) 

supervist yang nondisknminasi seltor nondisknimina Pelayanan 
1 01 OS 1.0 01 PROGRAM Penerbitan lzin Penilaian Kelayakan Usul Perizinan 

berk.ala dan inklusirfirtas si dan Dasar ­ 
2 PENGENDALIAN Pendidikan Khusus Pendidikan Khusus yang 

Bapperida 

dilakukan ke bagi Penyandang inklusfitas Bang PERIZINAN yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 

sekolah/madras Disabilirtas dalam bag Pendidikan 
PENDIDIAN Diselenggarakan 

ah, perguruan mengakses Penyandang 
oleh Masyarakat 

tinggt, dan pendidikan. Diabilrtas 

satuan dalam 1 01 05 1.0 03 PROGRAM Penerbitan tzin Pembinaan Pendidikan Khusus yang 

pendidikan mengakses 
2 PENGENDALIAN Pendidikan Khusus Diselenggarakan oleh Mas yarakat 

keagamaan pendidikan. 
PERIZINAN yang 

formal. 
PENDIDIKAN Diselenggarakan 

oleh Masyarakat 

1 01 02 1.0 47 PROGRAM Pengelolaan Penyiapan dan Tindak Lanjut 

3 PENGELOLAAN Pendidikan Khusus Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus 

PENDIDIKAN 

28 Melaksanakan Tercapainya so Perluasan 54 Seluruh Urusan 1 01 02 1.0 PROGRAM Kegiatan 252.221.975.000 278.151.874.000 278.151.874.000 

supervisl peningkatan sekolah yang Penyandang Pererintaha 1 PENGELOUAAN Pengelolaan 

berdasarkan jumlah sekolah menenma Disabilrtas n Wajib yang PENDIDIKAN Pendidikan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Mener 

pedoman yang menenma peserta didike mendapatkan Berkartan Sekolah Menengah 



Strategi Indikator 
Bidang Kodefikasi SIPD Kegiatan 

Dinas/ Badan yang Pagu Indikatif 

No Target Capaian No Kegiatan No Program Sub-Kegiatan 
Implementasi Capaian menanganl urusan 

2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 
we404.4 46446 r tr+ye+aeon t get 

1 01 02 1.0 Pengelolaan 252.246.975.000 278.151.874.000 278.151.874.000 

nondiskniminast Penyandang Disabilrtas pendidikan Pelayanan 
2 Pendidikan 

dan inklusifitas Disabilirtas. formal Dasar ­ 
Pengelolaan Dana BOS Sekolah 

bagt Bidang 
Sekolah Menengah Menengah Kejuruan 

Penyandang Pendidikan 
Kejuruan 

Disabilitas 1 01 02 1.0 Pengelolaan Pembinaan Kelembagaan dan 1.825.000.000 16.383.870.521 16.383.870.521 

dalam 3 Pendidikan Khusus Manajemen Sekolah Pendidikan 

mengakses Khusus 

29 Memberi Tercapainya 51 Penjangkauan 55 Seluruh anak Urusan 1 01 02 1.0 PROGRAM egiatan 120.831.795.622 27.149.384.680 27.149.384.680 

kerninganan peningkatan anak Disabilitas disabilitas Pererintaha 1 PENGELOLAAN Pengelolaan Pembangunan Sarana, Prasarana dan 

batas usia bag! umlah anak yang masuk ke tanpa batas n wajib yang PENDIDIKAN Pendidikan utilitas Sekola 

Penyandang disabilitas yang sekolah reguler usia dapat Berkartan Sekolah Menengah 

Disabilrtas agar masuk ke sekolah masuk ke Dengan 
1 01 02 1.0 Pengelolaan 252.246.975.000 278.151.874.000 278.151.874.000 

dapat mengikuti reguler. sekolah Pelayanan 
2 Pendidikan 

pelajaran sesuai reguler Dasar ­ 
Pembangunan Sarana, Prasarana dan 

Sekolah Menengah Utilrtas Sekola 
kemampuannya Bitang Kejuruan 
, bukan sesuai 

a 

usianya. Tercapainya 52 Penjangkauan 56 Seluruh siswa Urusan 1 01 02 1.0 PROGRAM Kegiatan 252.221.975.000 278.151.874.000 278.151.874.000 

peningkatan siswa disabilrtas Pemerintaha 1 PENGELOLAAN Pengelolaan 

jumlah siswa Disabilitas menamatkan n Wajib yang PENDIDIKAN Pendidikan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Mener 

disabilitas yang dalam program program wajib Berkaitan Sekolah Menengah 

menamatkan wajib belajar 12 belajar 12 Dengan 
1 01 02 1.0 Pengelolaan 1.825.000.000 16.383.870.521 16.383.870.521 

program wajib (dua belas] (dua belas) Pelayanan 
2 Pendidikan 

belajar 12 (dua tahun tahun. Dasar­ 
Sekolah Menengah 

belas) tahun. Bidang 
Pembangunan Sarana, Prasarana dan 

Pendidikan 
Kejuruan Utilrtas Sekola 

Kebijakan Ill. Memastikan inovas dan reformasl tata kelola kelembagaan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang tanggap ter hadap kebutuhan Peryandang Disablltas 5.000.000 7.666 80.000.000 122.657 80.000.000 122.657 

Tercapainya 57 Perlua$an 61 Penyandang Urusan 2 07 03 2.0 01 PROGRAM Pelaksanaan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan 5.000.000 80.000.000 80.000.000 

peningkatan cakupan Disabilitas Pemerintaha 1 PELA THAN Pelatihan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari 

jumlah Penyandang yang n Wajib yang KERJA DAN berdasarkan Unit Kerja berdasarkan laster Kompetensi 

Penyandang Disabilitas yang mendapat Tidak PRODUKTIVIT AS Kompetensi 

Disabilitas yang mendapat pelatihan Berkaitan TENAGA KERIA 

mendapatkan pelatihan vokasi sesuai Dengan 

pelatihan vokasi vokast sesuat dengan minat Pelayanan 2 07 03 2.0 02 PROGRAM Pelaksanaan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja 

sesuai dengan minat dan dan bakatnya Dasar­ 1 PELATIHAN Pelatihan Sama dengan Sektor Swasta untuk 
minat dan bakat meningkat 8idang KERIA DAN berdasarkan Unit Penyediaan Instruktur serta Sarana 
bakatnya. setiap tahun Tenaga Kerja PRODUKTIVITAS Kompetensi dan Prasarana Lembaga Pelatihan 

TENAGA KERIA Kerja 

Kebljakan IV. Membuka kesempatan bagi Penyandang Disabilitas di bidang senl dan olahraga. 2.206.889.295 3.383.637 5.100.000.000 7.819.399 5.100.000.000 7.819.399 

31 Mendorong Tercapainya 57 Penguatan 61 Terselenggara Urusan 2 19 03 PROGRAM Dinas Pemuda dan 

peningkatan penguatan pemahaman nya Pemenintaha PENGEMBANGA 0lahraga 

partisipasi pemahaman dan dan kapas/tas penguatan n Wajib yang N DAYA SAING 

Penyandang kapasitas kementerian/le pemahaman Tidak KEOLAHRAGAAN Dinas Pendidikan dan 

Disabilitas kementerian/em mbaga, dan dan kapasitas Berkartan Kebudayaan 

dalam berbagal baga, dan Pemenintah Kementerian/ Dengan 

kompetisi Pemerintah Daerah dalam Lembaga, dan Pelayanan 

bidang sent dan Daerah dalam mengembangk Pemerintah Dasar­ 

olahraga di mengembangkan an potens Daerah dalam Bidang 

tingkat daerah, potensi Penyandang mengembang Kepemudaan 

nasional, dan Penyandang Disabilitas di an potensi dan Olah 

internasional. Disabilitas di bidang seni dan Penyandang Raga 

bidang sent dan olahraga Disabilitas di 

olahraga. bidang seni 

dan olahraga. 

k 



Strategi Indikator Dinas/Badan yang Pagu Indikatif 
No Target Capaian No Kegiatan No Bidang Kodefikasi SIPD Program Kegiatan Sub-Kegiatan 

Implementasi Capalan menangan urusan 

2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

Tercapainya 58 Penjargkauan 62 Terialsananya Urusan 2 19 03 1.0 02 PROGRAM Pembinaan dan Penvelenggaraan kKejuaraan Pekan 735.629.765 1.700.000.000 1.700.000.000 

peningkatan program program Pernerintaha 2 PENGEMBANGA Pengembangan Paralimpk Provinsi dan Pelan 

[umlah program pengembangan pengembanga n Wajib yang N DAYA SAING 0lahraga Paralimpik Pelajar Provinsi 

pengembangan potensi n potens Tidal KEOLAHRAGAAN Pendidilan pada 

potenst Penyandang Penyandang Bertartan enjang Pendidikan 

Penyandang Disabilrtas di Disabilitas di Dengan yang Menjadi 

Disabilirtas di bidang seni dan bidang sent Pelayanan ewenangan 

bidang seni dan olahraga dan olatraga Dasar­ Daerah Provinsi 

olahraga. Bidang 

epemudaan 
Tercapainya 59 Penjangkauan 63 Penyandang dan Olah 2 19 03 1.0 02 PROGRAM Perbinaan dan Penyelenggaraan Kejuaraan Pelan 735.629.765 1.700.000.000 1.700.000.000 

peningkatan keikutsertaan Disabilrtas Raga 2 PENGEMBANGA Pengembangan Paralimpik Provinsi dan Pekan 

jumlah Penyandang yang N DAYA SAING 0lahraga Paralimpii Pelajar Provinsi 

Penyandang Disabilrtas mengikuti KEOLAHRAGAAN Pendidikan pada 

Disabilrtas dalam dalam kompetisi Jenjang Pendidikan 

mengikuti kompetist bidang sen yang Menjadi 

kompetisi bidang bidang sent dan dan olahraga Kewenangan 

sent dan olahraga meningkat Daerah Provinsi 

olahraga. setiap tabun 

Tercapainya 60 Pelaksanaan 64 Terlalesana 2 19 03 1.0 02 PROGRAM Pembinaan dan Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan 735.629.765 1.700.000.000 1.700.000.000 

peningkatan kompetisi rutin kompetisi bagt 2 PENGEMBANGA Pengembangan Paralimpik Provinsi dan Pelan 

jumlah fasilitasi di bidang sent Penyandang N DAYA SANG Olahraga Paralimpik Pelajar Proinsi 

kompetisi bidang dan olahraga Disabilrtas di KEOUAHRAGAAN Pendidikan pada 

seni dan olahraga bagi bidang sent Jenjang Pendidikan 

bagi Penyandang Penyandang dan olahraga yang Menjadi 

Disabilitas. Disabihitas Kewenangan 

Daerah Provinsi 



Matriles Rencaa Alesi Daeah Perydang Disabilitas Provinsi dan Pemetan Klas ifikasi, Kodefikasi, than Norenklatur Perencanaan Pembangunan D@rah Provinsi 

Basara Strategis 7, Alss den Pemeratan Lay#nan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilits 

Strategi Keteranga Dins/'San Pagu tradikt if 

No. Target Capala No. Kegiatan No. inedikatr Capalar Bitng Kodefikasi SID Program Keglatan Sub Kegiatan yang 

nplrnontasi n 
0.. 

2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

8asaran Strategis • AMses dan per@rataan lay anan kesehatan bagi Peryandang Disabilits 254.823.596.724 390.699.462 180.046.436.730 276.049.969 180.046.436.730 276.049.969 

Kebijakn L. Peningkt Kemnarpuan Peyeia Layanan Kesehatan Lntuk Mernenuti Kebrtuha Pery andang Disabilitas 137.948.630.120 211.504.964 39.901.436.730 61.477.497 39.901.436.730 61.177.497 

33 Meras kn indika tor pelavan Penya.dee Disabilitas ala alreditsi fasi/its kesehatan, 135.171.177.320 36.846.238.650 36.846.238.650 

fews«iaya 63 Penysun.an 67 fersunny Lrus 1 02 02l 1.0 05/PROGRAM Pery«dian Pegelolan Tidal Dinkes 

pedoman pedoran pedoran Pemerintahan 2 PEMENUHAN Laynan Pelayanan Spes if BKAD 

playnan pelayanan playan.an Wajit Yang 1 02 02l 1.0 11 uPAYA Keshat an untuk erg lol Tital 

ksehatan yang kesehatan yang esehatan yang Berti tan 2 KESEHATAN UKP Rujuan, elaynan Spesifi 

alorrodatif bagi alorodatif bagi akomnodtif bagi Dengan PERORANGAN uKM dan UK M Kseht. Disabilits 

Penyandang Penyandang Penyandang Pelayanan Dasar DAN UPAYA Rujkn Tinglat Peyalit Merla 

Disabilits ssuai Disabilits Disabifits sesuni - Bidng 1 02 02l 1.0 13/KESEHATAN De@rah Provinsi Pengelolan Tidal 
Stander Stander Kesehatan 2 MASYARAKAT Pelyan.an pes if 
elyanan Pela yarn Mshatan Orang Disabifitas 

Minimal bidang Minimal bidang dengan Mas.al.ah 

ksehatan. k«shat I � .  - •  • -  •• 

1 02 02 1.0 18 Kordinasi den dnk 
2 Sinlronisasi Spes if1 

Penerapa SM Disabilitm 

Bidcng Kesehatan 

1 02 02l 1.0 19 Pembinaan rd 
2 Pela«sand.an Spee if 

' · · - -  - --•- - - - -  - 
.... 

1 02 02! 1.0 27 Pendarnpingan Tits.k 
2 Fasilitas Spesifi 

elaynan Disabilitas 

Terlalsananya 64 Peny«in rung 68 Setiap pros Lrsan 1 02 02l 1.0 20/ PROGRAM Pery«in Verifisi den Tidal 

keter libat an partisipasi bagi alreditsi Perrintahan 2 PEMENUMAN Layann Pnilimn Spes if 

Penya«dang Penyandang fmsilitas wajib Yang UPAYA Keshat an ut u Kelayan Disabilitas 

Disabilitas dalarm Disabilitns dalarm pelaynan Berkaitan KESEHATAN UK Rujukan, Pulsrnas nu 

proses alreditmi proses aredits esehata Dengan PERORANGAN UK M da UK M Registrmsi 

fasilitas fmiitms pelayanan relibat#an Pelynan Das.r DAN UPAYA 

pelayanan ksehatan Penyandang .idarg 1 02 02\ 1.0 0',gsEHATAN Penerbita lzin Pegendalian den Tidal 

kesehat. Disabilitas Kes@hatan 
4d 

MASYARAKAT 
Rurn.ah Sakit Pengarwsans.rt Spesifi 
Kolas 8 dan Tindal L.njut Disabifitms 

Faaititas Perizinan Murrah 

Pelayanan Sakit Kela 8 den 

Kesehatan 
1 02 021 1.0 02 

Tinglat Dach 
Peningkat Tat Tidal 

. 

1 02 02 1.0 03 Provinsi Peningatan Mtutu Tidal 
d Pel yanan Spesifi 

FFasifitas Dis.bifits 

fews&diary 65 emnbargan 69 Tersedianya Lrusn 1 02 02 1.0 24 PROGRAM Penyediaan Pengelolaan Rujuk Tidal 

fasilitas failitas kesehata fasifits Pererintahan 2 PEMENUHAN Layanan Spesifi 

pelayanan prirrr d rujun pelyan Wajit Yang uPAYA Kesehatan untu Disabilitas 

kshatan primer yang inklusif bag eseha tan primer Berkitmn KESEHATAN UKP Rujukan, 

dan rujlan yang Penyadang dan rujulan yang Deng.an PERORANGAN UKM dan UK M 

inklus if bagi Disabilitas inklus if bagi Pelayan Dar DAN UPAYA Rujkn Tingle t 

Penyandang Penyardang • Bi@tang KESEHATAN Darrah Provins i 

Disabifitas yang 
66 Sosialissi Rurah 70 Tersediarya RS Lrusan 1 02 02l 1.0 01 PROGRAM Penydin Pernbngunan Tidal 

teralreditasi, 
Sakit yang rmifik Perr int.ah Pererintahan f PEMENUHAN Fasilitas Rurn.ah Sal it Spesifik 

mmiliii Sar ana, Daer ah wajib Yang uPAYA Pelay.an, Beserta Sarna Disabilitas 

rasaran, an ruhi erkitan KESEHATAN Sara, - 

Alat Kesehatan Saran8, Deng.an PERORANGAN saraa de Pengda Oat, Tidal 

inklusif disabilitas Prasarana, dan Pelayan Das.r DAN UPAYA Alat Kesehatan Bahn Mabis Spes if# 

suai standr Alat Keshatan . Bidang KESEHATAN untukx UKP Pali, Gahan Disabilitas 
11.618.926.420 1.125.000.000 

ink lusif Ksohat MASYARAKAT Rujukan, UKM Medi 4abis 

disabilitas ssuai den UKM Rujuka Pali,, Valsin, 

t 



Strategi Keteranga 
Dir.awl.de Pagu tredile if 

No. Target Capaia No. Kegiatan No. rdilator Capain 8tag Kodefiksi $4PD Program Kegiatan t-Kegiatan yang 
Apportioning hrplrnentsl n 

.. 
2024 Apportioning 2025 2026 Apportioning 

Distribsi Alat Tidal 
Pevini 

Keshatan, Oat, Spesifi 

ahan Mabis Disabifitans 

Pali, Saha 5.164.317.000 5.500.000.000 

Meis Mab is 

Pali, Valsin, 
, .. 

- 

1 02 021 1.0 02 Penbangnan Tidal 

1 Fmilits e 

1 02 02\ 1.0 06 Peg«rnbangan Tidal 

1 Pedltan Spesfik 

Pelynan Di.bilitas 

Kehatan di 

pTPK (Pelayanan 

Kes«hats 

Berg@ral, Gugs 

ul, Pelyanan 

1 02 02l 1.0 10 Pengadan Alt Tidal 

1 Keshata/Alt Spes ifik 

Pemnjang Medi Di.abilita 

Fasilits Layman 

' - · · · ~ · · · ·  
1 02 02\ 1.0 11 engadn Sana Tidal 

1 «di Faititas Spes if 

Lavan.an Disabilitas 

1 02 02\ 1.0 12 Pegad.an Tidal 

1 ran. Spesifk 

FA&itita Larva.an Disabilits 

1 02 02\ 1.0 20 Peryen Tda 

1 Telerndicire di Speifi 

Faititms Disabilitm 
,_ . 

1 02 02/ 1.0 24 Pegeloln Tits 

1 Pelayan.an Sp if 

Kesehat Dar piabilita 

Melalui 

1 02 02l 1.0 7PROGRAM Penyeti.an Pegeloln Tidal 

2 PEMENUHAN lyan.a urveil sq ifile 

uPAYA Kesha tan tan tu Pergelol Tidal 

KESEHATAN UKP ujulan, Pelynan Spee if 2.450.000.000 2.695.000.000 

PERORANGAN UKM da UKM 
.. 

la 
. .. 

DAN UPAYA Rujul Tinglt Pergeloln Tidal 
265.000.000 300.000.000 

- KESEMATAN Daerh Provini 
Pegeloln Tidal 

MAsYARAKAT 
- 

550.000.000 585.000.000 

Pegeloln Tidal 4.841.000.000 6.471.000.000 
- 

Pegeloln Tela.k 407.855.700 450.141,270 
. 

englol.an Tidal 

Pelynn Spee if 

4ht Disabilitms 1.000.000.000 1.200.000.000 

fdisvon.al, 

Peg lolan Tidal 

Petry«nan Spesifi 
101.416.164.600 11.127.781.060 

K«shat Disabiitas 

' 
Pegloln Tidal 

etaynan Spesif 

Keshatan Orig Disabilitas 470.000.00o 187.000.000 

deg Mas.lh 



Strategi Keteranga 
Dir.a/Sadan Pagu lredikat if 

No. Target Capafa No. Kegiatan N. lrdikat or Capaian Bi«tang Kodefikasi 8PD Program Kegiatan Sub-Kegiatan yang 
lrplent.as n 

..% 
2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

Koor dinasi d Tidal 

Sinronisasi Spesifik 

Penerapa 8PM Disabilitas 957.913.600 902.316.320 

Biclang Kesehatan 

Pembinaan Tidal 

Pelaksanaan Spesifik 6.000.000.000 6.600.000.000 

Peningkatan Mutu Tietak 

Pelayanan Spee ifi 730.000.000 803.000.000 

' - 

1 02 02l 1.0 23 nydiaan dn Tidal 

2 Pengeloln Spes ifi# 

Sister Disabilitas 

Perng.nan 
, _  

- 

34  Mernbberikn pelatihan sensitivits disabilitas dan isu kesehat Pery«dang Disabilitas untuke Pein katan kapasits tag esehatan dalarn rrnbrin lay an.an keshaan rarr.ah disabilits. 2.777.452.800 3.055.198.080 3.055.198.080 

Meningkatnya 68 Penguata 72 Terselenggar any.a Ursa 1 02 03l 1.0 01 PROGRAM encan.an Penh.n Tidal 

kpasitas tnagad kpasitas bagi program Penerintahan f PENINGKA TAN Kebtuha Kett uh.n Spesifi 
501.709.500 551.880.450 

kshatan dalarn tenaga shat pengemnbngan wajib» Yang KAPASITAS urn.br Daya Surber Dry Disabilitas 

member ikn khusus lyan.an pas its teraga Berkaitan SUMBER DAYA Manus la 
, __ - - • -  

lay.nan ran.ah' ran.ah disabilita keshatan dalarn Dengan 1 02 03l 1.0 02]MANUBIA Kshat a untul Distribusi dan Tidal 

disabiitas. laryan.an rarna. Pelayanan Daer 1 KESEHATAN uKM dan UK errata Spes ifii 

disabilits • 8idag Provinsi Surber Daya Disabilitas 
, ___ - • -  

Kohatm 

1 02 03 1.0 01 PROGRAM Pengerangan Peingtan Tidal 

2 PENINGKA TAN Mutu dan Kornpetensi da Spee if 

KAPASITAS Peningatan Kulifiks i Disabilitms 1.775.743.300 1.953.317.630 

SUMBER DAYA Korpetersi Surber Darya 

MANUSA Telnis Surber 
, __ 

. 

KESEHATAN Daya Manus ia Pembina.an dn Tidal 

Kesehata Pengawassn Spesifik 
500.000.000 550.000.000 

Tingliat Daer ah Surber Daya Disabilitas 
, __ - 

Provinsi 
1 02 03 1.0 02 Distribusi dan Tidal 

2 Peneratan Spes ifi 

Surber Daya Disabifits 
, __ 

. 

Kebija It. Pencegahen dan intervensi dini lay anan kshatan bagi Penyan«dang Disabilits yang fektif dan korprehensif. 

36 Mering.tan pelayanan ks.tan ksu de rprodusi Perryandang Disabiitas pd failits playaran kshtan 

Meningitis Meninglatnya 69 Percepatan 73 Fasifitms Lrus an 1 02 02 1.0 02 PROGRAM Penyediaan Perbangun.an Tidal Dikes 

npelaynan jumlah fsifits per.bang.an koshatan yang Perrintahan t PEMENUHAN Fasilitas Fasilitas Spesifik 

es ehatan eshat yang fasilites kesehatan mnenyedikn Wajib Yang uPAYA elyarn,, Ks«hat Disabilits 

dual den many«iakn dual dan play«nan Berkaitan KESEHATAN Saran, Lainnrya 

reprodulsi pelaynan reprodulsi bag/ ksehatan Dngan PERORANGAN Praran.a an 

Penyandang kshat Penyandang seal dan Pelayan Dar DAN UPAYA Alt Keshatan 

Disabilitas oksal dan Disabiits di reproduksi • Bidng KESEHATAN untuk UKP 

pact fasilitas reprodulsi layann ks.eh tan enyan«dang Keshat MASYARAKAT - ·  -···- 

pelarynan Pery«dang Disabilita 
1 02 02 1.0 15 Perydimn Pengelolaan Terseia di 

keha tan Disabifitas di meningkat stiap 
2 Lynan Pelayanan Lvel Sub- 

tasilits talun 
Kesehatan unt Keshat Kegiatan 

play nan 
UKP Rujuln, Kusu 

UKM den UK M 

Meningkta Meninglatnya 70 Percepatan 74 Fasilits Lrsan 1 02 021 1.0 03 PROGRAM Penyeiaan Pengelolaan Tidal 

n lyan.an jumlah fasiitas pernbangn.an pelayanan Perrintaan 2 PEMENUHAN Layan etyanan Spesifik 

deteksi dini pelaynan laryan deteksi kesehatan yang Wajib Yang 1 02 02 1.0 04 uPAYA Kesehatan untuk Pengelolaan Tidal 

bagi ibu, sh.tan yang dini potensi mnydialn Berkaitan 2 KESEHATAN UKP Rujuan, Pelayanan pes if 

anal, dan menyeia.an disabilits di layaran dtels i Dengan PERORANGAN UKM dan UK M esehat an Lia Disabilitas 

orang lay an de tels i laryanan shat an dimi bagi ibu, Playman Das r DAN UPAYA ujulan Tin«glint Product if 

de was dini bagi ibu, anal, da orang .8idang KESEHATAN Da@rah Provinsi 

terh.avdp anal, dn orang dewasa yang Kshata MASYARAKAT 

potensl dewasa yang berpotensi 

disabifitas berpotesi disabilitas 

(sepoti disabilitas. meningktti 

f 



Strategi Keteranga 
braes.ad Pagu trdilt if 

No. Target Caplan No. Kegiatan No. dilator Caplan Bitarg Kodefikai $1PD Program Kegiatan Sub-Kegiatan yang 
rnlrnentasi n 

--� 
2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

Meringkta f«lakes.any.a 71 Sosialisasi halt 75 Terselnggaray Ursa 2 14 03 1.0 06 PROGRAM Peng«rang.an Pergernbargan Tidal Dinkes 

n sosilisasi, ksehatan s«ks al silisi, Perrintahan 1 PEMBINAAN Desain Progr arm, Strategi Sea ifi Dina 

prahrnan krpanye, sorta dan reprodusi lnpany«,sorta wajib yang Tit KELUAROA Pengelolan dan Operasiona Disabilitas PKB 

terhdp halt perdidikn dan bagi Penyandang prefiik d ertit BERENCANA (KB) Pelak$nan Prorosi than 

esehatan pelatihan tentarg Disabilits pelt ih tentang Deng.an Advoksi, Konsling 

selsual don halt ksehatan hal shat.an elyan Dear Kornn.iksi, Kesehatan 

reproduksi soksua an seksul dan .8idrg nformasi dn Reproduksi ssui 

bag l reprodulsi bagi reprodulsi bgi Pengenddi duke (KIE) dng Kwife 

Penya«dang Penyandng Pery dang Penduduk da Pergdal i 
, _  

Dis.bititms. Dis.abilitns. Di.bifits. Kelurga 
2l 14 03 1.0 07 

Penduluak den 
Peg«rn.bang.an Tidal 

erencana 
1 

Kelurg 
d Perry«dia Spesifi 

Berca (K8) 
Mti Porro«i Dis.abilits 

Sui Ker ifs 
dan Morseling 

ludrya Loll 
Kshat 

ferodulei da 

Mal-Mal 

Reprodulsi ssu 

derg Ke.if 
. 

2l 14 03 1.0 08 Pembinan Tidal 

1 Promosi dan Spee if 

Kesling Disabilitas 

Kebijaln tit. Perlus an Kesp«rtan dan Manfat Jarninan Keshatan Nasional bagi Peryan«dang Disabilits 114.043.073.104 174.852.596 #nit tints 210.050.510 137.000.000.000 210.060.610 

36 Merr us psrta Penyandng Dis.bi/its sbgi Perr irr Stun lurn Marn.inn Kersh.attn Nil. 

MeningktnyA 72 Perfusn cap 76 Seluruh Lrusan 1 06 05 1.0 01 PROGRAM Pengelolaan Data Fmsilitnsi Bantuan Tidal Dinks 

jumnlah Penyandang Peryandan.g Penrinthan 2 PERLINDUNGAN fakir Miskin Sos it Spes ifik 8PJs 

Penyandng Di.bi/its yang Disabilits yang waji Yang DAN JAMINMAN Calupan Der ah Kesjahtr Dis.bi[its Kesehata 

Disabiitas miskin riskin dan rent.an miskin dn rntan Berti tan l 4 4  l  

­  Dir.as 

da r«tan yang dala Data tercanturn dal.awn Degan 1 02 02l 1.0 01 PROGRAM Pery«lngg.ran Pegelolaa Oat Tidal sit 

rnrrn. Terpdu Data T«rpad Pelayarn Dar 3 PEMENUHAN Siter informal d informs l Spee if 

Penrirna stun Kesjhtern Kesejahterm .idang 1 02 02l 1.0 02luPAYA Khat Peg oln Tidal 

lur an hrninan Sos ial Sosil Kesehatan 3 KESEHATAN Scar Sister lnforras i Spees if 

Mesh.at PERORANGAN Terintegi Ks«ht Disabilitas 

Nasional, 73 el n cu.n 77 eluruh trusan 1 06 05 1.0 02 PROGRAM Pengelolan Dt Pengelola Fakir Till 

Peryandng Penyan«dang Perrintahan 2 PERLINDUNGAN Fakir Miskin Miskin Lints Sp if 

bibi/its yang Disabilits yang Wajit yang DAN JAMINAN Cakpe Dr Dar ah Disabilitn 

miskin dn rent.an miskin d rntan Berkitar 8Os1AL Provinsi KabuptevKot 
37 Mems tin calpan inf'a.at di pesertan harnin Khat M ion.al dapt regal orndir kbtuh Pery an«dang Disabilitas, 114.043.073.104 in#tint 

Meningktrya 74 Sosilisasi 78 Terselerggaranya Lrusn 1 02 02 1.0 09 PROGRAM enyin Pegelol Tidal 

pr.hr. mnf'mat sos ilisasi Perrintahan 2 PEMENUHAN Layanan Pelayaan Spes if 

pryandang kepsort.4 pd waji Yang UPAYA Kesehatan untu Prornoi Disabilitas 
dis.bi[its an Kesehatan bagi peryandang Bert.n KESEHATAN UKP Rujukan, Keshat 

manfa.at Peyrdng disabifita aln Dengan PERORANGAN UKM dan uK M 

epsrtan Diabifita man.fa.art Pelayann Das.or DAN UPAYA 
1 02 02l 1.0 lsEATAN Pery@in egelolan Tidal 8Js. pes«rtan .idmg 

8Js. Kesehatan 2 MAYARAKAT lyan.an Jan.inn Spees if 

Kesehatan tu Kshat.an Disabilits 114.043.073.104 it 
UKP Rujkan, Mayr at 

UKM dan uKM 
- - 

Meningltkn 75 Pergernbngan 79 Tersusunya Lrsan 1 06 05 1.0 04 PROGRAM Pengelol Data fFmsifitmi tan Tidal 
furn4ah rnf'at ebijakn ebijakn terkit Perrintahan 2 PERLINDUNGAN Fakir Miskin Sos ial Sped if 

yang iberiln pr lusn nnf'at per us Wajith yang DAN JAMINAN Calap D%rah Msjatern Disabilits 

kepad.a bagi Penyandang manfaat bagi Berkaitan 80siAL Provinsi Kelurg 

Pery andang Di.abilits yang Penydang Degan 

Disabifitas dalarn menjadi pesorta Disabilita dalarn Pelyan Dar 

r 



Strategi Keteranga Dimas/Bade Pagu tndilat if 

No. Target Capaia No. Kegiatan No. lndikator Capaian Bifang Kodefikasi 8iPD Program Kegiatan Sub-Kegiatan yang 
rplrnontasi n 

-- 
2024 Apportioning 2025 Apportioning 2026 Apportioning 

-· , -  - 

80 Terusunnya Lrs an 1 02 021 1.0 16 PROGRAM Pery«dim Pergelolaan Tidal 
Kesehatan. 

ebijakan Perrintahan 2 PEMENUHAN ayan.an Jinan Speifi# 

janinan Wajib Yang UPAYA Kesehatan untuk Kesehatan Disabilitas 

ksehatan terkait Berkaitan KESEHATAN uKP Rujukan, Masyar alat 

perenuhn alt Degan PERORANGAN UK M dan UKM 

bant yang Pelaryana Das r DAN UPAYA Rujulan Tinglnt 

sesui kebutuhan • 8itmg KESEHATAN Dar ah Provinsi 

Kebijala IV, Penyelnggar Program Graka Ms yaralt Hiedup Shat (GRMAS) yang Mnjangle Penya.dang Dis.abi/its 2.831.893.500 4.341.903 3.145.000.000 4.821.962 3.145.000.000 4.821.962 

38] Mendorong @renter iarv lerbags, Pemnerintah Derah, clan swas ta ntk reel ibatkn Pery andang Disabilitas dadamn egitan GERMAS 2.831.893.500 3.145.000.000 

Meningkatnya 76 Sosialisasi 81 Terselnggranya Lrusan 1 02 051 1.0 01 PROGRAM Advokasi, Peninglatan Tidal D inks 

jurah program GERMAS sosialisi Perrintahan 1 PEMBERDAYAAN Perbrdayan, paya Advokasf Spes ifi 

@renter irV Perr int.ah program GERMAS Wajit» Yang MASYARAKAT Krnitran, Keshatn, Disabifitas 

lerbag, Daer ah den Pererintah Beraitan BI0ANG Peningkatan Pemberdayan, 2.831.893.500 3.145.000.000 

Penrintah wast $Cara Drah den Dorgan KESEHATAN ermn Berta Penggalangan 

Daer ah, dan rut in was ta dong.an lynan Das.ar Mayr lat da Kernitraan, Pera 

wast yang reibatkn - itng Lints Sek tor sorta MMsyaralt 

meryelenggr ala Peyandang Keseht a 
1 02 05 1.0 01 PROGRAM Pelan.an Penyelenggaraan Tietnk 

n prograrn Disabiits. 
2 PEMENUHAN Kornn iks i Prorosi Spes if 

GERMAS 
UPAYA Informasl dn Kehatan den Disabilits 

relibtan 
a . 4  KESEHATAN duke] (KIE) 

Pery«dang 1 02 06I 1.0 02] pEORANGAN Perilaku Midup Penumbuhan Tidal 
Disabilitas. 

2 DAN UPAYA Bersih dan Sehat Kesadaran Spesifi 

KESEHATAN dalarn rangl Keluarga dalarn bisabifit 

MASYARAKAT Promnotif Peningkatan 

Prevetif Tingkat Derajat 

Da@rah Provins i Kesehatan 

Kelurga an 

1 02 021 1.0 09 Pery@din Pengeloln Tidal 

2 Layan.an el yarn Speifi 

Kesehatan untul orosi Disabilits 

1 02 02\ 1.0 26 UKP Rujuln, paya Pengrang.a Titak 

2 UKM dan UKM Spesifik 
- - Disabilits 

1 02 051 1.0 01 PROGRAM Pergemnbagan ientirgan Telnis Tidal 

3 PEMBERDAYAAN da Pelaksanaan Spesifi 

MASYARAKAT paya Kesehatan Disabilit 

BIDANG ersumber Darya 

KESEHATAN Mas yrakc.at 

(uKBM) Tinglat 
- - 

Meningkatny PROGRAM PROGRAM Meningktnya 

a Kaas it.as PENINGKATAN PENINGKATAN Kapasitas SD0M 

8DM Ramah KAPASITAS KAPASTAS Rumah Salit 

Sakit SUMBER DAYA SUMBER DAYA 

MANUSA MANUS1A 

KESEHATAN KESEHATAN 

{ 



/ 

Matriks Hasil Analisis Kesenjangan Disabilitas 

Sasaran Strategis 1 ; Pendataan dan perencanaan inklusif bagi penyandang disabilitas. 

Kolom l Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom S 

Estimasl Penyandang Disabilitas Terdampak Masala h dentifilasi Kesenjangan lsu Disabilitas Faktor Peryebab Kesenjangan 

Permasalahan Polok di Tiap Bidang Masalah Strategis 
Jenis Kela min Umur Ragam Diabilitas 

Alases Kontrol Partisipsi Marfat Elsternal Internal 

1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berlaltan Dengan Pelyanan Dasar - Bidng Pendataan Penyandang Disabilitas 

format pendatan yang tidak sma ebijln pends belumn mengakomodi Format pndatan yang tidal sand collecting data difabel belum dapat Belum ada lembaga yang Belum ada wadah bagi Masih banyak keluarga Belum semua paham tentang 

antara pemerintah, OPDi dan NGO; pelibatan difbel dalamn prancan«an, OD belum antars pemerintah, OPDi dan NGO, digunakan untuk kebutuhan mengontrol dalam sistim difabel untuk berpasrisipasi disabilltas yang tidak form Pendataan menggunakan 

stlap 0PD belum memilili data 
merrilild data terpilah berdasarln rag rm dta yang udah ad di statistik, 

perencanaan dan ketepatan sasaran pendataan terpusat aktif dalam mengontrol berpartisipasi untuk anaknya WGQ; Perangkat desa ada yang 

terpilah penyandang disabilitas 
disabilrtas; 0PD belum memilili format data dukcpil den dinsos (DTKS) tidek bi 

penerima bantuan implementasi perencanaan didata, tetapi disembunyikan; belum bisa membedakan mana 
terpilah, 0PD belum pham pentingrya data di download krn ad4ye UL 

terpilah penyandang disabilites pertindungan data pribadi. Difabel enggan untuk didata orang sakit dan mana yang 

disabilitas 

Kurangrya kesadaran masyarakat desa belum berperan aktif dalam Penyandang disabilitas Jarang penyandang disabilltas tidak blsa penyandang disabilitas tidak hak kepemilikan dokumen Kurangnya pemahaman dan Belum semua kab/kota dan desa 

akan pentingnya dokumen adminduk memberikan pemahaman tentang dilibatkan dalam kegiatan di menyampalkan kebutuhannya terlibat dalamn kegiatan dminduk bagi penyandang kesadaran masyarakat terkait memiliki regulasi turunan 

bag! penyandang disabilitas pentingnya dokumen adminduk bag kantor desa kemasyarakatan disabilitas terabaikan kepemillkan dokumen pemenuhan hak penyandang 

penyandang disabilitas dan keluarganya adminduk difabel disabilltas 

Penyandang disabilitas belum Jarak lokasi kantor dukcapil jauh, Untuk mengurus dokumen penyandang disabilitas yang ingin hanya penyandang disabilltas penyandang disabilitas tidak Dokumen adminduk masih Pengurusen dokumn dminduk yang 

mem ilikd Dolmen Ad mind uk pengurusan dokumen adminduk adminduk membutuhkan blaya memillki dokumen adminduk harus dari keluarga ekonomni dapat terpenuhl hak dianggap tidak penting bag berbelit -belit den, membutubin 

membutuhkan waktu yang lama, tidak ada transportasi dan waktu yang mengeluarkan biaya lebih banyak menengah ke atas yang memilik dasarnya penyandang disabilitas 
bayak persyartan den biy. 
Kondisi ini dimenfaatken oleh calo 

yang mengantar penyandang disabilitas tidak sedikit dokumen adminduk 
mencart untungen deri 

peryandang disabiitas 

Belum adanya mekanisme evaluasl Belum ada aplikasi satu data yang dapat Data terpilah yang paling mungiin Untuk mengetahui penyandang Penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas yang penyandang disabilitas tidak Rujukan utam data penyandang 

pendataan terpllah penyandang mendata penyandang disabilitas diales adalah DTKS dni Kem«sos, disabilitas sudah terdata hanya bisa keluarganya mendaftarkan terdata hanya penyandang memiliki dokumen adminduk, disabilitas (New DTKS, Regosek, Datu 

disabilitas setiap tahun 
tapi ada bebrape endal perti dllakukan melalu operator penyandang disabilitas ke DTKS disabilitas ekonomi lemah, tidak mendapatkan informasl 

sektoral, Profit Organisasi PD,SDGs 

DTK hnya mandate penyandang 
desa/kelurahan, pendamping sosial melalul operator desa/kelurahan dan yang sudah ditandal 01KS 

Desan) masih tumpang tindih den 

disabilitas mislin, hanya bit dial tidak trupdat 

olh operator dea, pendamping dan dinsos dan dinsos sebagal penyandang 

sosil, den dinsos disabllitas 

Urusan Pemerintahan Wa jib yang Berkaitan Dengan Pel ynan Dasar - Bidang Perencanaan inkduif bagi penyandang disabilltas. 

Belum melibstlan sebagian difabel Belum ada Tema-tema difabel dalam difabel tidak diundang pada pra Difabel tidak bisa terlibat dalam Belum ads rurenbang temetile Kebutuhan difabel tidak Drfabel sulit berkomunilasi tau Pemahaman/parad lgma 

da lam Murenbang mulal dari Musrenbang dan Belum ada Pra dan musrenbang. selain itu mengawal proses perencanaan Khusus untuk dtfAbel dan wale upun masuk dalam perencanaan menyuarakan spiresi arena tidal pemerintah daerah terkait 

musrenbagd us - musrenbang Musrenbang Difabel akses informasl untuk pra dan 
diundang harye seledar untuk 

Program kegiatan 
adanya media pendulung dan 

pelibatan difabel dalam proses 
meleg«pi tr mendenger teta pi pemaharan yang minim terkit 

Kabupaten musrenbang tidak sampal pada tideke diberilen lesmnptan untuk 
Pemerintah 

ebutuhen difAbel ssuai ragar 
perencanaan--anggapan bahwa 

semua ragam difabel. menyamp«aikn pend@pat. dis bilitas difabel adalah objek bukan 

subyek pembangunan 

Alolsi anga ran untuk Belum ada regulasi turunan terkait alokasi Intervensi program untuk pada proses perencanaan kegiatan difsbel hanye tertibat pad kegitan difabel tidak bisa Belum ada OPDis yang Pemahaman pemerintah dalarn 

pembangunan inkduif disabilitas anggaran untuk disabilitas (Penggunan difabel minim belum melibatkan difabel yang dibuat khuus untuk difbel den berkolaborasi dengan Non mengadvokasi pemkab dan mengarusutamakan inklusi 

belum dilaksanaken secara Dana Desa untuk penyandang disabilitas) 
ltupun belum melibatkan srnu difabel saat kegiatan pemdes dalam disabilitas ke dalam 

males imal 
ragamn difsbel tetpi herye sebagien 

memaksimalkan anggar an perencanaan dan penganggaran 
ragam difabel 

disabilitas daerah 

Belum semua kabupaten di NTT PERDA penyandang disabilitas belum Penyandang disabilitas kegiatan pemenuhan hak penyandang disabilitas berjuang penyandang disabilitas masih Pemda kabupaten belum Belum adanya komitmen dari 

memiliki PERDA dan perka menjadi prioritas membutuhkan dukungan ngo penyandang disabilitas belum sendiri untuk adanya perda menjadi urusan dinsos belum memiliki profil disabilitas kepala daerah tentang 

(peraturan kepala daerah) untuk memfasilitasi proses memiliki payung hukum di daerah penyandang disabllltas menjadi penangan opd mutti pemenuhan hak penyandang 
sektor 

penyandang disabilitas penyusunan perda disabilitas 



Matriks Hasil Analisis Kesenjangan Disabilitas 

Sasaran Strategis2: Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas 

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 

Estimasi Penyandang Disabilitas Tordampek Massiah dentifikasl Kesenjangan lsu Disabilitas Faktor Penvebab Kesenjangan 

Permasalahan Pokok 

di Tip Bidang 
Masalah Strategis 

Jenis 
Umur Ragam Disabilitas 

Kelamin Akses Partisipasi Kontrol Manfaart Internal Eksternal 

1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 

Urusan Pemrintahan Wajib yang Berkaltan Dengan Pelayanan Dasr - Bidang Pekerjean Umurn dan Penataan Rung 

1)Hampir seluruh • Penyandang disabilitas 1. Pembuntan desin bangunan 1. Tidk tersedianya kesempatan bag 1. Penyandang disabilitas per@gun 1. Kurangnya pengetahuan 1. penyandang disabilitas 

gedung fasilitas tidak dapat mengakses 
1. Kantor pemerintahan tidal lntor pemerinthn tidak penyandang disabilitas untuk melaukan uff lursi rode tidek depat mengunalan mengenai disabilitas dan kurang percaya diri untuk 

umum dan layanan laryanan di kantor 
dilengkapr dengan bidang mirig den menyertakn penyandand alsesibilitAs leyanan publik dilrenalan bangunan 

aksesibilitas memberikan saran kepada handrail beg penyandang disabilitas 2.Tidal terediary leempatan bagi tide alesibel. 
publik di pemerintat pemerintahan maupun disabilirtas fiik. 2. Pelibatan disabilitas delem penyandang disabilites untuk melelukn uji 2. Penyandang die biitas tuli 2.Kurangnya pengetahuan pemerintah 

belum akses bagi fas lites pubtik lalnnya 2. Kantor pemerintahan tidak melakulsn audit slaibifits alesibilitas merglrni lsulrten sat en.gals mengenal regulasl Permen 2. penyandang disabilitas 

penyandang meryedial running text, ppan pad« saat perencan«an sampal 3. flak terediary«a ismpatan beg tor prnerintahan maupun leynan Pu mengenai bangunan tidak mengetahui cara 

disabllltas Peraturan Menteri PU penunjuk arah bag penyandang pad« valusi belumn ad« penyandang disabilttes untuk melalulan ujf public publik yang aksesibel. menyampaikan saran kepada 

tentang ketentuan 
disabiitas Tuhi untuk penunjuk arah 3. Pelibetan disabilits dalm alsvesibilit.As 3. Penyandang di bilites netre 3. tidak melibatkan pemerintah 

bangunan publik yang 
bertlc bagi serua ragamn melakukn audit lesibilits 4. Informasi yang di jelasln tidak dapat di mengalamnl lesulttan st mengloses 

penyandang disabilitas 3. Pandangan masyarakat 
disabilirtas pad« at perencnaan am1pl pahami oleh peryandarg disabilitas tuni ntor pernerintahan maupun lay«nan 

aksesibel tidak diketahui 3.Kantor pereninth tidal pad« evalusi belurn da S. Kurangrya / belumn di ada sempetan dari public 
dalam perencanaan hingga kepada peryandang 

oleh perangkat pemerintah menyedial jalur pemandu 4. Minimnny tau be;lumn pemerinth iepada penyandang disabilites untuk 4. Penyandng disabilitas tuhi tidal evaluasi pengerjaan disabilitas sebagai objek 

derah sehingga kebijakan (Guiding den Warning Blok) beg pelibatan penyandang disabilitas mensosieisesikn konsep disabilitas, Eti mergethui pa yang di jlesln bangunan bukan subjek pembangunan 

yang telah ada tidak v V V V V 100% 100% 100% 100% 100% disabilitas netra. tuli. berinter ali, • Peryandng disabiltas belum meres sehingga aksesibilitas 

diimplemnantasikan. 4. Belum tr«di juru Bahes isyrat 5. Blum di libatkan dlam 6. Kbijakan atau fgulesi yang sudah da belum pus meninkmati pemnban.gun yang dlanggap tidak penting 
delamn perternuan permerintah yg di pengambilen keputusan terimplementasi dengen beik. inltui 
lalukin s«cars online bagi 6. Blum di ibat#an dalam proses 7.Kurangrva sempatan dari permerintah 6. Peryandang disabilitas mengemi 
penyandang disabiltas tuli, perencanaan perbangunanny kepad penyandang disabilits untuk kesulitan sat melaluln pengobatan di 
5.Minimnya pemahaha man rumah salit tau puskesmas. mensosialissikn mengenai ions«p disabihrta rurah slit raupun puslrn.. 

pemerintah tentang penyandang 7. Etika berinterkasi den konsep den etik berinterelesi 7. Peryandang dis bilirtas mega lami 
disabilitas disabilites belum dipahami oleh lebingungan untuk memahami malaud 
6. Minimry ltrediean fasifirtes permerintah sehinge pngunan dan tujuan yang disarnpeikn 
sehatan bagi penyndang bahasanya tidk sesual 
disabilitas Fisik, Netre dan tuli 
7. Penggunan Bahasa yang terlalu 
tinggi pod sat menjel@skan 
mengenai layanan yang diberilaan 

2) Seluruh gedung Penyandng disabilirtas tidal Bangunan rumah ibadah masih Disabilitas belum dilibatkan Disabilitas belum menjadi prioritas dalam Disabilitas kesulitan mengakses ke n Penyandang disabilitas Penyandang disabilitas 
lbadah belumn akses dapat mengloses tmpat belum akses bagi penyandang dalam perencanaan bangunan penyediaan akses dlanggap orang yang masih belumn berani 
bagi penyandang ibdash disabilltas maupun pelayanan dari rumah dikasihani sehigga hanya menyampaikan saran kepada 

disabilitas • Peryandang disabilits tidal]V V v v v 100% 100% 100% 100% 100% lbadah sebatas penerima manfaat pemnuka agama 

mers ny&mans.at 
beribadah (tidak terdapet 
dalamn AD ii karena bukan 

3) Tempat Pariwisata • Penyandang disabilitas V V v v V 100% 100% 100% 100% 100% l Blum aloesya tempt wist« 1.Pembangunan tempat Perda maupun atauran regulasi yang ada Penyandang disabilitas kesulitan 1. Kurangrya pengetahuan 1. penyandang disabilitas 

belum akses tidak dapat mengakses yang add wis.ata tidak melibatkan belum dipahami oleh pemerintah ataupun saat mengakses tempet wisata yang mengenai disabilirtas den lurang percaye dirt untuk 

tempat wisata 
2. Jlur pemandu netr 

disabilitas developer tersedia 
alsesibiitas membenian saran pd 

dialifungsilken menjadi tempt 
2. Belum pernah adanya audit 

2.urgy« pengetahuan pmnerintah 
julan, lubang selokn dan ting megeal regulsi Perren PU 2. prvandang disabiitas tidak 

l 
• Layanan alsesibilitas litrik. aksesibilitas bangunan tempat mengenai bangunan pubiik yang mngetahui card 

yang dibangun tidak sesuai 3. Blum teradianya bideng miring wisata alesi bl. meyamplan saran kepadd 

1 



Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 

Estimasi Penyandang Disabilltas Tordampak Masalah identifikasi Kesenjangan su Disabilitas Faktor Penyebab Kesenjangan 

Pormasalahan Pokok 
Masalah Strategis 

dl Tip Bidang Jenis Umur Ragar Disabilitas 
Kelamin Akses Partisipasi Kontrol Manfaat Internal Eksternal 

1 I 2 I 1 2 I 3 1 1 I 2 3 1 4 [ 5 

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaltan Dengan Pelayanan Daser - Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

Perumahan yang • Penyandang disabilitas V V v v v 100% 100% 100% 100% 100% 1. Penyandang disabilitas 1. Belum adanya pelibatan 1. Belum adanya kebijakan yang mengatur 1. Masih banyak penyandang I. kurangnya pengetahuan l. penyandang disabilirtas 

dlmiliki oleh masih belumn memiliki kesulltan dalam kemampuan disabilitas dalam perencanaan biaya pemotongan harga pembellan rumah disabilitas yang belum memiliki mengenai rumah yang kurang percaya diri untuk 

penyandang rumah yang layak untuk membell rumah subs idi pembangunan perumahan bagi penyandang disabilitas rumah pribadi 
alesibilitas memberikan saran epeda 

disabilltas maupun • Bangunan perumahan 2. Bangunan perumahan yang 2. Mininnya pelibatan 2. Regulasi Kementrian PUPR mengenai 2. Masih banyak perumahan yang 
2Kurangrya pengetabuan pemerintah 
mengenai regulesi Perren Pu 2. penyadang disabilttas tidek 

perumahan subs idi subsidi yang tersedia belumn aksesibel bagi disabilitas dalam perencanaan desain rumah yang aksesibilitas bagi belum memperhatikan aksesibilitas mergenai bangunan publik yang mengetahui car 
yang disedlakan belum ales bagi penyandang disabilitas pembangunan perumahan penyandang disabilltas belum dipahami oleh penyandang disabilitas alases menyampeikan saran lpadd 
belum akses bagi penyandang disabilitas developer 3. tidal melibat#an penyandang pemerinth 

penyandang disabilites dalamn perencanan 3.Pandangan mesyarakat 

disabilltas hinge evaluasi pengerjean ban kepado peryandang disabilits 
ebagar objek bukan subjek pe 

Sumber air yang • Penyandang disabiitas V V v v v 100% 100% 100% 100% 100% Belum tersedianya akses ke Penyandang disabilitas belum Belum adanya regulasi akses sumber mata Disabilltas tidak dapat mengakses kurangnya pemahaman Minimnys pengetahuen 

tersedia belum akses mesih balum de pat mengals sumber air bagi penyandang menjadi prioritas dalam air yang layak bagi disabilltas sumber mata air pemerintah tentang penyendang disabilitas terkait 

bagi penyandang $umber air 
disabilitas perencanaan kebutuhan dasar 

air sehingga bingung dlam 

disabilitas 
Peryandang di bifits 

penyandang disabilitas 
meyamnpeikan usu/ saran, 

beresiko terns penyalt yang 
berkaitan dengn sanitasi terkait sumber mata air. 

Uruan Pomerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Perhubungan 

Bangunan • Penyandang V V V v V 100% 100% 100% 100% 100% 1. Bannan Pelabuhan belur L.Minimnnya pelibatan disabilitas 1. Desain bangunan universal belumn 1. Disabilitas kesulltan sat penyandang disabilitas 1. penyandang disabilitas 

Pelabuhan, disabilitaskesulitan ales bagi Diabilirtes dalamn perenceen bangunan dlpahami oleh arsitek atau perancangan berpergian menggunakan kapal laut. dianggap objek dalam tidak percaya diri dalam 

Bandara, terminal, mengakses bandara, 2. Alesibilitas di bander belum pelabuhn bangunan. 2. Disabilitas kesulitan saat pembangunan di anggap penyampala usul saran 

Trotoar dan halte terminal, pelabuhan, halte 
alases, sperti; 2. Penyandang disabilrtas msih 

2. Belum adanya ujl coba bangunan oleh berpergian menggunakan pesawat obek bukan subek tentang akses lyanan 
Belum tertedis runing text di belum dilibtkan sacra altif 

pasar, swalayan, dan pasar eluruh tempat di bandra dn dalm pembanguan bander% penyandang disabilitas dan Penyandang disabilitas tidak pembangunan. publik. 

belum akses • Penyandang disabilitas penunjuk rah 3. Blum diberiln ksempatan 3. Desain bangunan universal belum nyaman. 2. minimnya pengetahuan 

beresiko mengalami • Belum teredie guding blok den untuk melalukan edulsi dipahami oleh arsitek atau perancangan 3. Disabilitas kesulltan saat penyandang disabilitas 

kecelakaan saat berjalan di warning blok. mengenai disabilitas oleh bangunan. berpergian menggunalan bus serta tentang akses disabilitas di 

trotoar karena tidak akses • Belum adanya pendamping oleh peyandang disabilirtas kpad 
4sampal7. Perda maupun atauran regulasi tidak nyaman la yanan publik. 

(terdapat trotoar yang 
stat bander untuk mendampingi st.af angksa pure 

yang ada belum dlpahamni oleh pemerintah menggunakan bus 
membantu disabilits 4d. Belum adaya eterhibatan 

dipasang guiding dan • Belum semus stat bander« den disabilites dalmn perencanaan ataupun developer 4sampei 7. Penyandang disabilitas 

warning blok tidak sesual masks psi bandara paham pembangunan terminal kesulitan saat mengakses trotoar, 

dengan standar) Rambu mengenai cars berinterlsi dengan 5. Penyandang disabilites belumn halte, pasar dan swalayan yang 

Lalulintas belum alsesisbel disabilirtas di hibatkn dalamn perencanan tersedia 

bagi penyandang • Penyandsng disabilites disuirtkr pembangunan insfretruktur. 

Disabilitas 
dlam administrasi beriitn 6. Penyandang disabiitas belum 
dengan surat pernyatan le yak di libation dalam perencanaan 
terbng pembangunan Holte 

• Penyandang disabilitas diangap 7. Penyandang disabilits belum 

orang slit oleh maskpai dengan di ibetln dalamn perencanaan 

dipalalan menand@tangemi surat pmbangnan psar 

pernyatea dan tidak mendapatin 8. Peryandang disabillts belum 

surnsi pade point 3 dslam suret di libatkan dalmn perencan@an 

terebut pembagunan swalryan 

Belurn adanya kursi rode di 

Lorong psawat at«rupun kursi 

prioritas bagi disabilrtas 

3.Terminal bus maesih belum ales 

bagi pervandang disablitas 
4. Blum alses di jalen trotoar bar 

peyandang disabilitas fsik, netre 
5. Belum alses halte bag 
penyandang disabilitas 
fisk, Ntre,tuli. 
6. Blum ales paser bag 
peryandang disabilitas disabilirtas 
fsak den Netra. 
7. elm ales Swaleyan bag 
penyandang disabilitas fisk den 

Uruan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Komunikasi dan informatika 



Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 

Estimasi Penyandang Diabilltes Terdampak Masalah Identifikasl Kesenjangan lsu Disabilitas Faktor Penyvebab Kesenjangan 

Permasalahan Pokok 

dl Tlap Bidang 
Maselah Strategis 

Jenis 
Umur Ragam Disabilitas 

Kelamin Akses Partisipasl Kontrol Manfeat Internal Eksternal 

1 2 1 2 I 3 1 2 3 4 I 5 

Uruan Perrintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayvanan Dar - Bidang Komunikasi dan Informatika 

Belum semua • Penyandang disabilitas Media penyalur informasi belum Disabilitas masih belum Pemerintah masih Minimnya mengetahul Disabilitas kesulitan memahami kurangnya pemahaman penyandang disabilitas 

infromasi dan leesulitan mrgals. informs akses bagi disabilittas Netra dan dilibatkan saat membuat regulasi pelibatan disabilitas dalam informas yang dlberikan pemerintah terkait cara kurang memahami informasi 

komunikasi akses dan 
yang dikeluarlan oleh 

tuli, intelektual media informasi pembuatan informasi penyampaian informasi yang yang di sediakan. 

sesuai dengan 
pemeninth 

bisa di akses oleh sermua 
+ Penyandeng disabilirtes 

kebutuhan disabilitas mengalrri depresi lren agam disabilitas.. 

informal hoax [seperti covid, 
V v v V V 100% 100% 100% 100% 100% penyand«ng disabilrtes 

banyak yang enggan untuk di 
valsin) 
• Penyandang disabilites 
mange la mi leulitan untuk 
mmahami sat pagunn 
kalimat ateu istilah yang 

Bidang Penanggulangan Bncana 

Keterbukaan Blum smus BP8D adany kantor-kantor BPBD belum Disabilitas belum sepenuhnya masih minimnya pemahaman BPBD Disabilitas masih sulit mengakses kurangnya pemahaman penyandang disabilitas 

informasi rawan SOP peanganan bencana akses bagi pennyandang tertibat dalam urusan kota/'kabupaten terhadap terhadap kantor pemerintah/8PBD. BPBD atau Dinas terkait urang memahami tentang 

bencana dan 
(ebulam, sat den sesudah) 

disabilitas kebencanaan pelibatan penyandang disabilitas dalam terhadap penyandang bencana.dan informasl yg di 

penanganan bencana 
yang reponsif disabilitas; 

kebencanaan. disabilitas. berikann 
Kurangnya kapsits den 

yang belum responsif pemahanan Organiasi den 
disabilitas penyandang disabilitas terit 

kesip sign bencan; Kanal 
inform&si kebenc«en belum 
alseibel ba PD; 
Informasinye masih sulit Informasl yang di keluarkan Disabilitas belum sepenuhnya masih minmnya pemahaman BPBD disabilitas sulit mengakases 
dippehami oleh belum bisa di pahami oleh terlibat dalam urusan terhadap penyampaian informasi dan informasi yang di keluarkan 
Penyandengang Disabilirtas 

semua ragam disabilitas, karna kebencanaan pelibatan penyandang disabilltas dalam 

bahasanya tinggi. kebencanaan. 

be/um s«run Unit Lay«nan 
Disabilrts dibntuk/Ada di 
-- .. 

Pengarsuta mean 
Peyendang Disabilitas belum 
dipahamai olt sruA BP8D 
dalm penangulangn 
Bencans, khususnya yang 
belum membentuk Unit 

BP8D Proinsi sud«t Belumn ada anggara untuk Unit Disabilitas belumn bisa masih minimnya pengetahuan BPBD tentang penyandang disabilitas suit ke ULD. Belum ada anggara di BPBD penyandang disabilitas 
membentuk Unit Ly«nan Layananan Disabilltas (ULD) di mermalsimakan Ruanggan Fungsi ULD penanggulangan Bencana yang di alokasikan ke ULD belum bisa berpartis ipasi 
Disabilitas dan memiliki ruand 

BPBD ULD yang ada di BPBD penuh di ULD PB 
tersendiri di BP8D, namun 
belum ad« nran husus 
untuk unit ly«nan Disabilita 
shingga fungi den peran dri 

Unit Lary«nan Disabilits 

akses untuk buffer stck Buffer stock mengakomodir Distribusi bantuan perlu Masih minimnya pengetahuan para penyalur penyandang disabilitas suit belumn ada perioritas belum sepenuhnya 

logistik bagi penyadang lebutuhan khusus peremnpuan, menyasar sampaike bantuan terhadap kebutuhan kelompk mengakases bantuan disabilitas penyandang disabilitas dapat 

disabiitas 
perempun hamil, lansis, dan beryl 

kelompok disabilitas rentan dan disabilitas mengaksdes bantuan 
8 balit, den panyandang 

"' 



t 

Matriks Hasil Analisis Kesenjangan Disabilitas 

Sasaran Strategis 3 :  Pelindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi penyandang disabilitas. 

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom S 

Estimasi Penyandang Disabilitas Terdampak Masalah dent#fikasi Kesenjangan lsu Disabillt as Faktor Penyebab Kesenjangan 

Permasalahen Pokok di flap 
Masalah Strategis 

Bidang Jenis 

Kelamin Urur Ragam Disabilitas Alses Kontrol Partisipasi Manf aat Internal Eksternal 

l 2 l 2 3 1 2 3 4 5 

Urus.an Pemerint ahan Wajib yang Berkaltan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Ketentraman dan Ketertiban Urum Serta Perlindurgan Mas yarakat 

1). Pada level masyarkat. 1.) Penvandang disabilitas belum terima mrnstin rug 1). Sebagin ryandn alibat dari tidal pad kgirt­ rihd belum diundang trhibat tidi dilet, mrs mnalu 

Penyandang Disabilitas masih sebagai individu yang mampu baik secara tu trprt«gwtan di bilirtas tidal tr libat tertibatb dlamn forun­ girt prydang disabilits dalam ktgitan-ktgirtan merilikd note kelur 

mengalami Diskriminasi berpilir maupun bertindak, (dilategorilan 
yang tidal mryulitia dlm forum-forum forum prenann rasryrlatn di yang tidal mer ile yng dielerln di yng dis bilits, 

mnobilrts dsri dirfbel masyarlat la en. tide le ml pryndng tinglart des/ dolrn tin.lat ryrlart pembedn prlku. 
(dianggap kelompok minoritas lemah dalam pandangan masyaralat luas) fkc. Tern part dilut tartan. dibilits tidal de pat klahn jrangd pend udulon Mm#lid ar pan ba wt 

yang berbeda belum menjadi 2). Keluarga yang malu memilili anggot pert«mar yang tidal 2). Sabi Peryandng mymn plan pa pryndng di bilits Alibtmy tidal peryandng disabiltt 

bagin dari keberagaman keluarga disabilirtas, asehingga tidak bertang, tollet yang dia bilits minim kebutuhan mrel den yang trlibat dn berselolh, tidal bin tidal mampu, tidal 

individu peda masyaralat), mendukung kemandiriannya. altos bag pngwna mend patin informal, harus bairn memberi pend pat belrja, tidl brdye, lurn lrh. 

selain itu pemasungan bagi 3). Penyandang disabilitas mend@patkan leri rodn den terkt plynan Prludry kbijln tu u r n .  med paten jrinan day lbel-label n«gar tiff 

penyandang disabilitas tidakan kekerasan fisik maupun verbal, 
tonglt. ejhtrn soil dn btan hulum di bi l pun d bru soil, jinn yang tidal 

ynan publik lainry bagi di#fabel yang bats mnnghd iri shtn. mm.aruile, le pd. 
Psikososial masih terjadi, penelantaran. pemasungan, elsploitasl laren mdi informsi berhad pan dngn Peydg di bilits( 

bahkan larena dianggap tidal 4). bagi laki-lali dewasa masih sulit yang tidk sui. misle kn hukmn. tidi norrat, tidk 

normal oleh masyarakat mendapatkn layanan bantuan hukum. tidk ad jur bahs spurn, pkt n, 

penvandang disabilitas yart, mdi tle. rk, 

mendapatin tidakan 

kekerasan fisik, ferbal. 

2). proses penyeiesalan 

hulum Penyandang disabilitas v v v v v • V V V 

yang berhadapan dengan 

hukum masih sering 

diselesalkan dengan secara 

adat dan kekeluargaan yang 

mengorbankan hak hulumn 

penyandang diisabilrtas. 

3). Program bantuan hukum 

yang terbatas pada 

perempuan dan anak. tidak 

dapat diakses bagi laki-Aaki 

dewasa. 

Urusan Pemerint ahan Wajib yang Tidak Berkaltan Dengan Pelaryanan Dasat - Bidang Pemberdaryan Perempun dan Perlindungan Anal 

). Minim informasi layanan bentuk sosialisast dan penvebaran informas perlu perlu memastilan metode bentuk penyediaan per lu belum semua difabel perlu ada melanisme memastikan memastikan tidak diundang dalam belum semua 

pendampingan bantuan layanan pendampingan bantuan hukum bag adanya keterhibat ruangan tau informasi informasi informasl mengidentif mendapat informasi kontrol yang keterwakilan partisipast difabel/ kegiatan - kegiatan di masyvaralat memilili 

hukum bag masyarakat masyarakat, perlu melibatlan peryandang edukasi an tempat kegiatan yang yang tidak dalam ikasi bentuk dan memahami layanan melibatkan difabel. Difabel/penyandang peryandang tingkat masyarakat, prespektif difabel 

dengan disabilitas. disabilitas yang ada di lolasi program, terkait difabet yang tidal mudah terlalu bentuk tels hambatan­ pendampingan bagi sperti dalam disabilitas dalam disabilrtas dalam akses sarana sehingta bedampak 

sehingga penyandang disabilitas kesehatan dalam menyulitkan dipahami panjang dan audio, hambatan masyaralat yang perencanaan sampal kegiatan - kegiatan program DP3A prasarana yang tidak pada diskriminasi dan 

mendapatkan informasi. Selain itu metode reproduksi kegiata­ mobilitas dart oleh dan serta yang di dilakukan oleh DP3A, monitoring. DP3A di kabupaten sehingta alan lebih mendulung. kurang stigma terhadap 

informasi bis.a dalam bentuk audio, visual bagi anak egiatan difabel fisik. Tempat disabilitas men@gunak penerjemah alaml sehingga banyak asus kota. banyak Difabel yang tersedianya difabel. 

(tels dan gambar) yang mudah dipaham dan kemasyar pertemuan yang intelektual, an bahas.a bahasa sehingga dirfabel yang tidal berhadapan dengan penvesuaian­ 

disabilitas Tuli, intelektual mental dan Netra. rema]a akan tidak bertangga, seperti sederhana isyarat dapat melapor dan hukum terlayani pervesuaian sesual 

disabilitas yang toilet yang akses informasl sehingga memberika didampingi. Terutama dalam lebutuhan dirfabel 

terkart bag pen@tuna kursi singkat dan mudah di n informasl untuk kegiatan ditingkat pendampingan dalam pendampingan 

v v dengan v rodan dan tongkat. bergambar pahami sesual kabupaten kota hukum 

program kebutuhan 

DP3A khusus dart 

difabel yang 

memilikd 

lebih darl 

satu 

hambatan. 



Estimasi Penyandang Disabilitas Terdampak Masalah Identifikasi Kesenjangan lsu Disabilitas Faktor Penyebab Kesenjangan 

Permasalahan Pokok di Tip 
Mesalah Strategis 

Bidng Jonis 

Kelamin Umur Ragar Disabilita Akses Kontrol Partisipasi Manfaat Internal Eksternal 

1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 

Unsur Pemerintahan Umum - Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 

1). Dani 22 lbupaten/lots baru 5 Perlu ads rye kebijaln drah yang menjamin merest#an kter libatan merest ilan contoh lecl hak yang masih ad drh-derah kurangy dukungan dri 

derh yang tels h mer#lild terpenuhirye hal peyanng disbilits. terutma elompol disabilrtes leterlibatn lelorpol tidal terpenuhi. Hal bupten yang belur kelung, masyaralat 

perturan denah terlat pads dera.h • derh lbupten yang belurm mermilikd teribat dalmn di bilrtAs dlmn untuk berelolh, hak meneta plan lebijaln upun pemerinth 

prenuhan pengormatan den kebijalan tere but 
Sdsenh yang telah merilili 

perencann valusi perencanean deerh untuk mend pat la daerh lbupten terk#t setempt. Paradikmne cacat 
perfindungan hak dis bilits amun 

Perd, perl untuk d#tidal 
dun monitoring dterah untuk berkontribus pekerjn den pemenuhan hak dan ketids.k mamnpuan 

implementsinye terha mbat 
lanjuti kebijln turunan 

yng patiipat#f. pads pembangunan memperoleh upah, hk disabilitas sesu den.gan pads dfbel masih ada den 

dengan turan turunan atu 
untuk implementsi Perd. 

deerah yang rmah dan ts ident#ts amenah peraturan derh belumn berubah le 

petunjuk peleksanan/ petunjuk 
Sedangln 17 denh 

lesibel bgi difabel kependud uln hk ts provinsi No 6 thun 2020. pendeltn berbesis hak 

telnis. Dintrnya Kota kupang 
lbupten linmya perlu 

serta patisipatf. bantuan hulurn dn dan kset ran. 

(Perd No 2 tshun 2019), 1TS V V v V V V V v V V 
merumusk dan memnbuat 

hal -hal linya. Msih 

(Perds No tahun 2020), Flores 
perda dale m up ya 

dirslan peryndang 

Timur (Perd No thun 2017), 
pemeuhen hk di bilits, 

disabilitas di denah 

Mang mi Bart (Perd No 3 thun 
dan meltbatln lelompok­ 

terutama di ting#at 

2017), 8elu (Perd No 7 tahun 
kelomnpol dis bilits dalmn 

desa/kelurhan 

2020). sdngkn 17 derah linya 
perencnaan 

belumn merililed lebijloan daerah 

da lam upya pemnenuhan hake 

di bhits. 

Urusan Lembaga Vertikal yang berkaitan dengan Akes Politik dan Hukumn 

pads mes ls h demokrasi pemilu 1PS (Tempt pemungtnn sura) yang tidal Ales v V v v difabel ff1silk yang metode metode drfbel Gonda perlu perbln dalemn Organissi dis bilits di Belum semu di#f bel perlu ditingltln merest iln eteribatan belurm semua merill 

msih ad permasalahan seperti untuk pen@guns tongit dan kursi rode, Surat sura kes ulitan informsi informasi yng tiduke metode informsi pernilu Sebegin derah terlibat dslam perilu perilu lses diting#at pemyndang disbilits di prespektif dif bits 

peryandang disabilitns yang belum bagi disabilits tr yang terbatas hany« untuk 
men]angkau TPS 

yang sulit yang sultt terdnt yang mmah bag disabilitas lbupaten belum untuk menggunln daerak lbupten. drah lbupten melalui seting dher upya 

mends patln helm ye sebegad perilihan prsiden dan wkl presiden sedagr dipahmi oleh dipa ha mi oleh sebegal terutma mental, dihbatkn dln hak pilhrye. Melibation lelompol lelompol-lelompol pemenuhn hak politile 

pemilih at u dipilih. untuk surt tur tiny tidek ad peysuit n untk di#fbel difbel perihih. inteleltul, gands peryelengrn perilu disabilirtas disabilitas yang de dlamn bagi disabilrts belum 

disbilts etma. etersedin pendamping pad TPS intelekt us l intelelt ul perencanaan dan values/ berjaln malsiml 

yang buln pilihen dari disabilitas netra sebagai dan mental dan mental 

perilih. metote sosinlissi yang belumn akses bag 

dis bilits. 

penyandang disabiltas belum dfbel belurm mere hami melnme pelporan v v anal reaja orang masalh padd saran# lurangy«a kurangy« peryendang sebagian disblits di belum ada lerja sra organisasi difabel perlu de sosinlissi belumn semu apart sarana pmsaman yang 
mends patlan lryanan hulumn yang lsus, sarans pr2sans inst#tusi lepolisign Polres, intelekt ul intelekt unl, dews prsana tempat tenag hi di tenaga ahli di disabilitAs Tull daerah masih belurn antr organissi dfsbel dtingkart derah bag part peegl penegak hulumn alesibel di tingkt layan 

mamah dan alsesibe Polek yang belm lesibel bagi dfbel. paradigma yang butuh mental yang lryanan yang tidak denah yang derah yang yang mend patin informs# di tingot lbupaten lbupaten blur huleum teria it memaha rni terki epolisinn dn lay«nan 
dis bilits yang belurn merta pad part penegak penanganan yang butuh intelektual, lesibel bagi dapat dapat membutuhk lryan penangn dengan polres setempat dilibatian dlam di#fabulirts disabilitas, magam pendampingan. 

hukum. Belurn ads kebijaln di tingit polres, polsek den penangen mental peyandng disabilirtas memast n mmnastiln n 8l pads perlra pad tingit terlt pennganan penangnan perira disabilitas dan kebutuhan 
dalem hal pen#gnan di#fbel yang berhadapn pendamping n dun yang butut fsle hambatan hambatan sat epolisin sampei pads perira yang melibatln drfbel yang disabilirtas. 

dengan hulum. an khusus pendamnpin penangana yang dilam yang dlam penarganan putusan di pengadilan. difbel. berhadapan dengan 
gn ihusus n de dfbe dfbel mental dan terutama bagi penyandang hukum 

pendampin intelekt ual dan pendampinga dia bilits intelektul den 
gan khusus dan kebut uhn n lus mental 

lebut uhan huusya 
ihususrya 

Belurm ads meknisme penile lien ebutuhan sesuni magam penyandang disablirtas V V d lembag bantuan belum terbentuk us yang dial mi bagi disabilirts belurn ad melanisme prespektif di#fbilits yang 
personal de lam penangan perra dalam penngnan perkra dn pendampingen tidal hulum yang terebar i menisre penanganan peryndang disabilitas intelekt ua dan mental penanganan perkara dn belum merat dalam 
yang melibatkn peryandang terpenuhl. drah lbupten namun dun pendampingan mental dn intelekt ual terladang ksusnya pendmpingan lints penanganan den 

disabiitas belurn merrilld prespeltif lsus secant kola borstf sering terselesa ln tidk terselesail pad seltor terlit scar pendamping perir 
dis bilrts. mala meng lmni pryedi lynan dn scar damai tanpd tahap penangnan kola bomsi. Belurn ad di bilits di ling#up APH, 
lesulit dlmn melakuln pendamping [Organisi pmnpertimbangin perlra di tingit melanisme penile ir LBH. 

pendmpingn periar babel di den.h lputusan peryndang le polisian lren personal bagi disabilttas Minimmya dulungn 
dfbel yang berhadpan lbupaten, sumber dya dis bilits yang menjadi diggap tidal calp yng berhad pan dengan lelurga da lam 
dngan hulurn tenag hli, lembag lorban, dilaren len hulum. Pdh hukum. Blur ada penyeless ien lsus bag 

bantuan hulum den sulit dlamn penagnan penilalan terebut kebijaln pananganan difabel yang berhadpan 

lepolisian dlam prior hrus berdsaran perlr disabiltas di dengn huum. 

informasi bantuan hulumn yang V V kesultan la yanan penanganan dan keterngn hi dn ting#at kepolisin dent 

dapat dials«es penyandng pendampingn tenagA ahli pendampingan perir let eta pan put us n NTT. 

disabilitas den Pengcm LB# yang beg lsu-laus disabilitas di bilits berhad pan hslim. 

merilild prepektt dtfbilits yang dilunr lots kupang dengn hulum 

terbats 

Teng Ahli (Psikolog Psi#kiter, 

Juru Bahasa lsyrt) terbatas hanya 

da di wile yah lot kupang 



Matriks Hasil Analisis Kesenjangan Disabilitas 

Sasaran Strategis 4 :  Pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas 

Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom 5 

Estimasi Penyandang Disabilitas Terdampak Masalah dentifikasi Kesenjangan lsu Disabilitas Faktor Penyebab Kesenjangan 

Permasalahan Pokok 
Masalah Strategis 

di Tiap Bidang 
Jenis 

Kelamin Umur 
Ragam Disabilitas 

Akses Kontrol Partisipasi Manfaat Internal Eksternal 

1 2 1 2 3 1 2 3 4 s 

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Sosial 

Balal rehabilitasi untuk Teman disabilitas Belum akuratnya data Kepercayaan diri difabel link laporan data difabel Banyak difabel yang belum Memahami bahwa banyak Pemerintah kurang sosialisas 

penyandang disabilitas Kurang memlliki terpilah terkaitnya ragam dibuat oleh dinsos tidak tersentuh dengan teman-teman disabilitas pembangunan perdekatan 

mental tidak layak huni akses yang mudah dan ketrampilan diakses semua orang pemberdayaan (usaha dan merasa enggan dengan penyadang disabilitas 

dan over kapasitas karena ke informasl dan mandiri termasuk pemdes dan modal usaha) dan akses menyebutkan atau masih dan kurang memahami tentang 

jumlahnya yang terbatas sumber daya yang difabel ketenagakerjaan yang merasa malu tentang disabilitas 

relevan. lni bisa inklusif. kondisi disabilitas mereka 

Fasilltas flslk dan non Difabel sendiri belum Kurang dukungan dan Stigma Masyarakat kepada 

fisik yang belum mengetahui potensi dan pemahaman keluarga disabilitas mental seperti 

mendukung untuk ketrampilan darinya dan pemerintah dalam tidak diterima di lingkungan 

kemandlrlan difabel mendukung difabel 

berupa modal dan alat untuk mengembangkan 

dan potensl 

Pemerintah dan sector Perusahaan atau sector Belum ada program Buat pelatihan wirausaha 

swasta masih meragukan lain yang menerlma terapi khusus bagi on line shop untuk teman­ 

difabel terkait dengan difabel untuk bekerja dlfabel mental dalam teman penyandang 

potensi yang dimiliki baru difabel fisik sedang proses pemulihan disabilitas 

ragam difabel lainnya 

belum 
Persyaratan penerimaan Akses informasi yang Mau memberikan Baru sekitar 5,5% 

kerja bagi yang menjadi masih belum menjangkau partisipasi kepada penyandang disabilitas 

penghambat pendidikan, ke semua ragam difabel penyandang disabilitas kategori berat yang tercakup 

sehat jasmani dan Rohani tetapi tidak memberlkan oleh sistem perlindungan 

akses seperti tidak sosial Indonesia. 

adanya pelatihan untuk 

peningkatan kapasitas 

untuk penyandang 

disabilitas 

Akses rehabilitasi belum Pendidikan management 

tersedia bagi difabel untuk difabel di dunia 

mental usaha masih minim 



Kolom 1 Kolom 2 Kolom 3 Kolom 4 Kolom S 

Estimasi Penyandang Disabilitas Terdampak Masalah Identifikasi Kesenjangan lsu Disabilitas Faktor Penyebab Kesenjangan 

Permasalahan Pokok 
Masalah Strategis 

di Tiap Bidang 
Jenis 

Kelamin Umur 
Ragam Disabilitas 

Akses Kontrol Partisipasi Manfaat Internal Eksternal 

1 2 1 2 3 1 2 3 4 s 

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar - Bidang Sosial 

Penyedia lapangan kerja Pemberian alat bantu 

belum siap menerima harus dilakukan 

difabel untuk bekerja assessment dulu supaya 

dengan alasan tempatnya tepat sasaran 

belum ramah bagl difabel 

Akomodasi yang layak lagi Desa oben sudah mulai 

bagi difabel netra yang cukup aktif dalam 

mengikuti tes CPNS yang perlibatan penyandang 

masih kendala karena disabilitas tetapi masih 

waktu yang diberikan. kurang terkait dengan 

dokumen kependudukan 

Produk dari difabel belum Pelatihan yang di 

banyak diketahui oleh sediakan pemerintah 

pihak luar (pemasaran) atau LSM harus bisa 

memberikan akses 
kepada teman disabilitas 

balk itu tempat yang 

digunakan atau 

kebutuhan 1Bl untuk 
tepee tli 

Semua ragam difabel 

belum mendapat 

lapangan pekerjaan 

disektor pemerintah dan 

swasta 

Harus membngaun 

kolaborasi dengan 

pemerintah untuk 

membangun jaringan 

dengan mitra keuanan 

Adanya pelatihan 

peningkatan kemampuan 

untuk penyandang 

disabililitas untuk dapat 
hiehun 



k 

Matriks Hasil Analisis Kesenjangan Disabilitas 

Sasaran Strategis 5 : Pewujudan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas 

Domain dalam Analisa Kesenjangan Inklusif Disabilitas 
No. Sasaran Strategis 

Akses Partisipasi Kontrol Manfaat 

Permasalahan: Minimnya kesadaran masyarakat dan penyelenggara negara di daerah terhadap kebutuhan penyandang disabilitas untuk dapat menciptakan ekonomi yang inklusif bagi penyandang disabilitas 

Keterbatasan Akses kepada sumber-sumber informasi dan edukasi Terbatasnya potensi-potensi penciptaan ekonomi inklusif di Kendali terhadap Program-Program pembangunan ekonomi Manfaat Kesejahteraan 

yang berkaitan dengan daerah Daerah 

Edukasi dan kampanye tentang perlunya kepekaan terhadap Minimnya kesadaran penyelenggara negara di daerah terhadap Minimnya kesadaran penyelenggaran negara di daerah Peningkatan kesadaran masyarakat dan penyelenggaran 

kebutuhan kaum disabilitas tidak mungkin dibebankan kepada para kebutuhan penyandang disabilitas menyebabkan kurang terhadap hak-hak penyandang disabilitas menyebabkan negara di daerah akan memberikan kesempatan yang lebih 

penyandang disabilitas sendiri karena keterbatasan fisik dan sensorik optimalnya pemanfaatan sumberdaya daerah yang sebenarnya kurangnya kendali para penyandang disabilitas dalam besar, dan lebih adil kepada penyandang disabilitas untuk 

yang dimilikinya dapat diarahkan kepada upaya-upaya penciptaan program dan mendayagunakan sumberdaya yang dimiliki untuk dapat mendayagunakan kemampuannya bagi pembangunan 

kegiatan pembangunan yang responsif disabilitas yang pada berkontribusi terhadap pembangunan daerah karena daerah. Ini berartri memberi kesempatan yang sama kepada 

akhirnya berakibat kepada kurangnya partisipasi penyandang kebijakan pemerintah tidak peka terhadap keterbatasan fisik/ para penyandang disabilitas untuk dapat secara mandiri 

disabilitas untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah sensorik yang dimiliki mengusahakan kesejahteraannya dengan segala sumberdaya 

dan kemampuan yang dimilikinya 

a. Belum tersedianya Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Internal). b.Minimnya edukasi tentang pembangunan sensitif disabilitas (internal) 

Faktor Penyebab 
b. Minimnya anggaran (internal) 
c. Kurangnya kampanye kesadaran (Internal). External : d. Masih banyak penyandang disabilitas yang belum bekerja di sektor formal maupun informal. Masih banyak penyandang disabilitas yang memahami tentang ketenagakerjaan yang inklusi sehingga banyak 

lpenvandang disabilitas vans belum percava diri menvampaikan tentang konsep disabilitan dan etika berinteraksi di dunia keria. Masih banvak penvandang disabilitas yang mengalami diskriminasi dalam dunia kerja. 

Permasalahan: Absennya panduan dan standar operasional ketenagakerjaan disabilitas bagi sektor publik dan swasta 

Akses terhadap program-program ketenagakerjaan belum mudah Kurang luasnya implementasi regulasi ketenagakerjaan sensitif Perencanaan program atau penyusunan standar operasional Manfaat program belum bisa dirasakan oleh penyandang 

diakses oleh penyandang disabilitas disabilitas baik di pemerintah daerah maupun swasta belum menjadi prioritas sektor publik dan swasta belum disabilitas maupun penyedia lapangan kerja yang 

menyertakan penyandang disabilitas untuk memberikan mempeker jakan penyandang disabilitas. 

masukan sehingga Pelaksanaan program/Kegiatan dan 

praktek-praktek ketenagaker jaan di daerah masih belum 

responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas 

Minim/ Absennya panduan dan SOP ketenagakerjaan disabilitas bagi asbennya panduan dan SOP ketenagakerjaan sensitif disabilitas ketiadaan payung regulasi tekhnis berupa panduan dan SOP Manfaat bagi penyandang disabilitas : Belum tersedianya 

sektor publik dan swasta menyebabkan program-program pemerintah menyebabkan baik pemerintah daerah maupun swasta tidak ketenagaakerjaan yang sensitif disabilitas menyebabkan SOP di instansi pemerintah sehingga manfaatnya belum bisa 

yang terkait dengan ketenagakerjaan tidak dapat diakses secara dapat secara optimal melaksanakan praktek-praktek yang sensitif pemerintah daerah sebagai regiulator tidak mampu untuk dirasakan oleh Penyandang disabilitas yang sudah beker ja 

optimal oleh Penyandang disabilitas disabilitas secara luas dan menjangkau semua lapisan mengevaluasi dan mengambil tindakan terhadap praktek- maupun yang sedang menyiapkan diri untuk bekerja 

masyarakat termasuk kaum dlsabilitas praktek ketenagakerjaan di daerah yang diskriminatif Manfaat bagi pemerintah dan swasta di daerah: Belum 

Faktor Penyebab 
terhadap penyandang disabilitas hadirnya SOP yang sensitif terhadap disabilitas membuat 

perusahaan (milik pemerintah maupun swasta) kurang 

menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan beragam yang 

bisa dirasakan oleh semua karyawan. Manfaat untuk 

melahirkan inovasi dan kreativitas di tempat kerja bagi semua 

karyawan belum bisa dirasakan oleh perusahaan. 

a. Belum Terbentuknya Unit Layanan disabilitas ketenagakerjaan di Nakertranskop. b. Kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam meregulasi pasar tenaga kerja agar sensitif disabilitas (Internal] 

c. Minimnya dukungan anggaran (internal) 

d. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah terhadap pentingnya meregulasi pasar tenaga kerja agar sensitif disabilitas (Internal). External : Penyandang disabilitas belum memahami regulasi terkait ketenagakerjaan yang inklusi sehingga sering 
4 L L , l e i 4 el4 u , + L i  

Permasalahan: Minimnya penyediaan akomodasi yang layak bagi pekerja Penyandang Disabilitas di dunia kerja 

Dunia kerja belum menyediakan akomodasi yang layak yang sesuai ketiadaan standarisasi penyedlaan akomodasi yang layak bagi standarisasi akomodasi yang layak disabilitas belum Manfaat akomodasi yang layak belum bisa dirasakan oleh 

dengan kebutuhan karyawan penyandang disabilitas sehingga penyandang disabilitas berpotensi mengurangi upaya tersedia atau belum sesuai karena belum melibatkan penyandang disabilitas karena belum tersedia atau dibuat 

Faktor Penyebab penyandang disabilitas kesulitan dalam mengakses akomodasi yang mendorong penciptaan ekonomi inkluslf dan mengurangi difabel sebagal pengguna akomodasi yang layak di kantor. dengan tanpa melibatkan penyandang disabilitas. 

layak dan menjadi hambatan dalam bekerja. partisipasi penyandang disabillitas dalam pasar kerja 



Domain dalam Analisa Kesenjangan Inklusif Disabilltas 
No. Sasaran Strategis 

Akses Partisipasi Kontrol Manfaat 

minimnya akomodasi yang layak menjadi salah satu faktor yang Bagi pemberi kerja (pemerintah maupun swasta) : ketiadaan pemerintah daerah khususnya akan kehilangan, atau minimal standarisasi akomodasi layak disabilitas akan meningkatkan 

menyebabkan semakin kecilnya peluang kaum disabilitas untuk dapat standarisasi penyediaan akomodasi yang layak mengurangi menjadi berkurang efektifitas pengendaliannya terhadap partisipasi kerja dari angkatan kerja disabilitas, melindungi 

mengakses pasar kerja. potensinya untuk mendukung penciptaan ekonomi inklusif dan praktek-praktek ketenagakerjaan yang sensitif disabilitas pekerja disabilitas untuk mengoptimalkan sumberdaya yang 
sensitif disabilitas karena mengurangi potensi kontribusi dari apabila tidak tersedia regulasi berupa standarisasi akomodasi dimiliki. Ini akan mendorong lingkungan kerja yang lebih 

kelompok penyandang disabilitas yang layak disabilitas. inklusif dan adil, dan berpotensi mendorong ekonomi 

bertumbuh semakin cepat 

Bagi Kelompok Disabilitas: ketiadaan akomodasi yang ramah 

disabilitas menghalangi partisipasinya dalam pasar kerja dan 

menghambat usahanya untuk dapat mandiri secara ekonomi 

1. kurangnya kesadaran penyelenggara ketenagakerjaan inklusif tentang penyediaan akomodasi yang layak untuk mendukung ketenagakerjaan yang inklusi (internal) 

2. kurangnya dukungan biaya untuk penyediaan akomodasi yang layak bagi karyawan penyandang disabilitas (internal) 

3. absennya regulasi sensitif disabilitas (Internal). 4. Belum ada mekanisme yang dibangun penyedia kerja untuk karyawan disabilitas menyampaikan kebutuhan akomodasi yang layak. 5. Penyedia kerja belum melakukan audit aksesibilitas di kantor bersama 

karyawan penyandang disabilitas. 

4. kurangnya sumberdaya yang paham tentang ketenagakerjaan inklusif (Internal). External: Penyandang disabilitas belum berani menyampaikan kebutuhan akomodasi yang layak baginya di tempat kerja. Penyandang disabilitas belum tahu mekanisme untuk 

Permasalahan; Minimnya Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milk Dae rah, dan perusahaan swasta yang melaksanakan panduan dan standar operaslonal ketenagakerjaan disabilitas. 

Faktor Penyebab akses yang terbatas terhadap pasar kerja Potensi minimnya partisipasi angkatan kerja disabilitas pada Instrumen pengendallan pasar kerja di daerah Implementasi kewajiban perusahaan (swasta dan publik) 

pasar kerja agar memiliki kuota 1% dan 2% pekerja disabilitas 

berdampak positif bagi penyandang disabilitas 

potensi akses penyandang disabilitas terhadap pasar kerja yang telah pasar kerja kehilangan potensi partisipasi angkatan kerja Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 mengamanatkan adopsi UU No. 8 tahun 2016 khususnya kewajiban agar 

dibuka oleh keluarnya regulasi terkait penyandang disabilitas (UU No. disabilitas karena perusahanaan milik daerah dan swasta tidak bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling perusahaan wajib mempekerjakan karyawan disabilitas 

8 tahun 2016), menjadi tidak berarti bagi penyandang disabilitas melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam UU No. sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau sebenarnya akan memberi manfaat yang besar kepada 

ketika di level daerah peraturan turunannya tidak ada/ tidak 8 tahun 2016 pekerja. Dan perusahaan milik daerah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas agar memiliki kesempa tan yang adil 

mencantumkan klausul terkait kewajiban perusahaan untuk 2% penyandang disabilitas dari total pekerjanya. namun dalam pasar kerja. Kesempatan kerja yang terbuka dengan 

mempekerjakan kaum disabilitas ketiadaan klausul tersebut dalam turunan Undang-undangnya kewajban ini akan memungkinkan penyandang disabilitas 

di daerah menyebabkan daerah sulit untuk melaksanakan untuk dapat mengupayakan kemandirian ekonominya 

1. Ketiadaan panduan dan standard operasional ketenagakerjaan 

sensitif disabilitas pada tingkat daerah yang merupakan turunan UU 

No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas 

2. kurangnya kesadaran terhadap kebutuhan penyandang disabilitas 

3. minimnya dukungan anggaran 

Permasalahan: rendahnya partisipasi perusahaan untuk memberikan kesempatan dan mendukung Penyandang Disabilitas dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahateraan untuk mendorong kemandirian. 

Faktor Penyebab Akses yang terbatas dari penyandang disabilitas terkait program­ CSR perusahaan sangat jarang/ tidak pernah menyasar Pengendalian yang kurang dari Pemerintah terhadap Manfaat bagi kaum disabilitas dan perusahaan 
program tanggungjawab sosial perusahaan (CSR) pemberdayaan kelompok disabilitas bentuk dan sasaran CSR dari perusahaan 

kaum disabilitas seringkali tidak menjadi sasaran dari program­ partisipasi perusahaan (public dan swasta) dalam mendorong sebagai regulator di daerah, pemerintah daerah sebenarnya Manfaat bagi penyandang disabilitas : CSR yang diarahkan 

program CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan daerah. ekonomi yang inklusif lewat program-program tanggungjawab dapat menggunakan kewenangannya untuk mengarahkan secara benar kepada penyandang disabilitas akan membuka 

Kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan sosial perusahaan (CSR) sangat sedikit yang menyasar kelompok perusahaan-perusahaan melaksanakan CSR nya dengan kesempatan kepada para penyandang disabilitas untuk dapat 

kesempatan yang sama dan adil seringkali terkendala data-data disabilitas. Dengan kata lain, perusahaan-perusahaan di daerah sasaran kelompok-kelompok disabilitas. Ini akan membantu mengupayakan kesejahteraannya agar mendiri secara 

kelompok disabilitas yang tidak dikelola dengan baik. hampit tidak berpartisipasi dalam upaya pemberdayaan ekonomi upaya pemerintah dalam mendorong kemandirian kelompok ekonomi, 

sensitif disabilitas disabilitas di daerah. 

Manfaat bagi perusahaan: poemberdayaan penyandang 

disabilitas lewat skema CSR akan memberikan kontribusi 

terhadap upaya penciptaan lingkungan ekonomi yang le bih 

1. Belum ada unit layanan disabilitas ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten yang menjadi jembatan penyandang disabilitas dan pemerintah dan dunia usaha (Internal)2. Data kelompok disabilitas yang masih kurang dikelola dengan baik oleh Dinas sosial dan 

disnaker 

2. kurangnya kesadaran dari perusahaan-perusahaan dalam menyasar program-program CSRnya 

3. edukasi dan kampanye sesitif disabilitas yang masih sangat minim dilaksanakan 

$ 



Matrikes Hasil Anal.sis Kesenjangen Disabilitas 

Sasaran Strategi 6 :  Pendidilan den keterampilan bai penyandang dis bilitas 

Golom l Kolen 2 Kolom tolorn 4 Kolomn 

fstinn.l fer,rdg Ole.llt Tor damp.al M.al h ldntifl nn.gar l D.at Fkctor Peyebab sen/an.gan 

Pems.lh. Pool dl 
M.lh Strate 

Tap 6dang ll Glen.den Ur g pi.bit. 
Ale Part.lpal Kontr el Ma fart tom.al Elfrnal 

1 2 1 2 3 1 2 3 4 $ 

run Pemrita.a Wj yr rklt Dr Polry.a Dar- Sid.mg Ped 

Belurn ad.a penguat r lumlah den mt pendidil sangt Etirmi al Ertims dtii tirile stir..le an.ian.a stir.int etiml le Ht mak per andang di ilt Stern pert-ljaran bg anal dnga Molter d val.d d rt ln 4or.n pat.its institusi py.di pd.nan.nan.tar 

lapas.ltas seleolah ink#us.lf terbts, trmask did lamnry dengn .l nk dngn dn d' dng" den drilalorn pol lay ft.ts. di.bit mah dittuln oleh din pihk Pernglat Per int h (Din d.bot pr olh lrynan pendidlan in.klusi blur proil dgan kbprt/et. 
Kebijatan basiswa beurn Gr Pembimn bing husu (GP di bit dengn dgn di blits di blit. di bile di bilit di bilit loomed nnghk at} mg dn slolh, bem mk or.or Podidila) bag lb m.ft drilyna me.d pen.hn.n ..rt. dr pryelnar.an pd fl. 
men alp e lomnpol bet anal dg di b#lit berdarr di bl dm bi»lits fee ymg intelltrl yn mer ta! yang tori yang nd yag mild.k «k ol.ah lbrthn spa.lk di ti.a ran pryingr pendid len inkdi pd idle in.ldi mp kt rnpll SOM ttan i rout rtu lyn 
disabilit as mah brsifat prrsit (2.878 jnis kl min berdrln brdstria tide tide bid bide tidale el en «no prynd deb.t. de.Abt mpun pndidila n kh us (S49) pendidilean kh (54By d blt, shin lb pend dila n inkdus tidal ralirnal 
Angla put us sekolah pad a 

pert didik di biltts diluruh jni n urur. brskol brlo la h br.kola h brlol h brlol h mupuan kn pryndn elure %.re 4 .t. blur tr jdwl sac.rrtii d Pert d dike dengn ran tr«but blur brr-brr (bail #tu dalsm hal per«nan n, 
elompok remala/ mud.a 

Su iNTT nmu tidk pf%le kl rn.in. di.bit4 mndptl. lferre.el db.at d.al n pro pr nve., lost, bah.led lmn be de.b.rt fl.k d .«r.rile mmnahami lb than pt phnn, rt monitoring dn 
dlab#fit s 

ram di bilits, sdankn L.284 ttlynan pend idike pell.an., moo.tel m pun peryelenr pend.id ln inklui mend pat mnnfrt drily di k di bilit vlvsi program pm beljn bi 
kKlapan tenaga pet id ike 

untuk member in taanan 
dibilits yr ad dipanti ju. yak pry«dd.lt val.pron4pun. yd #ran bahln tidk permah pendidikn sdngln psrt flak adany pdom.an b aw peseta didike dngan di blits 

pend idilean bag} anal den@an tid spefk rmn dinar b#lits, fl.k, smorik dun it«kc tu.al y.g Centohry. perncnn progrrr­ mandpt ljngan deri din PK didk drgn de.bolt. bag skol n tu tr but) 

disabiit s (khusunyd pad a dnl dart dis bilit dlr ml al le al.oh, st..g prgram rpunvlusi kuriklumn di el dkrtrw or itelk tu.l drys.bag«an .j pwlnr pendidilar yng em sru porn.gt d l  

sekolah inkdusl) pi blur s trcover) blur map tu an liolth inldusi ma pun S48 tu dmgn de.bolt. d lo.dt yn mordpt manfa ink luf pun nasyn art m«rah mnd 

Belurn tersedia Guru peturya dlbentk uLD Penelidila n dibits glum . l a.n  lerta  did  perry.dg d.bb.rt. loll srbi brt i d n  .bolt  nm  tal  skol.h  in.lll blur mnmd kbijala tntang Akomodsl /ag 

Pembir bing husus (6PK) gr dpt memberin pant .r d  pres.ran. di.col fed dan rs.eek mash tertp dilibation pr.wen/pran an dad rn. .lei tide 6.ar pres den lr d Lary bi perta didik/mah iwt 

pad.a seolah in#dud pests bagi lnnb«g pend id in.ldun/ pun Su doh ram.ah d.abet. dlmn partisipei di dlmn kl4, run pendidiln diekolh t«rebut. mnddpt mnft. ming -ma.ling.«gn dlab t. d«ngn di bits . 

Beluro ada UtD bidang yang mrlid pert didike Alee Alt bat utuk m..lr­ pert k den di.bi rt. glum trdl rye GK dl flu .r. plh.al mnrm.ah.rd 

pendidilan pada njang di lit dis.rti jjr mlnr d.bolt. pg blur rt.elk tu.al di salol h inldui mih sering k olh lnldu l pentagry UtD bid pend l 
PAUD, SD, Se kolah pendidik n NA NA pr ahry trel (Di bilits Fi.le tbile. S n  d.abllt  «nan ta .prti yg dimnrtlean dal m P 
menengah maupun Pf Pevandng diesbilits ls ult Rm, i bits Srik: Tong lat Tuna pn .bolted seal No.1 fhn 2020 pd Bab l pal 
Belur serua kabupater mer lo.rs lynan pd id ile Netrs Nuruf rile, Mdst, Running tidak brelolh. 20dengn bertjvsn untuk 
me mule $Ls 

formel (kola h inklusi mm«pun Su8, feet, I8I, Di bilit Intlltual Mdi pinkotn le pasts/om p«tarsi 
Kebljlan Pemda belum 

mergingt blur sru lbwpten pambaltjrn lhus, Pery«di a GK pend idike dn ten kpendid lean 
mergakeomnodasi e but utan 

deh mmiili SAS), sr lryman Diab lits Metal den Diblrt Ga.nd bi hynan pencidlln inldusl 
pend id itan bagi anal dengan 
disabillt s, khususnya pad a pendidiln non formal (pelt n tidl ad ls sm« s.le li) 

lay anan pendidilaan inkdusi kete rampiln di 8LK] Alee pr.r utkapref 
tt perryndg .bolt sin 
terlb.at 

Ur. Per it.ah. We yang lr.lit Dr Pelan. De.-id ht. 

L. Sistemn informsi den 

orundlei blur 

pnuhry rmna h 

die bilits (fyer, brsur, 
spanduk, video du+ai, 

dll) 2 

Pendid dean Kehatan 
Reprodslsi blur 

mayer pad 

pryardang dibilits 

(PPR) 

Ur Perr tint.ah. Waft yang lrlltn Deng Pery«nan Dae.r- Bldg Plrjaan trmn d Pert f.. 

L. Program lrj bidang 

uR damn rang 

prencnn ban an 

kola hr yen inkdif 
(pert drjt kn iring 

nm, ktr«din har uf 

brile distip ran, 

tidk ts.di y running 

tart/ mnbr/brour 
singlet tentng lryan di 

instsi fr but, dl) 

Uran Pernitahn a yang Gerlt. Derga Pelryn Do.r- 8dang Prum.ah.an ayat dan w. Perl.an 



k 

Kolom l t on 2 Kolo#n Kolo 4 Kellom S 

ti Perry dang Dia lt Trdmpal l.all ldttf.d npr.gr le Di.ab.t falter Pry«ebb.ab an j.en. 

Per.lh Poll oil d 
Ma.lat Strate 

Tap Bid.an ll #Kl n.de Lr g pi.bit 
Al Pectin.lpal Montrol Marfa.art l rm.al Eltrnal 

1 2 1 2 3 1 2 3 4 $ 

Ur.a Perr int.ah.a Ma.b yang lrtan Ong Pel.ya. Oar.at- Bldg Ketertram.an dan lrtrt thrum rt Pell.en Myra.rt 

rt Prnlrt.al.n Wajib yang Ork.alt Oran Pel.ryan Der.at- dang Soll 

1). 8elm mrtany Bar slitr $,5% pr,ndng 

mnft dri pron dibiit hrtgori br. yng 

per#ind ingan soil trcalp ohh sister 

(rrprs bidang pen idi#lan perlindunn oil indoni 

bite di bit hry 

nrvr pert did le 

di bit yang tin.el di 

panti). 

2J. an4 d bebrp 

blsi rehabilitsi soil di 

Kot pang den 

bpten upend 
stir blur reeled 

sr .mn disabt 

Ursa Pemrrtah.a Maj veg Tdk Brlltn Degan Pelryn. Dr.ar- Bldg In. Mr a 

Mer«rllon lj. h 

minim! $MA pl 

peryr dang di bits 
ingin mngilrti pl ihan 

di 8ux 

Urn Perr tint.ah. Maj yang dale Sark.alt Derga elrye Do.a - Bldg  Pobr  dry  Pranp d Perl«dun A.al 

Blur ru 

peryardng dis bilits 
r«milt kelhrr 

sb pry.rt 

untuk rks.lo 

Ur. Pnrltah alb yang Tidal brlltn Dr Pel.rya.n Oar-Bldg Ahn.lnltrel prddkn dn Pert.rt pl 

).Blum tardpt sistern formasi ttnlryr Pyrdng din blt mah minim Melis.dhd lyan elm prryncin slum smut pry«di lryan Mesih ad rpan blow 

iformti di bits yang pedfr leprdudulan bl mdptie form.i mi perjngin bag pryndng dis bilits er lila dolmen me mild umber dry« yang poryndg diblrt tidal panting 

muds disl ntule mrt ditrim./let hi olet r t  pd  tr lpn fdule dis bilits untuk peremnn dt pendudv inn (kt lhhirn, mmdi untuk mels kuan ntuk mem~lid dicker 

men.hl relit pryndg dinab lit hi tidal dpt mmbat lptn pdudul tt pi blur rmure no. pwin.lorn kpad peryndng administrsi kp«duduln. 

peryar dang di bilis urtkn.leery publk try«but bin tariryni. ditabilt rtuh memberil 

dn 4.l spa lryan sdrinitrl 

isl. Dt.. pend udula. 

Ur. err int.an Maj yang dk rllt Deng Pelry«.an Oar.at-dg Perbrdry«an yr alt d Dr.a 

perinth D 

mm.dibbpa 
st/p rlt sh 

ntukrryandeng 
dibis, narun tidal 

mill instruktur untuk 
pltihan 

Ur Perlntan Waft yang Thal Ork.alt.an Or Plrya.an Dr.r- Slid Pendl Pend duke da l. re 



Kolom l Kolomn 2 Kolo Kolen 4 Kolom S 

tten.l Penya«and Dir blltt Terdamp.al • ldtfd le«jar.gr l Di.bt Factor erybab ran jangn 

Pe...h. Pol ok di 
Mr.lh Strrt 

Tep Bldg ll Klan.in Ur p pl.ab.. 
Al Part.pa Kon tr ol Manhart intern.al Eltrmal 

1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 

Uran Pemnr int.ah. Wag yang Tdk Berk.t Deng elry«a O.- Bldg Per hbngan 

.Siten informsi #rn 
prhubn beln 

rmh die bilits 

l.Aryan alt 

trsporti blur nm.ah 

di bilits, m.isl blur 

de bi k s  untu pr 

pelejr/siw di blit, 

blur ad ht ih 

untukgrjrputan 

pert did disabt 

yang lolsirv jt 

dgr «lolh, dll 

Uran Per let.an Wafb yon dk lrlltn Degan Pelrya«nan Dora- Sedan Koll dan l fern.art 

L.Balun sru infori 

dn konili diten part 

urum +rnh dlblts, 

tontoh informsl tartan, 

peps yawn Inklui, Tr p 

bnama yang inldui, dll 

Ur.a Per int W ab yon dak rlltn Onan Pel«rye D.r- Bid perm d.an d Olah la 

p .rtlt 

di b»lit (prli pl) 

ri tr m.bat 

Ur. Perth W.yang Tl ktt Organ Pelryan Dr.t lg ttd tile 

1). 8elm de sw yr. 
.er kt.us mn.try.r 

pryardg dis bits. 

2l. Balm ad Det 
Nloat Pender 

Di bilrt. 

Ur. Perr int.ah.n Wjh yang Ted.k Brlltn Dr.gan Pelryn De. Bldg bu dry«n 

Ult Pendulng Ur. Perr lit.hh.- Bldg Slr«rt lat Dr.al 

Ur Pnj. Ur. Pe.lit.l.- Pt en.c. 

Ur Pen an Ur. fen.rrt.ah.- deg lug 

Ur Penn jag Ur.a Pen int.h. -Bldg p«el 

Urr Penn pang Uw. err tint.alt - Bldg Pein dn Pel.th 

Ur Perri ta Urn - Sida art. Baa d Pelt.l 



Matriks Hasil Analisis Kesenjangan Disabilitas 

Sasaran Strategis 7 : Akses dan pemerataan Layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas 

Sasaran Strategis 
Domain dalam Analisa Kesenjangan lnklusif Dlsabilltas 

No. 
Akses Partisipasi Kontrol Manfaat 

Permasalahan : Minim kunjungan rumah (home visit) dari tenaga kesehatan kepada penyandang disabilitas 

1 55 : 7 Akses dan pemerataan a. Minim data yang akurat dan terpilah tentang ragam Terbatas Perawatan Kesehatan: Kendali atas Perawatan: Manfaat Kesejahteraan: 

Layanan kesehatan bagi disabilitas dan kebutuhan disabiitas Keterbatasan akses ke kunjungan rumah dapat Minim kunjungan rumah dapat mengurangi kendali Kunjungan rumah yang cukup dan teratur dapat 

penyandang disabilitas b. Minim dana untuk melakukan kunjungan rumah (home menghambat partisipasi penyandang disabilitas penyandang disabilitas atas perawatan kesehatan memberikan manfaat besar dalam bentuk 

visit) dalam perawatan kesehatan yang sesuai dengan mereka. Mereka mungkin tidak memiliki pemantauan kondisi kesehatan, pemberian 

c. Akses menuju rumah sulit. kebutuhan mereka. Mereka mungkin tidak pengawasan atau pemantauan yang cukup atas perawatan yang tepat waktu, dan pencegahan 

mendapatkan pemantauan atau perawatan medis kondisi kesehatan mereka. komplikasi. Minim kunjungan rumah dapat 

yang diperlukan. Kendall atas Pengambilan Keputusan: menghambat manfaat ini. 

Keterlibatan Keluarga: Kunjungan rumah yang terbatas juga dapat Peningkatan Kualitas Hidup: Kunjungan rumah 

Kunjungan rumah juga dapat memengaruhi memengaruhi kemampuan penyandang disabilitas yang efektif dapat meningkatkan kualitas hidup 

partisipasi keluarga penyandang disabilitas dalam untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penyandang disabilitas dengan memastikan 

perawatan kesehatan dan proses pengambilan terkait perawatan kesehatan mereka. bahwa mereka mendapatkan perawatan yang 

keputusan. sesuai dan memiliki dukungan yang diperlukan. 

1. Keterbatasan Sumber Daya Kesehatan 

Faktor Penyebab 2. Keterbatasan Aksesibilitas 

3. Kurangnya Pelatihan dan Kesadaran 

Permasalahan: Belum ada layanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas 

2 557 : Akses dan pemerataan Akses ke Informasi: Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: Kendali atas Keputusan Reproduksi: Kesejahteraan Reproduksi: 

Layanan kesehatan bagi Penyandang disabilitas memiliki akses yang setara ke PD punya hak untuk berpartisipasi aktif dalam Penyandang disabilitas harus memiliki kendali atas kesempatan untuk memiliki anak yang sehat, 

penyandang disabilitas informasi tentang kesehatan reproduksi, termasuk pengambilan keputusan terkait dengan kesehatan keputusan reproduksi mereka. Ini termasuk hak mendapatkan perawatan selama kehamilan dan 

pendidikan seksual dan reproduksi yang sesuai dengan reproduksi mereka sendiri. (hak untuk memberikan untuk memutuskan apakah ingin memiliki anak, persalinan, dan menjaga kesehatan reproduksi 

kebutuhan mereka. lnformasi ini harus tersedia dalam persetujuan atau menolak perawatan, serta hak berapa banyak anak yang ingin mereka miliki, dan secara umum. 

berbagai format yang dapat diakses, seperti braille, tanda­ untuk mengemukakan preferensi mereka dalam kapan mereka ingin memiliki anak. Peningkatan Kualitas Hidup: 

tangan bahasa, atau format yang dapat diakses melalui perencanaan perawatan kesehatan reproduksi). Akses Terhadap Teknologi Bantu: Meningkatkan kualitas hidup penyandang 

teknologi bantu. Konseling Khusus: Bagi penyandang disabilitas yang memerlukan disabilitas secara keseluruhan, membantu 

Akses ke Layanan Kesehatan: Layanan kesehatan reproduksi harus menyediakan teknologi bantu atau peralatan medis khusus dalam mereka menghindari komplikasi kesehatan yang 

PD memiliki akses yang setara ke layanan kesehatan konseling yang sensitif terhadap disabilitas, perawatan reproduksi, mereka harus memlllki dapat dihindari. 

reproduksi, termasuk pemeriksaan kesehatan reproduksi, memberikan dukungan yang diperlukan dalam kendali atas akses dan penggunaan peralatan 

konseling, metode kontrasepsi yang sesuai, perawatan pemahaman pilihan kesehatan reproduksi. tersebut. 

prenatal, perawatan persalinan, dan perawatan pasca 

persalinan. 
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Sasaran Strategis 
Domain dalam Analisa Kesenjangan inklusif Disabilitas 

No. 
Akses Partisipasi Kontrol Manfaat 

Perrasalahan : Minim kunjungan rumah (home visit) dari tenaga kesehatan kepada penyandang disabilitas 

1. Ketidakadilan dalam Akses Kesehatan 

2. Kurangnya Ketersediaan Informasi: 

Faktor Penyebab 3. Kurangnya Pelatihan Tenaga Kesehatan: 

4, Ketidakberpihakan dalam Kebijakan Kesehatan: 

Perrasalahan: Belum ada pelatihan bagi tenaga kesehatan tentang sensitivitas penyandang disabilitas 

3 SS7:Akses dan pemerataan Layanan Penyandang disabilitas harus memiliki akses yang setarake Partisipasi dalam Desain Kurikulum: Kendali atas Proses Pelatfhan: Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan: 

kesehatan bagi penyandang disabilitas pelatihan tenaga medis yang berkualitas tentang pelayanan PD dan OPDis berpartisipasi dalam merancang kurikulum Penyandang disabilitas harus memiliki kendali atas proses Memberikan manfaat berupa peningkatan kualitas 

kesehatan kepada mereka. Ini mencakup aspek akses fisik ke pelatihan tenaga medis. Agar pelatihan mengakomodir pelatihan, termasuk kemampuan untuk mengemukakan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga 

lokasi pelatihan, aksesibilitas materi pelatihan dalam berbagai kebutuhan penyandang disabilitas dan memasukkan masalah atau kebutuhan mereka selama pelatihan. medis. lni mencakup kemampuan untuk memberikan 

format, dan penggunaan teknologi bantu jika diperlukan untuk perspektif PD. Mer eka juga harus memiliki hak untuk memberikan perawatan yang lebih sensitif terhadap disabilitas dan 

partisipasi. Pelatihan Sensitif Terhadap Disabilitas: masukan tentang cara pelatihan dapat disesuaikan agar mengidentifikasi serta mengatasi hambatan yang 

Pelatihan harus mencakup elemen pelatihan sensitif lebih efektif. mungkin dihadapi oleh pasien penyandang disabilitas. 

terhadap disabilitas agar tenaga medis dapat memahami Kesejahteraan Pasien: 

tantangan, kebutuhan, dan hak penyandang disabilitas Akses yang lebih baik ke perawatan kesehatan, 

dalam konteks pelayanan kesehatan. peningkatan dalam komunikasi antara pasien dan 

tenaga medis, dan pemnberian perawatan yang sesuai 

dengan kebutuhan dan preferensi individu. 

1. Kurangnya Pemahaman Terhadap Kebutuhan Unik 

Faktor Penyebab 2. Minim anggaran 

3. Kurangnya Kesadaran Tentang Hak dan Undang-Undang 

Permasalahan : Kehabisan obat kusta di Puskesmas 

4 SS7:Akses dan pemerataan Layanan Akses Terhadap Perawatan Kesehatan: memastikan bahwa Partisipasi dalam Perawatan: Kendali atas Kesehatan: Kesembuhan: 
kesehatan bagi penyandang disabilitas Orang yang mengalami kusta memiliki akses yang mudah dan Ketersediaan obat kusta di puskesmas sehingga orang Ketersediaan obat kusta memberikan penyandang kusta Obat-obatan yang tepat waktu dan efektif dapat 

terjangkau ke perawatan kesehatan yang diperlukan. Mer eka yang mengalami kusta mendapatkan terapi obat. kendali lebih besar atas kesehatan mereka. Mer eka dapat mengobati infeksi kusta, mencegah kerusakan lebih 
dapat mendapatkan obat-obatan dan perawatan medis tanpa Mengikuti rencana perawatan yang sesuai dengan mengelola kondisi kusta mer eka dengan baik dan lanjut mencegah disabilitas, dan meningkatkan 
kesulitan, biaya yang tinggi, atau perjalanan jauh ke fasilitas yang kebutuhan mer eka, termasuk minum obat-obatan dengan mengurangi risiko komplikasi atau penyebaran penyakit kualitas hidup. 

lebih jauh. benar dan mendapatkan informasi tentang terapi ini. Pencegahan Penularan: 

pengobatan, efek medis pergobatan dan terapi fisik Pencegahan penularan kusta kepada orang lain. 

disabilitas akibat kusta Pengobatan yang tepat dapat mengurangi tingkat 

penularan dan membantu menghentikan penyebaran 

penyakit kusta. 

1. Keterbatasan Pasokan Obat 

2. Keterlambatan dalam Pengadaan Obat 

Faktor Penyebab 3. Kegagalan dalam Manajemen Stok: 

4. Kesulitan dalam Distribusi 

5. Keterlambatan dalam Pengadaan Obat 



No. Sas aran Strategis 
Domain dalarm Analisa Kesenjangan Inklusif Disabilitas 

Akses Partisipasi Kontrol Manfaat 

Perrnasalahan: Balei rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental tidak layak huni dan over kapasitas karena jumlahnya yang terbatas 

5 $s7: Akses dan pemerataan Akses Terhadap Layanan Rehabilitasi: Partisipasi dalam Program Rehabilitasi: Kendali atas Proses Rehabilitasi: Kesejahteraan dan Pemulihan: 

Layanan kesehatan bagi Balai Rehabilitasi yang tidak layak huni dan over kapasitas Kapasitas berlebihan dalam Balai Rehabilitasi dapat Kapasitas berlebihan dan fasilitas yang tidak layak Kondisi Balai Rehabilitasi yang tidak layak dan 

pen yandang disabilitas dapat menghambat akses penvandang disabilitas mental mengakibatkan kurangnya perhatian individu, dapat mergurangi kendali individu dengan over kapasitas dapat memengaruhi manfaat 

ke laya nan rehabilitasi yang sesuai. Mereka mungkin kurangnya dukurgan individual, dan kurangnya disabilitas mental atas proses rehabilitasi mereka. pemulihan penyandang disabilitas mental. 

mengalami kesulitan dalam mendapatkan perawatan dan fokus pada kebutuhan unik setiap pasien. lni dapat Mereka mungkin tidak mendapatkan perhatian dan Mereka mungkln tidak mendapatkan perawatan 

dukungan yang diperlukan untuk pemulihan mereka. membatasi partisipasi penyandang disabilitas dukungan yang mereka butuhkan, dan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang 
Akses Fisik dan Fasllitas: mental dalam program rehabilitasi yarg ses\al mereka mungkin terbatas. dapat memperlambat atau menghambat proses 
Fasilitas yang tidak layak huni dapat memiliki aksesibiltas dengan kebutuhan mereka. pemulihan mnereka. 
fisik yang buruk, yang berarti penyandang disabilitas Keterlibatan Keluarga dan Komunitas: Pengurangan Stigma: 

mungkin kesulitan dalam berpartisipasi dalam program Partisipasi keluarga dan komunitas dalam Balai Rehabilitasi yang efektif dapat membantu 

rehabllitasi. mendukung rehabilitasi penyandang disabilitas mergurangi stigma terhadap penyandang 

mental juga dapat terharnbat akibat keterbatasan disabilitas mental dan meningkatkan integrasi 

kapasitas Balai Rehabilitasi. mereka ke cdalam masyarakat. Namun, kondisi 

yang tidak memadai dapat merugikan upaya ini. 

1. Kurangnya Anggaran 

2. Kurangnya Pelatihar Tenaga Kesehatan: 

Faktor Pen yebab 3. Keticlaksetaraan dalam Akses Kesehatan Mental 

4. Keticakcukupan Kapasitas Tenaga Kerja: 

5. Keterbatasan Infrastruktur: 

Permasalahan: Mimin aksesibilitas pada fasilitas kesehatan yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas 

6 Ss7: Akses dan pemerataan Akses Fislk Terbatas: Partisipasi Terbatas dalam Perawatan: Kendali atas Kesehatan: Manfaat Kesejahteraan: 

Layanan kesehatan bagi Minim aksesibilitas paca fasilitas kesehatan dapat Keterbatasan akses fisik dapat mengham bat Kurangnya aksesibilitas dapat mengurangi kendall Aksesibilitas yang minim pada fasilitas kesehatan 

penyandang disabilitas menghambat akses fisik penyandang disabilitas ke fasilitas partisipasi penyandang disabilitas dalam perawatan penyandang disablitas ates kesehatan mereka dapat menghambat kesejahteraan penyandang 

tersebut. Mencakup kesulitan dalam memasuki bangunan, kesehatan. Mereka mungkin kesulitan untuk sendiri. Mereka mungkin harus mengandelkan disabilitas karena mereka mungkin tidak dapat 

berpindah dari satu area ke area lain, tau menggunakan mengikuti prosecur perawatan atau menghadiri orang lain atau menghadapi hambatan fisik yang merdapatkan perawatan yang sesuai dengan 

fasilitas seperti toilet yang sesuai. konsultasi medis. menghambat kemandirian mereka dalam merawat kebutuhan mereka. 

Akses Terhadap inforrnasi Terbatas: Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan: diri. Partisipasi Aktif: 

Fasilitas yang tidak dapat diakses mungkin juga tidak Minim aksesibilitas juga dapat mempengaruhi Kendali atas Lingkungan: Aksesibilitas yang baik memungkink an 

menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam format partisipasi penyandang disabilitas dalam Fasilitas yang tidak dapat diakses dapat mengurangi penvandang disabilitas untuk berpartisipasi lebih 

yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, seperti pengambilan keputusan terkait perawatan dan kendali penyandang disablitas atas lingkungan aktif dalam perawatan kesehatan, mnengelola 

petunjuk arah, tanda-tanda, atau informasi kesehatan yang pengelolean kesehatan mereka. sekitar mereka, sehingga mempengaruhi kualitas kondisi kesehatan mereka cengan lebih efektif, 

relevan. hidup mereka secara keseluruhan. dan mencapai hasil kesehatan yang lebih baik. 



No. Sasaran Strategis 
Domain dalam Analisa Kesenjangan Inklusif Disabilitas 

Akses Partisipasi Kontrol Manfaat 

Perrasalahan: Balai rehabilitasi untuk penyandang disabilitas mental tidak layak huni dan over kapasitas karena jumlahnya yang terbatas 

1. Kurangnya pemahaman tentang Desain yang Inklusi 

Faktor Penyebab 2.Kurangnya Dana pengadaan ataupun renovasi 

3. Kurang pemahaman tentang regulasi atau kebijakan 

Perrnasalahan: Kesulitan Mendapatkan asuransi kesehatan bagi pen yandang disabilitas 

7 SS7: Akses dan pemerataan Akses Terbatas ke Asuransi Kesehatan: Kendali atas Pilihan Kesehatan: Kendali atas Pilihan Kesehatan: Manfaat Kesejahteraan: 

Layanan kesehatan bagi Penyandang disabilitas sering menghadapi kesulitan dalam Kesulitan mendapatkan asuransi kesehatan dapat Kesulitan mendapatkan asuransi kesehatan dapat 

penyandang disabilitas mendapatkan asuransi kesehatan yang terjangkau atau mengurangi kendali penyandang disabilitas atas mengurangi kendali penyandang disabilitas atas Kemungkinan manfaat terbesar dari memiliki 

bahkan akses ke program asuransi kesehatan publik yang pillihan perawatan kesehatan mereka. Mereka pilihan perawatan kesehatan mereka. Mereka asuransi kesehatan yang memadai adalah 

sesuai dengan kebutuhan mereka. mungkin terbatas dalam memilih dokter atau mungkin terbatas dalam memilih dokter atau kesejahteraan penyandang disabilitas. Asuransi 

Ketidaktersediaan Asuransi Khusus: fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan dapat membantu mereka mendapatkan 

Beberapa penyandang disabilitas mungkin tidak memiliki mereka. mereka. perawatan yang tepat waktu dan sesuai dengan 

akses ke asuransi kesehatan khusus yang dirancang untuk Kendali atas Biaya: Kendali atas Biaya: kebutuhan, mencegah komplikasi, dan 

memenuhi kebutuhan kesehatan mereka, seperti asuransi Penyandang disabilitas mungkin tidak memiliki Penyandang disabilitas mungkin tidak memiliki meningkatkan kualitas hidup. 

yang mencakup biaya perawatan khusus atau rehabilitasi. kendali atas biaya kesehatan mereka jika mereka kendali atas biaya kesehatan mereka jika mereka 

tidak memiliki asuransi yang memadai. Hal ini dapat tidak memiliki asuransi yang memadai. Hal ini dapat Akses ke Perawatan yang Sesuai: 

mengakibatkan beban finansial yang berlebihan. mengakibatkan beban finansial yang berlebihan. Asuransi kesehatan yang baik dapat memastikan 

penyandang disabilitas memiliki akses ke 

perawatan yang sesuai dengan kondisi mereka, 

termasuk perawatan rehabilitasi, obat-obatan, 

atau perawatan jangka panjang. 

1. Data Penyandang Disabilitas belum lengkap 

Faktor Penyebab 2. Keterbatasan Keuangan 

l 

3. Program asuransi belum inklusif 

, 


